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AbstltAk 

Partai Bulan Blntang (PBB) ada!ah pwiai Islam. Sebagai partallslatt!, ~13ll melartdasklln 
perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dart betsifat "rahmatan lit alamirl' yaitu 
rehmat bagi seluruh alarn. Sebagaimana dikata.kan dalam Al~Qut'an: Universulisnie ajaran Islirn, 
terutama tentang asas keadilan, kejujUhln, kebenaran, pemihakan kepada kaum 1emah dan 
tertindas, pengharmatan terbadap harkat dan tnartabat manusia allaPun agama yang mereka peluk, 
adalah asas petjuangan PBB. Segenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak yang tnulia, 
wajib menjunjung tinggi norma-norma etik Islam yang universal. Po!itik adaiah bagian dari 
dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkatan. lidak ada pihak 
yang dirugikan dengan prinsip-prinsip ini, 

FBB dibaogun dengan suatu clia-cita dan te1ah meletakkan lstam sebagal asas d~ pada 
pa:rtai ini. PBB mempunyai program yaitu ingin menegakk:an syariat islam , ini adalah prinsip dan 
pendirian partai. Tujuan PBB adalah mewujudkan masyarakat yang betiman, bertaqwa edil dan 
makmur yang diridhai oleh Allah Swt. Hal yang sama juga terdapat pada tujuan Masyumi. Maka 
dari perumusan df atas, partai hendak berjalan di atas ajaran dan hukum Islam. PBB akan 
memperjuangkan ajaran dan hukum Islam, Segenap warga partai hendak melakukan jihad 
perjuangan pekerjaan bersunggllh-sungguh hendak menegakkan Islam da.larn dirinya, mesyarakat 
dan negara, menuju keridhaan llahi. 

PBB memang memperjuangkan tegaknya syari•at lslam dalam kehidupan bermasya rakat, 
berbangsa dan bemegara. Kita menjunjung tinggl kemajemukan masyatakat 1ndonesia. Syarlat 
Islam dalam arti pribadatan seperti shalat, puasa dan haji, dapat dilaksanakan menurut Islam 
seluas-luasnya, tanpa sedfk\tpun kewenangan negara untuk mencampuri atau mengjtalanginya., Oi 
bidang hukum prlvat ki!a tetap mengbargai adanya kemajemukan hukum, sesuai dengan 
kemajemukan masyarakat kita ini, yaitu prinsip-prinsip lslarn. Syariat fslam dalam kehidupan 
pribacli dan keluarga seperti perkawinan dan kewarisan dijamin untuk di!aksanakan bagi omat 
Islam, sebagaimana umat beragama lain juga tunduk kepada ketcntuan-ketentuan aga:ma mereka. 
Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya mll$ing-masing dan kepercayaan 
itu jika dia orang lslam maka sah perkawlnannya itu apabila tunduk pada kaedeh~kaedab hukum 
Islam. Syariat da!am kehldupan lebib luas yang berkaitan deng:an hukum pubHk, adalah sumber 
hukom yang universal, yang dapat ditransformasikan Ire dalam bukum nasional atau peraturan di 
daerah-daerah. Kalan sudah seiesai di transfonnasikan., maka namanya bukan lagi syariat Islam, 
melainkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Oaerah, atau peraturan lalnnya yang 
merupakan hukum negara Ri. 

Da!am negara demokras! orang boleh memperjuangkan apa yang menjadi cit!H:.lta dan 
aspirasi mereka. Menurut hukurn dan konstitusi, maka berhak dan setiap partai polit!k Ufituk 
memperjuangkan aspintsi politiknya.PBB dalam sidang-sidang MPR yang lalu telah empat kall 
melakokan amandemen konstitusi. PBB sebenarnya tidak ma.u mengamendemen UUD 1945 
dengan Piagam Jakarta, PBB ilanya menuntut perubahan pasal 29 dikembalikan kepada rumusan 
a\Val, bukan pada pembukaan, Teks Piagam Jakarta adalah teh Proklamasi yang disiapkan. 
Namun tidak jadi dibaca dan kemudian teks itu diooret pade tanggal 18 Agustus 1945, khususnya 
kata-kata Sy.ariat Islam dijedikan sebagai pembukaan tJUD. Fntksl PBB di MPR pada waktu.itu 
hanya mcnginglnkan mengamendemen pasal 29 sesuai dengan teks aslinya yang merupakan 
kompromi antara golongan islam dengan golonga kebangsaan, sebelum kita mempetoklamsikan 
kemerdekaan Indonesia. 

Dua komprorni tujuh kata adalah rumt.lsan syarat Presiden yang· dinyatakan bahwa 
Presiden R1 latah seonmg Indonesia asli dan beragama Islam. Pada waktu itu di MPR, PBB 
memperjuangkan agar kata-kata "KetuhMan dengan kewajiban menjalankan syariat tslam bagi 
pemeluk-pemeluknya" dikembalikan. Bukan hanya syariat Js1am sebagai sumber hukum yang 
PBB tmnsfonnasikan, asas--asas hukm privat, dan hukum kolanial Belancla yang tetah diterlma 
masyarnkat, juga konvensi-konvens! internastonal yang telah PB.B ratifikasl, semua ada!ah sumber 
hukum, disampJng UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas dan cita-cita peajoangan 
flBB sejalan dengan kemajemukan bangsa !ndonesia. Tidak perlu umat Islam. tneujalankan 
perintah agamanya itu karena dlpertntah oleh konstitusi. tetapi meskipuo PBS tidak berhasil 
memperjuangkannya, narnun kita tetnp bcrkehyakinan kembali atau tidak kembali tujuh kata ltu 
adatah kewajiban ldta umat Islam untuk metnpetjttahgkan asas-asasnya, syarlat itt! betlaku dalam 
m.asyarakat bangsa dan negara Republik indonesia. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. I Lutar Belakaug Musalah 

Berdirinyn partai-partai politik di Indonesia pada awaJ reformasi cukup 

beragam karckteristiknya. Hal ini mengingat kemajemukan masyarakat dan 

hangsa Indonesia yang plural. Tak terkecuali umat Js.lam tampil mendirikan partai 

politik yang mengusung ldentitas "bendcra" Islam. Adanya keinginan bcrsama di 

ka!angan umat 1siam 1.mtuk membentuk partai politik Islam rncndapat angin segar 

setdah kcluarnya Maklumat Pemcrimah Langgal 3 h"opember 1945 yang berisi 

anjurao untuk mendirikan partai-partai po!it!k. 

Setelah berjalan 32 tahun, masa Orrle Bam segera digantikan dengan era 

yang disebut "rdOrmasi''. Reformasi ditandai dengan kcberhasilan kelompok 

rcfonnator yang mclibatkan di da1amnya ribuan ma1tasiswa dan masyarakat 

''menumbangkan" rezlm Sactlar1o. Lengsemya Soeharto dari kursi Keprcsidenan 

Rl scbagal simbol rezim ncgara yang hegemonik menuntut pcrubahan di segala 

bidang. Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan satu di antara sekian banyuk 

partai Islam yang lahir sciring dcngan gerakan reformasi politik. Pmtai Bulan 

Bintang disingkat dengan PBB, didirikan dengun dllandasi niat membangun 

bangsa dan ncgaru bagi kcpcntingan scluruh rakyat Indonesia tanpa membedaktm 

suku, asal-usul keturunan, agama maupun golongan sesuai dengan cila-cita 

Proklamasi 17 AgLJStus 1945 dengan prinsip Islam "mhmalan lil 'alamin", yang 

artinya membcrikan rahmat kasih sayang bagi sel'uruh alam. 1 

1 Yudi Pramuko, Yusri! !hza Mahendra, Sang 8imang Ccmcrltmg. Jaknrtn : Putcrn Berdiknri 
Bnngsn, 2000. him : 69 
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Pctjuangan untuk menegakkan suatu sistem yang kuat tclah mcnjadi trade 

mark PBB. PBB mempuny.ai clri kh.as tcrsendirL Apabilu partai-partm baru lahir. 

karcna dorongan politik yang muncul seiring dengan bcrscmi lahimya era 

reibrmasi, maka PBB mempunyai perjalanan sejarah yang lebJb panjang di masa 

kejayaan polilik On.ie Baru. Partai politik Islam ini tclah dimulai oleh tokotHokoh 

lslam terkenal, seperti Or. H.M. Natsir, K.H. Masykur, K.H. Rusll Abdul Wahid 

dan Pror. Dr. H. M. Rasjidi dalam satu wadab yang dinamai dengan Forum 

Ukhuwah Islamiyah (FIJI). Forum ini didirikan pada tanggal l Agustus 1989 

dalam rangka rnenyongsong datangnya tanggal I Muharram 1411 H yang 

bertcpatan dengan l7 Agustus 1989. Pendirian Forum Umat Islam (FUJ) ini 

bcrdasarkan atas kepribatinan pard pemuka Muslim dan juga para tokoh nasional 

tcrsebut, atu5 gcncurnya gerakan-gcrakan l.anshiriyalt (kristenisasi) dalam 

merongrong akidah umat Islam di Indonesia selama rezirn Orde Baru berkuasa.2 

Kclahiran PBB muncul adalah upaya keras dari golongan-goiongan lslam 

modernis yang mcrupakan gcnerasi pewarls dan pcndukung Masyumi yang terikat 

dalam komunitas dakwah. Dewan Dakwal1 islamiyah Indonesia (DDII) pada 

tahunl989, Seiring bcrjalannya waktu, angin re[onnasi mulai berhembus dan 

momenwm bersejarah ini kian mempertcguh keinginan PUI untuk melahirkan 

partai Islam. FUJ ini tujuannya adalab sebagai forum dan pada awalnya didirikan 

o!eh DDII dan sebagai Ketua Urnum adalah M. Natsir. Sctclah melakukan 

bcrbagai pc1iimbangan yang masnk, beberapa tokob Islam dalam f'UJ kemudian 

mi!rangkul ormas.Monnas Islam yang be11araf nasionaL Ini dimaksudkan untuk 

mcncapai tujuan yang !ebih besar secara bersama-sama. Scbagian onnas yang 

: Scmuu dnla wni.<Jng pemben1ukan PBB didasarkan pat!a buku Basil Mukcmas I Panai Bulan 
Bin!nng. J<1kann: DI'P PBB, 1999 
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diajak menyatakan persetujuannnya. Mereka menyambut hangat ajakan FUL 

Persetujuan dan kerjasama itu rnewujudkan Badan Koordinasi Umat Islam 

(BKUI), puda tanggal 12 Mci 1998, 

Jumlah ormas Islam ya11g menjadi anggota BKUI tercatat sed[kitnya 40 

ormas. Nanum, lerdapat 22 ormas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung 

dcngan BKUL Motivusi daripada onnas- ormas Islam ini mau bergabung dengan 

BKUI adalah karcna kepcdulian tcrhadap aqidah. Diantaranya, Dewan Dakwah 

Lsh1111iyah Indonesia (DOll), Muhammadlyah (diwakili lembaga Hlkmah), 

lttihadul Mubal1ighln. Himpunan Mahasiswa Islam (HMJ), Korps Alumni HMI 

(KAHMI), syarikat Islam (S!), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (!CMI}, 

Perti, AI Irsyad, Persatuan Islam (Persis), As~Syafiiyah, Badan Kcrjasama Pondok 

Pcsantren Se Indonesia (BKSPPI), Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), Gerakan 

Pemuda Islam {GPJ), Pclajar Islam Indonesia (PH), Keluarga Bcsar PU, Serikat 

Tani islam Indonesia (STll), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia 

(BAKOMUBIN), Lembaga Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemuda dan 

Remaj.<l Masjtd Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturrahmi Habalb, Ulama, 

Muhaligh dan tokoh Masyarakat, Pcrsaudaraan Pekcrja Muslim Indonesia 

(PP.\11), Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI}J 

Pamu Blllan Bintang (PBB) adalah pencrus cita-cita perjuangan Masyumi, 

didirikan dengan niat "Izzul Islam wal MusHmln" yang artinya bahwa kemuliaan 

Islam dalam umat Islam, tandas Dr. Anwar Harjono penuh semangat,juru bicara 

terakhir Masyumi, pendiri dan sescpuh PBB. Di mata Anwor Harjono, PBB 

adalah "d.arah ham", partai baru rncneruskan cita~cita besar dari yang "lama", 

;; Op.d! .. him: 68-69 

3 Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



partai lama (:vfasyumi). Atau dengan kata l.ain PBB, ibarat satu sisi dari rnata uang 

yang sama dengan Masyumi. Menurut Anwar Harjono, PBB ingin dengan darab 

ham meneruskan cita-clla besar dari yang lama. "Maka kalau ada yang bertanykl 

ap:akall PBB merupakan pcnerus partai Masyumt, dcngan tcgas sayajaw·ab: Ya!''.4 

Pemyataan ini mengandung konsekuensi dari para pendukung PBB agar tidak 

terjcbak pada "romantisme scjarah" atau dengan kata lain "mites lama" scmata. 

Tapi kdmdiran PBB dinobatkan untuk merajut tali spiritnya dari akar sejarah dan 

m.eluruskan kcmbali tali kekusutan scjarah polltik masa lalu sebagai cennin 

mcnghadapi situasi dan zaman baru. 

Partai Buhm Bintang (PBB} merupakan panai Islam yang berprinsip 

um01atan wasathan (umat yang pcrtengahan), .sepe11i yang dikatakan dalam AJ-

Qur'an : "UmaL lsbm itu adalah umat pertengahan". Partai ini bersikap moderat 

dan mcmbuka pintu yang seluas-luasnya untuk bekerjasama dengan golongan-

golongan kckuatan scrta komponen bangsa yang lain. P~trtai Bulan Bintang 

melandasi prinsip-prinsip perjuangan dengan platfom1 partai ini adalah Keislarnan 

dan Kcindoneslaan. 5 Kcisluman yang dimaksud adalah dengan memegang tcguh 

aqidah fslamiyah dan akan bcrpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak 

lslatniyah yang bertujuan untuk seluruh masyarakat atau semua komponen 

bangsa.li 

Scdangkan Keindoncsiaan adalah lslarn di negcri ini tclah herabud-abad 

lamanya, telah bcrurat dan berakar dalam kehidupan bangsa kita. Sebab itu, kalau 

kiln bican1 lsltun. kita bcrbicaru tcntang bangsa rndonesia. Sebahknya kalau 

------
~ Pcmy:'ltaan Yusril dalam Yudi Pr.unuko, Op.cit .. him: 66 

Yusrillhza Mahendra, tlalam Sabar Sitanggang {ed), Caru/un Kriti..; dati Perdku11 Pemikinm 
Yusrillhza Mabendm. hlm: 184 

'' Yudi Prnmuko. Yusrillltza .~falumdra : Stmg Binrang Cemer!a11g. J01karta : Putera Berdikuri 
Bangsu, 2000. him: 165 
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berblcara bangsa belum tentu akan bicara Islam. Atau dapat juga dikatakan bahwa 

Indonesia adolc.h suaht wilayah tempat urnat Islam itu berada, dengan semangal 

Islam itu diperjuangkan misi dan cita-citanya, Negara merupakan bagian integral 

dari Islam. 

Masyumi yang mempcrjuangakan Islam secar.a modem metahd jalan 

konstitusional dan parlemcnter. Prinsip modemisasi Islam inilah yang akan 

diteruskan PBB scbagai partai yang dicita-citakan mewarisi tradisl besar politik 

Masyumi. Baik bagi PBB maupun Masyumi, negara lslam dalam konteks formal 

atau nama tidaklah penting, sebab yang lebih pcnting adalah bagaimana prinsip-

prinslp Islam tidak tercalisaslkan dalam negara, sehingga secaro subtantifncgara 

Indonesia adalah scsuai dcngan dta-cita syariat dan hukum Islam, baik bagi 

penyelcngara ncgara maupun rakyat yang menjadi anggola negaranya. Masyumi 

sebagai partai yang lahir dengan muatan politik agamais (Islam), kental dengan 

wuwasan yang modem, Demikianlah, Masyuml banyak meyaiurkan aspirasi 

polilik ummat Islam dalam perjuangan demi sebuah modem nation state.7 

Scjalan dengan konteks di alas, Dawam Rahardjo:,; mencarat babwa Moh. 

Natsir tidak tampak mempunyai persoalan dengan demokrasi, dan bahkan dalam 

kiprah Masyumi, demokrasi menjadi budaya. Menurut Dawam, Masyumi 

tfiluklskan scbagai Partai l:.lam yung mcndukung dan bahkan menganjurkan 

konsep multi party democracy yang mcrupakan sebuah model yang berlaku di 

Eropa Barat hingga sekarang.9 

7 
Musa Ka7.him. P<.wgamar Duhms 5 Pariai Do/am Timbangan. Op.cil., him: 99 

> Dawam Rnlu.tnljo "Nmsisr dan Vemokra~·i·· dalam Pmljimas, No. 04/! 13-26 November 2002. 
hlm. 97~9:-:; 

•J Ibid. da!am tulisan inL Dawam mcnycbutkan puln balrwa Cltarlt:s KtwLman dnlam bukuny:.1 
l:dam /,ihi!rt!l : The Sourcebook {1955;, 11/CIWUipalkun Norsir kedulam golangau f:.,Jam 
Uherul. O:IIam cmamn !mnnya. Herbert P'oolb & l.<mcc Castles (1.-d). l'emikinw Polidk 
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Kejayaan Masyumi, balk melalui tokob-tokohnya dalam memimpin negara 

pada mas<H11asu kabinct Parlcmemer hingga pcrolehan suara. yang 

menempatkannya di parlcmen hasll pemilu 1955, juga idc~ide besarnya ientang 

cila-cita negara Indonesia modem secaru politik berakhir sejak clibubarkannya 

Masy11mi olch rezim Demokrasi Terpimpin Soekamo. Menurut Daniel Lev, 

tlirasakan bahwa partai-partai Islam tidak memiliki kekuasaan untuk rnenguasal 

negara setelah kcjatuhan Masyumi. !0 

Di mval Ordc Bnru, dirasakan tidak jauh bcrbeda bagi mantan pcndukung 

MasyLimi yang biasa disebut keluarga Besar Bulan Bintang "terbelenggu" hak 

politiknya untuk menghidupkan kerubali parlai Masyumi. 

1. 2 Rumusan Masulah 

Bcrdasarkan !atar belakang berdirinya Partai Bulan Bintang yang tclah 

dikemukakan di atus, maka hal-hal yang diteliti dalam pcnelitian ini ada lab: 

I. Apakab Parlai Bulan Bintang (PBB) merupakan pencrus cita-clta dari 

Partai Masyumi? 

2. Apakah garis pcrJ\!angan Partai Bulan Bintang (PBB) merniliki 

kcsamaan dcngan Partai .\1asyumi? 

3. Bagaimanakah Partai Bulan Bintnng (PBB) rnernperjuangkan program 

implcmcntasi s.yari'at Islam dalam proses demokntsi? 

lmlmu:siu, Op.cif.. him 197-198. Mrmgungkaplwn bahwa Moh. Na1sir. selaiu .scbagai pengikm 
_lrwdwlu!nUdis. A. lfasfln (pcndiri Persis) _gurut1ya di Bandung juga dipcngnruhi olch paham 
liberal dan Barut, sl:bagaimallll juga Sjafrudtlin Prawir.megara, tokoh Masyumi dalam bidang 
ekonomL 

m Daniel S. Lev. Parrai-Panai Politik Di 11/(lonesia Pmla Masa Demokrasi Pademetllcr (1 1)50-
1957) dan Demnkrasl Trupfmpin (1957-1965) dalam h::hlasnl Amal (ed) Tf!uri-Teori Mutak!Jir 
Purrai Pohll'k, (Yogyakarn, Tiarn Wacana Yogya, 1996), him; 14S 
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I. 3 Tnju:m l)enulisan 

Tujuan Pcnulisan ini adalah : 

I. Unluk mengetahui perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan 

kelanjutan pencn;s cita-cita dari Partai MasyumL 

2. Untuk rnenjelaskan penerapan demokrasi Partai Bulan Bintang (PBB} 

di dalam membawa syariut [slam. 

3. Untuk mcngetahul bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah 

part~1i politik yang mcmilih ideologi serta secant konsisten 

memperjuangkan Amandemen UUD i 945 pasal 29. 

1. 4 Ruang Ungkup Penclitian 

Penelitian sejarah ilmiah rnemiliki tiga batasan, yaitu batasan darJ sudut 

tematis, spasial dan temporaL Batasan tcmatis dari pcneliHan ini adalah Partai 

Bulan Bintang. Pokus ulama penelitian ini adalah PBB yang bergcrak dalum 

bidang politik dan bertujuan untuk mencapai kekuasaan, Adapun pemilthan 

terhadap PBB karena Partai Bulan Bintang mcmpunyai hubungan kcdekatan 

dengan partai Masyumi yang merupakan sebuah partai yang konsisten ingin 

mcnjadikan Islam tidak banya ritual semata tetapi juga mengatur sernua aspek 

kchidupan. 

Ajanm~ajaran Islam rnenurur Partai Bulan Bintang (PBB) mcrupakan 

sebuah sistem pcdornan dan tuntutan hidup yang menycluruh dan relev~m dengan 

kcutuhan scmua aspck hidup dan kehidupan manusia. OJch karena itu manusla 

ditunt11t untuk mengarahkan dan menghadapkan seluruh hidupnya untuk 

menegakkan Islam. Pedoman dan tuntunan yang lazim Jisebut syariat Islam. 
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ditcladankan olch Rasulullah yang memandu manusia bcribadah secara utuh, yaitu 

di dalam ibadah mahdhah (rihJs/khusus) dan ghalr madhah (muamalahlumum). 

Keteladanan Rasul~1!1ah dalam rnelaksanakan syariat Islam secara utuh setelah 

hijrah kc Madinab, mcrupakan sunah yang wajib dilkuti umat Islam kapan pun 

dan dimana pun. 11 Implemantasi syariat Islam yang disunahkan Rasulul\ah dl 

Madinuh dengan menggambarkan system Isiam seperti : spiritual, moral, politik. 

hukum, pcndidikan, ekonomi, dan sistem sosiaL 

Batasan spasial yang dipilih di sini adalah dacrah basis Partai Bulan 

Bintang. PBB pada Pemilu 1999 terdapat basis suara di Pulau Jawa (Jawa Barat} 

dnn Bantcn, di !11ar P.Jawa terdapat di Kalimantan Selatan. Su]awesi Sehuan, 

~TB, Bangka Belitung, Sumatcra Selatan, Riau, Sumatera Utarn, dan Acch, 

Sccara historis basis PBB tidak jauh berbeda dengan basis Masyumi. Basis 

Masyumi dlbenwk awalnya sebagai Wildah kuderisasi organisasi kcagamaan 

mcnJadi Partai politik Islam MusyumL Pembentukan sebagai partai politik daput 

diterima masyarakat, terutama dikalangan umat Islam, karena mendapat 

dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi Islam Sepcrti Nahdlutul 

Ulama (1'-iU) dan Muhammarliyah. Dalam pc1jalanan selanjutnya, beberapa 

organisasi Islam lain bergabung juga kedalam Masyumi, .sepcrti Persatuan Islam 

dan Al-frsyad serta organisasi yang bersifat lokal, seperti Al-Washliyah di Mc<Um 

dan Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat (Lombok). 12 Organisasi-organisasi 

ini menjadikan Masyumi sebagai sarana pcrjuangan dalam bidang politik. 

Sctelah dib~1barkannya Partai Masyumi, basis politik Masyurni tersebar 

dengan kulLur smuri dan go1ongan Islam pelajar yang berhaJuan modcrnis 

,, 
Tafsir Asas l'ami 13ulan Bintallg. (Jakartu: DPP Par!ai Bulan Bimang. 2005) him: 80 

L! Oellar Noer, Partai islam di Penta..-; Nasimw.l J 945· I 965 (Jakarta : Grafiti, 1987), hLm : 49-$0. 
/hid, butir, 20. 
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tennama di perkotaan, yang telah lama bersos:ialisasi lewat serangkaian orrnas-

onnas Islam yang menjadi basis Masyumi dan organisasi dakwah lslam di DOli 

yang menampung komunitas mantan Masyumi untuk berkiprah den&ran strategi 

dakwah Islamiyah (kulturaHsasi Islam dart hcntuk asalnya Jslam politik), 

Kegngalan mcrchebilitasi Masyumi, bingga rckayasa pemerinlah tcrhadap 

Pannusi dan kemudian kc PPP13 pada masa pemerintahan Orde Baru, 

Masyumi yang karakLemya banyak diwamai oleh posisi pcndukungnya 

berasal dari luar dan wilayah Islamnya kuat (Sunda) di Jnwa Barat, 14 hal yang 

sama juga terdapat pada massa PBB, Nuansa harmonisasi yang dikernbangkan dan 

dibudidayakan dalam Masyumi turut diupayakan dalarn PBB kcndalipun scbagiun 

besar pcngurus partai berasal dari sesepuh dan penaschat partai adalah tokoh-

tokoh ulama, kyai kl1arismatik yang tingkat ketokohannya umumnya cukup 

dikenaL Potensi besar inilab yang turut menumbuhkan penyatuan PBB. 15 

Bcrdasarkan untian diat'<l.s:, terdapat peogakuan Yusrii bahwa sccara 

hlstnris tcrdapaL kaitan eral antara PBB dcogan partai Islam Masyumi yang pernah 

jaya di masa sHam, 16 walaupun demikian, PBB bukan mcn1pakan kernbalinya 

Partai Masyumi dulu, Hal ini mengingatkan kctiadaan Masyumi sebagai partai 

Islam yang telah dibubarkan di tahun J 960. 

Batasan awal dari pcnchtian ini tahun 1998 didasarkan pada tahun 

tersebut berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB). PBB didirikan tepatnya pada hari 

Jum;at, 17 Juli 1998 bertepatan23 Rabiul Awal 1419 Hijriah, Ikrar pendirian PBB 

L' Kini PPP teiah mclakukan pcmbahan pada Mukramarnya Des:embcr 1998. Tcrulama dcngan 
kcmbaliny<J kc simbol Ka'bah sebagai lambang partai dan Islam scbagal asas polilik scs:uai 
<J:wnl pendirlan PPP hasi! tU!ii tahun l973. 

"' Jhid., him: l)J. 
Dalam Musa Krtrhim Op.cif .. him: 23 

"· l'ernyattmn Yusril Ilua Mahendra, dalm Yudi Pramuko, Op.r:it., him: 66 
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didukung oleh 22 orrnas Islam, Partai Bulan Bintmg disingkat dengan nama 

PBB. Partai Bulan Bintang pada Muktamar I menegaskan dirinya sebagai partai 

mass<~ dan partai kader. 17 

Golongan Islam yang selama masa Orde Baru termarjinalisasi mula! 

tampil sekttar 42 dari 140wan parpol yang berdirl pada masa Prcsiden B.J. Habibie, 

mcnggHnakan asas Islam atau menggunakan simbol-simbot formal Islam ata.u 

mcmilki konstituen !Crbcsar dari kaum muslimin. Dari jumlah itu, 20 partai Islam 

Jolos seleksi unll1k mcngikuci Pemilu 1999. Dalam pclaksanaan pemilu, PBB 

mendapatkan suara dari kcseluruhan provinsi di Indonesia dan suara terbcsar 

berasal dari Jawa Timur sebanyak 175.516 suara dan jumlah suara tcrkecil dati 

provlnsi ldan Jaya yaitu sebanyak 4.621 suara. Pada Pemilu 1999 wilayah sudah 

terbentuk dl 26 provinsi. Total jumlah suara PBB adalah 2.048.970 suara 

105.629,483 pcmilib a.tau lcbih kurang 2,5 % suara di DPR. 11
-; Pemitu 1999 

mampu mengantarkan 13 orang legislator PBB di DPR~RI .. Ke 13 kader PBB 

yang duduk di !embaga pcrwakiJan tersebut masing-masing bcrasal dari provinsi 

Jawa Bara! scbanyak tiga orang, Surnatera Sclatan satu orang, Jawa Timur satu 

orang, sedangkan dari pemilihan Jakarta1 Jawa Tcngah, Sulawesi Selatan, 

Sumatera L'tura, 1\usa Tenggura Barat, Kalimantan Selatan dan Acch masmg~ 

masing 1 kursL Jumlah politikus PBB yang duduk di parlemcn sebanyak 13 orang 

dan berhak mcmbenluk satu Fraksi (F·PBB) berdasarkan tatib DPR. Dalam 

Pcmilu 1999 lalu PBB berhasil meraih simpati massa politik yang 

menempatkannya scbagai "enam besar" di Parlenlcn. 

1 ~ Program Umum Pcrjuangun Partai Bulun Bintnng, dalam program lnlcmalnya mengcnai 
kaderisa.'>i d!nyat11ka.n bahwa Oricntasi PBB ru:lalah partai massa dan partai kadcr 

).~ Ar;;ip DPP·PBB, hasil perolehan suara pemflu 1999 
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Batasan akhir dari penulisan ini adalab talmn 2004. Pada pemilu 2004, 

tcrdiri dari 32 provinsi dllndonesia PBB hanya berhasil meraih 2.984.737 suara 

atm1 2. 62 % dan 145.701.637 pemitih di Indonesia. Suara dari seluruli provinsi 

terdapal di Jawa Barat sebanyak 25.682.350 pemilih, 606.841 pemilih PBB, dan 

pcrolehan sunra tercndah adalah di Bali 2.437.984 pemilih, 4.216 pemilih PBB. 

Yang tcrbanyak perolehan suara adalah di Nusa Tcnggaru Barat dari pcmiiih 

2.587.294, pcmilih PBB 233.282 atau II ,6 %. Bangka Belitung, dari pemilih 

660.633, pemilih PBB 102.492. a tau 21,4 %. 19 Hal ini disebabkan identik dengan 

tanal1 kelahiran ''Yusril rllZa Mahendra" dan pengamh bcsar sebagai pendlri 

sekaligus Ketua Umum i PBB. Sementara im pengaruh orangtua Yusril sendiri 

adaltlh salah satu Pcngurus Cabang Partai Masyumi. Pada pcmi!tJ 2004 PBB 

iemperolch 11 kursi di DPR-Rf, maslng-masing berasal dari Dacrah Pcmllihan 

Nagroc Aceh Darussalam I (KAD) I, Sumatera Barat I dan U, Riau, Sumatera 

Selatan II, Bangka Belitung, Jawa Barat II, Banten I, Nusa Tenggara Barat, 

Kalimantan ScJatan, dan Sulawesi Selalan masing-masing mendapat 1 kursi. 

Ditinjau dari perolchan suara, PBB mengalaml penambahan suara, namun akibat 

adanya perobahan sistcm pemilu serta pembagian daernh pcmilihan 

mengakibatkan pcrolehan kursi PBB di parlemen menurun. 

Dalam Pcmilu 2004 jumlah partai Islam ydng rncngikuti pcmilu sckitar 

tujuh partai polltik dari 24 partai politik peserta pemilu. Salah satu partai polit!k 

yang bcrdiri dan mcngikuti pcmilu tahun 1999-2004 adalah PBB. Keikut 

senaannya pada dun kali pemilu membuktikan bahwa PBB mcmpunyai dukungan 

yang cukup besar. 

19 Annp DPP~PBB Sum bet: www.kp~,J .• go.kl, diakses. pada tanggal 2.Z Juri 2004 pukul 13.00 WJB 
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Kurun waktu 1999-2004 suhu politik di tanah air berubah dan PBB pun 

kian mcngembangkan sayapnya ke seluruh nusantara yang diikuti dengan 

restrukntrisasi organisasi keparw.ian serta penyempumaan gcrakan dan tujuan 

panai lni dalam mencuri perhati;m rakynt Indonesia. Dalam salumn atau sistem 

demokratis, pcrga:ntian kekuasaan (suksesi) ditentukan meJa1ui cara yang 

demokmtis juga, berupa Pemilihan Umurn, pelaksanaan pemilu sendiri merupakan 

ajang "pertanmgan" bagi parpol-parpol dalam mencmpatkan kadcr-kadcr yang 

tcrbaik untuk dapat menempati kursi di lembaga lcgislaiif. Hal ini tcntunya dapat 

terealisasi apabila masyarakat pcrcaya dan memberikan mandat kepada kader 

partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut. 20 PBB adalah salah satu 

dari banyak partui di Indonesia yang ikut terjun dalam pclaksanaan pemilu tahun 

2004. 

Pcmiliban unwm pcrtama di Indonesia pasca kemcrdekaan dapat 

disetenggarakan pada tahun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap dari 

Masyumi. Pemllu 1955 ini diik:uti tidak kurang dari .33 partai politik wakil 

golongan (lsiHm, Sosialis, Nasion.alis, dan s.ebngainya) dan bahkan caJon 

pcrorangan. Dari pihak Islam terdapat 6 partai yang ikut dalam pemilu seperti 

Mttsyumi, :--JU, PSII, Perri, PPTI (Parrai Politik Tharikat lshun) dan AKUI 

(Angkatan Kesatuan Urnat islam). Pemungutan suara sehagai puncak Pemilu 

dilaksanakan 2 kali yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR 

pusat sebanyak 260 kursi dan 15 Descmber 1955 unLuk memilih anggota 

Konstitusnte/MPR (scbanyak 520 kursi). 

!,, Ahmud Budimnn, "EA·sisrensi Parpcl Islam Dalam Pemilu 2004", dalum Sali, (cd) Susianu. 
Pemilu 20/)4: ;VwJi~·6· Polirik, Hukum Dan Ekonomi (Jokttrta : Tig.n Putru Ulama, 2003}, him 57 
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Dalam Pcmllu 1955 ternyata menghasilkan 11empa1 besar",21 yaitu PNl 

diurutan pertama (22,3%) dari scluruh jumlah suara, diikuti Masyumi (20,9%)1 

Nahdlarul Ulama (NU) merebut suara {18,4%), dan Partai Komunis Indonesia 

{PKJ) yang merebut (16,4%), dan sisanya 22% terhagi dalam beberapa "partai 

kecil" lainnya ditingkat DPR pusat PNI, NU dan PKI rnasing-masing 

mcmperolch lebih dari 85% jumlah suara di pulau Jawa dan lcbih dari 65% di 

dacrah pcdalaman Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebaliknya Masyumi 

mcmperoleh 48,7% dari }umlah suaranya di pulau luar Jawa yang berpenduduk 

tidak tcrlalu padal, dan hanya 25,4% di Jawa Timur dan Jawa Tcngah, 

Basis pero!chan suara Masyuml pada tahun 1955 berada di daerah Jawa 

Baral, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selaum, Kalimantan Selatan, Sumateru Utara, 

dan Sumatcra Bann. Jadi daerah basis pemilihan Partai Masyumi tidak jauh 

bcrbeda dangan daerah basis Partai Bulan Bin tang (PBB) sekarang ini. 

Hasil pcmilihan umum tahun 1955 rncmperlihatkan bahwa PKI tcrutama 

mcmperolch dt1kungan dari Jawa Tengah dan bebcmpa dacrah di Sumatera. Dari 

suara yang dikumpu!kan. olch keempat partai besar datam pemilihan umum tahun 

1955, temyata Partai PNI; NU dan PKl terikat k:epuda Jawa Tcngah dan Jawa 

Timur yang merupakan pcmusatan dari pcnduduk Indonesia, yuitu 45% darl 

penduduk Dari kedua daerah tcrsebut, PNl mcmperolch dukungan acbesar 65,5% 

dari keseluruhan pcmilihnya, sedangkan NU dan PKI masing-masing sebcsar 

73,9%) dan 74,9% pendukungnya berasal dari daerah yang sama.12 

n Miriam Budiardjo "Portisipot.i Dan Portai Pclitik" penerbit PT Gramed1a, Jakarta, 1982, him: 209 
u Drs. Arbi Sanit, Si:stem Politik Indonesia, "Kestabilan Peto Kekuotan Politlk Don embangunon'', 

PT Raja Grafindo Persada, li.lkarta, him: 26-27 
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1.5 Manfaat l>enelitiait 

Studi ini diharapkan dapat mcmberi manfaat minimal pada lima aspek 

kchidupan. Pertama, manfaat akadcmis dart penclitian ini adalah membahas 

masalah gerakan politik [slam PBB dalam dinamika demokrasi di Indonesia, 

apalagi dalam sistem multi partai sehingga bisa memberi tambahan wacuna dan 

refrensi bagi kalangnn akdcmis untuk kcperluan studi lebjh !anjut. Kedua. 

berharap dapat menambah pcngetahuan dan wawasan tentang partai politik bagi 

para pclaku dun pengamat politik di negara ini pada umumnya dan khususnya 

Mahasi:swa Fakullas llmu Pcngetahuan Budaya Universitas Indonesia jurusan 

Sejarah. Ketiga, Bagi dunia keilmuan, adalah sebagai bahan kajian amu refrensi 

ilmiah dalam memperdalam khasanah ilmu pengctabuan. Secara praktis, studi ini 

diharapkan mcmiliki manfaat dan meropakan pemahaman terhadap akar bistoris 

perjuangan Partai Bulan Bintnng (PBB) pewaris cita-cita Masyumi dalam pentas 

demokrasi di Indonesia, agar bem1anfaat bagi PBB dan partai Islam lainnya scrta 

sclumh politisi dan pengamat iainnya sebagai acuan dalam kegiatan politik dcmi 

tegaknya demokrasi dincgara ini, 

1.6 Mctode Pcnetitian dan Sumber Penelitian 

Metodc yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 

Mctode historls adalah proses menguji dan mcnganalisa secara kritis rekan1m1 dan 

peninggalan masa lampau. Hasil dari proses itu kcmudian di rekonstruksi melalui 

pcnulisan scjarah. Dalam melaksanakan metodc bistoris tersebut, ada empat tahap 
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yang hrwus dilalui yaknl tahap heuristik, krWk, interpretasi dan historiografi.:n 

Tahap pc1tama adalah heuristik. Heruistik adalah proses penclusuran, 

pencanan, dan pengumpulan data yang bempa arsip dan dokumen ini menjadi 

karya sejar:ah karena dibuat pada z:aman yang sama dan oleh orang yang terllbat 

langsung dalam peristiwa sejarah itu atau tidaknya sebagai saksi dari peristiwa 

sejarab. Pada tahap hcuristik penulis mencari dan mcngurnpulkan sumbcr~sumber 

sejamh, baik sumbcr pnmer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber 

primer yang akan digali adalah khazanah arsip yang tersimpan di sejumlab pusat 

penyimpanan arsip. Diantara sumber primer yang penulis peroleh adalah 

PeJ))U>lakaan DPP-PBB, Perpustakaan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), 

Pt>rpustnkaan Nasional Rcpub!ik Indonesia. 

Sclain berupa arsip dan dokumen. pada Pcrpustakaan Nasional RI ko!ek..si 

yang diteliti adalah puda majalah dan surat kabar harian yaqng menyangkut sosial, 

ekonomi dan politik sehubungan dcngan pcrjuangan partai polltik lslam (PBB). 

Sumber primer lainnya ada!ah tulisatHuHsan yang dimuat dalam surat kabar yang 

terbir pada masa Denmkrasi Terpimpin seperti Tabloid Abadi, Pikiran Rakjat 

Mcrdeka, Majalah Panji Masyarakat., Majalah Tempo, Majalah Forum, Mttialah 

Khulbah Jum•at, Majalah Panjimas, Republika dan Media Indonesia. Sumber 

primer !ainnnya berupa buku-buku risalah keputusan-keputusan dan dokumen 

lamnya yang dikcluarkan olah PBB. Juga penulis menggunakan hasil wawancara 

dengan lbu Asma Fa!'idu Natsir dan Bapak Ramlan Mardjonct. 

Selclah mencmukan berbagal sumber dokumen yang menjadi modal dasar 

penulisan tesis ini, penulis memasuki tahap kedua dalam proses metodoJogl 

n Nugrolm Nolosusanto, 1v1asalah Pmwliricm Sejarah Kontemjmt·er (Suutu Pengalnman} ]llkartu : 
Inti ldnyu Press, l9S4). Him: l !-12 
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pcnulisan, Dalam ihnu sejarah tahap kritik ini terdiri dari dua jenis, yaitu : kritik 

sumber, balk yang bersifat ekstern maupun intern. Untuk mengetahul kebenaran 

suatu infom1fJsi atau surnbcr dapat dilakukan dcngan cara pcrhandingan ontar<J 

satu sumbcr dengan sumber lainnya. Sctelah kc:benaran dan keaslia:n sumber 

dipandang teruji. baru kcrnudian dari sumber-sumber tcrpitih itu akan disusun dan 

disentcsakan mclalui ana lisa logis dan interprctati[ 

Tahap bcrlkutnya setelah dilalukan kritik adalah menganalisis isi dokumcn 

yang ada. Tahnp ini mcrupakan tahap yang sangat pcnting untuk mendapatkan 

fakw dalnm proses penulisan sejarah. Fakra ini mcrupakan bahan dasar penu!isan 

yang masuh belum dituangkan dalam karya. Dcngan proses analisis atas isi dari 

dokumcn tersebut penulis harus melakukan sintcsa terhadap kcbenaran infonnasj 

kejujuran penulis dalam menafsirkan dokumen dan kewaspadaannya agar tidak 

lamt pada pola pemikiran pembuat dokumen juga sangat dlpcrlukan dalam hal 

Sctelah bcrlmsil mcngumpulkan fakta melalui proses sintesa dan analisis 

dalam tahap interpretasi data, penulis bisa memahami makna yang sebcnamya 

dari sumber-sumber atau bukti-buktl sejarah, Setelah melampaui hal tersebul di 

atas, maka pcnulis bisa dlkatakan siap dalam menuangkan ide-ide yang 

;
4 

Dalam 1.1hap ini pcrlu dipcrh:nikan adanya kelcrnahan pem.:lili <Jan pe:nulis ~cjnrab dalam 
menganalisis d;m mcnginterpretasi surnbcr dala yang ada. Se:jarawun R,G. Collingwood 
mcnyebutbn bahwa modal dasar :::corang sejarawan dalnm membuul analisis alas isi dala adulah 
mcmori dan kckuas'!armya. Dengan dua kemampuan ini scjarawan memperulch olonomi seluas· 
luasnya dalam rm .. "tlafsirkan isi dula yang terkandung da!:Lm somber yang dlpcrolehnya. Dengan 
otonomi tersebut, scjarawan nkan nmrlah terjebak puda dua h<~l yang rnengarah pada kcsalah.an 
daiHm pemahaman d:m pcnafsiran datu. Pertama adalah dcnga11 mengingat scjarawan hanya bhw 
mcny;ljikan gambnrannya t.lalam arti fiklifatau belum nyata, dan yung kocdua adaluh munculnyu 
lmajinasi :1prioti yang mcmpengaruhi pola pikir sejarawutL lmajina.->i npriori ini bisa m(mClll dtJri 
berbagal sl.lmber scpcni orientasi poli!ik, ideologi yang d~anul atau dcndam pribadi dan 
kepentingan pnbadi yung dimiliki oleh scjamwan ini Liha! R.G. Collingwood, '''l'hc Historical 
Imagination·· d<~lam J-loms Mcycrboff, (ed), The Philosophy of HiHory in Our Time (New York: 
Doubleday Anchor Books, 1959), him: 77 
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diperolchnya dalam benluk fakta itu pada suatu karya penulisan sejarah ilminh. 

Dalam tahap penulisan ini, yang sering disebut sebagai rekonstruksi isi dari 

rangkaian d<lta kc dalam penulisan dari basil penafsirannya. Namun demikian. 

semua itu bclum bisa disebut sebagai suatu karya sejarah yang hidup apabila 

hanya merupakan dcretan fakta yang muncul dari isi dokumen. Diharapkan agar 

dcngan langkah dcmikian, karya sejarah l!rniab ini bisa dikatakan hidup dan 

tcmrah scrta memiliki makna. Makna dalam karya sejarah ini akan menunjukkan 

sudut pandang scjarawan dan kepekaannya dalam menggali hakekat pcristiwa di 

masa lalu dan relevansinya dengan masa sekarang serta sebagai pedoman bagi 

tindakan di masa mendatang.25 

Sctclah mclalui tahap rekonstruksi dalarn bcntuk pcnuangan fakta secara 

tertulis dan dianalisa dcngan berbagai teori dan konsep pcndekatan dari Hmu-ilmu 

bantu di luar scjarah yang terkait dengan tema peristiwa yang ditcliti, karya akhir 

yang disajikan oleh pencleti disini akan rnuncul dalam bentuk karya historiografi. 

Karya ini siap dtsampaikan kepada pembuca yang mencerminkao hasil pcnelitian 

dcngun mctodologi sejarah Hmiah kritis dan yang didasarl dengan beberapa 

pcndekatan ilmu bantu dengun tujuan untuk mencegah subyektivilas pencliti 

sejauh mungkin?1 Dengan demikian, pada tahap akhir pcnulis melakukan 

penyajian dan pcnulisan scjanl.h yang bersifat deskriptlf analisis. 

!:i Mcngingat dalam prose!> inr.erpreh!lii ilu sendiri perlu diwnspadai bcbcrapa huL Yang pertanru 
adalah in!crpretasi titJak se!alu berjalafl sclaras dcngnn data yang UiLerinm mcngingut 
kcmampuan pribadi pencltti be!um tcntu mcojomgkau makna yang tcrkandung di batik informusi 
iw.Ynng kedua, ada bebcrapa pihak yang mcnuntut scjumlah hipotesa cadang<m jikn ingin 
111cnghindori kepnlsuan dn[am informasi arsip. Kclemahnn berikutnya ada!ah kesulitan pencliti 
da!um meng.hubtmgkan sejumlah fakla y.mg terpowng oleh il1tcrpretasi berbedu. Dengan 
demikian mclalu! intcrpretasi ini sudut pnndatig scjarawan sangat menentukan polu 
pcmikirannyu, di smnping apriori pribadi yang dimaksuclknn oleh Collin!,"'lood di alas" Lihal 
Karl Popper,·· f-Jas History Any Meaning?" dalam Hans Meyerhoff !hid .. hlm" :300~302. 

1
'' Oi sini dih;~rapkan scjurawan bisa mencapai tiga hal : yang pertama ndalah keberhnsikmnya 

dalam n<enc:Jri dan mcnemukao hahan bai'U untuk dtgunak<tn scbagai bukll baik yang ;:~kan 
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J. 7 Sistcmatika Pcnulisan 

Penulisnn penclitian mi terbagi dalam lima bab. Adapt,m kclima bagian 

Lerscbut adalah : 

Bah I Pendahuluan. 

Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa hal yang mengantarkan 

pcmbaca memahami pennasalahan yang akan diuraikan. Hal-hal yang akan 

dihahas dalam hal ini adalah : latar belakang masalah, rumusan ma:.alah, tujuan 

pcnulisan, ruang lingkup penelitian. manfaat penclitian. metodc penelitian dan 

:;umber penclitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Pcmbenn1kan Dan Perkembangan Partai Masyurni 

Bab ini memhahas Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) dan bcrdirinya 

Partai Masyumi. Menjelaskan perkcmbangan Partai Masyumi, Asas Partai 

Masyuml dan pcrolehan suara Partai Masyumi 1955, Serta pemhubaran Partai 

Masyumi dun kegagalan rehabilitasi. 

Bab lil Partai Bulan Bintang Pencrus Cita-cita Masyumi. 

Bab ini akan membahas gambaran umum tentang lahirnya Partai Bulan 

Bintang (PBB). bcrupa tinjauan historis kelahirannya yang bcriringan dengan 

desakan rcfom1asi dan nmtulan mcnjalankan demokra.si sccara murni dan 

konsisten mclalui saluran~saluran demokratis. Dalam bab ini membahas lata!' 

bdakung pt:ndiriannya, proses pendirian, idcntitas dan perjuangan politik, asas 

mendukung atau ml-"I!Olak kondisi yang telah ad;~. Yang kedua, sejaraw,an mampu mengo!ah 
bahan1tya ketika menemukan ontuk mcmbuktikan apakah ini otcntik ai.Uu palsu schingga 
mcnK'l'lttkan pcngkrtiian ulang dalam tuhap penelitian berikutnya. Yang keLiga ndnlah mcngema~ 
pcmbuktian bt.:n;nma bukan hanya unwk mcnjabarkan apn yang tdah 1crjndi namun juga 
menghubungkan dan mcnguraikan motif-motif dan ide pclaku pcristiwa, p;..'1'tgaruh kondisi di 
sckirarnya, dan Ur~mpak dari sesuulu yang kcbctulan dan tidnk rcrduga sifatnyil. Lihat Alan 
Bullock. "file Historian's Purpose : History and "Mcralsisfory", dalam Hans Meyerhoff, ibid. 
him. 294. 

18 Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



dan tujumt ikrar dan dcklarasi, platform, stn1ktur organisasi dan kepemimpinan 

Panai Bulan Bintang, serta pcmlklran Moh, Natsir dan Yusril lhza Mahendra. 

Scrhl mcncrimn pcni1i emas sebagai estafet dar! Partai Masyumi yang dilanjutkan 

kepada Partai Bulan Bintang (PBB). 

Bab IV Perjuangan Partai Bulan Bintang Penerus Masyumi Dalam Pcntas 

Dcmokrasi di Indonesia 1998 ~ 2004. Bab ini adalah fokus dari pembahasan 

pcnulis.. Fokus clari penclitian dan pembahasan dalam bab ini, penulis akan 

mcngeksplorasi lcbih jauh bagian-bagian demokrasi yang mcrupakan cerminan 

dari gerakan poHtik PBB. Bagian~bagian lersebut berupa perjalanan PBB dalam 

pemilu yang fluktualif suara, keterlibatan PBB yang mendapatkan kescmpatan 

unttlk berkiprah dalam pcmerintahan rcformasi. Konsisten PBB dalam 

mempctjuangkan syari'at Islam yang merupakan ~alah satu ccrminan dati gerakan 

politlk PBB. Dalam bab ini juga mcmbahas tentang perjuangan memasukk:an 

tujuah kata dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dan Amandcmen Pasal 29 

UUD 1945, dan perintah Kepala Ncga.ra serta pcrjuangan yang kandas dan sikap 

politik Partai Bulan Bin tang. 

Bab V Kesimpulan 

Kcsimplllan yang mcrupakan kesimpulan ak:hir sekaligus sebagai jawaban 

atas pcrmasalahan yang dikemukakan. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN OAN PERKEMBANGAN 

PART AI MASYUMI 

2.1 Kongres Ihnat Islam Indonesia (KUII) dan berdirinya Partai Masyumi 

Allah SWT bertlrman: 

"Ses.ungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu 

darnaikanlah ankara kedua saudararnu dan bertaqwalab kepada Allah supaya 

kamu mendapat rahmat."1 

Suasana sebelum diproklamasikannya kcmerdekaan Indonesia merupaka.n 

saat-saat yang cukup mencgangkan dan sekaligus rnendebarkan bagi rakyat 

!ndonesiu, teruiama yang ada di Jakarta. Suasana itu bisa dilihat ketika terjadinya 

silang pendapat antara pemuda dengan tokoh-tokoh nasional yang duduk dalam 

PPKI (Panitia Persiapan Kcmerdekaan Indonesia) mengenai cara dan waktu 

pclaksanaan proklamasi kemcrdekaan Indonesia, Kalangan pemuda rnenginginkan 

proklamasi itu dilakukan secepatnya yakni pada tanggal 15 Agustus 1945 dan 

kalau pcrlu dilakukan dcngan cara revolusioner. Scmentara itu 1 Soekamo dan 

anggota PPKI lainnya tidak mau terburu-buru dan menunggu kondisi dan waktu 

yang tcpaL :-J"amun setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, akhimya 

mereka sepakat untuk memproklarnasikan kemerdekaan Indonesia pada hari 

Jum'at tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 

Aguslus 1945 puku1 1 0.00 pagi di la1an Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. 

: QS: AI~Hujarat 49: 10 
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Teks proklamasi itu ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa 

lndonesia.2 Dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia maka lahirlah 

Indonesia sebagai sebuah nation state. 

Schari sesudah proklamasi kemerdckaan Indonesia, pada tanggal 18 

Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKL Sidang PPKl berhasi I tnenetapkan 

Undang-Undang Dnsar (UUD) Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD 

1945, dcngan mcnghilangkan dan merubah beberapa kata yang sudah disepakati 

dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Perubahan-perubahan itu adalah pertama, 

kata "Mukaddimah" diganti dengan kata 11 Pembukaan". Kedua. anak kalimal 

dalam Piagam Jakarta yang berbunyl "berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan 

kewaj.iban menjalankan syariat islam bag! perncluk-pemcluknya" diubah menjadi 

"Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketiga, dalarn pasal 6 ayat 1 yang 

berbunyi "Prcsiden adalah orang Indonesia as.!i dan beragama Islam'\ mcnjadi 

"Prcs!den adalah orang lndonesia asli", dengan mcnghilangkan "dan bcragama 

Islam". Keempal, scbelumnya pasal 29 ayat 1 berisi ncgara "berdasarkan atas 

Keruhamm. dcngan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemc!uk~ 

pemeluknya", dlrubah menjadi "negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Mai·mEsa". dcngan mcnghilangkan "dengan kewajiban menjalankan syariat [slam 

bagi pemeluk-peme!uknya".3 Sclain menetapkan UUD 1945, sfdang PPKI juga 

memilih dan mcnetapkan Jr. Soekamo sebagai Presiden dan Drs. Mohammad 

!latta sebagai \Vakil Prcsiden Rcpublik Indonesia. 

' Me11genai perdebaian antara pemuda dengan anggola PPKI, dan proses. pembuman teks serta 
pelaksanaan prokiDmasi kemerdckaan Indonesia, libat Mohammad Hatta, Seldwr Proklamasi 17 
Agusws 1945. Jakarta: Tintamns, 1970, him: 28-63. 

"Eadaug Sai!Uddin Anshari, Piagum Jakarta 22 Juul 1945, Edisi ketiga (Jakana: Gema lnsani 
Press., 1Y97). blm: 46-48. Untuk rnengetahui proses sidang t1;:rscbut lihat Saafrocdin Bahar. dkk. 
(pcny.) Risalah Sidrmg BadtJti PcnyeJiltik Usaha-usaha Persia pan Kemerdekaan lmionesia 
(BPUPKf.l dan Paniua Persiap1.m KemerdekamJlndom:ia (PPK!) 28 Mci 1945-22 Agusms 
1945. edisi IlL Jakarta: Sekretariat Negara R.J 1995, him: 412-420. 
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Sidang PPK! pada hari berikutnya yakni tanggal !9 Agustus 1945 

membahas tentang kementerian dalam kabinet presidensll, terutama mengenai 

jumlah departcmen dan tugas duri masing~rnasing kementerian. Salab satu 

kcmenterian yang diusulkan panitia kecil adalah Kementerian Urusan Agama. 

Usul tentang pembentukan KementerianlDepartemen Urusan Agama ditolak 

oleh J. Latuharbari. didukung oleh sebagian besar kaum nasionalis sekuler. 

Meskipun kementcrian ini ditolak. tetapi unsur keagamaan tetap diakomidir 

dengan di masukkannya ke dalam kementerian pendidikan.4 Adanya penolakan 

yang beruntun terhadap keinginan nasionalis Islam pada awal kemerdekaan 

mcnjadi sumber kekcccwaan bagi sebagian umat Islam. Kondisi iniiah yang 

kemudian mcmunculkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk rnembcntuk 

partai politik Islam scbagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. 

Keputusan penting lainnya yang dihasilkan s.idang PPKl pada tanggal 22 

Agustus 1945 adalah menetapkan Komitc Nasional dan membentuk Partai 

Nasional lndonesia. 5 Keputusan PPKJ itu kemudian disebarluaskan oleh 

Presiden Soekarno melalui pidatonya pada 23 Agustus 1945 dengan 

mengatakan: 6 

Komitc ~asiona! adalah suatu kornitc, Partai Nasional adalah suatu 

partai. Komhe diadakan untuk sementara waktu, partaj kita hajatkan pula 

terus sampai di masa yang akan datang. . .. ., Bangsaku sekaJian! 

Sambutlah partai kita ini, dirikanlah cabang-cabangnya di mana-mana 

tepa!: di scluruh muka bumi tanah air kita, 

~-···---

~ Saafroedin Bahar, him: 481-483. Lihatjuga B.J. Boland, Pcrgt~mulanlslam di lndom::sia 194,5-
1972. Jakarta: Grafiti Pers, 1985, him; 40. 

~ Ibid., him : 503. 
6 Pidato Sockamo selenglrupnya lihat Osman Raliby, Dot:umenla Historica, Jakarta ' Bulan 

Bintang,l953, him: 17w22. 
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Seruan Soekarno agar membentuk PNI mendapat tanggapan yang 

berbeda dikalangan masyarakat. Ada yang menyambut seruan itu dengan 

mendirikan PNJ di daerah masing-masing, namun ada juga yang justru 

menyikapi seruan itu rlengan penub curiga dan bahkan menemang kebijaksanaan 

tcrsebut, terutama darl orang-orang yang berpikir pluralis dan liberal. Adanya pro 

kontra terhadap pidato Soekamo itu, akhimya Presiden Soekarno dengan jiwa 

bcsar mengubur cita-citanya dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah untuk 

menunda pcmbenrukan PNl Sementara itu Komite Nasional Indonesia Pusat 

(KNIP) dibentuk pada 29 Agustus 1945 yang beranggotakan 137 orang dengan 

ketuanya Kasman Singudimedjo.7 Setelah KNIP dibentuk, pada 5 September 1945 

dilantiklah kabinet Presidens:Jal pertama yang dipimpin Soekarno-Hatta. 

Dalam bebcrapa minggu kemudian terjadi peruhahan terhadap slstern 

pemerintahan dan kctatanegarnan di Indonesia. Di antara perubahan itu adalah 

perlama perubahan IG.'\J"IP scbagai scbuah badan penasehat menjadi badan 

leges Iatif yang mempunyai kekuasaan membuat Undang-Undang dan menetapkan 

GBHN. Kedua, pembentukan Badan Peketja KNIP yang mempunyai kewenangan 

dan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu tanpa harus melalui persetujuan dari 

semua anggota K~IP. Kedudukan KNIP itu diatur dalam Maklumat No X yang 

dikc1uarkan Wakil Presiden M. Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. Ketiga, 

adanya usul Badan Pekcrja KNJP tentang pembentukan partai-partai politik. Usul 

ini kemudian diakomodasi dalam Maklumat Pemerintah tertangga1 3 Nopcmber 

1945 tcntang anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik. 

1 Drrrl 136 rmggota KNIP, hanya !5 orang yang tergolong dari ialangan nasionalis lslam. Begitu 
juga halnya dcngan angggla Badan Pekerjn KNIP, hanya 2 orang dati kalangan nasionatis Islam 
ynkni Syafruddin Prawirancgara dan K.H. Wahid Hasjim. Lihat Deliar Nocr, Panai Islam di 
Pemas Nasioua/1945-1965, (Jakarta, Grafiti Pers, 1987}, him; 46. 
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Keempat. diterimanya usul Badan Pekerja KNIP melalui Maklumat pada bulan itu 

juga terjadi pcrgeseran sistem kepartaian di Indonesia, dari sistem partai tunggal 

ke sistem multi partai, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945.8 

Keluarnya Maklumat Pemerintah tersebut telah memberikan landasan hukum bagi 

kelompok~kelompok daiam masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik. 

Salah salu partai polit!k yang berdiri pada bulan 1\opember 1945 adalah Partai 

Masyumi. 

2. 2 Asas Partai Masyumi 

Kongres Umat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 7 

Nopembcr 1945 tctah memutuskan Masyumi sebagai partai politik Islam. 

Kongrcs Umat Islam telah mendirikan partai MasyumL Deklarasi Partai Masyumi 

disampaikan kepada umt Islam dan masyara~at Indonesia pada Rapat Umum di 

Yogyakarta, tanggal 8 November 1945. Kongres Umat Islam menetapkan 

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Program Pcrjuangan 

Partai. Scbagai partai Islam, tentunya Masyumi mcnyandarkan dasar 

pel'juangannya dari ajaran~ajaran Islam. Pada awal pernbentukan Masyumi 

sebagai partaJ Islam belum rnenya.takan secara tegas kalau asas Partai Masyumi 

adalah Islam. 

Meskipun Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas dan 

jelas serta terpcrinci tentang ideoJoginya, sebenamya dapat dengan mudab dibaca 

kalau Masyumi beridcologikan Islam. 

-----··-
s Kelika Wakil Presiden mcngeluarkan bcberapa Mak1umat, tt."mlasuk Maklumat Pemerintah 

mcngenai anjuran pembentulum partai·partai poliplk, Soekarno merasa kalau ia discmbot Hatta.. 
Hal itu db.arnpalkan Socka.mo kepada Sayuti Melik Lihat Ar.ief Priya.di, Wawancara dengan 
Sayufi Melik (Jakarta; CSIS, !986}, him: 75. 
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Mengapa dikatakan demikian. karena identitas keislamannya sangat menonjol 

dalam Masyumi, baik itu dalam melandasi keputusan dan pola pikimya yang 

bersumber dari ajaran Islam maupun dengan seringnya menggunakan kata-kata 

Islam dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Dalam resolusi yang 

dikcluarkan Masyumi pada masa perang kemerdekaan misalny-d, Partai Masyumi 

mcoyerukan kepada seluruh umat Islam untuk melakukaojihadfi sabilillalr dalam 

menghadapi segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi Sekutu yang masuk 

ke Indonesia pada pasca kernerdekaan Indonesia. Disarnping itu, dalam AD 

Mas;lumi disebutkan bahwa tujuan Partai Masyumi adalah untuk menegakkan 

kedaulatan negara dan agama islam. Selain itu Partai Masyumi juga mempunyai 

tujuan untuk melaksanakan cita-cita Is1am dalam urusan kcnegaraan.!l 

Dengan demikian, sampai tahun 1947 Partai Masyumi belum mernberikan 

kctcnmgan yang jelas tentang asas atau ideologi Partai Masyumi. Jdeologi Partal 

Masyumi baru diungkapkan dengan adanya kata-kata ideologi Islam dalam . 
i 

Manifesto Politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal6 Juli 1947, Meskipun 

ada ungkapan idcologi Islam dalam Manisfesto Politik, tetapi Partai Masyurni 

belum memberikan keterangan yang terperinci dan resmi tentang ideologi Islam. 

O!ch karena itu, Mohammad Sardjan memberikan penat:Siran terhadap ideologi 

Islam. Penafsirdn itu juga maslh terbatas pada cara menyebarkan ideologi Islam. 

Mohammad Sardjan menegaskan bahwa dalam menyebarkan ideologi Islam dapat 

dilakukan mclalui pendidikan, dak\vah dan amaL 

-~---

•; Lihat Anggaran Dasar Masyumi dalam Kepmiaian di Indonesia, hlm ' 15 
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Pcndidikan dan dakwah diharapkan menciptakan manusia dan masyarakat yang 

lslami yang tunduk kepada Allan. Amal juga llarus meluas kepada seluruh 

kepentingan masyarakat, 10 

Dcngan kata lain, \'Iasyumi memperjuangkan Kalimat Allah, 

terlaksananya ajaran~ajaran Islam di dalam keh1dupan orang-seorang, masyarakat 

dan ncgara Republik rndonesia. menuju keridhoan l!ahi. Perjuangan dilakukan 

menuju suatu ncgeri yang berkebaikan yang diliputi keampuhan Tuhan. yakni 

negara yang melaksanakan kekuasaalUlya atas dasar musyawarah dengan 

perantaraan wakil-wakil rak:yat yang dipilih, dirnana kaidah-kaidah kedaulatan 

rakyal, kcmerdekaan. persamaan dan keadilan sosial dapat terlaksana berdasarkan 

Al~Qur'an dan Sunnah. 11 

Sctelah Indonesia mcmperoleh kedau]atannya secam penuh dan kembali 

kepada NKRI! para pernimpin Masyumi rnulai mernanfaatkan situasi dengan 

melu.angkan waktu dan pildrannya untuk menafsirkan asas Partai Mas}rumi. Asas 

Partai Masyumi baru diungkapkan secara tegas dalam AD Masyumi yang 

disyahkan Muktamar Masyumi VI pada bulan Agustus 1952. Sejak tahun 1952 

sampai Parlai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Dalam AD Partai Masyumi 

Pasal 2 Asus Partai Masyumi adalah Lo;;lam. Tujuan Partai Masyumi adalah 

terlaksanaoya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang soorang. 

masyarakat dan ncgara Republlk Indonesia, menuju keridboan llahi.12 

Selain mcnyatakan asas partai Masyumi adalah Islam, pada talmn 1952 

juga dikeluarkan Tafsir Asas Masyumi. Tafsir asas Masyumi ini merupakan 

m Dellur Noer, Partai l!i!am di Pemas Nasional Bandung : Mi7-<tn 2{)00, hlm : 120-122. 
1; T11fSir Asas Masyumi ini sclenglrupnya lihat Bajasu!, Alom Fik.iran, him : 401-424 
12 AD Parpolls!am Indonesia "Masyurni" Pasat HI, Perjuangrm Mosyumi. N.V. Penerbitdan pu.slaka 

"Menara", Bukinlnggi !952, blm: 7 
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rumusan resmi ideologi Partai Masyumi yang dijadikan sebagai pedoman dan 

pcgangan bagi anggota Masyumi. 13 

Sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, Partal Masyumi juga 

mempunyai struktur orgamsasL Struktur organisasi Masyumi bisa dilihat dari 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyumi. AD-ART Masyumi dari 

satu masa kc n1asa lainnya atau dari satu Muktamar ke Muktamar berikutnya 

mengalami perbaikan dan bahkan perubaban. Perubahan AD-ART juga 

mempcngaruhi struktur organisasi Masyumi. 

Pada awalnya struktur organisasi Masyumi masJh sederhana. Pada masa 

awa! pembentukan Partai Masyumi struktur organisasi Masyumi di Tingkat Pusat 

tcrdapat tiga lembaga yakni Muktamar, Pengurus Partai dan Majelis Syuro. Ketiga 

Jembaga itu dalam pengaturannya masih sederhana. Namun dalam perjalanan 

berlkutnya kclcmbagaan dalam Masyumi terus diadakan perbaikan, baik fungsi, 

tugas dan haknya dan bahkan namanya pun ada yang berubah. Lembaga-lembaga 

yang ada dalam Masyuml akan diuraikan secara singkat 

Muktamar adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan tcrtinggi di dalam struktur 

organisasi Masyumi. 14 

Muktamar sebagai badan legisJasi mempunyai kekuasaan untuk 

mempcrbaiki dan merubah AD-ART Masyumi. Selain itu Muktamar JUga 

mcmbahas laporan pertanggungja\vaban pimpinan partai dan melakukan 

pemilihan Pimpinan Partai Masyumi. Sementara proses pengambHan keputusan 

dilakukan dcngan cara musyawarah atau voting (pungutan suara) dengan suara 

u Arsip DPP PBR Wawancara JR. Caniago dcngan Molt. Natsir puda langgal 4 Mei l983. Lihat 
Arsip Nasional Repuillik Indonesia (ANRI), Arsiprckaman suara M Natsir, kaset XVI sisi A, 

'" Lihat Aoggarnn Dusar Masyumi yang disyabkan pada Muktamnr Masyumi pada tnhun [ 956. 
pasal 9 ayat I . 
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tcrbanyak dari peserta Muktamar. Hal 101 bisaanya diatur dalam tata tertib 

Muktarnar, 15 

Pada awalnya komposisi peserta Muktamar terdiri darf seluruh Anggota 

Pimpinan Partai dan Utusan~utusan Cabang serta dihadiri oleh anggota Majelis 

Syuro, Wakil-wakil Anggota Istimewa dan Pimpimm Wilayah Masyumi. 

Komposisi peserta Muktamar di atas mengalami perubahan. Perubaban terakhir 

terjadi dalam Muktamar Masyumi XIll pada bulan Desember 1956. Dalam 

Angganm Dasnr disebutkan bahwa Muktamar terdiri dari Pimpinan Partai, 

AnggotaManggota Dewan Partai, dan Utusan-utusan Cabang, tennasuk Mus!imat. 

Sclain itu, Muktamar juga dihadiri oleh Majelis Syuro. Anggota lstimewa dan 

Badan~Badan Khusus. Di bawah Muklamar ada Dewan Partai. 

Dewan Partai sebagai lembaga yang berada di bawah Muktamar, 

mcmpunyai kekuasaan yang hampir sama dengan Muktarnar. Pernbentukan 

De\van Partai didasarkan atas pertirnbangan jlka terjadi sesu:atu hal yang penting 

dan mcndesak untuk diputuskan, sementara muktamar tidak mungkin bisa 

dilaksaoakan mengingat a.nggotanya yang banyak, dan muktamar hanya sekali 

dalam dua tahun, maka kehadiran Dewan Partai merupakan suatu kebutuhan 

partai. Dewan Partai mernpunyai anggota yang terdiri dari anggota Pimpinan 

Panai, tiga orang utusan Wilayah tennasuk Muslimat kctua wilayah, Anggota-

anggota Fraksi Masyumi dalam DPR, dan masing~masing dua orang dari Majclis 

Syuro Pusat, setiap anggota Istimewa dan Badan-Badan Khusus. 16 Komposisi 

anggota Dewan Partai mencermink:an anggota muktamar yang bcntuknya 

diperkecil. 

I$ Lihat misalnya dalam Peraturnn Tnta Tertib Muktamar Masyumi pada tahun 1956 
1
'' Mengcnal kedudukan Dewan Partai dalam Masyumi lihat AD Masyumi pasal lO 
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Putusan-putusan yang dihasilkan Muktamar dan Dewan Partai dilaksanak:an oleh 

Pimpinan Partai. 

Pimpinan Partai mempunyai lugas untuk memimpin perjalanan partai dan 

melaksanakan keputusan-keputusan Mulctamar dan Dewan Partai, serta 

menentukan taktlk perjuangan politik partai dalam batas-batas yang tidak 

bertentangan dengan keputusan Muktamar dan Dewan Partai. 17 

Pimpinan Partai dalam sejarah Mas:yumi mengalami perubahan, Sebelum 

tahun 1949 misa!nya, pimpinan partai dipimpin oleh seorang ketua. Ketua 

Masyumi yang pertama adalah Dr. Soek:iman. Kedudukan ini dipegang Soeklman 

sampai tahun 1949. Namun dari tahun 1949 sampai dengan 1952 Pimpinan Pusat 

Masyumi ditandai adanya dua!isme kepemimpinan. DuaHsme kepemimpinan 

terjadi karcna adanya pemisahan antara Dewan Presidium dan Dewan 

Pimpinan Partai. Dewan Presidium dipimpin oleh seorang Presiden Partai_ 

Prcsiden Partai adalah ketua muktamar dan ketua dewan partai. Presiden Partai 

dibantu oleh dua orang wakil Presiden. Adapun yang menjadi presiden partai 

adalab Sukiman. Sementara itu, Dewan Pimpinan Partai merupakan suatu 

lembaga yang bcrsifat eksekutlf, dimana lembaga ini melaksanakan kegialan 

kepartaian sehari.~hari. Dewan Pimpinan Partai dipimpin oleh seorang ketua. 

Ketua Dewan Pimpinan Partal dari 1949~ 1952 adalah Moh. Natsk Dualisme 

kcpcmimpinan berakhir setelah jabatan presiden partai dihapus dalam 

Muktamar Masyumi tahun 1952. 

Pimpinan Partai kembali hanya dipimpin seorang ketua yakni M. 

Natsir, dan dibantu olch tiga orang wakil ketua dan seorang Sckretaris Umum 

-~--~-------

;; Ltha! Anggnmn Dasar Masyuml pasal 7 
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serta beberapa anggota Pimpinan Partai. 18 Sejak Muktamar Masyumi tahun 

1952 sampai Muktamar Masyumi tahun 1956, M. Natsir selalu terpilih sebagai 

Kctua Masyumi. 

Natsir mcningga1kan jabatan Ketua Masyumi sejak Februa.ri 1958, 

karena ia rnengambil sikap untuk bergabung dengan PRRI, sehingga jabatan 

Ketua Masyurni kosong. Kevakuman itu berakhir sctelah dladakannya 

Muktamar Masyumi IX di Yogyakarta pada bulan April 1959. Kedudukan 

"Natsir digantikan oleh Prawoto Mangkusasmlto. Sementara itu yang menjadi 

sekretaris umum adalah M. Yunan Nasution. Pimpinan Partai dalam 

mcnjalankan tugasnya, sclain memperhatikan keputusan-keputusan Muktarnar 

dan Dewan Partai, Pimpinan Partai juga selalu memperhatlkan pertimbangan 

dan nasehat dari Majclis Syuro. 

Majelis Syuro adalah majelis pertimbangan dan majelis fatwa bagi 

pimplnan partai. Majelis Syuro terdiri dari alim ulama. Majelis Syuro dipimpin 

oleh seorang ketua dan dibantu tiga orang wakil ketua dan bebcrapa anggota 

Majelis Syuro. MajeUs Syuro Pusat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Majells Syuro berkcdudukan di tempat kedudukan plrnpinan partai.19 

Pencgasan tcmpat Majelis Syuro lni dimaksudkan untuk mempermudah hubungan 

dengan pimpinan partaL Struktur orgatilsasi Masyumi tidak hanya ada di Tlngkat 

Pllsat, tctapi ada juga di Tingkat Dacrah. 

Struktur organisasi Masyumi di daerah juga rnengaju kcpada AD~ART 

Masyumi. Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Masyumi bahwa 

wilayah kcgiatan Masyumi adalah seluruh wilayah Indonesia. Pada urnumnya 

;~ Delinr Noer. Partai Islam di Pen/as Na.vioual, Bandung, Mh:an, 2000, him : 58-59; lihat juga 
AD Mnsyumi tahun 1952 pasal6 

HI Lihat Anggaan Oasar Y1a~yumi pasal 8, dan ART Masyumi pasal 27-37. 
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struktur organisasi Masyumi di daerah mengacu kepada pembagian wilayah 

secara administratif. Dengan demlkian, Pirnpinan Wilayah Masyumi dibentuk 

pada setiap Prov[nsi. PJmpinan Cabang dibentuk pada tingkat Kabupaten. 

Pimpinan Anak Cabang di bentuk pada tingk:at Kecamatan serta Pimpinan 

Ranting dibentuk di Tingkat Desa.:w Struktm Masyumi di daerah, mengalaml 

pcrubahan seirlng dengan perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah state. 

Perubahan itu terjadi karena memang struktur organisasi Masyumi di daerah 

didasarkan atas pembagian wilayah yang diatur oleh negara dan pemerintah. 

Struktur organisas.i Masyumi di Daerah, mulai dari Tingknt \Vilayab 

sampai Cabang, pada dasamya sama dengan struktur organisasi di Tingkat Pusat. 

Artinya, stmktur organisasi di daernh juga memiliki lembaga permusyawaratan 

atau lcgeslatlf yakni Konferensl \VHayab dan Konferensi Cabang. Di daerah 

terdapat Dewan Wilayah dan Dewan Cabang. Begitu juga halnya dengan Majelis 

Syuro. Lembaga-lembnga itu hanya ada sampai di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten. Di tingkat Kecamatan dan Desa tetap ada kantor dan pengurus 

Masyumi. Kalau di Kccarnatan disebut dengan Pirnpinan Anak Cabang1 sementara 

di tingkat Desa disebut Pimpinan Ranting. Pada tingkat Anak Cabang dan Ranting 

tetap ada rapat~rapat Masyumi yang dihadlri Pimpinan Anak Cabang dan Ranting 

scrta dihadiri para anggota MasyumL 

Keanggotaan dalam Masyumi secara umum bisa dikeiompokkan ke daiam 

dua katcgori, yakni anggota yang bersifat perkumpulan dan anggota yang bcrsifat 

peronmgan. Anggota yang bersifat perorangan terdin dari tiga kclompok. 

Pertama. anggota biasa. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang 

bcragama Islam dan tidak mcnjadi anggota partai politik atau suatu organisasi 

"'
1 Angganm Dasar Masyumi pasal6 dan 12. Lih.atjuga ART Masyumi pasa! L 
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lain. Adapun yang berhak menjadi anggota biasa, s.elain ketentuan yang sudah 

digariskan di atas, adalah bemmur sekurang-kurangnya 18 tahun: Kedua, anggota 

teras. Anggota teras adalah anggota yang terpilih dari anggota biasa. dan 

mcmenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya, telah menjadi anggota biasa sedlkit~~ 

dikitnya selama enam bulan dan SanfSe.oup bekerja secara aktif untuk kepentingan 

partai. Keliga, anggota tersiar. Anggota tersiar adalah anggota Masyumi yang 

bernrla dl luar negeri.21 Disamping ketiga anggota itu, masih ada anggota 

Masyumi dcngan stah1s sebagai anggota istimewa. 

Anggota lstirnewa adalah pengurus besar atau pusat perhimpunan Islam 

yang bukan partai politik. Perhimpunan Islam dapat diterima sebagai anggota 

istimewa jika perhimpunan Islam mempunyai organisasi yang teratur dan 

mcngakui Masyumi scbagai satu-satunya tempat perjuangan potitik.22 Kedudukan 

organisasi itu sebagai anggota istimewa dalam Masyumi sangat penting dan 

stratcgis, karena melalui organisasi itu sangat membantu mempercepat dan 

memperbanyak keanggotaan Masyurni. Bahkan tidak jarang organisasi-organisasi 

itu membantu dalam rnenyebarkan dan mensosialisasikan tujuan politik Masyumi. 

Orgunisasi-organisasi Islam yang masuk pcrtama kali da1am Masyumi 

sebagai Anggota lstimewa adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Perkcmbangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya bcrbagai 

organisasi Islam yang bersifat [okaL Pada mulanya yang bergabung adalah 

Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umaf Islam. Kemudian disusul Persatuan 

!slam (Persis) di Bandung; Al-lami'ah Waslhiyah dan Al-lttihadiyah di Sumatera 

Utara pada tahun 1948; Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Acch pada 

21 Lihnl AD Mas.yumi pasal 5, dan ART Masyumi pasal 2 ayat 2 dun pasal 3~9. 
!: Mcngenai kctcntuan dan syarat~syarnt mcnjadi anggota istimewa Masyumi, lihat AD Masyumi 

PaHnl 5 dan ART Masyumi pnsal3 ayat 3 dan pasa14-8. 
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tahun !949; Al-Irsyad pada tahun 1950; Mathlaul Anwar di Banten dan Nahdatul 

Wathan di Lombok.:n 

Dalam perja\anan sejarah Masyuml selanjutnya menunjukkan bahwa 

keanggotaan organisasi~organisasi Islam dalam Masyumi mengalami pcrubahan, 

seiring dcngan dinamika internal anggota Masyumi maupun perkembangan suhu 

politik di Indonesia. Pada awal Demokrasi Terpimpin, kedudukan anggota 

istimewa dihapus pada tanggal 8 September 1959.24 Scjak saat itu dalam strnktur 

organisasi Masyumi tidak ada lagi anggota istimewa. Selain anggota lstlmewaj 

dalam stmktur organisasi Masyumi terdapat juga sebuah badan yang bernama 

Muslimat, 

~uslima! merupakan suatu wadah yang menampung anggota Masyumi 

dari kalangan prempuan. Sebagai anggota Masyumi, Muslirnat mendukung tujuan 

dan program Partai Masyumi. Begltu juga halnya dalam susunan kepengurusan 

Muslimat mengikuti sistem kepungurusan Masyumi, sepcrti adanya Pcngurus 

Besar di Pusat dan Pengurus Muslimat di Daerah, susunan kepengurusan dimulal 

dari tingkat Proplnsi sampai ke Tingkat Desa.25 Disamping Muslimat, dalam 

struktur organisasi Masyumi terdapat juga badan-badan khusus. 

Badan-badan kJ1usus dibentuk untuk mcnampung anggota Masyumi yang 

herasal dart berbagai profesi. Badan-badan khusus itu adalah Serikat Buruh Islam 

Indonesia (SBII), Serikat Dagang Islam Indonesia (SDII), Serikat Tani Islam 

Indonesia (STU), dan Serikat ~elayan Islam Indonesia (SNII).26 Seiring dengan 

~J Op.cit,, hlm: 68~69 
l~ Syaifuliah, Gerak J!oJihK MuhaiJ111l(Jdi)Yih dafam M(Jsymnf, him: 2l9. 
15Mt:ngenai kcdudnkao Mus:limat dalam Masyumi.lihat AD Masyumi pasal12, dan AD Muslimat 

pasal 5 ayut 4. Semcntara mengcnai susunan kt:pengurusan, hak dan kcwajiban Muslimat lifuu 
AD-ART Muslimat dalam Pedoman Perdjrwngan Masyumi (Jakarta: Pimpinan Partai 
Masyumi Bagian Kcmmgan), him: lll-123. 

;,, Anggaran Dnsar Masyumi pasa! i4; Dellar Noer, Partai lslnm, him; 56; Yusril Ihza. Mahendra, 
Modernisme dan Fundanwntalisme, him : 186. 
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perubahan situasi, badan-badan khusus itu mengalami perubahan status. 

Perubahan itu lerjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. SBII misalnya, merubah 

statusnya menjadi suatu badan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Masyumi. 

SBII kcluar dari Masyumi pada bulan Januari 1960.27 Keluamya SBll dari 

Masyumi dan adanya penghapusan anggota istimewa, maka dalam struktur 

organisasi Masyumi di Tingkat Pusat, tingkat Pimpinan Partai) Dewan Partai, 

Musltmat dan MajeHs Syuro. 

2. 3 Perkembangan Partai Masyunli 

Kongres Urnat Islam tanggal 7 November 1945 adalah bukti otentik 

kesinambungan scjarah perjuangan umat islam yang telah menyejarah .. Deklarasi 

Partai Masyumi disampaikan kcpada umat Islam dan masyarakat Indonesia pada 

Rapat Umum di Yogyakarta, tanggal 8 November 1945 dan mendapat sambutan 

hangat dan positif dari segenap laplsan masyarakat, terutama dati kalangan umat 

Islam. Dukungan umal Islam datang dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh-

tokoh Islam maupun pimp! nan organisasi Islam 1 baik yang ada di Jawa maupun di 

luar Jawa. Dengan demikian, Partai Masyumi menjadi wadah bagi umat Islam 

untuk menyalurkan aspirasi umat Islam. 

Sejak diadakannya Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 

8 Nopembcr 1945, Masyumi sudah dldukung organisasl-organisasi Islam yang 

sudah didirikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, seperti NU dan 

Muhammadiyah. Dukungan kedua organisasi inl bisa dilihat dari keterlibatan 

orang-orangnya dalam pelaksanaan Kongres Urnat Islam. Bergabungnya kedua 

~ 7 Soebagljo LN~, Jusuf Wlf:l.isono: Kttrortg di Tengah Gdombang, Jakarta: Gunung Agung, 1980, 
hlm : 240-24 J. 
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organisasi ito menambab anggota Masyumi, sehingga tjdak terlalu rnengherankan 

kalau anggota Masyumi berkembang dengan cepat. 

Pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

perjuangan bangsa Indonesia 1idak berhenti. Semangat perjuangan bangs:a 

Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan 

perlawanan fisik maupun dengan cara diplomasi. Tidak terkecuali umat Islam 

yang jihad fiisabilillah melawan sekutu Belanda, Disamping itu pula pernc:rintah 

Indonesia yang sccara definitif dipegang oleh Soekarno dan Hatta serta dibaotu 

olch Komite Nasionallndonesia Pusat (KNIP) menyusun langkah~langkah politik 

bangsa untuk mcnala ketatanegaraan Republik [ndonesia yang baru merdeka. 

Langkah kebijaksanaan politik dari pemerintah tersebut, diantaranya adalah di 

keluarkannya Maklumat Pcmerintah Republik Indonesia mendesak rakyat untuk 

mendirikan partai dengan mengeluarkan Mak!umat No X tanggal 3 November 

1945.18 Sebagai tindak lanjut dari pclaksanaan Maklumat WakH Presiden No. X 

yang mcngubah status KNIP yang semula sebagai badan pembantu presiden 

menurut Aturan Peralihan 1945 menjadi badan yang berfungsi sebagai Legislatif. 

Kehadiran Maklurnat ini adalab untuk melegitirnasi dari keinginan golongan-

golongan masyarakat Indonesia yang telah mempersiapkan pendirian partai-partai 

politik. 

Sebagaimana halnya dari kalangan umat Islam yang tidak setuju dengan 

adanya "partai tunggal" PNI yang merupakan satu~satunya partai negara dianggap 

sebagai benih otoriterianisme kekuasaan, tengah menghimpun diri diberbagai 

daerah untuk membcntuk suatu wadah politik Islam. Hanya empat hari sesudah 

!:> Lihat dnlam catatan Anwar Harjono, "Perjalauan Poliiik &mgsa. Menofeh Kehelaka})g .Venatup 
lvfasa fJepan ", Jakarta : Gem a lnsani Press, 1997, him : 82 
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Maklumat 3 November, umat Islam rnenyelenggarakan Musyawarnh atau Kongres 

Umat Islam membentuk Pmtai Islam Masyumi.29 

Jauh sebelum dikeluarkannya Maklumat pemerintah tersebut, upaya untuk 

membentuk suatu wadab petjuangan politik bagi umat Islam di awai proklamasi, 

terus dilakukan oleh bebernpa tokoh Islam. terutama di Jakarta dengan mengambl! 

tcmpat di Gedung Majelis Syuro Mus)imin Indonesia (Masyumi) di Van Houts 

Boulevard (sekarang kantor lmigrasi Jakarta Pusat, bukan di Balai Muslimin) 

sebagai tempat dimulainya penggorlokan proses pembentukan Partai Islam.30 

Di Yogyakarta, pertemuan~pertemuan dari kalangan tokoh Islam terjadi di 

berbagai tcmpat, antara lain di kediaman Dr. Soekirnan Wirjosandjojo, ternpat 

kediaman Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muba:mmadiyah di masa 

itu. Di Jakarta ant.ara lain dimotori oleh H. Agus Salim, KH. Wahid Hasylm, 

Ablkusno Tjokrosujoso, Moh. ::-.Jatsir dan Moh. Roem yang justru lebih aktif 

mengambil inisiatif merancang berbagai konsepsi untuk melakukan kontak 

dengan tokoh-tokoh di Yogyukarta dalam mempersiapkan Kongres Urnat Islam 

Indonesia (KUII). 

!'J Sebelum Ma!dumal Pemerintah No.3 November 1945 ini, li<lak hanya umat Islam yang term; 
menems bcrupaya menggalang kekuatan untuk mcnyusun sualu partai Islam "M;.!SJI.ltni". Tetapi 
juga kalungan sosiatis, seperti Sutan Sjahrlr yang lurul mendlrikan Partui Rnkyat Sosialis (Parsi) 
yang kcluk melebur bersama kekuatan sosialis lninnya rnenjadi Partai Snsialis Indonesia (PSI). 
Sesudah dikeluarkan Maldumat tcrsebut bermunculan bebcrapa partai politik yang secara 
kronologis di antaranya: (f) Masyumi diplmpin olch Dr. Sukiman, berdiri 7-8 November 1945: 
(2} Panai Komunis. Indonesia (PKJ) dipimpin oleh Mr. MolL Jusuf, benliti 7 November 1945; 
(3} Partai Buruh Tndonesia (PBI} dipimpin oleh Njono, bcrditi 8 November 1945; {4) Panai 
Rakyat Jclala, dipirnpin oleh Sufan Dewanis, bcrdiri 8 Kovcmber 1945; (5) Partai Kristen 
Indonesia (Parkindo} dipimpin oleh Ds. Prob()winoto, berdlti lO November 1945; (6) Partai 
Sm>ialis lndouesia (PSI) dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin, berdiri NU November l 945; {7) 
Pariai Rakyat Sosialis pimpinan Sutan Sjahrir; {8) P<lrtai Katolik Republik Indonesia (PKRJ) 
dipimpin oleh !.J. Kasimo; (9} Pcrsatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) dipirnpin olch J.8. 
Assa, berdiri 17 Desember 1945; (10) Partai Nasional Indonesia {PM) dipimpin oloh Sidik 
Djojosukarto. scbagai gabungan Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Rakyat Indonesia 
(Gcrindo} dan Scrlka! Rakyat Indonesia, bcrdiri 29 Jaouari 1946, 

"'Lilml Badruzzarnan Busairi, Catalan Perfuangan KM Dou!JI Nannion, Jakarta: Pustaka Panjimns. 
1951, him: !91. 
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Kongres Umat Islam dilakukan oleh tokoh~tokoh umat Islam Jndonesia 

jauh sebetum kemerdekaan; yang diselenggarakan MIAI rnaupun Masyumi untuk 

memuluskan hal-hal penting menyangkut umat Islam dan bangsa. lndonesia.31 

Kongrcs Umat Islam Indonesia pas:ca kemerdekaan ini di laksanakan di 

Yogyakarta pada 7-8 November l945 itu menghasilkan keputus.an salah satunya 

adalah 1m..:ntransfonnasikan Masyumi dari bentuk awalnya sebagai wadah federasi 

organisnsi keagamaan menjadi "Partai Politik Islam Indonesia Masyumi", 

Pada tanggal 7 November 1945 rnelalui Kongres Nasional Umat Islam di 

Yog:yakarta, d1bcntuk Partai Politik Islam Majelis Syura MusUmio Indonesia 

(Masyumi) dengan Soekiman sebagai ketuanya. Masyumi ini bcrbeda dengan 

Mas,yumi yang pemah dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Oktober 1943, 

Masyumi bentukan Jcpang ini hanya terbuka bagi pcrserikatan-perserlkalan 

yang telah diberi status hukum oleh pemerintah militer, kiai dan ulama yang 

telah mendapat pcrsetujuan,32 

Dalam pcrkembangan selanjutnya Masyumi versi Jcpang ini mengalami 

posisi yang sumt dan tidak memiliki kekuatan politik dihadapan penguasa 

Jcpang yang lebih mcmberikan banyak peluang kepada golongan nasionalis 

temlama setelah BPUPKI dibentuk. Golongan nasionalls sekuler nampaknya 

dipcrsiapkan olch Jepang uotuk mcmegang kendali politlk Indonesia setelah 

mcrdeka\1. 

-------··--
;IIYusril lh7.a Mahendra dalam Sabar Sih.mggang (cd.), Cataran Krilisdun Percikcm Pemikimn 

fw;rillhw Mahendra, Op.cit .. him: 164 
J; !--larry J. Benda, Bulal/ Sabit dan Mbtahari Terbit, tcrjcmahan Daniel Dlmkirlat, Pustnka, 1980, 

him: 185 
.tt A. A,dz Thaba, Op.cit., ldm: 150~153. 
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Tulisan 1ni sekaligus mengoreksi tulisan 0. Damste' dan B. Jilderda34 
( 1949) 

sebagai pandangan ringkasannya yang dituiis scbagai berikut : 

Masyumi ... partai Islam yang besar ini berdiri dalam masa penduduknn Jepang waktu 

dua buah pcrserikuL:m keugamaan, yailu Muhammadiyah yang reformtstis 

(pembahnmart) dan Nahdbntu! Ulama yang ortodok 1tu (kerus berpcgang tcguh kepada 

pcraturan dan syarat-syarat agama} dipersatukan olch perncrintah Jepang dalam 

M<P>yumi Smu organisas:i y.:mg hcsar, mcng:enangknn ki;a b .. "J)ada Syariknt !slam dari 

permulmm <~.bad inl. Salah seorang diantara juru bicnra Masyumi mcnerangkan, bahwa 

cita-<:ila Mnsyumi !nlah ncg:ara Islam dengan pemerintah Islam. 

Catatan 0. Damste' dan R Jiderda, tampak tidak membedakan Masyumi 

buatan Jepang dan Masyumi sebagai partai politlk IsJam yang didirikan pada 

pusca proklamasL Sebagaimana telah disinggung bahwa selain Masyumi zaman 

Jepang ini, terdapat Masyumi sebagai partai politik Islam yang dldirikan beberapa 

bulan setelah proklamasi kernerdekaan. 

Masyumi scbagai partai politik dibenluk dalam Kongres Umat Islam 

Indonesia di Yogyakarta, bertcmpat di gcdung Madrasuh Mu'alimin 

Muhanm1adiyah yang dilaksanakan pada 7-8 November 1945, Masyumi ini 

dibentuk sebagai satu satunya partai politik Islam di Indonesia dan akan 

mcmperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. 

Menurnt Deliar Noer,35 bahwa Masyuml yang didirikan pasca proklamasl 

ini bukanlah singkatan scperti Masyumi zaman Jcpang. Nama Masyumi ini adalab 

hasil pungutan suara dalam Kongres Umat Islam Indonesia tersebut dengan 

perbandingan suara 52 : 50. Jumlah suara 52 untuk nama Masyumi dan 50 suara 

:wO.D.amste' dan B Jildcrda, Neder!and-Jmlonesia tlafam Abad ke-20, Tcrjemahan J.P. 
Siboroetol"(lp Balavia-C: Nourdhotf-KolffN. V- Kebon Sirih. 46, 1949, him: 77 

·'' Ddiar Noer, Ptmai 1.-rlam dipenlas Nasiollal (Dandung: Mir.an, 2000), him: 51 
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untuk nama P~1rtal Rakyat Islam. Penegasan nama Mnsyumi dalam KUH tersebut 

tidak lagi slngkatan Majclis Syuro Muslim in Indonesia scperli Masyumi zaman 

Jepang tetapi kemudian disebut Parlai Politik Islam Indonesia Masyumi.36 

Pada musyawarah di KUil ini telab berhasil dirumuskan secara konkrit 

mengcnai pend irian politik yaitu: 

I. Mendirikan satu partai polilik umat Islam yang bernama Masyumi. 

2. Masyuml adalah saiu-satunya partai politik Islam, dan tidak balch 

rnendlrikan partai po1ilik Islam lain kecuali Masyumi. 

3. Masyumi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di fndoncsia 

dibidang politik 

Sedangkan keputusan pcnting lainnya dari KUli adalah kesepakatan untuk 

melakukan pernhinaan potcnsi pemuda Islam melalui Gerakan Pemuda Islam 

[ndonesia (GPII) dalam lapangan politik, dan mengkonsolidasikan organisasi 

-~·------

_,,, Sehagaimana dalam cataran Anwar Harjuno dengan mengulip George MeTuman Kahin, bahwa 
dalam Kongres UmaL Islam !crsebulterdapat dua usulan nama untuk parl.ai politik yang hendak 
U1bentuk twbagai wmlah saru-satunya pcrjuangan politik urnat lslam yaitu nama Masyumi yang 
surlah populer dan dikenal lual> oleh umat Islam indonesia sejak masa pcndudukan Jepang, dan 
cii hlin pihak t..:rdapal kalang:m yang mcngusulkan nama Partai Rakyat Islam mengingat 
kckhawatiran !erhadap kepopuleran nama Masyumi di ern pendudukan Jepang tersebul. Lihat 
Anwat Harjono, Pe1jnlumm Politik Baugso, Op .. cir, him : lB-&4, Dalarn konteks ini Yusril 
memhcrikan catatan pula, babwa proposal temang parfui Islam yang disampaikan oleh Mob. 
Nmsir dan disepukati rlengan bulat o!eh pcserl:a KUfl pada 7 November 1945 malam tcrdapal 
perbedmm mengenai nama partai yaitu diamaranya olch H. Agus Salim yang disokong olelt 
Moh. Ro~m dan kawan~kawnn mcngajukan nama ~rarlai Rakyal 1ndoncsia" dengan merujuk. 
kcpnda kcbe:tadaan Kntoliek volkspartij (Partai Rakyat Katolik} di ncgcri Bclauda. Scdangkan 
tokoh lain menghcndaki nama Masyumi. Pada akhimya, menurul pencliti George McTulllan 
Kailin, diadakao pcmungu!an suara dengun kemenangttn nama Masyumi yang mayoritas tipis. 
Namun, para snksi di KLRI seperti Moh Natsir, Moh. Roem dan Moh. Ma\vardi menyangkal 
<Jdanya pemungutan suum sebagairnana menurul Kahin. Bcrbeda bagi Anwar Harjonm yang 
mcnyataknn kurang bcgitu ingat tcrhadap perisliwa tersebu!, hahk;m kurang yakin di!akukannya 
pemungutan :mara. Lilmt Jalam catatan Yusril lh~.a Mahem.ka "Kongrcs Umutlslam Indonesia'' 
dalam Media Dakwah, Rujab !413 tLDesembcr 1997 dan pada bukunya Sabar Sitanggang {ed.), 
CawtwJ Krilis & Percikrm Pemikinm Yusrif lhza Malwmlro., Op.cit., him : 162-163. Namun 
demikhm, cawtan Kahln bunyak dikutip oieh bcbcrapa pencliti di lndknesia ymtu diamamnya 
Ddiar ~ocr. Lukman llakiem dan Anwnr Harjnno sendiri dalam bukunya Perjalamm Politi!. 
!JaJtg:m 
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militer dalam Barisan Hizbullah sebagai barisan kaum muda Islam serta Barisan 

Sabilillah sebagai barisan tentarn perlawanan.37 Keputosan lnj merupakan 

kons.ckuensi dari resolusi jihad, yang sebelumnya diselenggarakan oleh KH. 

Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 (tiga minggu sebelum pertempurnn 10 

November di Surabaya) yang mengajak umat Islam untuk menentang aksi 

pcndudukan rentara sekutu.58 

Menurut A Mansyur Suryanegara, bahwa pada musyawarah KUII, sebagai 

konseJ.;ucnsi RcsolusL Jihad 101 turut memmtut umat fslam segera 

menyempumakan pembentukan laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Ketua; 

Zainul Arifi.n, Wukil Kctua: Moh. Roem, Anggota: S. Surowijono, Sudjono, 

Anwar Tjokroaminoto, KH. Zarkasi, Masbudi, Ny. Sunarjo Mangkupuspito, Jusuf 

Wibisono, Muhammad, RH.O. Djoenaedi, dan Prowoto Maskusasmito. 

Laskar ini ditugnskan untuk menjawab tantangan sekutu yang rnengadakan 

pendudukan di Surabaya, Semarang. Ambarawa, Bandung, dan sekitar wilayah 

lainnyu. Resoh1si ini membawa sumbangan besar umat lsl:am dalam membela 

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.39 

-~··------

!?Anwar Huryono & Lukman 1-fakicm, Di Sekitar lahirnya Republik. Jakarta: DDIJ, i997, 
hlm: 74 

·~ R~:solusi Jtbud (Revolu:>i Perjuangun) yang digcdorakan olch KH. llasyim Asy'arl ini disusun 
dalam suasnnu dJtcngah kola Surabaya yang sedang te!p<lnggnng apl rcvolusi. Scjak peristiwa 
~Hotel J'nmato' tanggal 1 9 September I 9"4 5 Smabuya kebanjiran pemuda-pemudu yang ben>ifat 
~arum: tk:ngan mcmanggul scnja1a berbagai macam dari hasil mclucuti s:erdadu-serdadu Nippon. 
Resolusi yang dikcluarkan pada 22 Oktobcr 1945 itu menyebutkan: {l) Kcmerdekaan Indonesia 
yang cliproklama. .. ikan pada t::mgga! !7 Agustus 1945 wajib dipertahankan, (2) Rcpublik 
lndom.:sia sebagni satu-satunya pemerintnh yang sah wajib dibela dan dipertahankan {3) 
musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang daltmg dengan mcmbonccng teotara 
sekutu (Inggris) dulam masalnh tawanan perang bangsa Jepang tentulnh akan menggunakun 
kcsemparan politlk dan militer untuk kcmbali mcnjajah lndonesia. (4} Umat Islam terutama 
Nahdlatnl Ulama wajib mengangkat scnjata mclawan Bela.nda dan kawan-kawannyu yang 
hcndak kembali menjajt~.h Indonesia. {5) Kewnjiban tersebut adulah suatu jihad yang 
mcnjadi kewajiban !lap orll.ng Islam (tardhu 'din) yang berada pada jarak radius 94 km (jarak 
dhmma umat Islam dipcrkenankan !«::mbahyang jamak <Jan qash<tr). Adapun mereka yang 
b.:r;nhl di luur jarak terscbut berkewajiban membantu saudar-saudaranya yang berada dalam 
jarak radius 94 km itu. Liha! dalam Majalah Panjimas, hlm: 106, 

y; Uha1 A. Mansy\lr Surytmesara.OpA.'il., him: 2(}5_ 
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Partai Masyumi mengenal dua sistem keanggotaan yaitu perorangan dan 

organisasi. Sejak awal berdirinya parrai Masyumi hanya dltopang oleh empat 

organisasi Islam yang terdiri dari Muhammarliyah, NU, Perserikatan Umat Islam 

dan Persatuan Umat Islam. Dua organisasi Islam yang disebut ternkhir bcrfungsi 

menjadi Persutuan Umat Islam pada tahun t 951. Kemudian menyusul menjadi 

anggota Masyumi, Pcrsatuan Islam (Persis) pada tahun 1948t AI-Irsyad tahun 

1950, dan sebagainya baik organisasi lokal maupun nasional, kccuali Perti yang 

berpusat di Bukil Tinggi (Sumatcm Barat) yang lcbih mcmilih jalan politiknya 

scndiri. 

Pc1juangan politik umat Islam melalui wadah politik bersama yaitu 

MaS)'Utni menampakkan spektrurn politik yang kian meluas di tanah air dan 

diakui oleh bcrbagai kalangan baik politisi dan pemerintahan. Sosok politisi 

Masyumi banyak yang gigih turut memimpin jalannya pcmcrintahan kekuasaan 

negara. Perjalanan sejarah partai Masyumi tclah mencatat beberapa tokohnya 

sepert! Dr. Sukiman, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, Prawoto 

Mangkusasrnito, Kasman Singodirnedjo, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, 

Sjafruddln Prawiranegara, H. Agus Salim, Mr. Samsudin, Abu Hanifah, Mr. Jusuf 

Wibisono. Dr. Sjamsudin, Achmad Subardjo, Moh. Sardjan, KH. Faqih Usman, 

Burbanudin Harahap, dan lain sebagainya. Beberapa tokoh tersebut sdaiu tampil 

dalam kabinct pcmerintahan pada masa revolusi hingga demokrasi liberal di 

bawah kepernimp1nan Soekamo. 

Kila tabu Partai Masyumi adalah merupakan salah satu yang memelopori 

pcmbubaran negara-ncgara federal, tampak yang paling menonjol diantara 

tokolmya, adalah Moh. Natsir sebagai tokoh Masyumi yang berbasil 

mempersatukan bangsa Indonesia dari negara RepubUk Negara Serikat (RIS) 
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menjadi :N"egara Kesatuan Republik indonesia tanpa pcrtumpahan darah melalui 

11 Mosi Jntegral".4
" Mosi in! dinya1akan pada 3 April 1950 yang mengantarkan 

indonesia mcninggalkan susunan negara yang berscr!katlfcderal dan kembali ke 

ncgara kesatuan, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini di tahun 

1945. Kekuatan gagasan yang brilyan dalam pidato Natsir yang sangat bersejarah, 

mcmbuat Soekamo tidak punya pilihan lain, kecuali mempersilabkan dan 

mcnghantarkan M. Natsir ke tampuk kursi Perdana Menteri Negara Kesatuan 

Repoblik 1ndoncsia.~1 Dcngan dcmikian, Masyumi sebcnamya bukan Islam an 

sich, tetapi juga nasional sejati. Memang itulah watak umum masyarnkat Islam 

dalam ajaran Islam.41 

Sjafruddin Prawirnnegara adalab tokoh Masyumi yang didaulat memlmpin 

Pcmerintahan Darurat Repubiik [ndonesia (PDRI) untuk memimpin pemerintahan 

:;ementaraldarurut pada masa perang revolusi aldbat ditahannya Soekamo, Hatta 

dan lain-lain oleh tcntara Bclanda yang ingin mengosongkan kckuasaan dan 

kedaulatan Rf dari tangan pcnjajah Be1anda. Moh.Roem sebagai dipiomat yang 

Lidak dapat dipisahkan dari kclahiran negara Republik Indonesia yang merdeka 

dan berdaulat. 

Demikian JUga Mr.Burhanudin Harahap yang dipercayakan scbagai 

Perdana Menteri yang berhasil menyelcnggarakan Pemi!ihan Umum pertama 

1955 di Indonesia. OJeh banyak kalangan peneliti disebutkan bahwa Pemilihan 

"') Yusrillhnt Mahendm, Perpolifikan K.onsep Federal di lndo11esia. dan Ko11sekuensinya da/am 
Fcdetalisme wtfltk fndm1e~·ia, ed: SL Soelarto & T. Jokob Koekcritis, Jakarla, 1999, him : 164 

~ 1 M.Natsir, "Caplw Selecta ", jilid 2, Dihimpun oleh D.P. Sati Ali min, (Jakurra: Puslaka Pend is), 
him :3~7 

42 M. Natsir, '"Dakwult dan Pemfkiramtya", Jakarta, Media Dakwah, 1989, hlm: 4S 
42 
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Umum tahun l955 ini adalah Pemilu yang cukup demokratis, jujur dan adil 

dibanding pemilu-pemHu sesudahnya (Orde Baru).43 

Sebagai wadah poHtik umat Islam., Masyumi mengalami perpecahan di 

dalam tubuh organisasinya yaitu dengan keluamya PSII .. 4 pada tahun 1947 dar! 

keanggotaan Masyumi, karena motif politik yaitu kcinginan mendapatkan kursi 

mcnteri dalam kablnet pada masa Kabinet Amir Syarifuddin l (3 Juli - ll 

November 1947 dari tokoh sosialis)_ 

Menyusul keluamya NU dari Masyumi tahun 1952 dengan alasan 

intcrnalnya di Masyumi meliputi rumusan Majelis Syuro dalam AD/ART 

Masyumi hasil Muktamar kt> 14, tanggal i 5-18 Desember t 949 di Yogyakarla, 

dimann Majelis Syuro hanya diposisikan sebatas penasehat, dan polemik 

perimbangan pembentukan kabinet pada masa Kabinct Sukiman (1951-1952 dari 

[okoh Masyumi yang men.gu:.LJikan agar kursi Menleri Agama di duduki oleh 

orang NU.-1 5 

2. 4 l)eroJehan Suara Masyumi 1955 

Pemllihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyal dalam rangka 

mcmbentuk institusi-institusi ncgara. Sejalan dengan ini!ah di Indonesia sesudah 

proklamasi kemerdckaan dengan disahkannya UUD 1945 sebagai UUD yang 

"-'Kiprnh pnhtik P.:~nai Masyumi dan tokoh-tokohnya bauyak dicatnt olch perjalamln sejarah 
hangsa Indonesia pasca kcmerdekaan. Deliar Nocr berupaya mcrekam J>CCara detail temang 
perjalanan part.ai~panai Islam dalam karyanya Partai Islam di P~:mas Nasifmul yang seringknli 
dijadikan rujukan oleh banyak ka!angun peng_amat dan akademisL Lebih dctailnya dapat dilihal 
pada buku lcrsebut 

wUmunmya para Pemimpin PS!l adalnh pcmimpin sebe!um kcmerdehan dan bcrgabtmg kc 
Masyumi Uengan nmksud menarik kembali dukungan bebas nnggota~<mggota partainya yang 
mcnjadi anggota Masyumi. Namun ini gagul, dan ketidaksukaaJt juga ditunjukkau olch 
pemimpin PSII ini kepada pcmimpin Mru;yumi yang dipegang Sukiman, dan lokob-tokoh 
Sosiahs iiganm $Cpetli Abu Hanifah, Moh. Natsir, Muh. Rcem, Syafruddin Pmwiranegara, dan 
Yusur Wibisono. Lihat A. Azis Thaba, "Islam Dan Negara On lam Politik Ordc Barn", Op.cil .. 
him: 162. 

J> A. A tis Thaba, !hid, him : 162- I 63. 
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sifalnya sementara sampai dibentuknya UUD yang bam dan lengkap, 

diamanalkan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam rangka membentuk 

lembaga perwakilan/permusyawaratan (:VIPR) untuk segcra menyusun konstltusi 

yang lebih balk dalant waktu enam bulan sesudah ditetapkan UUD 1945 

dimnksud:~6 

Pemilihan Umum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan dapat 

diselenggarakan pada tahun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap dari 

Masyumi. Pemilu 1955 ini diH .. -uti tidak kurang dari 33 partai politik wakil 

golongan (]slam, Sosialis, Nasionalis, dan scbagainya) dan bahkan calon 

pcronmgan. Dari pihak Islam terdapat enam partai yang ikut ke gcfanggang 

Pemilu sepertt Masy'Umi, NU, PSII, Perti, PPTI (Partai Politik Tharikat Islam) 

dan AKUJ (Angkatan Kesaluan Umat lslam). Pemungutan suara sebagai puncak 

Pernilu dllaksanakan 2 kali yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih 

anggota DPR pusat (sebanyak 260 kursi) dan l5 Desember 1955 untuk mcmillh 

anggota Konstiluante/MPR {sebanyak 520 kursi). Dalam Pemilu 1955 ternyata 

menghasilkan ''empat besar", yaitu PNI pada urutan pertama (22,3%). diikuti 

Masyumi (20%), :-IU (18,4%), dan PKI (16%), dan sisanya 22% terbagi dalam 

bchcrnpa "partai kecil" lainnya di Tingkat DPR Pusat 

Dalam I)emilu 1955 ada empat partm sebagai pemcnang, yaitu Masyumi, 

NU, PNI dan PKl. Masyumi keluar sebagai pemenang dalam 12 daerah 

pcmilihan. sedangkan yang lainnya sepcrti PNl dalam dua daerah pemilihan.~1 

Berbcda dengan kenyataan di atas, maka Masyumi mempcroleh dukungan 

-''·1-Inl ini tcnunng dalnm UUD 1945 uyal I d:m 2 A!uran Tumbahnn yang berbunyi: {l) Dalam 
cnam bulan sesudah {bcrakhiroya pcperangan Asia Tlmur Rnya, Presiden Indonesia mcngatur 
dan meny!;!<:nggarakan segala hal yang ditet:apkan <lalam Undang~Undang Da:mr ini. (2) unruk 
mcnetapJ.::-an Undang-Undang Dasar. 

•
11 Suara Masyumi No.2 Tahun ke XI. 10 Junl 1956. Terbit tiap~tiap tanggnl 1·10 dnn 20 
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terbesar di daerah-daerah di luar Jawa dan dari kalangan orang Sunda di Jawa 

Barat yang mcrupakan dukungan islam yang kuat. Hanya disekitar 25 % 

pendukung Masyumi yang berasal dari provlnsi Jawa Tengah dan Jawa Tirnur. 

Data dapat dilihat pada !abel di bawah ini: 

Hasil Pemilu 1955 Untuk Suara di DPR 

-··-
7\ama Partai Jumlah Soan Perscntase Kursi Parlemen 

yang diperoleh 

PNI 8.434.653 22,3% 57 

Masyumi 7.903.886 20,9% 57 

NU • 6.955.141 18,4% 45 

PKl 6.176.913 16,4% 39 

I Lain-lain ' 8.314.705 22,0% 39 

Total -- 100% 257 
• ' ~-

' 
. .. Sumbcr data dan Arbt Samt. "Smssnu Pollflk lmlonesra, Kesrabrlan Pcra Kekmtfml 

Politik Dau Pen1bangwum '', Manajcmen PT Raja Grafindo Persada Jakarta, him : 26-27 

Dalam catatan Syaifullab disebutkan bahwa dari golongan Islam untuk 

DPR diperoleh 16.518.332 suara (116 kursi atau 44,62%), sedangkan untuk 

MajeHs Konstituantc 16.464.008 suara (228 kursi alau 43,62%). 

Dari sekian suara tersebut1 perolehan Masyumi dari keduanya~ hampir 

50% dari perolehan pihak partai~partai Islam lainnya, Sebagairnana dipaparkan 

dalam bagan di bawah ini : 
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Jumlah Kursi yang diperoleh pihak Islam di DPR dan Konstituante 

Hasil Pemilu 1955 

! No. --~ -kurs~ d·; DPR Kursi di Konstituante i 

~--· __ (un__::;;· ? 

.
3 .. PSII . 8 3,08 16 3.08 

Pcrti 4 I ,54 7 1 ,35 : 
iS. PPT1 I 0,39 1 0,19 J 
1
!6. AKUI I 0 39 I _(),12_ 

Jumlah 116 44,62 228 43,85 _ _j 
Sumber. dmmbd <lan maknlah Yusnllhza Mahendra pada semmar "Puriar lsf<un Era 

He{hrma~i ··. yang \ii!<dcnggarakan Dewan Dakwah Islam fndonesiu di Jak;trta. 12-1 J Juni I 998. 

Perbandingan Perolehan Kursi Antara Masyumi dan Pihak Islam 

di DPR dan Konstituante Hasil Pcmilu 1955 

! · -~· Perbandingan , 

DPRLeml~ag<~ '-·-M-as-,

5

y
007

u_n_'_i +-P-il-la"'k"'I-:s-Ia __ "_'_l-ii __ M_a_s_y_u_n_1i"'· '"'~'-i,.ha_k _Is-Ia_m I 
116 I 49,13 I 

~o~s~~-t-··-cl-:-11:-.:2- ·-1---228 r--- 4.9. ,12. .. J-1 
(n, 520) i I _ 

Smuber U~la dan Sylllful!ah dalam "Gerak Pclirik Muliammadiyah dalam Musyumi", (Jakarta: 

Puslnka Utama Grafili, 1997}. him: 167, 

B.J. Boland~,, dari hasil Pemilu 1955 ternyata. tidak menghasilkan partai 

yang mayontas pemenang, sebingga mem.ungkinkan bagi bcrbagai golongan 

memblmgun aliansi politik, terutama golongan Islam yang mcmbentuk " Poros 

!slum" di Majelis Konstituante dalam rangka turut menyusun dasar fsiam. Yang 

----- ·--- ------------~- ---~---~-

·IS Syaifullah, G..::rak Pnlitik Muhammndiyah dalam Masyumi, Jnknrta: Pwmka Ulama Grafili, 
1997, him: 167 

-N B.J. Hohmd, "Pr:rgumulanlslam di indonesia", a.b. Snnfroedin Bahar, Grafiti Pres, Jakarta, 
Celakan Pertama,!985.hlm :S9 
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muncul adalah s.uatu pcrimbangan kekuatan yang mengharuskan adanya 

kompromi dalam bidang politik, baik dalum Parlcmen maupun dalam Konstitusi. 

Dalam pcnyusunan konstitusl baru di Majelis Konstituante terhenti ketika terjadi 

pcrdebatan panjang tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat tiga draf usu!an 

temang dasur negam Indonesia, yaitu "Islam"' "Pancasila'', "'Soslal-Ekonomi". 

Namun draf lentang dasar sosial-ekonomi yang diajukan oleh Partai Surub dan 

Murba hanya diduknng oleb sedikit orang di Konstitmmtc, dan perdcbatan 

akhirnya lebih didomlnasi olch go,ongan yang mengajukan ideo)ogi Islam dan 

Pancasila. 

Pidato-pidato yang diucapkan M. Natsir di depan forum konstituante, yang 

mengusulkan agar Islam dapat dijadikan dasar negara mengandung arti bahwa 

peljuangan suatu gagasan kencgaraan haruslah tetap mcmpergunakan forum yang 

disediakan dulam scbuah ncgara demokrasi, atau dengan istilah lain adalah 

bersifat parlemcnter dan tidak mempergunakan cara-cara extra parlemcnter.91 

Pengajuan Islam sebagai dasar negara oleh golongan Islam di konstituante 

bukanlah pcnolakan terhadap Pancasila, tctapi justru titik per.:loalannya adalah 

pcnafsiran yang tcrdapat pada Pancusila itu sendiri. Sebab pada dasamya parlai

partai Islam, terutama Masyumi telab menerima konsepsi Pancasila tidak 

hertentangan dengan Islam. Mcngingat sila ke-l '"'Ketuhanan Yang Maha Esa" 

adalah pcn,jclmaan dari scmungat "tauhid" yang mendasari bagi s.ila-sila 

selanjutnya, scbagimana sesuai dcngan pcndapat tokoh-tokoh lshtm yakni Kl-L 

\Vnhid Hayim, Ki Bag,us Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku 

Moh. Hastm yang telah mengkompromikannya kctika bendak sidang PPKI pada 

18 Agustus J 945 pagi. Dalam hal ini Moh. Natsir, sebclum pemilu 1955 j~1ga 
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mengcmukakan pencnmaannya. Secara posltif tcrhadap Pancasila ketika dalam 

pidatonya di muka The Pakistan Inslituie qf Worfd Affair di Karachi, Pakistan 19 

April 1952 diungkupkan: 

Pakistan ad;;llab Negarn Islam. Hal uu past!, baik olcb kcnyataan penduduk 

maupl.ln olch gcrak-gerik haluan ncgaranya. Dan, saya kalnknn Indonesia juga adalalt 

ncgura Islam, oleh kcnyataan, Islam diakui scbagai ngama dan nnl.ltan jiwa bangsa 

Indonesia. mcskipm1 tidak disebutkan dn!am konstitusi, lslam itu ndnlah negara agama. 

Indonesia tidak 1:ru.:misahknn agama dan k;mcgaraan. Dengan tegas, lndoncsin 1x:n.:aya 

k.:pada Tulwn Yang Maha Esa judi liang pcrtama dari Pancasila, kaiJah yang lima, yang 

Jlumll s.:bg.ui dusar rohani, tlas:ar akhlak dan susila okh negara dan bang~il Indonesia" ~ 1 

Hanya seorang dari kalangan nasionalis yang penafsirannya tcrbadap 

Pancasila dengan merujuk kepada agama, yaltu Arnold :vt:ononutu, tokoh Krtstcn 

(dari PNT) yang mcnganggap bahwu Pancasila juga sebagai pancaran dari nih1i-

nilai agama Kristen. SHa pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mcrupakan tiang 

utama dan sumber dari sila-sila yang latn dalam BibcL Mcnurutnya, Pancasila 

bukan satu perumusan belaka, bukan satu kompilasi beberapa prinsipalia suatu 

pandangan hidup, akan tetapi Pancasila adalah satu bentuk filsafat yang logis, 

bersifitt religius-monistis, yang dapat dilerima olch kalangan Kristen untuk 

dij;tdibn Da:>ar ~~gara RL Pancasila udalah tilik pcncmu;.m Jari golongan yang 

pcrcaya pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan itu masmg-

, n masmg. 

Dalam pandangan Arnold Mononutu terdapat tilik persamaan dengan 

kalangnn bahwa sila Ketuhanan tldak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama 

''' l~ihai "1i:nwng JJu.-'#r Negw·u Republik hulom:sia Daium KoustiliWIIIe ", Kata Pengnntur Mr. 
Wilopo, Jilid I, Jakana, 1958 

-''DitQrbllkan dalam M. Nalsir, "Aguma don Neganr da/am Perspektif Islam". Jak:an:a : Medin 
Dakwah. 200 I, him : 128. 

48 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



tcrkecuall Mononutu, yang akhimya mendorong antar kekuatan berkompromi 

d<:llam bcmuk smltlt Panitia Khusus Dasar Negarn Majelis Konstituantc pada 11 

November 1957, dcngan 18 omng anggota dari tiap fraksi.n Panitia perumus ini 

bcrhasil mcnyusun rancangan kompromi mengenai dasar negara berdasarkao 

pandangan-pandangan baik dari kalangan Islam maupun Pancasila (nasionalis). 

Rancangan kompromi ini disebutkan berikut intinya : 

Jalun kompromi (mengcoai dasar ncgara) dnpa.t dicapai dengan mengumpulkan 

semuu slla (asas) yang dapat diperttmggungjawabkar;, Dap:u ditcrapkun bahwa nganm 

yang dianut o!eh jumlah rakyat secaro mayoritas mutlak (Islam) menjadi agama resmi 

ncgnra 

Ncgara Rerntblik lndoncsiu berdasarkun !<:elu:ndnk untuk menyusun masyarnkat 

y:mg sosiali.~tik ynng bcrlubankan Tuhan Yang Maha Esa. dcngun pcngertian almn 

h::rjaminlah keudihm sosial yang mGnyeluruh dan kemakmunm y:mg merala dan 

mendaput rahmnt dari Tuhan Y;.mg Mahu Pcnyayang lagi Mahu Peng"Jsih menurut ajaran 

agamn Islam, Kristen, Kalolik dan ugama lainnya yang uda di turmh air kita. 

Dmmr :.legum selanjutnya ialah : Persatuan bangsu yang diwujudkan deogan 

sil'al-sifat got<mg royung, perikenmnusimm, kebangsaan dan kcrakyatan yang dipilllpin 

okh hikmah-kcbijaksamum dalam pcrnmsyawaralan perwakilan.1~ 

Kcberhasilan dad panitia perumus dasar negarn ini hingga 18 Febroari 

1958. pada penutupan Sidang Panitia Perumus Dasar Negara, ketua Konstituante, 

Wilopo melaporkan kcpada sidang dengan perasaan puas bahwa Konstituantc 

Ielah rnenyclcsaikan tugasnya 90%. Sisanya I Qi>/o yang belum berupa perubahan, 

': Dikutip dari Synfii Ma<:~rif, Op.cit., him: 15L 
J.!Deliur Nocr. Pv.mti Islam, op.cil., him : 286. 18 orang wrsebut udalah : Sajogja Hardjadinata, 

En in Sa~traprawim., IL Hosein, Siswo Sudnnno, KH. Sjukri, KH. Masjkur, A.S. Oharta, A<:hmad 
Asrrnwimt!a, J.C.T. Simorangkir, Amin In Engke, B. Mang Rey, S. Takdlr Alisjahbana. 
Fim1;msjah. Buhcramsjah SL fndra, Kuusini Sabil, Oei Tjoc Tat, Sjumsu Harju Udaju, dnn 
Mudomihnrnu. 

14 Dari risnlah Scmcmara Sidnng Konstltuanle, Sidang 16 Ocscmber 1957, sepcrti yang dikutip 
Yusril lh7a Mahendra, Mm!emisme dan Fundawema!isme dalam Polirik /sfam. Jakartu 
Pnrmnadina, 1999. him: 212 
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pcmilihan altcmatlf. dan pengcsahan.H Menurut Kuasini Sabil (Pcrti) pcrsoalan di 

Konstituante sudah banyak terselesaikan kecuali hal yang berat yaitu soal dasar 

negara.:ii· 

Tetapi perkctnbangan terjadi lain di luar sidang Konstituante yang tun1t 

mempengaruhi kcmacelan di sidang-sidang Maje!is Konstituante yang harnplr 

s.elcsai. Di mana konstalasi potitik yang didptakan pemcrintah Soekarno untuk 

scgera kcmbali kepada UUD I 945 sebagaimana yang tclah ditetapkun pada 18 

Agustus 1945 oleh PPKl. Intervensi pemcrintah ini yang turut "rnembuyarkan" 

konsentmsi pcrsidangan, terutama mendorong Masyumi yang memelopori untuk 

menolak intcrvensi Soekarno tersebut, apalagl hal itu disadari sebagai mave untuk 

mduksanakan konsep demokrasi terpimpin Soekarno yang dianggap tidak 

dcmokrntis. Ide untuk kembali kcpada UUD 1945 ini scbenarnya telah 

dimunculkan olch kalangan temara yang diawali oleh Jcnderal Nasution JYAda 

.suahJ pcrtemmm kalangan tentara dan sipil di Padang, 13 Februari 1955 yang 

berupaya rncndorong pernerintah Sockarno agar kembali UUD proklamasi 1945.5
' 

Sdanjutnya pada 2 Maret !959, Perdana Menreri Djuanda mengcmukakan kcpada 

parlemcn tenlang pemikiran untuk kembali ke UUD l945, hingga pada 22 April 

juga dilakukan oleh Prcsiden Soekarno kepada Konstituantc. Usulan Soekamo 

direspon oleh poiitisi di Konstituante, kccuali bagl kalangan Islam yang 

sebcnamya mengingiukan agar Konstituanlc menyclcsaikan tugasnya yaitu UUD 

baru yang hampir rampung. Tetapl kelanjutan dari perkcmbangan ini, akibat move 

politik dari pcmerintah, kalangan Islam mencrirna kcmbali UUD 1945 tentunya 

dcngan cntat<m adany.a pembahan (modifikasi). Pihak Islam mclalui KH. Mnsjkur 

"De liar Noer. Op.cil .• hlm: 13 
''' Enclang Saii\lddi!l Ansbari, Op.cil., h!m; 88. 
57 Ddiar Nocr, Up.cff,, 287 
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(NU) mengajukan mosi agar tujuh kata "Ketuhanan dengan kewajiban 

mcnjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakatia yang 

telah discpakati sebagai gentlemeut agreemeltt kalangan Islam dan nasionalis pada 

22 Juni 1945 disidang BPUPKI agar dimasukkan kcmbali ke UUD 1945 sebagai 

pengakuan aspirasi umat Islam. Namun, mosl KH. Masjkur kalah dengan 20 I 

265 st~ara t.lari jumlah anggota Konstituante yang hadir sebanyak 470 orang. Sh 

Penemangan antara kalangan Islam ter:jadi kembali dcngan golongan 

Pancasila yang: menghendaki unsur pemerintah untuk kembali kcpnda lJUO 1945 

lanpa perubaban scmakin panas. Hing_~a diadakannya pemungutun suara, Permma, 

Pada 30 Mei dcngan suara 269 pro dan 199 kontra. Kcdua, pada 1 Juni dcngan 

264 pro dan kontra, dan pada 2 Juni kembali diadak:an dengan suara 263 pro dan 

203 kontra.5~ Keinginan Soekamo untuk kembali ke UliD 1945 gaga! memperolch 

suara mayoritas mutlak di Konstituante. Menurut Deliar Noer, beberapa anggota 

Konstituante n1embubarkan diri, dan diantanmya )'Hng lain menyatakan tidak aktm 

lagi menghadiri (boiko1) pada sidang-sidang Konstituante. Mengingat persidangan 

untuk kcmlnili kc UUD 1945 tidak mencapai dukungan 2/3 mayoritas suara-sesuai 

UUDS 1950 yang bcrlaku suat itu yang me:ngakibatkan berhenti dalam 

konstituanlc.41
' 

HasH dan proses politik di Konstii\IU!ltc di alas, setidaknya telah dinya.Lilkan 

·•gagal" untuk mcngesahk11n Konstitu:mtefL'UD haru. dan demikian pula harapan 

blangan Islam untuk mernasukkan kcmbali lUJUh kata Piag<~m Jakurla dal;im 

:.Aukaddimah UUD 1945 yang hcndak dibcrlakukan Soekarno dan kalangan nasiannlis, 

Kegagalan u11tt1k mendapat lJUD barn di Kons!ituante dan harapan masuknya rujuh kat11 

Pingam Jaknrtn lersebut akibat adanya intervcnsi (campur tangan) dan move politik 

'"Ibid .• him : 2SS 
:i'llbid .. dapal dilihat pula dulnm Notosoetardjo, Kembafi Kepada Djiwa Prnklamasi 1945. Apaka/1 

{)wmkra.w li.•qJIIIT/Iil! im?. Djakarta: Penerbil !ladan "Pcmucia''. \959. him: 560-567. 
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pemc.nnrahan Soekamo yang scbenamya berkchenduk memaksakan dilempkannyn 

konseps.i Demokrasi Terpimpin untuk mengukuhkan kekuasaan di fndoncsia. Namun 

dcmikiao Majehs Konstituantc tidak dapat dikatakan g<.~ga! dalum mel<.~ksanakun tug:~s-

!ug;tsnya. Scbab pimpinan Mnjclis .Konslituantc, Wilopo (Ketuu) dari unsur PNI dan 

Prawolo Mangkusasmito (Wa!dt Kerua) dari unsure Masyumi optimis sekali bahwn sisa 

[ 0% d<~ri luga._c; Konstiwante dapat dituntaskan. 

2. 5 Pembubaran Masyumi dan Kegagalan Rchabilitasi 

Kchmmya Keputusan Prcslden No 200 tahun 1060 tcnlang pembubaran 

Panai Masyumi menimbutkan tekanan luar biasa kepada Masyumi. Pembubaran 

itu bukan saja pukulan telak bagi Partai Masyumi secara organlsasi, tci:api juga 

pcmbubaran itu mcnimbulkan tekanan pisikologis yang dalam dan menyakitkan 

sc11a menusuk hati bagi perasaan anggor:a dan Pimplnan MasyumL Bagaimana 

tidak. Masyllmi yang sudah )ama menjadi tempat dan wadah perjuangan bagl 

anggota MasyumJ tclah dibubarkan Soekarno hanya. melalui sebuah keputusan 

yang dasar hukum dan moralnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, Apalagi 

pcmbubaran Masyumi itu lebjh banyak bernuansa politis dan subyektifita.«i 

Sockamo scndiri, bukaniah berdasarkan atas pertimbangan yang obyektif 

Kctika Prcsiden Soekarno rnenetapkan berlakunya Penetapan Presiden N'o. 

7 1ahun 1959 tcntang syarat-syara.t dan penyedcrhanaan kepartaian, yang salah 

s:att.1 isinya mengenai kewenangan Presiden men1bubarkan partai poliHk, mak.a 

Pimpinan Po.rtai Masyumi memprediksikan bahwa Penpres itu diamhkan untuk 

membubarkan Partai Masyumi_t,! 

,.~, Deliar "..ocr, Ibid., him : 289. 
1
'
1Arsip DDll. Hal itu flisampoikan oleh Sekretaris Umum Masyum1, M. Yunan Nasution pad<~. 
tangg:al25 Juli I 995 
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Berdasarkan kcsepakatan dalam rapat Pimpinan Partai, maka Pimpinan 

Parmi .Masyumi mcngirim sura:t kepada Presiden Soekarno(ol yDng berisi tentang 

pcmbuhanm Masyumi. Surat itu bemomor 180/B/VI~25/60 tertanggal 13 

September 1960. Bcrhubung dengn KeputusanPrcsiden Rl No, 200 tahun 1960 

lertanggal 17 Agustus 1960 yang menetapkan : "Memb1.1barkan Partai Politik 

Masyumi temmsuk bagian-bagian, cabang-cabang dan ranting~rrmtingnya 

diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Rcpublik lndom;sia mulai tanggal 17 Agustus 

1960", maka unh1k mcmenuhi Penetapan Presiden No. 7/69 pasal 9 ayat 2 jo, 

Pemturan Presiden No. 13/i960 pasal 8 ayat 2, Pimplnan Partai Masyumi 

menyatakan, balnva dcngan adanya Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 

M<1syumi bubar, tenmu;uk bagian~bagiannya (Majelis Syuro dan Mt1slimat)''.'a 

Pemyataan Pimpinan Partai Masyumi di tandatangani Ketua Ummn 

Pr.uwoto Mangkusasmito dan Sekrctaris Umum M. Ym1an Nasution menyatakan : 

'"' ... Memb1.1barkan Masyumi" sebclum sampai mclewttti tanggal 17 Septmber 

1960,,... maka tidak benar jika Ma~yumi dinyatakan partai terlarnng". Yang benar 

mcnurut hukum yang berlaku adalah "Masyumi formil tldak ada".4~ Pemyataan 

bubar itu disertai dengan protcs. Protes itu dinyatakan di dalam sebuah 

~ .. -·-·~~~~-
'<!Sural Pimpimm Parmi Masyumi tersebut adalah :;mltu bukti oteutlk yang tercatntdnlam sejarab 

temang kdayakan Masyumi dida!am meluksanakan perintah Preslden sesuni tk;ngan Kcputusan 
Presiden No. 200/1960 yang mcnyatakan Mm:yumi bubar. Den~rnn inijelaslnh, bahwa Masyumi 
tidak dapal dlgo!ongkan sebagni parlai terlarang_ Lebilt kurang dun 1altun kemudian sesudah 
perisdwa bcrsejnrah ini. mulailah di!ancark:.l.n kamp-anyc dan fitnaltan olch PKl dl.-"llgnn 
m>:nuduhkan M;tsyumi :-..:bagai panai ter!arong. Berko! kegigilmn PKI ini, snmpai-sampai fihak 
pcngm.t:;a dinmnJpun mc11ggunakan istilah "panai terlarang" itu untuk adrcsnya Masyuml. 
{ F:1cla Oocumcn!a) Prawoto Mangkusnsmito, "A/am Fikinm dan Jcjak Pe1juangan ", disusutl 
okh: S.G l3:0aS<Id. PcnL'fbir Documema Sumbaya, 1971, him; 159 

"-' Sun1! itu icrtanggall3 September 1960. Lihat BuzyairJ, "Cmarm1 Peti:mugml'', him: 404~ 
Yayasan Pcmbangunun Uma!, Fac!a Documcnta l, Kcputusan Prcsiden No. 200 Tahun l960, 
him: ~-9. Stutemen Masyumi No. 1130iSek~PP/IJM.VIIUI958 tanggal 17 Fcbruari 1958, hlm: 
16. Pernyatnau Pimpinan Masyumi, him: 27, penerblt Abadi. Jakana !402H/l982 M 

.,., Sesuai d1.:ngan Surm Kcputusan Presiden No. 100 Tahun !960 yang dibcrlakukan tanggal 17 
Agustt1s 1960, jika Pimplmm Partai Musyumi dalam 1enggang waktu 30x24 jam tidak 
tmtyat<Jkan fl<lli.<<i bubar, maka Partai Masyumi ukan dinya!ukan sebagai parmi tcrtarang". 

"
5 Op.cit .. hl111: 192 
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momcrandum yang pokoknya mcngatakan : "Tindakan pemcrintah, tindakan 

Prcsiden illegal", "il" artinya "tidak", "legal" artinya "menurut hukum", jadi 

illegal artinya "tidak mcnurut bukum". Alasan dikemukakannya karcna me!awan 

hukmn dan kitn ingin hidop sccara ncgara hukum, n1aka badan yang berwenang 

yntu pengadilanlah yang dapat member[ kata putus. 

Prawolo Mangkusasmito selaku Ketua Urnurn Partai Masyumi sebclurn 

partai itu dibubarkan. mengirim s:urat kepada Pejabat Presiden Soeharto, tanggal 

30 Maret 1967, Perihal: "Rehabllitasi Masyumi" pada hurufG: ""'. vonis yang 

berupa pembubaran Masyumi itu tidak berdasarkan kebenuran, baik dari segi 

yuridis maupun politis, dan arena itu tidak memenuhi rasa kcadilan. 

Sikup Pimpinan Partai Masyumi yang mcmbubarkan Masyumi pada 

tangga! I 3 September 1960 didasarkan pada dua a!asan utama. Pertama. \mtuk 

menghindari Masyumi sebagai partai terlarang, kcdua untuk mengurangi korban 

yang tidak pcrlu, scbagaimana yang discbutkan dalam memorandum Pimpinan 

Panai Masyumi tenanggal l3 September 1960. 

Adapun slkap Masyumi memilih membubarkan diri di dasarkan pada 

bcberapa pertimbrmgan. Pertama, sekalipun Masyumi tidak merasa bersalah dan 

dasar lmkum yang digunakan Soekamo mcmbubarkan Masyumi sangat lemah, 

tetapi realitasnya Masyumi sudah dibubarkan Soekamo melalui Keputusan 

Prcsidcn No. 200 tahun 1960. Kedua, seandainya Masyumi tidak mau 

mcmbubarkan diri, maka Masyumi tetap akan bubar. bahkan tidak akan dianggnp 

sebagai partm terlarang. Karena dianggap sebagal partai terlarang, maka lebih 

baik rnembubarkan diri sehingga terhindar dari partai lerla.rang. Ketiga, kalau 

Masyumi tidak m.embubarkan diri maka akan bcrakibat buruk bagi lembaga-

Jemb~1ga yang pernab berafiliasi dcngan Masyumi. Kempat, hal serupa juga akan 
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menfmpa pimpinan dan aoggota Ma..;;yumi, termasuk juga keluarganya/"' 

Pimpinal\ Masyumi tidak tcga melihal keluarga besar Masyumi yang cukup 

banyak itu akan dikejar~kejar dan diteror, schingga akan menambah penderilaan 

bagi kcluarga bcsar Masyumi, 

Surot Pimpinan Partai Masyumi yang dituJukan kepada Presiden Soekamo 

selain berisi tentang pemyataan Masyumi bubar, Pimpinan partai Masyumi juga 

melan1pirkan memorandum. Memorandum berisi sikap dan pattdangan Masyumi 

tentang bebcrapa haL Pertcmw, sudah menjadi pembawaan Masyumi sejak 

didirikan hingga saat ini selalu berusaha untuk memperkokoh hukum, dan 

berpegang kepada UUD yang bedaku. Atas dasar inilah pada akhimya Masyumi 

mematuhi Kcputusan Presiden No. 200 tahun l960 tentang pembubaran 

Mas.:yumi. Kedua, Masyumi menolak ruduhan yang dialammkan kepadanya. 

tenltama tentang kcterlibatannya dalam pemberontakan bahkan Masyumi merasa 

kccewa atas tuduhan Presiden kepado Masyumi yang menyatakan Masyumi 

"melakukan pcmberontakan", Kualifikasi mclakukan pemberontakan lcbih·lebih 

dirasakan pahitnya, kalau diingat dan pernyataan pemerintah dihadapan DPR 

pada tanggal 18 Februari 1958. Ketiga, Pimpinan Partai Masyumi menilai 

pembuburan Masyumi merupakan suatu tindakan mclecehkan dan bertentangan 

dcngan rasa keadilan. Keempat, meskipun Masyumi sudoh mcnyatakan bubar, 

tetapi mereka akan tcrus memperjuangkan hak-haknya, s.cperti mengajukan 

tuntutan kepada Pengadilan Ncgeri Istimewa Jakarta untuk mcmbatalkan tindakan 

pemcrintah yang dianggap melawan hukum. Usaha lni akan di.ajukan oleh sdr. 

Prawoto sebagai warga negara. Demikianlah isi memorandum Pimpinan Partai 

Musyumi yang disampaikan kepada Presiden Soekamo, 

14
' Arsip DDII, dalam acara mcngenang 70 tahun M. Nats!r 
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Sctclah sural Pimpinan Masyumi yang mcnyatakan Masyumi bubar 

disa.mpaikan Prcsiden, Pimpinan Partai Masyumi juga menyampaikan sural kawal 

kepada pm·a Pimpinan Wilayah Masyumi di seluruh Indonesia, tentang Keputusan 

Pimpinan Partal Masyumi yang menyatakan Masyumi bubar. 

Ketika Pimp1nan Partai Masyumi mcngambil kcputusan untuk 

membubarkan Masyumi, maka hal ini sudah diantisipasi oleh para Pimpinan 

Wilayah dan cabung-cabang Masyumi, sehingga mereka tidak melakukan 

kegiatan-kcgiatan yang menjurus kepada memanasnya suasana. tctapi rnerekn 

lebih bersiknp diam, sambil memmggu kcputusan Pemimpin Parlai Masyurni di 

Jakarta. Scte!ah Pimpinan Partai masyumi mcmutuskan untuk rnembubarkan 

Masyumi. dan ketika pernyaraan pembubaran sampai ke mcrcka, maka mereka 

pun rnengadakan sosialisasi ka anggota Masyumi. Pemyataan pembubaran 

Masyumi Juga disampaikan kepada para komandan militer di daerah. 

Keluarnya pemyaraan Pimpinan Partai Masyumi yang menyatakan 

Masyurni bubar diterima oleh para anggota Masyumi. Anggota Masyuml bisa 

mencrima keputusan itu, karcna anggota Masyumi sangat mcmpercayai integritas 

moral para pemimplnnya, Selain itu anggota Masyumi juga bisa memaklumi 

keputusan pcrnbubaran Masyumi, karena mereka tidak merasa tidak bersalah 

tetapi realitas mengamkan balnva Masyumi sudah diubarkun oleh Soekarno. 

Ocngan kaw lain. anggota Masyumi tidak me!akukan pcmbangkangnn terhadap 

keputusan Pimpinan Partai Masyumi yang menyataktm Masyumi bubar. 

Meskiplm pimpinan Partai Masyumi sudah mcnyatakan bah\\'<l Masyumi 

bubar, tctapi para Mantan Pcmimpin :\1asyumi tctap berusaha untuk mengajukan 

kasus pembubarnn Masyumi yang dilakukan Soekarno ke petlgadllan. Hal itu di 

tcmpuh mengingat dasar Keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tidak sah, baik 
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dilihat dari sudut hukum maupun rasa keadllan dan moral. Berdasarkan hal lni, 

maka Mnsyumi bcrusalm mcncari kcadilan di pengadilan. 

Pmwoto"' mengemukakan beberapa alasan dan mencgaskan~ Perlama: 

babwa slkap Masyumi menganggap penetapan perintah Presiden No. 7 tahun 

1959 adalah suatu pembubaran atas partal itu tidak syah, karena penyimpangan 

dari UUD 1945. Kedua: Bahwa Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, scbagai 

pelaksanaan dart Penctapan Presiden No. 7/ \959, dengan sendirinya tidak 

mcmpunya1 kekuatan hukum dan harus dinyatakan demikian juga oleh 

Penngadilan. Ketiga; bahwa Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 terscbut 

mempakan tindakan penguasa yang me]anggar hukum dan harus dibatalkan, 

setidak-lidaknya dinyntakan batal karcna huk.-um. 

Maka berdasarkan alasan-alasan terscbut di atas, penggugat mohon kepada 

Kctua Pcngadilan Ncgeri lstimewa Jakarta, sudilah menenrukan sua.tu hari sldang. 

Pengadllan Ncgeri istimewa Jakarta, untuk merner:iksa tuntutan penggugat dan 

berkcnaan mcmbedkan kepumsan: 

I. Mcnyatakan babwa Penetapan Pres No. 7 tahun 1959 dan Peruturan 

Prcs!den No.l3 (ahun 1960 tldak mcmpunyai kekuatan hukurn. 

2. Membatalkan, setidak-!idaknya menyatakan batal karena hukum, 

kepulusan Presiden No. 200 tahun 1960. 

3. Menyatakan tcrgugat mcmbayar ongkos pcrkara. 

llu sebabnya meski Masyumi pada akhirnya olch sebab-sebab tertcntu 

melaksanakan perintah pcmbubaran clirinya. Tetapi Masyumi menggugat Prcsiden 

Soekamo di pengadllan dan meminta pengadilan supaya menyata:kan Kepres No. 

200/1960 1idak syah secara hukum. 

-~---··---

r,; Prawuto Mungkusmito. Op.cil .. him; 166 
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Prawoto Mungkusasmlto sebagai \Varga negara"~ untuk memenuhi rasa 

keadilan yang digoncangkan oleh Keputusan Presiden No, 200/1960 yang Jebih 

diris.1ukan scbagaJ tindakan hukum. maka Pimpinan Partai Masyumi s.c!ain 

menyampaikan surat pemyataan dan suatu Memorandum kepada Presiden, juga 

mcncari kcadilan sclanjutnya mclalui jalan Pengadilan. 

Tcr!zalung~katungnya upaya hukum maupun poHtik untuk merehabilitasi 

Masyumi terus dilakukan sampai di awal Orde Baru, oleh tokob-tokohnya 

walaupun mengalami kegagalan. Menurut Syafii Maarlrr"9 Masyumi tclah 

meninggalkan jcjak etik politik demokratis dalam scjarah modern Indonesia, dan 

ini akan tetap dicatat sebagai modal untuk membangun kehidupan politik yang 

sebut dan bcl1anggungjawab di rna sa yang akan datang. 

Sesudtth Masyumi membubarkan diri, dan rehabilitasinya tldak diizinkan 

pcmerinlah, sebagai tokoh Masyumi dan mcndirikan Dewan Dakwah Islam 

lnJoncsia (DDII}~ Sejak tahun 1967-1993 organisasi ini dipimpin olch Moh. 

Natsir yang pcmah mcmimpin Masyumi selama bebcrapa priode. Oleb karena itu 

muncul angga1mn bahwa Dewan Dakwah adalah penerus Masyumi, tctapi 

anggapan ltu tidak scpenuhnya. tepat. Masyuml itu partai politik, scdangkan 

Dewan Dakwah adalah hanya gerakan dakwab yang rmmg lingkupnya scrba 

terbata.s. Karena tidak boleh bcrpolitik, maka ma:ntan Masyumi tcrjun kc dunia 

dakwah. Jadi walaupun orang-orangnya sama, tetapl peran mercka sudah 

berbeda. ;n 

;,s Factu Doettm~;fll<t, him; 55 
e~ Ahmud Syafii Ma'arlf, Islam dao Masalah Kcnegaman, hlm: 192 
: .. Anwnr Harynno, Indonesia Kita, "'Pemikira11 Berwml'tt,\-all {man~lslam", Gema lnmmi Press 

J:1kmm, cet L hlm: 190 

58 

i 
' 
' r 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



BABIII 

PART AI BULAN BINTANG PENERUS CITA-CITA MASYlJMI 

3. 1 Lahirnya Partai Bulan Bintang 

Sejarah adalah somber orientasi (masa lalu) yang dikcnang kembali dari 

pusat orientasi lain (masa kini). Dan upaya penenalan sejarah itu tampaknya 

dldorong olch keinginan untuk menemukan kembal sambungan antara masa lalu 

dan masa kini. 

Upaya 1mtuk mcrumuskan dan mendirikan sebuah partai Islam tclah 

dirintis scjak tahun 19891 ketika berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) 

bcrdiri. Pendapat Yusrll seperti diketahui pada masa itu kita tidak mempunyai 

kesempatan untuk mcndirikan partai politik karena berhadapan dengan Undang-

undang yang berlaku, yaitu Undang-undang hanya mcmberi kesernpatan pada 

Golongan Karya dan dua partai poiitik lainnya yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan dan Partai Demokrasi lndonesia. 1 Sekarang setelah kesempatan itu 

ada1 scmua anggota BKUJ, baik perorangan rnaupun pribadi yang tcrhirnpun 

dalam koordinasi umat Islam itu, akhirnya sepakat bulat pada tanggal 17 Juli 1998 

mcngikrarkan berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB). 

Kclahiran PBB sebagai kekuatan politik dalam dinamika demokrasi di 

Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi bangsa yang camt-

marut. Derasnya arus perubahan menjelang hingga pasca turunnya Soeharto pada 

Mei l998 menuntut kesadaran publik untuk turut serta dalam tuntutan reformasi 

total. Salah satunya adalah rncngembalikan hak-hak politik sipil sebagai 

1 Yusrillh~..a Mahendra. Y1ernbanguro1ndonesia Yang Dcmokrntis dan Berkeaditan, "Gagr:mw. 
Pemikirw1, &: Si/a:tp Poli!ilr Ytm"il Ilrta Mahendra'·. (ed) Kawiyan, G!Qbalpubliku 2000, hlm: 30~ 
31 
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keniscayaan dernokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sejumlah 

keinginan besar untuk memiliki sarana komunikasi politik sehmgga suasana 

kebebasan politik yang dirampas sejak naiknya rezim Soeharto menggantikan 

jatuhnya rezim Soeharto. 

Da!am pandangan pendiri PBB, krisis nasional terjadi disebabkan 

kekeliruan mengclola bangsa dan negara. Sumber sarana kekeliruan ltu pada 

hakekatnya hanya satu, yakni membiarkan negcri ini terperosok pada krisis 

"aqidah", sehiogga masyarakat Indonesia iupa pada ajarun Allah dan 

mcnggantikannya dcngan ajaran baru yang berorient.asikan kcpada materialisme 

dan hedonisme. 

Sistem politik tanah air harus dibenahi seperti pencgakan sistem politik 

yang kuat dan mcnja1ankan demokras.i yang berlandaskan pada konstitusi 

Indonesia daripada munculnya figur. Dalam menegakkan sistem hukum~ untuk 

mcnyelamatkan bangsa ini harus di dasarkan pada penegakkan supremasi hukum 

yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kekuasaan yang amanah, musyawarah, 

keaditan, persamaan, perlindungan terhadap kewajiban dan hak~hak asasi 

manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, perdamaian, kescjahteraau sosial dan 

kedaulatan rakyat harus ditegakkan.2 

Embrio kclahiran Partai Bulan Bintang (PBB), sesungguhnya pada masa 

keemasan Orde Baru tengah berjaya di tahun 1989. Pada tabun inilah muncuJ 

keinginan kuat kcluarga Besar Bulan Bintang (sebutan bagl keluarga Masyumi) 

untuk mendirikan partai politik Islam, TetapJ mengingat situasi polHik tidak 

mendukung, terutuma adanya kebijakan penguasa Orde Baru yang cenderung anti 

' "P!aiform Mta keislaman d(ln keiudo~tcsi(lan·', Bulan Binlang, Buletin Dwi Mingguan, 
September 1998. 
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politik Islam, keinginan pendirian partai dipendam sambil menunggu cuaca politik 

bcrubah sccara signifikan.3 

Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada hari Jum'at, tanggal 23 

Rahi'ul Awal 1419 Hijriah hertepatan dengan tanggal t 7 Juli 1998 Miladiyah di 

Jakarta. Dipilih dan disepakati nama Bulan Bintang, karena selama ini penyebutan 

keluarga besar Bulan Bintang adalah identik dengan keluarga dari organisasi 

jama'ah pendukung Masyumi.4 Menurut Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum 

Partai PBB) penggunaan nama Bulan Bintang adalah untuk menggamharkan 

kesinambungan historis perjuangan Islam sejak bc:rabad-abad 1ampau, sampai 

sckarang dan dimasn yang akan datang5 

Jumlah ormas Islam yang menjadi anggota BKUI tercatat sedikitnya 40 

om1as. Namun, terdapat 22 orrnas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung 

dengan BKUI. Motivasi daripada onnas- ormas Islam ini mau bergabung dengan 

BKUI adalah karena kepedulian terhadap aqidah_ Diantaranya, Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia (DDll), Muhammadiyah (diwakili lemhaga Hikmah), 

lttihadul Muballighin, Himpunan Mallasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI 

(KAHMI), Syarikat Islam (SI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), 

Perti, AI Irsyad, Persatuan Islam (Persis), As-Syafiiyah, Badan Kerjasama Ponrlok 

Pesaotren Sc Indonesia (BKSPPI), lkatan Masjid Indonesia (IKivll), Gerakan 

Pemuda Islam (GP!), Pelajar Islam Indonesia (Pil), Keluarga Besar Pll, Serikat 

Tani Islam Indonesia (STII), Badan Koordlnasi Mubaligh Indonesia 

3 Yudi Pramuko, Yusrillbza Mahendra: Sang lJilllang Came:rlang, Bnndung, Pustaka Hidayab, 
2001, him: 67. 

~ Ram!an Mardjoned, "Sejaralt Partui Bulan Biulang", Jakarta: DPP PBB, 2001, him: 70 
5 Yusril ll1r.a Mahendra, Deugt:m Primip Umatan Wasatcm Kita perJuangkan Sistem, bukm1 Orang 

da\am Sahar L Hasson (dkk),"Memilih Partai islam: Visi. Misi dan Persepsi" Jakarta: Gema 
Insani Press, 1998, him: 20 
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(BAKOMUBIN), Lembaga Dakwab Kampus, Badan Koordinasi Pemuda dan 

Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturrahmi Habaib, Ulama, 

Mubaiigh dan tokoh masyarakat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPM!), 

Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDJ)6
, Melalui BKUI inilah cita-

cita FUI untuk mendirikan sebuab partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). 

Kelahiran Partai Bulan Bin tang (PBB) mc.rnpunyai sejarah yang panjang. 

Benih-benih pendirian Partai Bulan Bintang (PBB) berawal dari pendirian Forum 

Ukhuwah lslamiyah (FUI). Hal ini terlihat dari tujuan fUI yaitu sebagai wadah 

perjuangan dalam mempertahankan aqidah Islamiyah urnat Islam lndonesia.7 

Forum Ukhuwah lslamiyah (FUI) yang Ielah berdiri pada tahun 1989 

tcpatnya I Agustus 1989 (28 Zulhijah 1410) merupakan sebuah upaya dalam 

mempcrbaiki posisi umat Islam8
" Pada saat itu urnat Islam semakin gencar 

dituding dan dipojokkan ekstrlm kanan oleh Orde Barn, diserang kristenisasi dan 

gcrakan yang mendangkalkan pola pikir umat Islam agar jauh dari syariat Isiam, 

yang tujuannya untuk melurnpuhkan kekuatan Islam. Baik aqldah, iman dan 

jumlah umat Islam yang mayoritas. Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat 

ditekan presentasenya sehingga berkurang dan tidak menjadi rnayoritas. 

Kemudian hal ini dilakukan untuk meJumpuhkan umat Islam baik secara fisik 

rnaupun secara ideal untuk menegakan syariat IsJam. 

Forum Ukhuwah lslamiyah lahir dari basil silaturrahim Mohammad 

Natsir dan KH. Masykur dengan pernimpin pondok pesantren dan lcmbaga 

dakwah. Forum ini menjadi forum untuk bertukar informasi dan keadaan umat 

Islam di daerah binaan masing-masing. Forum secara berkala mcngadakan 

6 Op.cil .• hlm: 68-69 
1 Zainal Abidin Amir, Petalsfam Politik Pasca Soelwrto, Jakarta: LP3ES, 2{)03 hlm: 3 
5 Ramlan Mardjoned, Op.dt., him · 58 

63 
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



pertcmuan. Pada tanggal 27 Jumadi! Akhir 1414 Hijriah (11 Desember 1993) 

Forum Ukhuwah Islamiyah di kokohkan kembali oleh para tokohnya diantaranya 

seperti Dr. Anwar Harjono, SH, Buchari Tamam, M. Solaiman, Ir. A.M Luthfi 

(DD!l), KH. Latief Muctar, MA (Persis), HM. Ibrahim (PSII), KH. Sholeh 

Iskandar (BKSPP), KH. Noer Ali (Pesantren At Taqwa-Bekasi), Drs. Nuru1 Huda 

(Perti), Prof. Dr. Ismail Sunni, SH, MCL (Muhammadiyah), KH. Dadun Abdul 

Kohar (BKSPP) dan H. Nuddin Lubis dan KH. Sjaichu (Nahdlatul Ulama), dan 

Anwar Saleh, 9 

Sciring dengan betjalannya waktu, angin refunnasi mulai berhembus. 

Momentum kebebasan ini sc:makin mernpengaruhi FUI untuk melahirkan Partai 

Islam. Pancasila dan dasar Islam dicantumkan sebagai "ciri" khas partai. 10 Kalau 

tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik "berasas tunggal", maka partai 

itu tidak diakui oleh pemcrintah, Itu1ah sebabnya partal yang didirikan itu tidak 

bernama Masyumi. tt 

Sekalipun ada pihak agar Partai Bulan Bintang (PBB) "dicoba" asas 

partai adalah "asas Islam", jika tidak diterima kelak digunakan asas Pancasila". 

maka Anwar Harjono menjawah .. sebagai umat Islam, "kalau tampil berjuang 

jangan main coba-coba". Lebih lanjut ia mengatakan "tetapi kita wajib tctap 

berjuang menegakkan aqidab Islam, mcrubah perundang-undangan yang ada, agar 

tetap diluruskan''. 

Pendirian PBB yang diilhami oleh kebesarnn politik Masyumi yang 

terputus di masa lalu, dimungkinkan Wltuk diterusk:an di masa rcformasi. 

" lbrd .• hlm: 59 
10 ibid., hlm: 63 
11 Arsip DDU, sambutan Amvar Haryono, dalam perternurm si!aturr.thim Keluarga &sar Bulan 

Bin!ang 
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Ka:remmya PBB bcrupaya untuk mempero!eh massa modernis pcndukung fanahk 

Masyumi lama tersebut. Walaupun diniiai sebagai kebangkitan kembali Masyumi, 

PBB dinilai berbeda dengan Mayumi. Sebagaimana dapat dilihat, ketika PBB 

iahir dengan asas Pancasila, dibanding asas Islam Masyumi yang sejak 

berdir:inya, kedua partai ini hidup pada zaman yang berbeda. 

Dalam hal ini, pengamat politik Indonesia, Kacung Marijan12 menilai 

dengan spintas bahwa dad kesamaan visi dan kelompok pendukungnya, PBB 

mcmiliki kesempatan besar menjadi "Masyumi", tetapi "kesempatan hesar" 

dengan zamon yang sudah bcrbeda. Masa kebesaran Masyumi berada dalam 

konteks llngkungannya yang sangat diwarnai oleh perjuangan ideologis, yaitu 

pada ma~a-masa persaingan mempcrjuangkan ideoJogi besar sepert1 keagamaan, 

komunisme, sosialismc dan lainnya dibandingkan pada masa kini yang 

perkembangannya cenderung mengarah kepada gagasan-gagasan pragrnatis dan 

rasional dalam kekuasnan politik dan negara. Karcnanya walaupun PBB hendak 

menjual ideologi Islam sebagai landasan vis1 cenderung untuk mempertentangkan 

persoalan sekularisme yang mengabaikan ajaran agama Islam, 

3. 2 Partai Bulan Bintang: Identitas dan Perjuangan Politik 

Pendirlan PBB sebagai partai politik Islam yang telah disepakati olch 

para tokoh urnat [slam di Badan Kordinasi Umat Islam (BKlH) sejak proses ide 

pcmbentuk:an hingga menjeJang dideklarasikannya, terdapat kendala internal yang 

dihadapi. ApaJagi pcrsoalan perumusan bagi sebuah partai poHtik tenlu banyak 

pelibatan gagasan yang scrba lintas kepentingan potitik "pragmatis". Pragmatis 

t! K.acung Madjan, "'Partai Buf(lll Bi11tang: ''lvfe11gulang Sejarah Masyumr'dalam Musn Kazhlm 
dan Alfian Hamzuh, Gemn fnsani 2000. hlm: 24. 
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dalam tanda kutip ini terletak pada gagasan gagasan idealisme dan realitas poJitik 

yang bakal menentukan fonnat partai yang dikehendaki wnat Islam yang 

sekiranya tepat bagi percaturan politik kebangsaan Indonesia yang pluralistik. 

PBB yang tcngab diproses oleh BKUI dan bakal diproklamasikan ini 

diharapkun dapat menghimpun kalangan dan tokoh-tokob orgamsast Islam, 

cendikiawan, intelektual muda berbakat, kalangan terpelajar Muslim untuk 

mcmimpin dan mengenda!ikan kemudi bersama dalam partai ini untuk ikut serta 

sccara politik memperbaharui negarn yang telah dilanda krisis dan transisi sesuai 

cita-cita proklamasi. Banyaknya tokoh-tokoh umat Islam yang tampil daiam 

mengawal ja1annya reformasi, maupun tokoh publik yang berjasa memuluskan 

jalannya perubahan nasional scsuai dengan kehendak rakyat secara konstitusiona1 

agar perubahan nasional tidak mengacaukan sendi kedaulatan bagi negam 

Republik Idonesia, tentu perlu dihimpun dan turut serta dalam wadah politik 

untuk memberikan kepercayaan kepada pendukungnya dan segenap ralyat 

indonesia yang mendambakan perubahan dan perbaikan. Karena itulah PBB 

ketika dihentuk melibatkan berbagai tokoh umat yang cerdas, intelektual berbakat 

dan refonnis untuk menjawab tantang~m krisjs dan transisi demi perbaikan sistem 

politik ncgara yang modern. 

Tokoh-tokoh Islam yang hendak ditampilkan PBB diantaranya tokoh 

muda [slam Modernise\ yakni. Dr. Amien Rais dan Prof Dr. Yusril Ibza 

Mahendra yang diduetkan untuk mernimpin PBB. Amien Rais adalah Ketua 

Umum PP Muhammadiyah sekaligus tokoh yang berhasil menurunkan rezim 

Orde Baru Soeharto dengan serangkaian gerakan ma<;sal mahasiswa dan rakyat. 

H Yudi Pramuko, Op.cit .. hlm: 164 

66 

' ' 
' 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



Penilaian publik terhadapnya sebagai tokoh Jokomotif reformasi Indonesia. 

Apalagi Amien Rais dekat dengan kalangan Islam Modernis keluarga Bulan 

Bintang di DDII dan pemah menjadi pengurus didalamnya. Bahkan Amien Rats 

juga dijuJuki sosok Masyumiisl atau "Natsir Muda". Begitupun sosok Yusril Ihza 

Mahendra, yang juga tokoh intelektual yang turut memuluskan turunnya Soeharto 

dari dalam pemerintahan. Kepakarannya di bidang Hukum Tala Negara (HTN) 

dan sebagai pembuat pidato (Speech writer) Presiden Soehartu, mengkonsep 

sccara konstituslonal pengunduran diri Soeharto, membuat Yusril dijuluki "arsitek 

lengsernya Soeharto dari dalam pemerintahan" dengan tertib dan terkondisikan, 

Yusri! pun juga tem1asuk sosok yang dekat dan didiilik oleh Moh. Natsir dan 

tokoh-tokoh mantan Masyumi lainnya ketika di DDJI, sehingga tak urung Yusril 

juga dijuluki sebagai "Natsir Muda"14 di kcluarga Bulan Bintang. 

Dipasangnya duet dari dua tokoh intelektuai Muslim ini, yakni Amien 

Rais sebelum mcndirikan PAN dan Yusril Ihza Mahendra untuk memirnpin Pa.rtai 

Bulan Bintang ini telah terencana ketika sedang terprosesnya pembentukan partai 

inL Karena itttlah DDI mengadakan penjajakan melalui Seminar Nasional dengan 

lema '"Partai Islam Era Reformasi" di DDII pada 12-13 Juni 1998 dengan 

beberapa tokoh pembicara lslam, seperti Ismail Hasan Metareum, AM. Syaifudin, 

dan juga diantaranya adalah Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra untuk 

rnembaca gagasan politk Islam masing~masing. 

Namun jelasnya memasangkan dua tokoh tersebut tidak tcrcapai, 

mengingat Ami en Rais tidak bersedia meimpin partai ini dan pada akhimya Yusril 

Ihza Mahendra dipercaya sebagai Ketua Umum PBB yang pada awalnya 

,., Arsip DOH, sambman Anwar Haryono, daliun rnngka tasynkuran Partai Bulan Bintang 
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dikehendaki untuk memimpin partai ini adalah Amien Rais. Hal ini semata-mata 

bukan hanyu ketokohan Amien Rais, tetapi juga untuk rnenjaga badsan kekuatan 

politik Islam Morlemis. 

Ketidaksediaan Amlen Rais untuk memimpin PBB ini disebabkan olch 

gagasannya mengenai fonnat po!itik Islam dalam bentuk partal berbeda dengan 

beberapa tokoh Islam kebanyakan di BKUI. Partai politik bagi Amien Rais 

hcndaknya lcbih terbuka dan menerima kehadirnn berbagai kelompok lain selaln 

kalangan Islam. mengingat sejarah politik Islam di Indonesia masa lalu dan 

kondisi pluralit.ts kebangsaan sebagai bentuk akomodasi dan kerja sarna dalam 

membangun bangsa dan negara. Berbeda dcngan pandangan YusrH mengenai 

format purlai Islam yang bisa dikatakan terbuka (inklusif) dan sekaligus tertutup 

(exklusif). 

Gagasan Arnien inJ telah diungkapkan sebelurn Seminar Nasional yang 

diselenggarakan DDII, sebagaimana pemyataannya15 bahwa perlunya persiapan 

mental dan konseptual bagj kcluarga Bulan Bintang untuk menata bobot dan 

perannya dalam menentukan rnasa depan bangsa. Amien setuju agar 

mengurnpulkan balung pisah (porensi yang berserakan), keluarga Bulan Bintang 

harus membcntuk partai politik, namun perlunya berpikir ulang untuk tidak 

kernbali ke paradiagma tabun 1950~an yang sudah bukan zamannya lagi. 16 

Mcnurut Amien Rais mernbentuk suatu partai hendaknya dipikirkan: Pertama, 

tidak perlu mclepaskan idealismc; Kedua, tetapi berdasarkan realisme; Ketiga, 

menggunakan seni politik yang canggih1 tujuan tetap, tetapi luwes dalam 

pclaksanaannya, di dalam taktik, maupun di daJam maneuver-manuvemya. 

LS Arsip DDI1, Hasil Seminar Nasional "Partai Islam di Era Reformasi" yang dilaksanakan DOH, 
12-13 Juni 1998 

16 lbi'(L, him : 3 
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Menurut Amin Rais mendirikan partai baru dengan karakteristik Islam, dengan 

tokoh-tukoh Islam, maka lebih kurang image-nya itu lertutup {ekluslf). yang 

hanya dimungkinkan bisa menggaet 20% suara. Bagi Amien, selain mobilisasi 

massa, juga berjuang mendapat profit sebanyak-banyaknya untuk rnenunjang 

perJ·uangan partai. 

Alasan lain menurut Antien Rais adalah menglngat basil PemiJu 1955, 

dimana partai-partai Islam (Masyumi, NU. PSli dan Pcrti) yang dikumpulkan 

suaranya kurang dari 50%. Dan kondisi euphoria politik saat ini dimana banyak 

tumbuh partai politik yang didirikan oleh umat Islam, baik dalam wujud partai

partai lslam dan partai-partai berdasarkan profesL Belum lagi partai yang 

didirikan oleh go Tongan non-pohtik Islam ialnnya. Hal ini menjadl kcndala bagi 

partai yang khas Islam, untuk dapal berbuat dan menentukan pemilihan Presiden 

mcngisi kursi-kursl di Eksekutif dan Legislatif belum mcyakinkan. Sehingga lni 

menjadi alasan bagi Amien Rais untuk rnemikirkan partai politik umat yang bisa 

merekrut golongan lain. Dati sini muncul gagusan bagaimana dengan partai 

terbukn (inklusiQ, dalam pengertian rnasih lslami dan lokomotifuya dari kulangan 

Islam, tetapi terdapat posisi-posisi yang juga diberikan kepada non MusHm. 

Asumsi ini menurut Amien termasuk muamalah muannas, yang memungkinkan 

secara syariyah bolch boleh saja. 

Namun pengakuan Amien Rais, jangan memaksakan partai berkaitan 

dcngan agama, justru partai atas dasar apapun di era multi partai ini selayaknya 

untuk berdiri dan siap dise[eksi oleh rakyat melalui pcmilu. ljtihadnya mcngenai 

partai terbuka, agar kalangan politik Islam tidak send-irian untuk mengangkat 

bangsa ini, dan mereka (golongan nonMpolitik Islam) juga punya aspirasi, visi dan 
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kemauan yang hams diakomodasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Karena 

itulah pcmikiran Amien Rais mengenai partai terbuka, tetap dalam kendali 

ditangan orang-ornng beriman, tetapi terdapat posisi yang menjadi bagian non-

politik Islam sebagai perwujudan kebangsaan. Menurut Amien Rais sebagaimana 

yang dicontohkan para tokoh partai !vlasyumi seperti Moh. Natsir bergaul dengan 

politisi di luar kalangan Islam seperti Wilopo, Kasimo, dan karenanya anak-anak 

Masyumi juga mestinya mclakukan "pelebaran sayap" melalui bentuk partai 

politik. Landasan pemikiran inilah, Amien Rais dikemudian hari rnenolak untuk 

bergabung memimpin Partai Bulan Bintang yang dianggapnya seperti "baju yang 

sempit dipakai" dan memilih partai yang multi agama, multi etnis, yang pada 

akhirnya membcntuk partai yang terbuka yaknl Partai Arnanat Nasiona! {PAN), 17 I 
~ 

Yusril lhza Mahendra, memiliki gagasan yang berbeda tentang partai 

terbuka dan partai tertutup. Jawaban Yusril lebih menepis anggapan istilah 

ekslusif, primordial dan aliran yang dituduhkan kapada partai agama apalagi i-
' 

Islam. Namun dlsisi lain terdapat kesamaan pandangan tentang berdirinya partai-

partai beridentitas apapun sebagai pengakuan akan keniscayaan dan dernokrasi. 

Mcnun.t Yusril, rakyat yang beragam kelompok, aliran dan sebagainya, sampai 

hari ini bclum ditemukan cara lain untuk mengorganisasikan kepentingan atau 

kehendaknya kecuati dengan partai politikJ sekalipun terdapat rnudharatnya.u 

Scbagai orang yang ikut terlibat pembuatan RUU Partai Politik yang baru pada 

masa itu, menjclang pemilu !999 dirinya menyatakan tegas-tegas membolehkan 

berdirinya partai-partai baru sepanjang dasar dan tujuannya sejalan dcngan dasar 

dan tujuan negarJ, Baginya. kalau umat Islam mendirikan partal Islam~ tidak ada 

r; . 
Op.ctl., him: 164 

15 lbitL hlm : 2::1 
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dasar konstitusionalnya untuk menyatakan partai Islam bertcntangan dengan UUD 

1945. Dernikian pula kaum Hindu, Katolik, Protestan atau kaum apa saja yang 

ingin menclirikan partai, tdak ada larangan sepanjang sesuai dengan dasar dan 

tujuan negara, l'> 

Perbcdaannya dengan gagasan Amien Rais tentang kepartaian haik 

terbuka atau tertutup, Yusril rnengungkapkan "ada yang mengatakan jangan 

membuat partai ekslusif, jangan membuat partai primordiaJ, dan ini menurutnya 

tidak menyadari bahwa tidak ada kelompok yang tidak primordial, dan yang tidak 

cksklusif. Menurutnya, bahwa orang yang masuk partai pada dasarnya terbuka, 

ketika masuk ke partai itu, kalau setuju terhadap dasar, tujuan, AD/ART, program. 

pcrjuangan partai itu. Narnun akan menjadJ tertutup jika ia tidak setuju dan ia 

tidak masuk partai ltu. Judi menurutnya tidak: bisa dinyatakan bahwa partai agama 

adalah partai primordial, sedangkan partai nasionalis atau partai kebangsaan tidak 

primordial, apalagl partaf-partai terakhir ini juga tumbuh banyak atau beragama 

dcngan nama yang sama maupun bentuk yang lain, Karena itulah scrnua 

kelompok itu primordial, eksklusif, dengan bemama primordialisme kebangsaan. 

Primordlalisme Islam yang tidak begitu penting dipersoalkan. 

Scdangkan mcngenai sejarah poHtik Islam di masa pemi!u 1955, yang 

kurang mendapat suara 50%, menurut Yusril iebih terletak kepada sistem Pemilu 

yang proporsional dan tcrscntralisasi di pulau Jawa yang labih banyak 

penduduknya. Hal juj menurut perhitungan Yusril, terjadi di PNI pada pemilu 

1955 hanya menang di Jateng dun Bali. Sedangkan Masyumi lebih nasionalistik 

karena menang di 10 daerah dari 15 daerah pemilihan. Karena itu sistem pcmilu 
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yang proporsional suara lebih ba.nyak di Jawa> maka dengan sendirinya waktu 

dihitung di bagi scpersekian penduduk, maka PNI dan Masyumi sama besarnya. 

Hal ini akan bcrbeda jika digunakan sistem distrik, kemungkinan Masyumi 

menan g. 

Yusril Jhza Mahendra mengakui, dari kalangan Partai Islam sendiri tidak 

sediklt yang menyatakan untuk tidak membentuk partai Islam, atau namanya 

jangan mcmbawa Islam, tetapi cukup jiwa dan semangatnya Islam atau 

substansinya Islam hanya dikarenakan kekhawatiran banyak orang yang tidak 

suka kepada nama Islam, lni adalah sebuah tantangan20 dan ia memilifl sikap 

moderat dalam s.oal nama partai. Menurutnya, orang Islam ingin mendirikan partai 

Islam dengn nama Islam atau tidak, bukanlab persoalan fundamentaL Sebab yang 

fundamental adalah bagaimana partai tersebut ses-uai dengan prinsipj jiwa dan 

semangat lslam21
• Mcngenai perbedaan pandangan dengan Amien Rais, Yusril 

mengakui, bahwa Amien Rais lebih menghendaki partai terbuka, menurut Amien 

Rais I)BB platformnya kecil, ibarat baju yang sempit dipakai. Yusril secara tegas 

menyatakan PBB adalah partai Islam, dan panai ini terbcntuk, sebab di dunia ini 

partai scsungguhnya terbuka22 Jika tidak ada aliran kepentingan, rakyat tidak akan 

mendirikan partai.21 

Keinginan dar! tokoh-tokoh Islam, terutama Anwar Harjono, agar Amien 

Rais bergabung memimpin PBB urung terlaksana. akhimya mendaulat Yusril 

untuk memimpin PBB bersama-sama tokoh Islam di BKUI menjclang 

didcklarasikan dulom Tabligh Akbar Umat Islam (26 Juli 1998) dengan semangat 

2u Arsip DPP-PBB, pidmo Yusril Ihza :Mabendr<t, dalam mnglw Mukemas I Patai Bulan Bintang 
21 !bid., hlm : 5 
12 Arsip DPP-PBB, Wawancara Yusril rh7..a Maheodrn di majalah Tempo, 9 November 1998 
n !hid., hlrn : 13 
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mencruskan jcjak politik Masyumi untuk melaksanakan Izzul Islam wal 

Muslimin. Asas Parrai Bulan Bintang adalah Islam. Islam bagi Part.ai Bulan 

Binlang adalall agama sckaligus adalah jalan kehidupan. Islam adalah agama 

rahmalan fif alamin yang bersifat universaL Partai Bulan Bintang akan 

menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan dan sumber dalam 

mcrnccahkan persoa!an-persoalan yang tcrdapat dalam masyarakat dan bangsa 

Indonesia, seperti kcmlskinan dan ketimpangan sosia! ekonomi~ praktek 

penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan antara pusat dan daerab, korupsi dan 

nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya.14 Bagi Partai Bulan Bintang 

(PBB) yang paling mcndasar adalah bagairnana agar prinsip, jiwa dan semangat 

Islam hadir dalam setiap gerak, langkab partai2.~ sehingga mewamai semua 

kebijakan yang diambil oleh partai. 

Tujuan Partai Bulan Bintang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan 

Umum dan Tujuan Khusus, Tujuan Umum didirlkannya partai ini adalah ; (a) 

mcwujudkan citil~ci!a nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

pcmbukaan UUD 1945, dan (b) mengembangkan kehidupan demokrasi 

bcrdasarkan Pancasila dcngan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 

Kes:atuan Republik Indonesia. Dalarn hal Tujuan Khusus terdapat perubahan yang 

rncndasar dalam Partai Bulan Bintang. HasH Muktamar I tahun 2000 Tujuan 

khususnya adalah mcwujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa; adil dan 

-----
2~ Pidato Sambutun Ketua Urnum PBB "Yusril Ihza Mahendra" dalum Mukemas !, 25 Fcbruari 

199&, dalom Ha:d!Mukenws I Parmi Bulan Blntaug, Jakarta: DPP PBB, 1999, hlm : 6-7 
25 Yusr:il rln::a Muhcndrn, Dengmr Prinsip Umatan Wasalan Kita Pcrjuaugkau Sistem, Bukon 

On.mg, "dalam Sahar L. Hassan {dkk), Mcmilih Partai Islam; Visi, Misi dan Pcrsepsi {Jakar!a: 
Gcnmlnsani Press, ! 99&), hlm : 22 
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makmur yang diridhai oleh Allah SWT26
• Hasil Muktamar II (2005) Tujuan 

khusus partai bcrubah menjadi mewujukan tegaknya syariat Islam27
. 

Partai Bulan Bintang (PBB) mencantumkan Islam sebagai asas (Hukurn 

Dasar) dan aqidah partai28
• Beraqidah dan bcrasas Islam menurut Partai Bulan 

Bintang berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam 

sebagai agama Allah yang rliturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari 

suasana kckafiran mcnuju suasana keimanan. Sctiap ucapan, pemikiran dan 

tindakan warga partai senanriasa bedandaskan kepada ajaran Jslam yang universal 

melewati ruang dan waktu. Bagi Partal Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan 

surnber inspirasi, motivasi dan hukum da1am kehidupan duniawi. Ajaran (s1am 

yang besifat universal itu meliputi pokok-pokok aqidah, syariat, dan akhlak serta 

berbagai bldang menyangkut a lam semesta dan kehidupan manusia) baik di dunia 

maupun di akhirat.29 

3.3 Asas dan Tujuan PBB 

Asas Partai Bulan Bintang adalah Islam30
. Islam bagi Partai Bulan 

Bintang adalah agama sekaligus adalah ja!an kehidupan. Islam adalah agama 

"ra/nnatan Iii 'a/am in" yang artinya mernberikan rahmat kasih sa yang bagi 

selurub alamJt yang bersifat universal. Sebagaimana dikatakan Al-Qur'an: 

Univcrsalisme ajaran Islam, terutama ten tang asas keadilan~ kejujuran, kebenaran, 

pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, penghonnatan terhadap harkat dan 

Zl• Angguran Dasar f>BB Bab 11 pasal 4 dalam Hasil Mukernas I Pacta! Bulan Biolang 
(Jakarta:DPP, 2000) him: 26 

n Anggaran Das<Jr PBB Bab H pasal 4 dal&m Hasil Mukernas H Partai Bulan Bintang 
(Jabr!u;DPP, 2005) hlm: 26 

'' Anggaran Dasar PBB Bab II pasal3 dalam HasH Mukemas I PBB (Jakana: DPP, 2000), hlm:25 
29 Tafsir Asas Par1ai Bulan Bintang dalam Has!! Mukernas II parlai Bulan Bintang 
.lo Anggaran Dasar Partai Bulan Binlang Sab TI pasa13 
Jl Profil Partai BulaJJ /Jmtmrg, him; 2-3 
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martabat manusia apapun agama yang merek:a perlukan1 adalah asas perjuangan 

PBB, Partai Bulan Binrang (PBB) akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu 

sebagai rujukan dan sumber dalam memecahkan persoalan-persoalan yang 

terdapal dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. seperti kemiskinan dan 

ketimpangan sosial ekonomi, praktek penyalahgunaan kekuasaan. kepentingan 

antara pusat dan daerah, korupsi dan nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan 

sctcrusnya.32 Bagi Partai Bulan Bintang yang paHng mendasar adalah bagairnana 

a[:,Yllr prinsip jiwa dan scmangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai33 

sehlngga mewarnai semua kebijakan yang diambil oleh partai. 

Dalam berbagai kesempatan pertemuan PBB, Yusril dengan tegas 

menyatakan34 bahwa PBB sebagai Partai Islam yang modcrat, terbuka ditengah~ 

rcngah masyarakat. Hal ini menurutnya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam 

tetapi juga umat beragama lain bahwa PBB sebuah partai Jslam sebagai partai 

yang damai, moderat~ tcrbuka, dan berwawasan intelektual yang cukup tangguh 

dan tinggi. Partai ini hendak memberikan gambaran dan image tersebut kepada 

masyarakat, sehingga PBB Jni cepat dikenal oleh masyarakat sebagai partai yang 

mempunyai wawasan} partai yang mernpunyai konscpsi pemikiran yang jelas 

arahnya dan jaub dar! tindak-tanduk kekerasan, pemaksaan, intimidasi dan 

sebagainya di tengah rnasyarakat. Hal lni telah dicontohkan oleh Yusril melalui 

pengalaman dalam Pemilu 1999 lalu} ketika PBB melaksanakan kampanye di 

bcrbagai daerah, bahkan daerah-rlaerah lcantong-kantong non-Muslim , kehadiran 

J! Pidato sambulan Ketu;~ Umum PBB dalam Mukcrnas I, 25 Februnri J998 dalam hasil Mukcmas. 
t Partai Bulao Binlang (Jakorta: DPP PBB, 1999) hlm 6~7 

JJ Yusri! Ihza Mahendra, Dt:ugml Prinsip Ummatan Wasa1a11 Kita Pf!ljuangkan Sistem, Bukan 
Orang, dalam Sahar LHassan (Dkk), Memilib Pariai Islam: Visi, Misi dan Persepsi, Jakarta : 
Gema lnsnni Press, 199S, him: 22 

_u Pidato poli!ik Yusrilll1za Mahendra yang diungknpkao didal<tm Milad III PBB di Kecamatan 
Galang, Kabupaten Deli Scrdang, pada 12 Agustus 2001. 
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PBB disambut baik oleh rnasyarakat dengan rasa sirnpatik tanpa rasa takut atau 

kekhawatiran. Dan menurut Yusril inilah yang menjadi dasar, cara dan tujuan 

yang barus ditempuh. Islam adalah "rahmatan lil 'alamin ", Jslam sebagai rahmat 

bagi seluruh sekalian alam~ mengingat kata Islam itu sendiri telah mengisyaratkan 

keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebab itulah, perjuangan untuk 

menegakkan lslam dan membela kepentingan bangsa dan negara menjadi tekad 

bagi partai ini yang tclah di umumkan dalam platfonnnya sebagai partai Islam 

yang bcn:vawasan keislaman dan keindonesiaanJs, Sejak awal berdirinya PBB 

mencitrakan Islam sebagai identitas kepartaian, Islam dijadikan dasar keyakinan 

dan pandangan hidup PBB, ini telah diformulasikan menjadi ketetapan partai 

melalui Muktamar I PBB pada 26 April- l Mei 2000 dalam tafsir asasnya. 

Mcnurut Moh. Natsir (Mantan Ketua Umum Masyumi),36 yang 

dinamakan "asas" bagi suatu organisasi ataupun bagi orang perseorangan adalah 

perumusmt cita-cita motivasi tempat bertolak, sumber lnspirasi, somber kekuatan 

menaban derita, pegangan hJdup yang akan dibawa mati. Karena itulah soal asas 

bukan soal tcknis dan buhn semata soal pemikiran. tetapi lebih daci itu, ia juga 

soal perasaan hatinurani, keyakinan agama. Penganut agarna Samawi, Islam dan 

Kristen menamakannya Iman37
• Dalam keyakinan lni, bagi umat Muslim maka 

Islam merupakan keyakinan tcrdalam untuk dijewanlahkan dalam semua bidang, 

tetmasuk politik yang mcnjadi asas scbagai titik lolak pandangan hidup, 

PBB memandang Islam sebagai jalan hidup universal yang harus 

diimplemcntasikan dalarn segala ruang gerak dan waktu. Hal ini di maksud, 

J5 Suara Masyumi No 2 Th. Ke XI. Tcrbit tiap~tiap !anggall~IO dan 20,lerbit !Ojunl 1956 
1~ M. Natsir, ·'Agama dan Negara Dalam Perspektiflslam ·•, Op.cit., him: 356 
n Yusrillhza Mahendra, dalam Sabar Sitanggang (cd), Ca:aran Kdtls dan Perdkan Pemf/drmJ 

Yusrillk:aMalumdra, him ; 184 
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diny(ltokan dalam mukadimah (pendahuluan) tafsir asasnya, bahwa hidup inl 

sendiri adalah perjuangan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dia telah 

menurunkan agama sebagai jalan hidup seperti diturunkan-Nya kepada para Rasul 

scjak Adam AS sampai Muhammad SAW agar umat manusia menegakkan agama 

tcrsebut dalam kehidupan mereka35
, Dan mereka menyadari bahwa tujuan hidup 

manusia didunia adalah menghambakan diri kepada Allah dengan mclaksanakan 

perintah-Nya dan mcnjauhi Iarangan-Nya:~9 . Karena itulah bagi PBB, Islam 

sebagai jalan hldup yang selalu di usahakan oleb kaum pergerakan Islam modem 

untuk ditegakkan dalam kehidupan individu, masyarakat dan Negara sesuai 

dcngan ruang dan waktu yang tersedia. Wujud pengakuan tegas sebagai partai 

politik Islam, PBB bertekad membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk 

rnencgakkan cara hidup Islam tcrsebut dalam wilayah Negarn Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), 

Tafsir Asas ini merupakan penjelasan ringkas tentang Islam sebagai asas 

politik partai Bulan Bintang sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan 

Anggarnn Rurnah Tangganya. Penjelasan lebih rincinya merujuk kepada AI-

Qur'an dan As-Sunnah As Shahihah, serta kitab-kitab tafsir dan syarah Hadist 

mu'tabarah (terpandang) serta para mujtahidin (para pembuat ijtihad) sepanjang 

Dalam Tafsir Asas Partai1 PBB memiliki keinginan yang kuat untuk 

mcncmpatkan hukum di atas segala aspek kehidupan (sucramasl liukum). Yusril 

lhza Mahendra rnengatakan bahwa dalam mcmbangun Hukum Nasional41 kita ini 

~6 Dari Mukaddimnh {pendahuluan) Tafsir Asas PBB 
:I'J QS: Adz-Dzariat: 56~ 57 
4!.i Uhat Butir 35 sampai dengan Bulir 36 Tafsir Asns PBB 
41 Pidato Yusril pada Mukcmas [V PBB tahun 2007 
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mcnggunakan cmpat sumber yaitu atas sumbcr Hukum Adat, Syariat Islam, 

Hukum eks Kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat dan Konvensi 

[nternasionaL 

Partai Bulan Bintang memiliki kenyakinan bahwa negara adaiah 

organisasi kekuasaan untuk rnengelola kepentingan bersama daJam rangka amar 

ma'ruf nahl numgkar dan menciptakan tatanan masyarakat yang dik:ehendaki oleh 

Allah SWT. Olch sebab itulah PBB mcnghendaki negara sebagai alat, merupakan 

institt,Jsi yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang hersifat keduniaan 

berkewajiban mempedomani prinsip-prinsip Islam da)am penyelenggaraannya. 

Secara moderat PBB tidak mempermasaJahkan istilah "negara Islam" atau istilah 

lain bagi Indonesia, sebab yang fundamentaJ adalah tegaknya prinsip-prinsip serta 

nilai-nilai Islam dalam mengisi kehldupan bernegara.4z 

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah penerus cita-cita perjuangan 

masyumi, didirikan dcngan niat izzullslam wal Muslimin. Tujuan didirikan PBB, 

yakni untuk membangun bangsa dan negara bagi kepcntingan seluruh rakya1 

Indonesia, tanpa mcmbedakan asal-usul keturunan, agama maupun golongan 

scsuai dengan prinsip Islam. Scgenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak 

yang mulia, wajib rnenjunjung tinggi nomta-norma etik Islam yang universal. 

Politik adalah bagian dar! dakwah untuk mengajak manusia kc arah kebajikan dan 

menolak kemungkaran. Tidak ada pihak yang dirugikan dcngan prinsip-prinsip 

ini. PBB mernang memperjuaqngkan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan 

berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara. PBB rnenjunjung tinggi kernajemukan 

masyarakat kita. 

41 Ibid., hlm; 20 
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3. 4 lkrar dan Oeklarasi 26 Juli 1998 

Partai Bulan Bintang didirikan !epa!nya pada hari Jum'a! 17 Juli 1998 

Miladiyah bertepatan tanggal23 Rabiul Awal1419 Hijriah dengan ditandatangani 

ikrar pendirinn PBB, olch para tokoh umat Islam yang mcwakili 22 Ormas fslam 

di BKUI diantaranya DDII, Muhammadiyah (di wakili Lembaga Hikmah), 

Htihadul Muballighin, HMI, KAHMI, Sl, ICMI, Perti, Al-lrsyad, Persis, As· 

syafioyah, BKSPPI, IKMI, GPI, PII, Keluarga Besar PII, STII, Bakomubin, LDK, 

BKP!Ll\11, Forum Silahturahmi Habaib Ulama-Mubaligb, Tokoh Masyarakat, 

PPM!, dan KISDI.43 

lkrar penandatanganan berdirinya PBB ini sebagai berikut.44 

BismiUahirrohmanin-ahim 
Pada hari ini, Junmt tanggal 23 Rabi'u! Awv;a! 1419 Hijriah atau benepatan dengan 

tanggal 17 Juli !998 Miladiyah, kumi yang bertandatangan di bawah ini, setclah bermu~yawarah 
yang: berlangsung scjak tangga! !8 Zulkaeddah 1418 Hljriab atau bcrlepatan dcngan tanggal lb 
Maret 1998 Miladiyah dan setelah masing-masing memohon petunjuk ke hadirat Allah Subhanahu 
wa Tn'ala dengan tulus ikhlas telah berscpakat bulat unluk mendirikan dan menandatangani !krar 
pendirian "Partai Bulan Bimang ", yang kami maksud dan harapkan dapat menjadi wadah bagi 
pcrjuangan kaum Muslimin Indonesia khususnya dafl rakyat Indonesia pada umumnya untuk 
mcwujudkan masyarakat Indonesia 17 Agusltls 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan 
bcrruqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak muHa, .sejahtera L1hir dun batin, adil dan 
makmur yang merata scrta maju. berhikmad dan bertanggun&jawab bagi kepentingan rnkyat, 
bangsa dan Negaranya, dcngan penuh ampuoan dan Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan 
Angguran Dasar dan Anggaran Runmh Tangga sebagaimana yang dilampirkan dan menjadi satu 
kesacuan yang tak l.erpisahkan dari ikrar ini 

Scmoga Allah Subhanaho wa Ta'ala rnclimpahkan Rahmat dan Ridho~Nya, 
Atniio, ami in, amiin ya robbal aa!amiin. 

23 Rabi'ul Awwall419 Hijriah/17 Juli 1998 Miladiyah 

Pcmbacaan ikrar deklarasi di atas, dipublikasikan dalam deklarasi Partai 

Bulan Bintung (PBB) yang dilaksanakan di halarnan Masjid Agung AI Azhar, 

Kebuyorun Baru Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 1998 Hijriah 

bertepatan 02 Rabiul Akbir 1419 l.lijriah, pukul 09.00 WIB. Dalam deklarasi 

~3Yudi Pramuko, Yuw·if lhza Malumdra, Sang Blmang Cemerlang (Jakarta, Putra Berdikari 
Bang;:a, :woo) hlrn; 68-69 

.._. Ramlan Mardjoncd, Op.cit., him: 72 
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tcrscbut, Dr. Anwar Harjono selaku pendiri PBB, sesepuh dan juru bicara terakhir 

Partai Masyumi juga Ketua DDU turut memberikan sambutan. Kemudian kata 

sambutan juga disampaikan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc selaku 

Ketua Umum PBB. 

Dr. Anwar Harjono, dalam sambutannya di tabligh akbar, secant garis 

besar menyampaikan bahwa pend irian partai Islam ini teJah dirintis oleh beberapa 

tokoh umat Islam dengan serangkaian diskusi, tukar pikiran dalam ikatan 

ukhuwah, yang secara kebetulan DDII, organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh 

Masyumi, yang rlipimpin olch Moh. Natsir, membina hubungan tokoh-tokob umat 

melalui Forum Uk:Jmwah Jslamiyab (FUl) tahun 1989~ bersama-sama dengan KH. 

Masykur (Mantan Kelua PBNU). FUI yang sifatnya beranggotakan pcrorangan 

dari bcrbagai organisasi Islam kemudian mcningkat menjadi Badan koordinasi 

Umat Islam (BKUL 1998} yang sifat keanggotaan mcnjadi mewakili organisasi 

Islam masing~masing, yang pada akhimya bersepakat mendirikan Partai Bulan 

Bintang melalui Perrnusyawaratan yang panjang terutama soal pilihan nama c.lan 

asas. Hal ini mengingat dulunya, organisasj-organisasi Istam tersebut adalab 

Anggota Istimewa Masyumi, sebingga terdapat keinginan menghidupkan kembali 

Masyumi. Pemilihan kepada nama PBB disebabkan kesadaran mcnjaga kebcsaran 

moral politik dan ketaatan legalitas sebagai tradisi pohtlk MasyumL Namun bagi 

Anwar Harjono, PBB adalah ibaratnya satu sisi dari mata uang yang sama dengan 

Masyumi. :Menurutnya "dengan PBB kita ingin darah baru dan kes:egaran baru 

untuk meneruskan cita-cita besar dari yang 1ama'.45
• PBB ini memiliki hubungan 

emosional dengan Masyumi.46 

JS !hid., him : 45 
4r' Ibid .. him : 46 
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Anwar Harjono kembali mengungkapkan dirinya diklaim oleh beberapa 

orang yang hendak mendirikan kembali Partai Masyumi, bahwa dirinya 

mendukung kebangkitan nama tersebut. Namun baginya secara tegas tidak pemab 

menyetujui apalagi mendukung, kecuall memakai nama lain, selain MasyumL 

Dirinya mempunyai kewajiban untuk berbicara tentang Masyumi, mengingal 

kapasitasnya sebagni juru bicara terak:hir Partai Masyumi, yang dimandatkan sejak 

dirinya sebagai Wasekjen Pimpinan Pusat Partai MasyumL47 Kemudian persoalan 

para generasi DOll yang tidak bergabung di PBB, dirinya menyatakan be!um 

mengambil sikap resmL Bagi Anwar, hat ini harus dilihat dari perkembangan 

sejamh dan kondisi politik yang kini sulit lerbendung dan lepas mengalir ke 

berbagai arab. Schingga timbul berbagai kekuatan politik umat. Karena itu, 

mcnurut Anwar dirinya masih melihat harapan, bahwa sewaktu nanti dapat 

bersatu, sebab saat ini masib ada k:einginan dari tokoh-tokoh umat untuk bersatu 

kemba1i, sehingga mencapai kekuatan politik di parlemen. Tcntang eksklusifine 

partai, dirinya masih memandang hal tersebut adalah relative dan subjektif. Sebab 

setiap anggota yang masuk ke partai dan setuju dengan AD/ART partai tersebut 

maka menjadi tcrtutup untuk masuk dan memperjuangkan partai politik lain, 

kecuali jika tidak setuju dan keluar dari partai yang telah dima<>ukinya. Namun 

pemyataan eksklusif hanya kepada partai Islam adalah upaya membuat lsu 

mcmojokkan umat Islam. 

Sedangkon Yusrillhz.a Mahendra, dalam sambutannya menyatakan PBB 

yang tclah dirintis olch tokoh umat sejak lama melalui FUI dan BKUI ini hadir 

berjuang untuk mencgakkan sistem. Bukan semala-mata hanya untuk 

41 !hirl., him: 5:'> 
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mcmperjuangkan scseorang untuk rnenjadJ Presiden. Menegakkan sistem, 

:o.iupapun daput mcnjadi Presidcn, dan berganLi taupa mcmbawa masalah bagi 

ncgara, jika sistem itu baik dan kuat. YusrH juga mencgaskan tentang PBB 

sebagai partai terbuka, yakni bagi umat Islam dan non-Islam yang setuju dengan 

cita-cita, program, dan perjuangan partai dan PBB scbagai partai tertutup bagi 

segenap anggota partai untuk meyakini dan rnasuk ke golongan partai lain. 

Karcna itulah baginya PBB adalah partai IsJam yang berprinsip umatan 

wasathan, scperti yang dikatakan dalarn AI Quran: "umat Islam itu adalah umat 

perlengahan" jadi partai ini hendaknya jauh dari prasangka partai kiri atau partai 

kanan-~~. Menurut Yus:ril pula, PBB sebagai partai akan bernikap moderat dalarn 

politik dan membuka pinlu kerjasarna dengan golongan, kekuatan serta komponen 

bangsa yang lain sesuai gar[s partai dcmokratis dan kooperatif unh1k kepentingan 

bcrsama.~9 

3.4.1I>Iatforrn Partai: Keislaman dan Keindonesiaan 

Partai Bulan Bintang (PBB) s:ebagai partai Islam, berdirl ditengah 

kondisi bangsa yang multi ktisis. Suasana bangsa yang dilanda lransisi secara 

politik, kehadiran PBB, yang bnru saja dideklarasikan oleh para tokoh umat Islam~ 

diharapkan untuk menjawab tantangan dan dinamika kcbangsaan dengan usaha~ 

usaha yang scjalan dengan prinsip nilai universal, yakni nilai~nilai Ilahiyah 

sebngai pedonmn dasar ideal bagi soslo kultur dan kebijakan (struktur) masu 

depan bangsa. Harapan ini diformulasikan dalam platform kepartaian sebagai 

gambaran perjuangan keumatan rlan kebangsaan dengan prinsip Islam sebagai jati 

-lll ibid., hlm : 9 
4
'' ibid., him 15 
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diri partai Islam yang paradigmatik. PBB menegaskan dirinya sebagai partai Islam 

Nasional yang memiliki kejelasan berparadigma, yakni platform Partai Bulan 

Bintang adalah kcislaman dan keindonesiaan. 

Arti dari keislaman adalah kita umat Islam yakin sedalam-dalamnya 

bahwa ajaran-ajaran Islam hu adalah rabrnat bagi seluruh aJam. Kita menyakini 

apa yang di pesankan Rasultullah SAW pada waktu beliau menyampaikan pidato 

Haji Wada') pada saat itu beliau berpesan : Aku tinggalkan pada kalian dua 

pusaka, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah 

Al-Qur'an dan Sunnahku."50 

Bagi Yusril, politik bukanlah sesuatu yang kotor. Politik bukanlah 

mengha!alkan segafa cara demi tercapainya suatu tujuan. Tetapi politik harus di 

dasarkan pada akhlak yang baik "akhlakul karima.h". Inilah yang disebut 

kcislaman. yakni berpolitik dengan mcmegang teguh prinsip-prinsip Islam51
. Dan, 

disisi lain PBB sebagai partainya umat Islam yang sekaligus bangsa Indonesia 

mendorong kesadaran kebangsaan berlandaskan Islam sebagai petunjuk 

mcnyelesa1kan pcrsoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebab 

bagaimanapun juga, perjuangan mere but dan mempcrtahankan kemerdckaan tidak 

dapat dilcpaskan dari peran umat Islam. Disinilah terletak penegasan arti 

kefndonesiaan bagi PBB. Menurut Yusril mernbicarakan Islam di Indonesia tidak 

bisa mclepaskan diri dari sejarah bangsa52
• PBB berpijak pada akar sejarah bangsa 

dan budaya bangsn Indonesia. Dengan idcntitasnya yang sangat jelas, PBB yang 

inklusif dan demokratis terbuka bekerjasama dcngan kalangan pcndukung 

5
;' Op.cir .• hlm : I 84 

51 Penegusan ini selalu di5arupaikan Yusril guna mempertcgas jati diri PBB, d! saat kcsempatan 
sambutan kunjungannya di badapan para Kcluarga Bcsar Parta.l Bulan Bintang. 

57 Arsip DPP~PBB. Tabloid Abadi, 12-li\ November 1998 
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demokrasi lain:n. Hal iniiah sebagai wujud dari pemikiran modemis politik Islam. 

Sebagaimana juga yang ditradisikan oleh Masyumi yang dapat beketjasama 

dcngan kelom.pok lain, beraliansi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai 

Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Platform Islam inilah yang 

diangkat o!eh PBB yakni kcislaman dan keindonesiaan. 

A. Visi dan Misi 

Partai bulan Bintang (PBB) di deklarasikan pada 26 Juii 1998 oleh 22 

tokoh Om1as dan Organisasi Dakwah Islam. didirikan untuk berkhidrnat 

scpenuhnya bagi upaya penyelesaian persoalan bangsa disemua bidang, sekaligus 

mcmberi altematif jalan yang harus ditempub menuju Indonesia masa depan, agar 

bangsa ini sampai kepada sebuah Indonesia barn yang demokratis dan 

bem1artabat; sebuah masyarakat baru yang perikehidupan berbangsa dan 

bcrnegara dilopang oleh sebuah sistem yang kuat, dengan kornitmcn penuh etika 

dan moralitas yang bersumber pada nilai-nilai universal Islam. 

Dengan landasan prinsip Islam sebagai rahmatan lit'alamin, Partai 

Bulan Bintang didedikasikan untuk membangun sebuah Indonesia baru yang 

demokrntis dan bennartabat bagi kepentingan scluruh rakyat Indonesia tanpa 

mcmbedakan suku, asal-usul kcturunan, agama maupun golongan, scsuai cira-cita 

proklamasi 17 Agustus 1945. 

B. Bidang Politik 

Partai Bulan Bintang rncmberi dorongan sebesar-be.sarnya bagl upaya 

demokratisasi kehidupan politik nasional: berfungsinya iembaga-lembaga 

sJ Arsip DPP-I~BB. Kumpas, 3! Juli !99& 
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kenegaraan secara sernestinya. dengan batasan bak dan kewemmgan yang tegas; 

penguatan hak-hak rakyat dihadapan penyelenggaraan negara, serta penghormatan 

dan pencgakkan secara sungguh-sungguh hak-hak asasi manusia. Prakarsa rakyat 

!Jarus mendapat ruang artikulasi yang lapang, sehingga tumbuh partisipasi dan 

kcbcrsamaan, bukan mobilisasi dan keterpaksaan. Birokrasi pernerintah harus 

dibangun sccara modem, efisien dan professionaL 

Ncgara Kesaluan Repubiik Indonesia harus dipertahankan, dengan 

dlbarengi otonoml yang luas bagi daerah. serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang proporsional. Daerah barns dibcri peluang seluas-luasnya untuk 

rnengembangkan diri sesuai potensi dan karakteristik mi1Sing-masing. Partai 

Bulan Binlang mendorong ditegakkannya etika dan moralitas dalam percatumn 

politik, serta menempatkan perilaku politik yang Machiavehstis sebagai musuh 

demokrasi yang harus dikikis. Partai Bulan Bintang menghendaki dibukanya 

peluang sclcbar-Jebamya. bagi dialog dan musyawarah untuk membicarakan 

scgala permasalahan bangsa, menolak keras pemaksaan kehendak, anarki, dan 

kekerasan dalam segala hal bentuknya. Menolak Dwi Fungsi ABRI dalam 

wujudnya sepcrti saat ini, dan hanya mentolerir kcberadaan ABRI di MPR tidak 

di DPR. 

C. 8idang Ekonomi 

Partai Bulan Bintang memperjuangkan orde perekonomian yang adil, 

protesional dan beretika, bcrdasarkan prinsip kemandirian dan kerja sarna. Bukan 

perekonomian yang dikembangkan berdasarkan pennusuhan antar ke!as dan 

go!ongan. 
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P.artai Bulan Bintang memberi dorongan sebesar-hesamya bagl 

turnbuhnya persaingan sehat, dikikisnya monopoli, monopsoni, oligopoly, dan 

kartel, serta memberi apresiasi yang tinggi bagi profesionalismc dan kejujuran dan 

menempatkan kolusi, dan nepotisme sebagai ancaman berbahaya bagi penvujudan 

ekonomi nasional yang sehat Memperjuangkan lahimya kebijakan-kebijakan 

yang hcrorientasi pada keadilan dibidang ekonomi peluang untuk berkembang 

yang lebih bcsar hagi pengusaha kecil dan menengah, serta penciptaan 

kesejahteraan dan kernakmuran yang merata bagi seturuh rakyat. 

D. Bidang Sosial Budaya 

Partai Bulan Bintang berkhidmat bagi berkembangnya kehidupan sosial 

yang sehat, yang ditandai dengan perilaku anggota masyarakat yang toleran, tidak 

alergi tcrhadap pcrbedaan pendapat, reJigius dan menempatkan prinsip ukhuwah 

scbagai etos kchidupan bcrsarna dalam rnerekatkan persatuan dan kesatuan 

bangsa. Partai Bulan Bintang (PBB) memberi apresiasi tinggi bagi produk seni 

dan budaya yang tidak saja menghibur, tetapi rnencerdaskan, rnencerahkan, 

rncmberi hikmah, dan membangkitkan kesadara.tl akan pentingnya etlka dan 

moralitas agama dalam intemksi sosial. 

Partai Bulan Bintang berkhldmat bagi pcrnbentukan sebuah masyarakat 

yang menjadikan etika dan moral agama sebagai landasan kehidupan individual 

dan inleraksi sosial. Nilai etika dan moral agama harus ditcmpatkan sebagai titik 

tolak, tolok ukur, dan acuan perilaku anggota masyarakat bangsa. 

Bidang Hukum 

Partai Bulan Bintang (PBB) mempcrjuangkan transformasl hukum dan 

nilai-niial universal Isiam ke dalam hukum nasional; mengedepankan pentingnya 
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ditumlmhkan kesadaran hukum masyarakat; dihasilkannya hukum dan perundang

undangan yang bcrpihak pada kebenaran dan berdimensi keadilan; dan terciptanya 

apara1 pcncgak l1Ukurn yang profesional, teguh pada keyakinan, dan bennoraL 

L'UD 1945 barus disempurnakan dengan amandemen terhadap sejumlah pasal 

yang tidak sesuai dcngan tuntutan demokrasi dan kcdaulatan rnkyat. 

Partai Bulan Bintang mempcrjuangkan terwujudnya supremasi hukum 

dalam segenap pranata kehidupan bangsa1 serta menempatkan Mahkamah Agung 

sebagai lembaga Yudikatifyang mandiri bebas intervensi dari lembaga Eksekurlf. 

Scnmn Kepada Komponen Bangsa 

Partai Bulan Bintang menyetu kepada seluruh komponen bangsa untuk 

mcrancang scbuah Indonesia Baru~ Indonesia masa rlepan, yang tegak di atas 

tara nan sistem yang kuat Tidak ada lagi kultus lndividu, bapak banbrsaj dan segaln 

bentuk ketergantungan kcpada orang perorangan. Dengan Islam sebagai sumber 

nilai, sumbcr inspirasi perjuangan, sekaiigus tuntunan dulam mcmecahkan segala 

hentllk krisis yang saat ini n1cncengkeram bangsa. Dengan Islam sebagai :acuan 

untuk membcntuk sebuah masyarakat baru yang bennaslahah dan marhamah, 

dalam limpahan ridho Allah SWT dan dcnu sebuah Indonesia baru yang 

dcmokratis dan bermartubat 

3.4.2 Tafsir Lambang Partai: Simbol Perekat dan Citn-Cita Umat lslam 

Lambang adalah tanda pcngenal bempa simbol yang mengkiaskan sifat, 

keadaan, nilai dan norma yang dimiliki oleh setiap orang. Bahkan menurut Moh. 

Natsir lambang bagi partai merupunyai daya tarik yang mengikat hati keluarga 

suatu partai (anggotawanggota dan simpatisannya), bila lambang yang lama 
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dikenal tiba-tiba ditukar, pasti akan merugikan partai yang bersangkutan dalam 

Pcmiliban Umum. Lambang merupakan simbol yang menunjukk:an hubungan 

bath in antara partai tersebut dengan pendukungnya.54 

Partai Bulan Bintang menggunakan lambang Bulan dan Bin tang sebagai 

simbol perjuangan bagi partai sesuai dengan namanya. Bulan dan Bintang, 

menurut Yusril Ihza Mahendra, semata-mata sirnbol, semata-mata lambang yang 

sudah banyak dikenal dalam masyarakat Islam pada umumnya, balk di Afrika 

Utara, Timur Tengah, Afrika Selatan Maupun Asia Tcnggara. Bulan Blntang 

mengcsankan simbol Islam, akan tetapi ltu terserah bagaimana orang mengarttkan 

simbol itu sendiri.55 Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran atau 

kiasan lain. Sebab bendera-bendera negarn di dunia ada juga menggunakan slmbol 

Bulan Bintang, yang berarti Islam dan juga mungkin berarti bukan Islam. Maksud 

digunakan simbol Bulan Bintang tnl adalah untuk menggambarkan 

kcsimunbungan historis perjuangan Islam sejak berabad·abad lampau, sejak kaum 

Muslimin mulai tumbuh dan bcrkembang di masyarakat Indonesia, kemudian 

berjuang mcndirikan kesultanan-kesultanan Muslim, perjuangan melawan 

penjajahan dan bahu membahu dengan segala komponcn kekuatan bangsa 

Indonesia mencapai kcmcrdekaan pada talmo 1945, dan diJanjutkan dengan 

pcrjuangan politik setclah rncnjadi bangsa merdeka hingga pada saat sekarang ini. 

Pcnggunaan simbol Bulan Bintang adaiah menggambarkan kepada para 

pendukung partai ini sebagai simbol peljuangan umat Islam sejak masa Jampau, 

masa kini dan dimasa yang akan datang. Menurut Yusril, pcngt,•l.maan simbol 

~Mob. Natsir,,.. Agama <iun Negara Dalum Perspe/(fijb;lam "(Jakarta; Media Dakwah, 2001) hlm 
:353 

~' Gagasan Pcmikinm & Sikap Potitik Yusril Ihza Mahendra, "Membungun Indonesia Yang 
Demokratis & Berkeadilan", (cd) Kawiyan, Global Publika, 2000, him :32 
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Bulan Bintang adalah semata-mata simbol historis prujuangan bangsa. Simbol 

Bulan Blntang ini dimasa lalu pernah digunakan Partai Masyumi sebagai partai 

politik umat Islam Indonesia pada awalnya sejak diumumkan berdirinya pada 7 

Notember i 945. PBB mcrupakan kcsinambungan historis dari Masyumi. Alasan 

lain digunakaonya simbol ini bagi PBB agar segera dikenaJ dan tidak sulit 

mensosialisasikannya ditengah-tengah jamaah masyarakat Islam56
• Lambang 

Buian Bintang ini me~adi simOOl perjuangan yang akan merekat umat Islam 

Indonesia dalam wadah poliHk bernarna Partai Bulan Blntang (Hizbi Hilal wa 

Najm). 

Istilah Bulan Bintang selama ini juga malekat pada pcnyebutan keluarga 

Besar Bulan Bintang yang identik dengan sebutan keluarga bcsar dari organisasi 

dan jamaah pendukung Masyumi sejak berdirinya. Dalam deklarasi PBB, Anwar 

Harjono sebagai pendlri dan sesepuh PBS menegaskan bahwa PBB adalah 

pcnerus cita-cita perjuangan Masyumi. Sehigga di dalam pembukaan Musyawarah 

Kerja Nasional (MUKERNAS I) DPP PBB tanggal 25-28 Februaari 1999, di 

TMII Jakarta, keluarga Moh. Natsir yang diwakili oleh putrinya Hj. Ida Natsir 

mcnyerahkan "pcniti emas" murni berlambang Bulan Bintang warisan Dr. MolL 

Natsir kepada Yusril lhza Mahendra sebagai Pimpinan Partai Bulan BJntang. 

Mcnurut Hj. Ida Natsir, bahwa "peniti emas" berlambang Bulan Bintang mrsebut 

berada ditangan Bapak Moh. Nasir sejak tahun 1955 sebagai hadiah dari Kcluarga 

Besar Bulan Bintang Masyumi Muara Arnan, Bengkulu ketika saat akan 

melakukan kampanye politiknya. Peniti Emas tersebut senantiasa dibawanya 

(Moh. Natsir) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari simbol atau kesetiaan. 

~r, Arsip DPP-PBB. Dari pidato Yusril lhza Mahendra selaku Kctua Umum DPP PBB dalam 
deklal<l:si PBB di lapangan Masjid Agung AI~Azhar, Jakartn 26 Juli 1998. 
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perjuangannya, setelah Masyumi dibubarkan, benda tersebut dirawat Moh. Natsir 

sampai akbir hayatnya berdasarkan pertirnhangan keluarga ahli warisnya "peniti 

em as" tersebut adalah milik Keluarga Besar Bulan Bintang yang harus discrahkan 

kepada pelanjut perjuangan Masyumi57
• Demikianlah PBB dicitrakan sebagai 

wadah perjuagan politik Islam genernsi penerus Masyunll. 

Sebagai partai yang bersimbolkan Bulan Bintang dengan warna emas di 

atas dasar wama hijau tua dan dibubuhkan lulisan "Partai Bulan Bin tang" (pasal 6 

AD PBB) tentu memilikf makna kiasan sebagai identitas Partai Islam sebagai 

berikut53
: yaitu logo Bulan Bintang secara universal dan tradisional telah mcnjadi 

ciri khas umat Islam, Bagi PBB, kornposisi maknanya terdiri dari Bulan adalah 

melambangkan sumber cahaya tatkala bumi diliputi kegelapan malam, yang 

membcrikan terang, manfaat dan rabmat, bagi siapapun dan apapun. Bintang 

mclambangkan cita-cita yang tinggi~ sebagaimana halnya posisi benda langit 

tersebut. Wama dasar Hijau Tua melamhangkan karakter yang sejuk menycgarkan 

dalam pergaulan. Wama Kuning Emas melambangkan keagungan cita-cita. 

Dengan rnakna logo tcrsebut Partai Bulan Bintang mengidentifikasikan dirinya 

scbagai "Partai yang bercita-cita tinggi, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah 

dengan segenap beramal yang bcnnanfaat dan memberi rahmat kepada sesama 

manusia dan segenap Islam. 

Umat manusia dipa.ndang sebagai khalifah atau pewaris Allah di muka 

bumi dalam menjaiankan ibadahnya. Karena manusia bertanggung jawab kepada 

Allah dalam kchidupan dunia dan akhirat Dalam konteks berbangsa dan 

57 Arsip DPP~PBB. H. Moh Natsir dalam Mingguan Mistik. Maret 1999, dikutip tidak longsung 
darl buku Yudl Pramuko, Yusri! Iltzu Ma/Jeudra Sa11g Bima11g cemerlang, perju<.mgan 
lvferwgakkaJt Sistem tlan Aklrfak Berpnfitik (Jakarta: putra Berdikari Bangsa,2000) hlm: 70 

~s bari Pcdoman Organisasi PBR Jaknrto DPP-PBB, 2002, him: 90 
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berncgam, Partai Bulan Bintang (PBB) harus menjunjung tinggi kebenaran, 

keadilan dan kcjujuran serta mempcrjuangkan tegaknya tatanan rnasyarakat yang 

hcrlanrlaskan iman dan taqwa di bawah naungan Hukum dan konstirusi. Nilai

nilai dan prinsip yang diajarkan Islam terus diupayakan untuk mengisi kehidupan 

bemcgara. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa dasar negara 

Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan ni!ai-nilai prinsip Islam universal. 

[tulah scbabnya dasar bemegara Partai Bulan Bintang adalah Pancasila 

sebagaimana tennuktub dalam alinea ke-empat pembukaan undang-Undang Dasar 

1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab~ 

Pcrsatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam pcm1usyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.59 

Kelahiran Partai Bulan Bintang sebagai partai Islam yang membawa 

fomu1t Islam tidak terlepas dart berbagai pandangan positif dan ncgatif. Scca.ra 

positif kehadlran PBB tampil sebagai wadah perjuangan politik untuk turut serta 

mengis[ ik!im pohdk, mcngorganisir gagasan dan kepentingan uma.t Islam dalam 

memecahkan persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. PBB 

sebagai partai Islam turut mempcngaruhi jalannya mekanisme demokrasi dan 

konstitusional, dcngan aktivitas po1itik yang mempresentasikan kalangan umat 

Islam pcndukungnya kc dalam sistem politik negara yang dic\ta~dtakannya. 

Asumsi ini berangkat dari konteks Islam sebagai agarna yang telah dipahami 

sebagai scpcmng:kat sistcm ajaran universal yang mempedomani kehidupan 

manusia manuju kebahaglaan semesta alarn. Hal ini harus di raalisasikan dalam 

5" Anggaran Dttstlf P'HB, Bab I pasal3 

91 
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



semua bidang kehidupan termasuk kenegapaan, Barangkali dari asumsi inilah, 

bagi ncgara Republik Indonesia yang tengah ditimpa bcncana krisis multidimensi, 

pcrlu dibenahi dengan Islam sebagai sumber nitai dan spirit membangun negara 

kcsejahteraan (welfare state). Belum lagi pandangan sejahtera bahwa umat Islam 

telah berperan besar bagi pembentukan negara Indonesia merdeka. 

Namun disisi lain, terdapat pandangan negatif terhadap kalahimn partai 

Islam, seperti halnya PBB sebagai partai Islamic Modernzalion (modemisasi 

Islam). Kchadiran sebagai partai Islam dinilai sektarian, karena membawa 

kemball gcrnkan ideologi Islam. Pcnilaian ini memandang bahwa PBB telah 

terjebak pada romantismc Islam politik (Masyumi), dan berbau formalisme 

simbotik keagamaan. Perjuangan polltik model inl, diniJai menkerdilkan agama 

dalam kehidupan politik umat. Nilai universal a.gama akan kehilangan jati di:rinya 

akibat tcrcduks,i olch politisas.i yang serba scmu. Penitaian ini ccnderung 

mencmpatkan PBB schagai gejala fundamentalisme politik Islam di Indonesia~ 

bahkan seperti halnya partai Islam umunmya di Indonesia dikaitkan pada label 

disintegrasi bangsa. 

Mcnumt Yusril, banyak analisis mengenai kekeliruan akademis dengan 

merujuk partai Islam tanpa membedakan partai politik dan gerakan ideoiogi60
. 

PBB didirikan bukanlah sebagai gerakan ideologi, melainkan partai politik. 

Garakan ideologi Islam, saperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamiat al Isinmi 

di Pakistan lcbih merupakan ideological movement yang tujuannya menyangkut 

kesadar:an ideoiogi61
, Hal lni berbeda sekali dengan partai poJitik ya.ng rnemasuki 

koridor kekuasaan. Karena itulah PBB bukan suatu gerakan ideologi tetapi 

w Arsip DPP-PBB. Kompas, Jumat 31Juli !998 (terbit 5 hari setelah deklarasi 26 Juli 1998) Hhat 
pula dulam Mcmililt Partai J~·!am (Jakarta; Gcma lnsani Press, 1998) him: 264-267 

~>~ !hid.. hlm : D 
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sebagai partai politik, ia bertindak pragmatis-realistis daiarn memecahkan 

persoalan-pcrsoalan yang dihadapi negara62
. Dari penegasan ini, Yusril 

mengatakan Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai politik, bukan gerakan 

ideo1ogi. PBB mempunyai agenda63 yang jelas, susunan organisasi. perangkat 

struktur, serta program~program tertentu, dikampanyekan, dan ikut Pemilihan 

Umum. 

Menurut Yusril: 

Kiln mendirikan parlai politik yang bekerja discbuah negara untuk mcnyelesnikan 
masalah bangsa. Dengan mendirikan partai ini, Insya Allah, kita masuk keperjmmgan 
kckuasaan polilik. Dan dengan kckuasaan politik inilah, ki1a alum memperbaiki 
pcrsoal.an·pcrsoalan yang dihadapi bangsa . kita tidak hanya berjuang di dataran moral
akademis. Sebvh slrategi unruk mc!akukan perubahnn atau perbaikan mcmerlukan 
kckuutun politik. Ito :scbabnya kita mendtrikan partai.w 

Sedangkan anggapan babwa PBB da!am penilaian kategori 

1Undamentalisme, scktarian, mengingat kepada simbol Bulan Bintang sehagai 

gcrakan revolusi yang membawa format agama Islam di dunia, merupakan suatu 

apriori. Sikap apriori adalah menerima sesuatu tanpa argument, schingga secara 

akademik apriori tidak berguna.65 Apriori terscbut untuk memojokkan PBB 

sebagai partai yang beridentitaskan Islam. Sebab makna simbol, menu rut argumcn 

Yusril, tergantung pada tafsiran bagalmana melihat tafsiran sirnbol itu sendiri.66 

Simbo! Bulan Bintang memang banyak dipakai sebagai ldentitas Islam 

dibanyak wilayah negara. Tetapi tidak semua sirnbol Bulan Bintang identik 

dcngan Islam. Scperti halnya Bulan Bintang di Turki rncrup-akan simbol 

~• !hid .. h!m : 26 
P Arsip DPP-PBB, Somber hasH wawancara dad dua kesepahm terpisah Majaluh Umat, No, 50, 

th_ Ill, 6 juli 1998: dan No. 41, til IV, 26 April l999. lifmt pula dalam Meugupa Panai Islam 
Kalah, Hamid Basyaib (cd) (Jakar1a~ 1999} hlm; 53-Sf 

14 Arsip OPP-PI3B, Pidato Yusil Ihza Mahendra pada acl!ra Mukernas l f>BB di Taman Mini 
Indonesia lndah (TMH) Jakarta. 

M Op.cf;., him :14 
r,r, Di~utip dar:i Majatuh MATRA, No. 148lNovember 1999. lihat pula dulam Membangun 

Indonesia )'iJUg Dcmokratis & Berkeadilan (Gagastm Pemikiron & Sikap Poh'll'k Yusril l!uu 
Malu:mlm), Kawiyan (ed.), {Jakarta; Global Puh!ika, 2000) him: 62-99 
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sekulcrisme. Adapun lambang Bulan Bin tang di bendera Negara Singapura bukan 

bcrarti Islam.to Anggapan lain, bahwa PBB seperti halnya partai IsJam Jain 

merupakan partai eksiusif (partai tertutup). mcnurut Yusril tidak lehih scbuah 

intrik yang mendiskreditkan kekuatan politik fslam6s. Menurntnya lidak ada partai 

yang scpenuhnya terbuka. Scmua partai pada prinsipnya tertutup. Sebagaimana 

orang yang tidai setuju dengan prinsip suatu partai, tidak bisa dipaksakan untuk 

masuk kepartai terscbut.69 lsu eksklusifme digunakan hanya untuk menakutkan 

golongan Jain yang membuat orang menjadi takut.70 

Tudingan bahwa PBB ;ebih terjcbak padn romantisme politik lama 

Masyumi. menurut Yusril 1 hendaknya bukanlah dilihat dari konteks sebagai 

romantismc sejarah. Scbab dengan memakai istilah itu, orang hanya bisa 

memimpikon kejayaan-kejayaan masa larnpau71
, Baginyn garis politik Masyumi 

yang mcmiliki akscptabilitas tinggi dari masyarakat ini tetap diru1ut PBB. 

Mengingat adanya link histories yang berdasarkan pengalaman72
• Hal ini bagi 

PBB untqk mempcrjelas identitasnya sebagai partai Islam. masa depan yang 

belajar dari pengalaman Masyumi. PBB !ahir untuk meneruskan tradisi politik 

yang bcrdaya akseptabilitas cukup tinggJ dari Masyumi 73
• Sebab pengakuan 

Yusril dalam pemyataannya: 

Pcmyataan bahwa PBB ttu identik dengan Masyumi, itu tirlak ada dasar !ogikanya. 
Dalam logika, scsuatu i1u hanya idcntik dengao dirinya sendlri. Memang benar partul 
ini mengambi! banyak aspirasi dari Masyumi, dan kcmudian bclajar dari pcngalamanw 
pc:ngalamao Masyumi. Masyumi lahir dari ide besar, yakni Il'lnmic Modemizaliou. 
Masyumi sebagai parrai bisa dibubarkan, tetapi sebagai ide besnr in tetap akrm muncul 
dalam bentuk yang lain.11 

(,; !hid., hlm: 5 
"' Ibid him· 7 
<N Ibid:: hlm,.IO 
;u Ibid .. hlm.16 
71 Kampas., 31 Juli [ 998 
12 !hid .. blm., 23 
n Ibid .. him., 27 
N ibid., hlm., 41 
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Pcrsoalan rumor, fitnah ataupun isu yang mencaci maki kehadiran PBB 

sebagai partai yang bcridentitaskan Islam menurut Yusril sebagai berikut: 

Sulilnya berpulitik dalam platform fslam. orang lain boleh mcmfltnah, iouik, dan 
mcnghala!kan scgala cam. Scdangkan kami harus memegang teguh elika keagamaan 
yang melarang orang untuk mcmfitnah, mcnuduh tanpa alasan, dan mencad maki 
orung. Barang knli, disinllah kesulirannya, tclapi disisi lain mcrupakan kckuatannyo.7

:1 

Kehadiran PBB sebagai partai Islam berarti mcnjadikan Is.lam sebagai 

kayakinan yang rnendalam bagi setiap pengurus, kader dan simpatisan partai 

bahwa ajaran-ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam juga rnemberi 

impact bagi setiap pengurus. kader, dan simpatisan partai serta memcgang tegub 

aqidah dari AUah dan akan berpolitik berdasarkan prinsip-pdnsip etika dan moral 

universal lslam.76 Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai yang tenang~ sejuk, 

dan tidak mconkutkan golongan-golongan lain di tanah atr. Sejak berdirinya 

menarik simpati banyak plhak. bukan hanya kalangan umat Islam, tetapi juga 

mcmikat golongan non muslim, tegas Yusril Ihza Mahendra.77 

Sebagaimana telah diuraikan di alas, tentang hal ikhwal didirikannya 

PBB dengan asas Pancasila dan beraqidah Islam. Hal ini merupakan penyesuaian 

dengan UU Partai Politik yang lama. Kemudian munculnya UU Partai Politik 

Baru, No. 2/1999 yang membolehkan asas Islam, maka sesuai kesepakatan pada 

saat dibentuknya PBB, agar segera mengadakan pentbahan dari asas Pancasila 

menjadi asas Islam, PBB secara aklamasi bersepakat bu)at melakukan perubahan 

asas menjadi asas Islam yang ditet:apkan pada Musyawarah Kctja Nasional 

(Mukcrnas) I PBB yang berlangsung pada 25-28 Fcbruari 1999 di Padepokan 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. 

75 Ibid. hlm., 27 
71' Ar.4ip DPP-P"BB Mnjalah MATRA, No. 148/ November 1999 
17 Ym:rillhz.a Mahendm, Sang Bintnng Cemcrlang, Op.et't., hlm: 65 

95 

' . 
(· 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



3.5. Pcmikinm M. Natsir dan Yusrillhza Mahendra 

4.5.1 M. Natsir 

Mohammad Natsir1s adalah seorang putra fndoncsiu yang dikenn! 

sebagai birokrat dan politisi. Mohammad Natsir tal< {lkan bis<;t dilcpaskan dari 

cawtan scjarah Indonesia. Mohammad Natsir seorang tokoh k11arismatik 

Indonesia. tokoh intclektual, seora:ng politikus, pcmikir modemis dan pcjuang. 

Islam, ulama dun sekaligus salah scorang ncgara\van yang dimiliki bangsa kita.79 

WI. Natsir gclar Daluk Sinaro Panjang lahir di jembatan Bewkir Alahan Panjang. 

Kabupatcn Solok. S~m1~1tera Baral 17 Juli 1908. Dengan karn lain ia dilahirkan di 

ranah Minang, yang merupakan daerah yang melahirkan nama-nama besar dalam 

scjantb perjuangan bangsa, .seperti Imam Bonjol, H.Agus Salim, M. Hatta, Sultan 

Sjahrir dan J-lamka_ 

Pendidikan formal Natsir diawali di HIS (SD) !9!6 ~· !923, di Mulo 

(SLP) 1923 ··· 1927 di Padang, dan meneruskan pendidikan di AMS (SMA) 

Afdelling A di Bandung 1927 -1930. Dari kota inilah sejarah panjang perjuangan 

dimulai. Di kota Kcmbang ini ia mulai mendalami agama Islam dan 

bcrkecimpung tlalam pcrgen1kan politik dan dakwah. Tekadnya sangat keras. ini 

ter!Lhal dari ditotaknya tawaran meneruskan sekola.h hukum di Ratuvla atau 

ckonomi tli Roucrdam, atau mc:njadi PNS bergaji tinggi. Mohammad Natsir 

bukanlah scorang inlelektuul mumi,30 bcliau lebib tcrtarik mcnjadi aktivis. Kalau 

bcliau rncmang mcnginginkan m.cnjadi intelcktual murni. beliau takkan mcnolak 

tawaran beasiswa umuk melanj'utkan studi ke Rechts Hoogeschool di Batavia 

amu mencruskan pendidikan ke Universitas Lciden di Ncgeri Belanda. Pak Natsir 

'~ M. Natsir. DaA"'Imil dan Pemi!drannya, (ccl) Dr. Thohir Lulh, Gema [ns.noi. Jakurla 1999, him: 9 
'lvl. N;l!s!r "'Cuprlu .Wiel'lfJ 'Kata Pengan!ar Yusril Jhzu Mahendra. hlm: V 

·"
11 /bi<L h!m: ~·liL 
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lebih senang bekcrjn secara independen setelah menamatkan AMS di Bandung, 

Beliau memillh menjadi guru dan mcndlrlkan sekolah sendiri. sambil terus aktif di 

dalam pergcrakan. 

Kctil<a berada dJ Bandung, Natsir mulai mengenal gerakan politik 

melalui keanggotaannya di JIB Cabang Bandung, yang kemudian dipimpinnya 

pada 1928-1932. Awal Keterlibatannya dalam gerakan politik yang bernafaskan 

Islam adalah dcngan mengikuti Budi Utomo (1908)~ Partai Syarlkat Islam dan 

Muhammadiyah (19112). Ia menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung (1940-

1942). Setelah itu bekerja di pemerintah sebagai Kabiro Pendidikan Kodya 

Bandung sampai 1945. Ketika Jepang datang, Natsir menjadi pegawai pemerintah 

Jepang. Jcpang merasa perlu merangkul [slam, maka dibentuklah Majelis Islam 

A'la lndonesla, yang belakangan diberi nama Masyumi. Sebagai politisi M. Natsir 

telah menduduki jabatan puncak partai Islam tcrbesar, yaitu Masyumi. 

Dalam scjarah kehidupannya, M. 1\'atsir sejak muda dikenal umat Islam 

sebagai ulama dan pernah menduduki dua jabatan penting, yaitu mcnjabat sebagai 

Mentri Pcnerangan dalam kab1net Sjallrir I dan H dan Perdana Menteri Pertama 

pada masa pemcrintahan Soekamo, Kabinet Hatta, dan Kett~a Parlai Masyumi 

1949-1958 dan Deputi PM. PRRI 1958-1960, J\atsir melakukan bcrbagai 

negoisasi, seperti dengan mented-menteri ~egara Pasundan bersama Sultan 

Hamengkubuwono IX, Meskipun waktu itu pikiran Natsir sebenarnya ingin 

mcmbcsarkan Masyumi. Natsir menjadi Ketua Umum DPP Masyumi tahun 1949 

- 1958, Mohammad Natsir kcmudian melemparkan mosi dalam sidang Parlernen 

RIS pada 3 April 1950, yang terkenal dengan scbutan Mosi Integral Natsir, Mosi 

itulah yang mernungkinkan RI yang telah terpecah belah (sebagai hasil konfrcnsi 
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Meja Sundar) mcnjadi 17 ncgara bagian, kembali rnenjadi Negara Kesatuan 

Rcpublik Indonesia (NKRJ). 

M. Natsir adalah perdana mentri pertama dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia setelah RlS dibubarkan. Umur kabinet Natsir memang tidak 

lama, hanya sekitar 8 bulan, yakni sejak 6 September 1950, sampai dengan 27 

April 1951. tctapi untuk kali pertama Indonesia rnemakai sistem zaken kabinet, 

yakni kabtnet yang para mentdnya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan atas 

dasar partai. Langkah strategis Natsir ini kemudian dihargai Bung Karuo dcngan 

mengangkatnya sebagai Perdana Menteri Pertama Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKR!). lnilah jenJang karier politik tertinggi yang dicapainya pada 

usia 42 tahun. M. Natsir itu speech writernya Soekamo sampai tahun 1950.81 

Menurut Ali Yafie,81 Natsir adalah seorang yang republican dan unitahs. 

yang menghendaki kesatuan Indonesia. Pernikir Islam moderat. Artinya, dalam 

pcmikiran ke Islamannya ia terbuka terhadap budaya barat tidak dalam pengcrtian 

mcntah narnun menerima secara se!ektif. M. Natsir aktif di Rabithab A lam 

lslami, Dewan Masjid Dunia, OICI serta pengkaderan di tanab air sendiri lewat 

Dewan Dakwah Islam indonesia (DDII) dan kehldupan Majalah Media 

Dakwalmya. 

Jika meneiusud pemikiran M. Natsir, pikiran ccrdasnya sudah terpancar 

pada usia bclia 24 tahun, saal berpolemik mengenal masalah keagamaan dan 

kenegaraan dengan Ir. Soek:arno. Polerniknya dengan Soekamo mernang bertitik 

tolak dari pandangan dasar yang berbeda. Bila Soekamo lcbih banyak terpengaruh 

olch pemikiran-pcmikiran Barat dan Timur, maka M. Natsir bcrpangkal pada 

g
1 Membangun Indonesia Yang Dc:rookratis & Berkcadilan, Gagasao, Pcmikirao & Sikap Plit[k 

Yusril lhza Muhcndl1'1, Op.cit., him; 71 
s~ Rekaman Pcristiwa Wafatnya M. Natsir, "Pemimpin Pulung"', him: 38 
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ajaran Islam. Kalau Soekarno Jebih banyak bertumpu pada peroses atau perbuatan 

maka 7\:atsir bertolak dari Iman Islamnya.83 

Tentang konsep sebuah negara) Natsir menganut pandangan bahwa 

ajaran~ajaran Islam mengenai negara, hanyalah terbatas kepada asas-asasnya 

saja.84 Asas-asas itu dapat ditransporrnasikan ke dalam sebuah rumusan yang 

bersifat konscpsional tentang negara, sesuai dengan ruang dan waktu. Umat fslam 

yang hidup pada suatu tempat dan zaman tertentu dapat memikirkan rumusan 

sebuah negara yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Untuk 

itu, menurut M. Natsir, Islam mernberikan kesempatan kepada umatnya untuk 

mcngadopsi berbagal sistem yang berkembang di berbagai negara, untuk 

diintegrasikan kc dalam sistem yang mereka bangun dengan mengaju kepada asas-

asas yang diajarkan Islam. Islam tidaklah serntus persen demokrasi. dan tidak 

seratus perscn autokrasi. Islam adalah Islam, demikian kata Pak Natsir sebelum 

kita merdeka. 

Selama pemerintahan Orde Baru. Natsir tetap dianggap sebagai 

pemimpin yang disegani dan sckaligus juga "dikhawatirkan" pengaruhnya oleh 

Orde Baru. Namun berbagai kcterbatasan yang belia11 hadapi apalagi setelah 

beliau ikut mcnandatangani Pctisi 50 beliau dilarang ke luar negeri, kegiatan 

dakwah Natsir tak pernah berhenti. Beliau juga menuHs dan memberikan masukan 

sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. Namun, gaya Natsir 

menulis dan berpidato tetaplah halus, tenang dan tidak berapi~api sebagaimana 

kebanyakan pemimpin yang menghadapi banyak tekanan dan hambatan. Namun 

dibatik kctenangan dan kchalusannya itu, terdapat kekuatan semangat dan 

hJ ibid., him : 52 
;;.: Op.cil., him: ! 
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keteguhan pendirian. Bagi Natsir hidup adaiah perju.angan dan pengabdian umpa 

akhir. Natsir bcrbuat sesuatu untuk k.cpent1ngan masyarak:at, bangsa dan ncgara, 

baik berada di da!am maupun di luar panggung kckuasaan. 

Bctapapun tajamnya polemik itu, sebagai pemimpin besar merek.a tetap 

menjaga integrilas pribadinya masing~masing, sehingga polemik itu justm 

menjadi sa11g~t berhargu untuk dipelajari gencrasi~generasi berikutnya. 

3.5.2 Yusril Ihza Mahendra 

Yusril !hza Mabendra85 dilahirkan di sebuah kampung keciL Desa 

Lalang, Manggar di Bclitung pada tanggal5 Februari 1956. Yusril Ihza Mahendra 

ad~lah Seonmg Negarawan, Guru Besar, Pakar Hukum Tata Negara, Pejabat 

Menkeh Ham, Pejabat Sekretas Negara, dan politisi. Ayahnya, ldris bin Haji 

Zainal, hanyaiah seorang kcpala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat Tidak 

jarang ayahnya, membawa Yusril kecii, dari suatu penjara k:c penjara lainnya, 

sekcdar rnencmani sang ayah bcrdakwah. Ayahnya seorang fungsionaris partai 

atau salah satu ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Masyumi yang gigih dalam 

bcrjuang, dan menegakkan cita-clta Islam. 

Menurut "::.ly. Kessy Sukaesth, sayu suka karena bapak pandai, 

walaupun pcndiam tapi luar biasa sabar. Bapak tid:ak pemah marah apalagi 

membentak. Dia tidak suka bergosip dan maunya ngomong.l:iesuatu yang 

bcrmanfaat Bapak juga care (peduli) dengan kcluarga". (Pengakuan Kessy 

Sukaesih, i.steri Yusri! Ihza Mahendra.86 

.:;
5 Yusril Jhza Mnhendrn, Snng Bintang Cemcrfang, Op.cit.. hlm: 2<3-

A• Ny. Kessy Sukacsib temang Yusril !hza Mahendra, "Saya jadikan Dia Raja" dalam Wauita 
Islam. 1'\o. 525/XJ/Minggull November tabun 1999 
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Gelora sema.ngat menuntut ilmu dan kepemimpinan bagi perluasan 

wawasan, Yusril aktifda.lam organisasj, disamping kuliah formaL Segaia macam 

organisasi ia masuki, Tahun 1976; ia rnenjadi pengurus Pencak SUat di Perguruan 

fslam AI Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ia menjadi anggota Youth 

Islamic Study Club (YISC) Al Azhar. 

Yusrii Ihza Mahendra bukanlah M. Natsir guru politiknya. Meski 

demikian, membandingkan keduanya rnenarik. Yusril lhza Mahendra adalah 

pcnulis lebih dari dua ratus pidato polilik Preslden Soeharto. M. Natsir adaJah 

speech writer Presiden Soekamo hingga tahun 1950. Yusrillhza Mahendra, tidak 

hendak berbangga, bahwa ia bekerja secara profesional sebagai penulis pidato 

politik Prcslden Soeharto. Bahkan Presiden Soeharto sendiri awalnya tidak 

menduga bahwa pidatonya ditutis oleh YusrU Ihza Mahendra. 

Presiden Suebarto baru menyadari bahwa pidato-pidato politiknya 

sclc.ma ini ternyata ditulis olch seorang anak muda berfikiran cemcrlang benarna 

Yusril lhza Mahendra. Ini terjadi ketika Yusril Ihza Mahendra bekeija di 

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Moerdiono yang rnembuka jati diri Yusril 

Ihza Mahendra di depan Presiden. 

Yusril lhza Mahendra teiap dipertahankan menjadi speech writer. 

(penulis pidato Preslden). Meski jati dirinya teJah diketahui o1eh orang nomor satu 

di Indonesia "dia orangnya Natsir". Yusril Ih7.a Mahendra tctap meneruskan 

pekerjaannya secara professional selama tiga tahun berikutnya, yang telah 

dimulainya sejak 1995. Faktor ini menunjukkan, Yusril Ihza Mahendra bisa 

diterima oteh alangan Istana Negara semata-mata karena kekpiawaianoya 

mcnerjemahkan policy pemerintah Orde Baru secara tertulis. Hubungarmya 
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dengan lingkar kekuasaan terjalin karena relasi-relasi yang bercorak profesional. 

mumJ karena profesionalitas. 

Perjalanan scjarah kerap bergerak ke arah yang tidak pernah dlduga. 

Yusril Ihza Mahendra sendiri tidak mengira ia kemudian mampu sedikit atau 

banyaknya, "mengcndatikan" corak pidato Presiden Soeharto. Kehidupan 

memang sangat mister!. Yusril adalah yang selalu ingat akan gurunya M. Natsir, 

yang pernah mclakukan pekerjaan serupa dengan dirinya. M. Natsir dan Yusril 

Ihza Mahendara bekerja dcngan caranya masing-masing. Namun, keduanya 

berusaba sarna-sama turut rnempengaruhi pembcntukan opini lewat pidato politik 

seorang Presiden. 

Natsir berkarir sebagai speech writer di masa~masa awal masa 

kepresidenan Soekamo. Sebaltknya1 Yusril Ihza Mahendra menulis pidato politik 

Prcsiden di tahun~tahun terakhir masa Presiden Soeharto.s7 Pa.da masa tiga tahun 

terakhlr jabatan Presiden Soeharto, Yusrit 1hza Mahendra berjuang dengan cara 

yang halus. Ia berupaya menyLJsupkan gagasan dan pemlkirannya agar pidato 

politik Soeharto mcmiliki nuansa persahabatan dengan politik Islam. Sctidaknya 

Yusril berupaya agar pidato politik Presiden yang ditulisnya hdak anti Islam. 

Ptula detik~detik terkhir di bulan Mei 1998, Yusril Ihza Mahendra 

bekerja jauh lebih kerns dan mendalam. Yusril lbza Mahendra menyusun dan 

mcmpcrbaiki konscp pidato pcngunduran Presiden Soebarto. Setidaknya, pada 

tingkat tertentu ia berperan dalam memuluskan jalan bagi berhentinya Sueharto 

dari tahta kepresidenan. Bersama komponen lain, YusrH Ihza Mahendra ikut aktif 

mcngakhiri sebuah kediktatoran yang berusia lebih dari tiga dasa warsa. 

"
7 Yudi Pmmuko, Vu.vril !hza .Mahendra "Sang Bimang Cemerlang" Perjuangan Mcucgakkan 

Sistcm dan Akhluq Bcrpolitlk. Bandung: Pustaka Hidayah, him: .32 
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Dan itu pula yang membedakan Yusril Ihza Mahendra dengan M. Natsir. 

Oleh Soekarno yang kian tidak terkendaJi k:arena mabuk kekuasaan; dan dilingkari 

oleh pcngaruh PKt Natsir kemudian dimasukkan ke balik terali besL Natsir 

menjadi korban kcdiktatoran rezim Soekarno yang tidak bersahabat dengan politik 

Islam. Sebaliknya, meskipun sama-sarna memasukl istana dan menjadi penulis 

pidato poHtik, nasib M. Natsir dan Yusril lhza Mahendra tak serupa. Jika Natsir 

merasakan dipenjara olch rezim Soekarno dan dicekal bcpergian ke luar negeri, 

hingga wafatnya di masa rezim Soebarto. Yusril Ihza Mahendra justru 

menyaksikan kejatuhan scbuah rezim Orde Baru yang dikerumunl oleh sejumlah 

orang iidak bersahabat dengan politik Islam. Bahkan, Yusrfl Ihza Mahendm 

bckerja dan menyaksJkan kejatuban rezim itu dari dalam struktur kekuasaan Orde 

Baru. 

Jika M. Natsir selaku aktivis politik Islam terkemuka harus bcijuang dari 

luar kckuasaan selama empat puluh tahun hingga wafatnya. dan bcrjuang terus 

mcrubuhkan kediktatoran Soekamo dan Soeharto. Sebaliknya Yusril Ihza 

Mahendra berjuang dari titik pusat kekuasaan, dengan caranya sendiri sarnpai 

kediktatoran itu tumbang dan penguasanya berhenti. 

Bcrsama tokoh dan gerakan refom1asi lainnya, Yusril lhza Mahendra 

turut mcnamatkan rezim Orde Baru. tanpa pertumpahan darah. Ia juga turut 

mcnghembuskan kembali angin partisipasi politik rakyat secara lebih leluasa. Jika 

dalam upaya meraih kebcbasan berpolitik M. Natsir punya cara sendiri1 Yusril 

lh;;:a Mahendra dcmlkian pula. Natsir dan Yusril ihza Mahendra, yang sama-sama 

"speech writer" Presiden Republik Indonesia, rnasing-masing punya rencana 

lerscndiri. Namun rencana Jlahi juga yang bcrlaku di alam ini, Dan Allah 
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Subhanahu wa Ta•aala mengakhiri kediktatoran dua presiden RepubHk Indonesia 

itu dcngan cara~Nya seodiri pula. Setidaknya, salah satu jalannya, lcwat pcran 

speech writer. 

3.5.3 Mcnerima Peniti Emus 

Hj. Asma Farida Natsir adalah putri dari Bapak Mohammad Natsir 
yang mcwakili kcluarga dalam penyerahan estafet kepemimpinan Masyuml 
kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dalam bcntuk '"pinili emas" yang berbenluk 
lambang Bulan Bmtang. l'artai Bulan Bintang (PBB) dipandang scbagai pcnerus 
Masyumi. Oleh karcna itulah, keluarga Mohammad Natsir tokoh terkcmuka 
Masyumi yang diwakili oleh anaknya Hj. Asma Farida ;.Jatsir memberikan peniti 
emas warisan Natsir kepada Yusrillltza Mahendra, sang Ketua Umum PBB da!am 
Mukernas I PBB di Padepokan Taman Mini Indonesia lndah (TMU) Jakarta. 

"Kami keluarga besar M. Natsir menganggap Yusril Ihza 
Mahendra Jayak memegang "peniti ernas", yang berada di tangan Bapak 
scjak tahun !955. Benda ini memang bukan kcramat, tap! hanyalah 
pcmberian pcngurus Patai Masyumi Muara Aman, Bengkulu, kctika 
Bapak (M . Natslr ) berkampanye dulu, Sejak itu peniti dari emas rnurni 
tcrsebut, scnantiasa dibawa Bapak dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjunngan Bapak, Setelah Masyumi dibubarkan benda 
ini disimpan Bapak sampai akhir hayatnya. 

Setelah Bapak meningga!, peniti itu memang saya (Asma farlda 
Natsir) yang rnengurusnya. Namun benda tersebut, bukanlah milik 
pribadi atau keluarga. Pcniti ernas itu milik keluarga besar Bulan 
Bintang dan harus diserahkan kepada pclanjut perjuangan :Masyumi. 

Setelah melalui senmgkaian dJskusi dan pcrtimbangan, kebetulan 
kami anggota keluarga membagi-bagi peninggalan kedua orang tua 
kami. Saya (Asma Farida Natslr) sendiri temyata dibuat kaget setelah 
tahu saya mcndapat peniti cmas. Karena itu punya warga Bulan Bin tang, 
saya bennaksud mengcmbalikannya suatu saat dan akhimya terealisir 
kelika Mukemas PBB 1 bertempat di Padepokan Taman Mini Indonesia 
Indah, Sekalipun yang menerimanya Yusril Ihza Mahendra, namun itu 
dirnoksudkan untuk semua warga Bulan Bintang.·>RB 

Jtulah sekilas riwayat "pcniti emas"j simbol perjuangan Masyuml, yang 

selama ini tersimpan dan diungkapkan kernbali oleh Asma Farida Natsir, kepada 

Yusril lhza Mahendra yang kinl rnenjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang. 

~x Arstp DPP~PBB, Ny lda Natsir "Dia Pantas Menyandangnya" dalnm Mingguan Mistik , Maret 
\999 
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Yusril lhza Mahendra sendiri tidak menduga ia menerima peniti emas yang 

bersejarah itu di depan peserta Mukemas. Tentu peristiwa ini merupakan hari 

bersejarah dalam hidupnya, khususnya dalam lingkungan keluarga besar Bulan 

Binlang. Betapa tidak, penlti emas sebagai simbol perjuangan dan kelanjutan 

perjuangan Partai Masyumi kini disematkan ke dadanya, oleb umat Islam. Tentu 

kejadian inl tidak semua orang mengalaminya. Hanya Yusril Ihza Mahendra 

scorang yang mengalami proses historis yang amat bermakna dalam sejarah 

gcrakan politik Islam di Indonesia. 

Penyerahan dan penerirnaan "'peniti cmas" sudah tentu tidak sekedar 

simbolik sifalnya. 2
'} Karena peniti emas, milik M. Natsir tokob teras Masyumi 

yang terkemuka, telah dicitrakan oieb keluarga besar Bulan Bintang sebagai 

simbol perjuangan politik Islam, dalam hal ini Masyumi yang kini di tcruskan 

olch Partai Bulan Bintang, Karena itu, ketika Yusril Ihza Mahendra menerima 

peniti emas secara langsung dari Asma Farida Nats\r, salah scorang putri dati 

bapak M. Natsir, suka tidak suka orang menilainya sebagai peristiwa yang penuh 

makna. 

Dengan diterimanya peniti emas itu berarti Yusril Ihza Mahendra tengah 

memasuki ruang-ruang publik dalam pergulatan sejarah Islam di tanah air, dengan 

cara mcneruskan cita-cita besar Islam yang pernah diperjuangkan oleh Masyumi 

sclama 15 tahun sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai Ketua 

Umum PBB~ Yusril tengah diberikan amanah secara langsung oleh umat Islam 

guna mcmperjuangkan cita~cita Islam itu melalui PBB di masa kini dan masa 

mendatang. Peniti emas yang l<ini di tangan Yusril bagaikan peneguh hat! baglnya 
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untuk terns tidak menyerah menyuarakan aspirasi politlk Islam di tengah-tangah 

percaturan aspirasi yang beragam yang dibawakan oleh puluhan partai politik 

yang kini berkcmbang di tanah air. 

Dengan kata lain, peniti emas itu bukanlah merupakan bentuk kelemahan 

yang bisa dlnikmati siapa saja. Sebaliknya, peniti emas itu merupakan simbol 

yang nyata betapa kepemimpinan Yusrii dan keiuarga besar Bulan Bintang yang 

dipimpinnya memasuki era baru, namun tetap berakar pada tradisi besar cta-cita 

dan moral politik yang tinggi yang pemah dimiliki dan dipefjuangkan oleh tokoh-

tokoh Islam di masa )a]u. Dari titil' initah, YusriJ setelah menerima Peniti Emas 

yang amat sirnbolik itu kian dapat diuji kemampuannya untuk menunaikan tugas 

scjarah yang tidak kecil ini. 

Asma Farida Natsir sendiri rnenyambut baik kepemimpinan Yusril Ihza 

Mahendra yang secara langsWlg dipercaya oleh kalangan tokoh tua Masyumi. 

"Karcna itu, kami scndlri tidak kaget mendengar ketika Yusril Ihza Mahendra 

ditunjuk rnemimpin PBB. Ketokohannya dan kcmampuannya merangkul berbagai F 
' 
'. 

kalangan sesuai dengan misi dan visi PBB. Insya Allah mampu dia emban," 

tambah Asma Farida NatsJr. 

Sebagai Ketua Umum PBB) Yusril Ihza Mahendra punya potensi bcsar. 

Apalagi, dia tem1asuk salah satu pendiri partai yang mencoba untuk "mewarisi" 

kharisma Masyumi tempo dulu. Bahkan peniti emas yang menjadi lambang 

pewaris tampuk kepemimpinan Masyurni sudah ditangannya. Semoga Yusril Ihza 

Mahendra dan kcluarga besar Partai Bulan Bintang dapat menunaikan tugas 

kes:ejarahannya dengan baik. 
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BABIV 

PERJUANGAN POLITIK PARTAI BULAN BINTANG PENERUS 

MASYUMI DALAM PENT AS DEMOKRASI DIINDONESIA 

4.ll)erjuangan Memasukkan "Tujuh Kata Piagam Jakarta" Dalam 

Amandemen Pasal 29 UUD 1945 di MPR 

4.1.1 Piagam Jakarta dan Amandemen Pasal 29 UUD 1945 

Sejak awal Orde Baru, umat Islam selalu membantu pemerintah agar 

dapat bertindak adil dan benar. Ada kalanya social support, tetapi tidak 

jarang bersifat social control.l edua-duanya merupakan landasan kehidupan 

bcrbangsa dan bernegara yang esensial. Tanpa dukungan dan kontrol dari 

umat, negara mcnjadi akan otoriter, dan rakyat hanya kumpulan yes men. 

Peranan partai-partai Islam mcnonjol seka!i dalam perjuangan 

mengembahkan Indonesia menjadi nega.ara kesatuan sesuai dengan UUD 

1945. Hal ini yang dilakukan partai-partai Islam dalam perjuangan amar 

ma'rufnahi munkar. Sernua itu merupakan upaya menglsi dan mewujudknn 

aspirasi umat dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Selama social 

control dan soclal support tetap mendapat tempat, hubungan Islam dcngan 

pemerintah akan tetap baik. 

Kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB) yang sejalan dengan fase awal 

refonnasi, juga disemangati untuk ikut meiakukan perubahan bangsa 

menuju perbaikan tatanan kehidupan masyarakat dan negara.Diantaranya 

adalah reformasi kanstitusi sebagai grand issues yang terus dimotori oleh 

1 Anwar Haryono, "Indonesia .Kita", Pemikiran Berwawasutl lman-lsla, Gema lmmni Press, 1995, 
hlm; 193 
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PBR Menurut Yusril, reformasi ddak semata-mata mcngganti pemimpin 

atau birokrasi suatu rezim, tetapi yang terpenting perubahan sistem.2 

Sistem yang kuat horus dilandasi dengan kemngka ideologis dan norma 

yang mcngatur kehidupan bemegara secara aspiratif, dari segi pengaturan 

rasional dan dipimpin secara profesional pula, menghindari kesan ku1tus 

tokoh, pimpinan, atau kharisma scseorang. Sehingga pembenahannya harus 

dimu!ai dari sistcm bukan dari birokrasi semata. Mengingat negara ini 

mcmiliki ketergantungan antara elemen-e1erncn di dalamnya yang 

menentukan prosedur, kewenangan serta batasan kerja. Di sinilah negara 

membutuhkan sistem yang kuat agar unit-unit dalam negara itu berjalan 

menurut sistem itu sendiri.3 Demikianlah peran PBB memelopori gagasan 

Amandemen Konstitusi karena menyangkut grand design sistem bemegara 

scbagai bagian dati amanat refonnasi dan keharusan scjarah bangsa 

rndonesia. 

Dari berbagai konsep reformasi politik kenegaraan yang 

diperjuangkan PBB, penulis mengkhususkan pada persoalan konsepsi 

"tujuh kata Piagum Jakarta" yang diperjuangkan secara politik olch PBB 

mengingat keterbatasan dalam penyusunan ini. Mengingat pula persoalan 

tujuh kata Piagam Jakarta ini masih mcnjadi perdebatan krusial dan helum 

terpccahkan ditingkat politik hukum nasionaL Sehingga PBB memiliki 

konsepsi tersendiri yang perlu dipaparkan. 

: Yusri! lhza .\1uhcndra, Membangun Indonesia Yang Dcmokratis dan Bcrkeadilao, "Gagusan. 
Pemlkira11 & SrJ:.ap Politik Yusril !lt:w Maltendm ", { cd)Kawi)<an,Globalpub.lika 2000. hlm:J0-31 

J Arsip DPP-PBB, hasil rekamafl wawancara Sabar Sitanggong dengan Yusrlllb:e:a Mahendra 
dalam "Panji ,\./asyamkOI ", 17 November 1999, 

109 
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



Tckad PBB memperjuangkan syariat Islam di atas politik hukum 

nasional melalui pemberlakuan tujuh kata Piagam Jakarta dalam 

Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 adalah sesuatu yang sudah lama 

dicanangkan dalam kerangka menyerap aspirasi umat Islam dan membaca 

kcharusan scjarah bangsa. serta tuntutan solusi untuk memecahkan krisis 

multi nasional pada diri bangsa Indonesia. Menurut M.S. Kahan, tekad ini 

sudah dibakukun dalam musyawarah di Muktamar PBB. Keputusan ini 

telall ditctapkan dalam Ketetapan Muktamar I PBB No. 10/TAP/Muktamar 

1/2000 di Jakarta pada tanggal 26-30 April 2000 tentang rekomendasi 

Muktamar I PBB dinyatakan babwa selain beberapa pasal lain Satang 

Tubuh UUD 1945 yang perlu di Amanderncn, Muktamar I PBB mendesak 

keras kepada MPR untuk mengamandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan 

susunan kalimat: ''Ncgara Indonesia berdasarkan atas Kctuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syariat Jslam bagi pemeluk-pemcluknya" sebagai 

\\'Ujud dart pengakuan tegas dari Piagam Jakarta yang tidak terpisahkan dan 

mcnjlwai lHJD 1945. 

Sebagairnana sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta sebagai 

produk kcsepakatan para pendiri "fowlding fathers" adalah hasil kerja 

keras dan kerja cerdas para bapak bangsa, dalam sidang BPUPKI yang 

diharapkan sebagal pedoman negara Indonesia merdeka, kemudian tujuh 

kata di daJamnya (Ketuhanan denbran kewajiban rnenjatankan syariat Islam 

bagi perneluk-pemcluknya) dicoret dan diganti menjadi "Ketu'hanan Yang 

Mal1a Esa" pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi 

kemcrdekaan RJ, dan ditetapkan rnenjadi UUD 1945 scbngai konstitusi 
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Indonesia. Kclanjutan sejarah juga menc.atat pada tahun 1959, ketlka 

harnpan untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta, terhalang oleh 

kcmunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai landasan keputusan 

bcrlakunya kcmbali UUD 1945, dJnyatakan dalam diktumnya bahwa 

Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari CUD 1945. 

PBB berpcndirian untuk memperjuangkan kembadi tujuh kata 

Piagam Jakarta, buka, di dalam Pembukaan UUD 1945 seperti teks Pu1gam 

Jakarta yang asli scmasa BPUPKI (tetapi di dalam Batang Tubuhnya Pasal 

29 UCD 1945. Menurut salah satu anggota MPR dari FPBB, Hamdan 

Zoelva mcngatakan bahwa Piagam Jakarta sudah menjadi bagian dari UUD 

1945 sebagaimana yang telah diberlakukan melalui Dekrit, dan yang 

hendak diperjuangkan oleh PBB adalah "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta 

untuk rnasuk dalam Batang Tubuhnya. Logika ini, bag·i PBBj mengingat 

perlu dimasukkannya "tujuh kata" jtu hanyalah penjabaran dalam Batang 

Tubuhnya (Pasal) sebagai wujud konsistensi dari diberlakukannya UUD 

1945 yang tak terpisahkan dan dijiwai Piagam Jakarta. Sebagaimana 

diungkapkan PBB melalui fraksinya (FPBB) di MPR, pada Pengantar 

Musyawarah dalam Sidang Komisi A membahas Amandemcn UUD I 945, 

di Sidang Tahunan (ST- MPR) tahun 2000 berikut: 

Hal ini perlu kami sampaikan dan ingatkan dalam bahasa Bung 

Kamo pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, disebutkan bahwa Piagam Jakarta 

ada!ah sesuatu yang menjiwai dan tidak terpisahkun dengan UUD 1945. 

Usulan PPBB agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam {mD 
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1945. FPBB hanya ingin memberi tempat kcpada jiwa yang selama ini 

gentayangan (berkelianm, pergi kemana-mana) tanpa bentuk, sehlngga 

usulan F-PBB agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke daiam UUD 

kita karena kami hanya ingin memberi tempat kepada jiwa yang selama ini 

gentayangan dalam bentuk yang konkrit, tetapi sejak Dckrit itu sarnpai saat 

ini jiwa itu gentayangan tanpa bentuk oJeh seba.b itu karni ingin supayajiwa 

itu rli dudukkan kembali.4 

Keinginan F-PBB di MPR-RI dengan F-PPP tentang perlu adanya 

pemberlakuan "tujuh kata11 tersebut telah menlmbulkan wacana politik 

nasionaL Pcrdebatan ini. seperti dinyatakan oleh Syafii Maarif bahwa 

secara yuridis mengamandemen Pasal 29 hendaknya diperlukan pula 

mcngubah Pembukaan darl UUD 1945 yang mencantumkan (dalam alenia 

4) kata Keluhanan Yang Maha Esa, mengingat Pasal 29 ayat (1) dengan 

Pcmbukaan iru saling terkait. Masih menurut Maarif, kemungklmm 

rnerubah Pasal 29 tidak bisa dilakukan mengingat pula kesepakatan semua 

Fraksi di MPR untuk tidak melakukan perubahan pada Pembukaan UUD 

1945.' 

~ Dokumen F-PBB MPR-RL 
~ Dalam Hnriun "Republika ", 23 Aguslus 2000, scbugnimana pula yang telah ditcgaskan olcb 

Ketua Mt'R, Aoticn Rais pada Kamis 16 Mci 2002 dalam PidiltO Pembukaan Uji Sabih 
Rancangrm Ammulcmcn Batang Tubub UUD 1945 dal<~m perubahan kccmpat yang dijclaskan 
bahwa: Pertam», Pcmbukaan UUD 1945 scbagai hal yang tidak bolch ditawar-tawar lagi 
mcngingar df dulumnya terdapat suasana kebatirnm yang menji>vai Batang Tubuh. Dalam 
Pcmbukaan juga tcrtcra Pancasila sebagai ideologi negarn dan filosofi ncgara Kedua, telah 
disepakati juga bahwa bcntuk Negarn Kesatuan Republik Indonesia scbagai harga mati karena 
sudah menjadi kcscpakalan bangsa. Kctig:a, Sistem Pre,sldcnsiil sebagui sislem terbaik untuk 
bangsa yang majemuk clan besar. Keemput, Menyangkut perubahan UUD 1945, but.am dcngan 
menghadirkan bab-bab baru, tetapi hanya bers:ifat perubnhan adendum, penarnbahan. Dan, 
Kelirna, Penjelasun~pcnjelasa:n yang diaoggap penting dapal dimasukkan ke Balaog Tubuh, 
Bebernpa pointer ili alas merupakan konsensus dari ll ftaksl di MPR-RL Lihat dalam 
"Kompas ", 17 Mci 2002. 
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Berbeda polernik dari Maarif tersebut, Menurut Deliar Noer6 

sckaligus menanggapi Maarif, menyatakan bahwa tujuh kata Piagam 

Jakarta dalam Pasal29 tidak perlu lebih dahulu merubah Pembukaan UUD. 

Mengingat jika dimasukkannya tujuh kata daiam Pasal 29 hanya!ah 

penjabaran a tau rincian dad apa yang disebut dalam Pembukaan, dalam hal 

ini menjabarkan dari kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana 

perbandingan. lanjut Deliar Noer, dikatakan banyak hal yang di dalam 

pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 tidak discbut dalam Pembukaannya, 

tetapi (pasal-pasal) tetap berlaku, misalnya persoalan Kabinet, Preslden, 

BPK, atau perekonomian (pasal 33). dan sebagainya yang scmuanya 

dijabarkan dari Pernbukaan. 

Bagi PBB menurut M.S. Kahan yang juga Ketua FPBB MPR-Rl -

tidak dilakukannya perubahan atas Pembukaan UUD 1945 adalah 

merupakan komitmen politik berbangsa yang tetap dipegang teguh. Lcbih 

lanjul, Hamdan Zoelva mcnegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak 

dimbah mcngingat rli dalamnya terdapat suasana batin yang menjiwai 

Batang Tubuh dan sckaligus dasar kenegaraan. Piagam Jakarta tidak 

terpisahkan sekaligus menjiwai UUD 1945, karenanya tidak ada status yang 

dapat membcdakan bagi Piagam Jakarta dari UUD 1945.1 lni mcnunjukkan 

logika hisroris sekaligus tuntutan yundis untuk memberlakukan syariat 

lslam scbagai hukum di Indonesia me!alui legalitas formal "tujuh kata" 

Piagam Jakarta di Tubuh UUD J945 rnendorong keniscayaan untuk 

dipcrjuangkan oleh PBB secara dcmokratls dan konstitusionaL 

1
' Arsip OPP~PBB, Dalam "Republika ", 4 Scplember 200() dan 7 September 2000. 
1 Sumbcr dari Dokumcn F-PBB MPR-Rl 
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4.1.2 Tujuh Kata Piagam Jakarta dan Perintah Kepada Negara 

Aspirasi kalangan umat [slam untuk menerapkan syariat Islam di 

dalam kehidupan negara semata-mata jaminan terbadap cita~cita 

kesejahteraan di dunia dan akhirat Dalam konteks ini, agama sebagai 

petunjuk hjdup bagi manusia yang bersumber dari ajaran-ajaran Allah harus 

mcndas:ar pada pedoman jatannya penyelenggaraan negarn agar sesuai 

dengan "rei" kcbajikan agarna. Pandangan ini membawa sebagian kalangan 

masyarakat Islam untuk menegakkan syariat Islam di dalam aturan negara 

sccara. fomml schingga agarna memiliki kontribusi secara signifikan di 

dalam menghadapi problem-problem sosial politik ditingkat 

kcmasyarakatan, dan negara, serta dalarn hubungan dengan masyurakat 

dunia luar (intcrnasional). Melakukan fonnalisasi syariat Islam di fndonesia 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam sekitar 85%, menjadi 

keyakimm partai-partai politik Islam untuk diperjuangkan secara politik. 

Perjuangan politik syariat yaitu po!itik menurutlherdasarkan syariat 

atau ketentuan Jslam yang dilakukan PBB untuk menjadi ketentuan yang 

legal formal dalam tatanan hukum negara RepubUk Indonesia jelasnya 

memiliki argumentasi yang berupaya menggambarkan pentingnya 

fbm1alisasi syariat Islam dalaru membangun substansi hukum atau Undang-

Undang. Bagi PBB, tujuh kata Piagam Jakarta yang mesti dimasukkan ke 

dalam tubub konstitusi adalah bentuk formal yang wajib dijalankan ncgara. 

Pendeknya, formalisasi dalam konstltusi adatah sebagai bentuk konkrit dari 

pelaksanaan konsepsi bemegara. Pembabasan antara perkara yang substansi 

dan fonnalitas mcrupakan bidang kajian akademis filosofis yang berbeda 
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dari artian ncgara, dimana praktik bemegara wajib melaksanakan sesuatu 

yang teJah diformalkan dalam suatu bentuk peraturan hukum atau Undang~ 

Undang. 8 Konsepsi negara dapat dijalankan kebijakannya jika memiliki 

bentuk formal sebagai petunjuk konkritnya. Dengan dernikian, menurut 

Yusril PBB sebagai partai politik Islam, berpendirian tidak pada integrasi 

substantif dan formal semata, namun lebih pada mengusulkan hal-hal yang 

konkrit. Karcnanya syariat Islam, menurutnya tidak banyak berarti bila 

tidak diformat dalarn bentuk peraturan-peraturan formal yang selanjutnya 

akan dipraktikkan, sebagaimana halnya kini PBB tengah merancang pasal~ 

pasal yang dapat dijadikan drafKUHP Nasional yang bam. 

Kcnyataan ini, didasarkan pula keyakinan PBS bahwa di dalarn 

Islam itu terdapat norma-nonna yang mengatur kehidupan masyarakat yang 

menjadikannyn hukum. Dan, hukum-hukum mengakomodasi dad syariat 

Islam ini sebagian kecil telah bidup (the living law) dalam rnasyarnkat, 

sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pendidikan, 

Undang-Undang Peradilan Agama. Tetapi, Peradilan Agama di Indonesia 

masih terbatas hanya khusus privat (perdata) yaitu masalnh perccraian, 

warisan, hibah, wakaf dan seterusnya. Di sisi lain, terdapat Undang-Undang 

Perbankan yang mcmberikan opsi (pilihan) pada kemungkinan Bank 

Syariah, juga Undang- Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Kornpilasi 

Hukum Islam (KM) berdasarkan instruksi Presiden yang telah terlaksana di 

Pengadilan Aga.ma yang akan diproses menjadi Undang-Undang (UU). 

F Petn;tpnrun Yusril dalam Seminar Nasional Sehnri "Penerapan syaria1L<:lam" pada 27 Juli 2002 
di Mcdan Sumatera Utara Da[am rangka Miladnas {hari lahir) IV PBB. 
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Mcnurut Rifyal Ka'hah, tujuh kata Piagam Jakarta mesti 

dikembalikan lagi mengingat representasinya terhadap Undang-Undang 

{UU), sebagaimana implementasinya harus sesuai dengan srruktur hukum 

yang ada saat lni, dimana jika UUD itu mernuat tujuh kata Piagam Jakarta 

secara tcgas maka untuk menjalankan UUD perlu dijabarkan sekaligus 

dilaksanakan oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP), bahkan hingga 

Peratunm Daerah (Pcrda) seperti yang dikehcndaki di Aceh melalui Perda 

tentang Qanun Aceh yang secara khusus mewujudkan L"'U Nangroe Aceh 

Darussalam. 9 

Harapan PBB untuk memperjuangkan syariat Islam dl Indonesia 

melalui formalisasj tujuh kata Piagam Jakarta dalam tubuh UUD 1945 

sebagai bentuk untuk mengkonkritkan aspirasi Islam kepada negara untuk 

mcnjalankan kewajiban syariat. Mengingat syariat Islam yang universal 

dan rahmat bagi semesta alam ini mcsti dllaksanakan sccara kaffah 

(meyeluruh). Proses kodifikasi syariat Islam untuk masuk dalam politik 

hukum nasional diperlukan kemauan serta perjuangan politik. Kesadaran 

lnilah yang rnendorong PBB untuk memperjuangkan asas~asas hukum 

syariat Islam kc dalam peraturan-peraturan negara mdalui proses-proses 

konstltusional, melalui badan~badan permusyawaratan dan perwaldlan 

sehingga hokum yang berlaku di Repuhlik Indonesia di dalamnya 

mengambll ketentuan dan prinsip-prinsip dari syadat Islam. lni mcnjadi 

hukum positif yang nantinya dibel'lakukan oleh negara, oleh aparatur 

negara. aparalur penegak hukum yang dapat dipaksakan berlaku bagl 

\) Arstp DPP~PBB, hasH w:awancara Nurdiana dan Hnrtini Daeng Saido dengan Dr. RifYal Ka'bah 
dalam Jumaf Muslimal B11lan Billlang, DPP PBB, Edisi 3th. II April2002, hlm: 9. 
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publik, Setelab syarlat Islam rnasuk ke da!am peraturan-peraturan ini, 

tegas Yusril. tidak lagi disebut syariat, tetapi hukum pos:itif apakah 

peraturan ncgara, rnaupun peraturan daerab. 10 

Pandangan PBB bahwa umat Islam melaksanakan perintah syariat 

Islam semata-mata perintah Allah dalam AI-Qur'an dan Hadits, dan bukan 

perintah Piagam Jakarta. Kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariat 

Islam mesti ada atau tidak ada Piagam Jakarta. Sebab bagi PBB, tujuh kata 

Piagam Jakarta mclalui UUD sebagai aturan perintah kepada negara untuk 

dilaksanakan. Sejalan dengan keyakinan tersebut melalui fraksinya di 

MPR d10ngkapkan berikut : 

Fraksi PBB bcrpendapat; Perkataan kewajiban dalam Piagam 
Jakarta itu bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi pemeluk agama Islam, 
karcna setiap urnat Islam menurut ajaran Islam rnemang dipedntahkan 
untuk melaksanakan syarPat agamanya secara pribadi dan koleklif scperti 
shalat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar dan hubungan 
muamalat lainnya, Menurut pendapat fraksj kami kata kewajiban yang 
tcrcantum da!am Piagam Jakarta itu ditujukan kepada kewajiban negara 
untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agamanya1 

karena mcmang ada bagian dari syariat Islam itu yang tidak dapat 
dilaksanakan secara pribadi melainkan dituntut peranan negara untuk 
melaksanakannya. Karena itu, fraksi kami berharap agar p!hak lain dapat 
memahami ini dan memikirkannya dcngan kepala dingin. Umat non 
muslim tidak perlu takut, karena syariat Islam ini hanya diberlakukan 
bagi pemeluk agama Islam saja, bukan pcmeluk agarna lain. Kepentingan 
pcncgukan hukum/syariat Islam bagi perneluk-pemeluknya 101 

sehan1snya diHndungi dan dilaksanakan oleh negara dan dihorrnati oleh 
saudara-saudara kami non Muslim, 11 

Dalam pandangan lain juga dinyatakan sebagai berikut: 

F-PBB sengaja mengusuJkan rumusan ini sebagai suatu keyakinan1 

bahwa urusan negara dengan urusan agarna tidak dapat dipisah-pisaltkan, 
tidak dikotomi antara urusan struktural dengan kultural, keduanya 

111 Pcmaparan YusrH Qalam Seminar Nasional Sehari tentang "Penetapan syariallslam". 
11 Pcndapal Akhir F-PBB MPR-Rl terhada:p hasil Sidang~sidang Komisi Sidang Tahunan MPR· 

Rl lahun 2000 yang disampaikan oleh H. MS, Kabao, M,Si, (Kctua Fraksi PBB~MPR}. 
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merupakan satu kesatuan yang utuh. Fraksi PBB juga sangat rneyakini 
bahwa negara adalah cerminan aspirasi masyarakat dan masyarakat 
bersama-sama rakyat menyerahkan mandat kepada negara agar negara 
menyatukan masyarakat dan rakyat sesuai dengan apa yang diyakini olch 
rakyat. 

Oleh sebab itu, maka sebagai partai yang berasas ]slam, kami 
mengusulkan agar negara mengatur umat Islam dengan syariat lsfam. 
Mengatur umat Islam dengan syariat Islam adalah "suatu kewajiban". 
Hal itu adalab janji setiap muslim yang setiap hari dengan penuh 
kesadaran menyatakan bahwa sesungguhnya shalatku, pengabdianku. 
seluruh hidup dan matiku adalah unruk Allah Rabbil'alamin. Demikian 
pula Allah SWT yang menetapkan firmannya: nMengapa engkau 
mencari hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem 
hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem hukurn. 
sistcm kehidupan serta way of life yang bukan berdasar kepada Islam 
akan ditolak oleh Allah dan mereka termasuk orang yang merugi''. 
Dalam firmannya yang lain; Barang siapa yang berhukum tldak sesuai 
dcngan apa yang diturunkan Allah telah rnenjadikan Islam sebagai 
sistem yang sempurna dan dljadikan Islam itu sebagai nikmat, dan Allah 
ridha Islam sebagai syariat seluruh makhluk di atas alam semesla ini. 
Inilah keyakinan Fraksi kami menjadikan syariat Islam wajib 
dicantumkan di dalam pasal29 UUD 1945. 12 

Harapan untuk member[ak:ukan tujuh kata Piagam Jakarta dalam 

tubuh UUD 1945 sebagai perintah kepada negara menjadi gelombang 

politik yang kian mewarnai konstalasi politik nasional. Hiruk pikuk 

antara pro dan kontra di dalam parlemen sendiri. juga kian marak 

menjadi perbincangan wacana dan dialektika dalam blantika potitlk 

Indonesia, dan bahkan juga aksi-aksi baik dar:i kelompok pendukung 

maupun yang menolak, dlhelahan ibu kota Jakarta terutama disekitar 

purlernen (MPR/DPR) maupun di daerah-daerah baik di DPRD Provinsi 

maupun DPRD Kabupaten!Kota, di dlkampus/perguruan tinggi, dan dl 

tcmpat-tempat fain organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan 

keagarnaan berkumpul. Karenanya menarik untuk disimak tentang proses 

1 ~ t)emanilangan Umum F-PBB MPR pada Sidang Tahunan MPR-Rl (ST-MPR-RJ) lahun 2002 
yang dlsampaikan 0!ch RM. Qasthalani, L ML., (Anggota F-PBB MPR-RI). 
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kelanjulannya di Sidang Tahunan MPR (ST-MPR) serta seberapa 

kekuatan pendukung dan yang menolak, kiranya hendak dipaparkan 

secara singkat daJam penjelasan sub bab selanjutnya. 

4.1.3. Perjuangan yang Kandas dan Slkap Po!ilik PBB 

Proses Amandemen UUD 1945 dilakukan di MPR tahun 2000 

memang telah memunculkan perdebatan terutama ketika pembahasan 

tentang hubungan antara agama dengan negara mclalui usulan perubahan 

pada Pasal 29. bahwa kecenderungan yang muncul dalam Panitia Ad Hoc 

l Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) terdapat dua fraksi yang 

menginginkan agar dimasukkannya kembali tujuh kata Piagam Jakarta 

dalam amandemcn konstitusi sebagai perwujudan negara untuk 

mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi penganut agama Islam di 

Indonesia. 

Pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta yang diajukan oleh dua 

kekuatan politik fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pcmbangunan 

(FPPP) dan Fraksi Partai Bulan Binlang (FPBB) ini masuk menjadi 

Agenda ST MPR-Rl tahun 2000, sebagaimana tercantum dalam lamp iran 

Kctctapan MPR-Rl No. IX/MPR/2000, tentang l'enugasan Badan Pekeija 

MPR-Rl untuk mcmpersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945. di 

dalamnya meliputi peruballan Pasal29 ayat (I) dan (2) UUD 1945 yang 

memiliki empat opsi altematif dari hasil finalisasi PAH I BP MPR pada 

22 Juli 2000 yaitu: 

Materi altematifperubahan Pasal 29 ayat (!): 

Alternatif I ayat (1): Negara berdasar atas Kctuhanan Yang Maha Esa 
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(tetap, Pasal 29 ayat (I) rumusan lama) yang 

dipertahankan. 

Altcrnatif2 ayat (I): Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa 

dengan kewajiban menjalank:an syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya. 

Al1ernatif3 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

dengan kewajiban rnelaksanakan agama bagi 

masingMmasing pemeluknya. 

Altcmatif 4 ayat (1): Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan!perw-akilan, 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Materi Altematifperubahan Pasa\29 ayat (2): 

Alternatif 1 ayat (2): Negara menjamin kemederkaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya rnasing-rnasing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu (tetap, Pasa! 29 ayat (2) 

rumusan lama) yang dipertahankan: 

Altematif 2 ayat (2): Negara men jam in kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya. 

Altematif3 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
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untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat 

peribadatan masing-masing. 

Ah:ernatif 4 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing~masing, 

melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat 

menurut kepercayaan agamanya. 

Dad kecmpat opsi atau altematif tersebut yang lebih ramai 

d!pcrbincangkan, tanpaknya upaya mcnghidupkan kcmbali tujuh kata 

Piagam Jakarta tertera pada alternatif kedua yang menjadi opsi bagi 

FPPP dan FPBB di MPR. Bagi PPP, menurut Hadi Mulyo (Wakil Ketua 

Majelis Pakar DPP PPP) bahwa dalam rangka pemahaman penerapan 

ajanm 1slarn yang universal, seteiah PPP kembali ke asas Jslarn, 

keharusan kcmbali ke khittah itu telah menjadi keyakinan perjuangan 

polillknya scbagal pefV-Illjudan urnat beribadah daJam arti luas, yakni 

kedaulatan rakyat daiam paham dernokrasi (di Indonesia) harusiah 

bersumber dan tldak bertentangan dengan kedaulatan Allah, kedaulatan 

Tulum Yang Maba Esa, penguasa alam semesta. Dalam perjuangan 

tcrsebut. PPP mcnempuh cara yang disertai hikmah dan pendekatan yang 

santun dalam forum yang tepat yaitu forum konstitusional di fvfPR. 13 

Bagi Partai Bulan Sintang (PBB) yang mengusulkan perubahan 

pada Pasal29 UUD 1945 dengan alternatifke-2 dengan mcngajukan tiga 

alasan yaitu: 

11 Oalam Repub/ika, 23 Aguslus 2000. 
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Pertama, Usul ini hanyalah konsistensi dan wujud pelaksanaan 

amanah pendahulu negeri ini, pada saat diberlakukannya UUD in\ 

dengan Dekrir Presiden 5 Juli 1959, dimana diktum dekrit Presiden 

tcrsebut dltegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang diberlakukan ini. 

Unluk itu penambahan tujuh kala dalam Pasal 29 ayat ( 1) hanyalah 

sernata-mata penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 itu. 

Kedua, Ajaran agama manapun dan khususnya syariat agama 

Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan, akhlak yang mulia, 

larangan bcrbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi penghonnatan 

kcpada pcnganut agama dan bangsa lain (tasyamuh) dan segala hal 

mengenai kebaikan. Untuk itu bangsa Indonesia yang sebahagian 

terbesar penduduknya beragarna (siam, akan lebih baik jika benar-benar 

memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Jadi penambahan ayat ini 

adalah sa!ah satu solusi untuk memecahkan dekandensi moral bangsa 

sekarang ini dan masa yang akan datang. 

Ketiga, Tidak ada maksud FPBB untuk memberlakukan syariat 

Islam ini kepada mereka yang tak memeluk agama Islam, dan tidak ada 

maksud FPBB untuk menyingkirkan serta mernarjinalkan ajaran dan 

penganut agama-agama lainnya di negara yang tercinta ini. FPBB 

membcrikan jarninan bahwa agama lain akan bebas hidup dibumi pertiwi 

ini, dan para penganutnya bebas menjalankan ajaran agamanya. Jamimm 

ini bukan saja jam in an dari FPBB tetapi jaminan dari ajaran dan syariat 
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agama Islam itu sendiri. l-4 Piagam Jakarta itu adalah sebuah kesepakatan, 

Jadi sebenarnya rumusan Piagam Jakarra itu sudah disepakati oleh the 

founding fathers, Masalah syariat Islam itu dalam konteks kenegaraan 

dan aktual hadir sepanjang masa. 

Bagi F-PBB dan F-PPP, memasukkan kembali tujuh kala Piagam 

Jakarta ini tidak bermaksud untuk mendirikan negara [siam, rnelainkan 

untuk diterapkannya syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan 

negara. Proses politik di MPR~ ternyata menunjukkan kekuatan politik 

domimmlah yang paling rnempengaruhi proses pengambilan keputusan 

politik. Kekuatan politik dan fraksi-fraksi terbcsar seperti PDIP, Golkar, 

PKB, dan dalam batas: tertentu fraksi Reforrnasi (gabungan PAN dan 

Partai Kcadilan) menolak tujuh kata. Piagam Jakarta dimasukk:an kembali 

ke dalam UUD l945, Peluang PPP dan PBB untuk mengupayakannya 

terganjal mengingat posisi kekuatan politik keduanya, yang 

mcmpresentasikun kekuatan politik Islam berada pada kckuatan yang 

rendah. Ditambah lagi dengan peliknya pembahasan materi-materi 

amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya banyak materi yang belum 

tersentuh termasuk materi amandemen pasal 29 untuk dibahas: dan 

diputuskan. 15 Karena itulah, PBB menyatakan tidak menutupi 

H Pernyntaan PPBB MPR dulnm Pandangan Umumnya terhadap hasil-hnsil BP MPR dan usulnn 
pembentukan Komisi puda Sldang Komisi A (Sidang Tahunan} ST-MPR-Rl taimn 2000. 

1 ~ Persoalan pun klan rumil mengingat banyaknya kalangan yang pro dan korttra yang tidak saja di 
dalam parlemcn sendiri, tetapl juga di luar parlemen yang mcmpe.rsoalknn per!u tiilllknya tujuh 
kala Piagam Jakarta masuk di Amnndemen pada Pusal 29 d[maksud. Sebagaimnna 
kekhawatimn dari seju!lllah. lolmh cendiki.awan muslim, scperti Nurcholis Madjid (Yayasnn 
Paramadinu, Jakarla) ;nengungkapkan OOhwa mengusulkan kembali masuknya 1tijuh kata 
tersebut @lam amaademcn Pasal 29 ~pcrti membuka ko!ak Pandora (Medi(J lmlouesi(J, 17 
Agustus 2000) yairu mcmbuka kembali polcnsi konfiik yung bukan hanya antar<IIslam dun non 
Islam, tciapi juga antar kelompok Islam sendiri (M. Alfian, ibtd, 25 Agustus 2000). 
Kckhuwatiran juga se:rupa dari A. Syafii Maarif yang mencemnskan kemurtgkinan dampak 
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kekeccwaan atas belum banyak tersentuhnya hahasan-bahasnn 

amandemen yang diharapkan dapat dituntaskan sesuai dengan materi-

mated yang telah dipersiapkan oleh PAH I BP MPR yang termasuk di 

dalam materi arnandemen Pasal 29 UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan 

dalam pendapat akhir FPBB MPR-Rl terhadap basil Sidang-sidang 

Komisi di ST MPR-RI tahun 2000 lalu berikut: 

... sangat disayangkan pada Sidang Tahunan ini, upaya 
mengamandernen UUD 1945 berjalan tidak maksimal karena pasal-pasaJ 
dan ayat-ayat yang sangat mendasar harus segera diamandemen temyata 
masih status quo. Ada kesan proses amanderrten ini sengaja dipersulit 
dengan mengkambing hitamkan waktu pemhahasan dengan masa 
persidanY;,tan yang singkat 16 

oegatif yang timbul bila formali!Jis s:yariat Islam diterapkan (Republika, 23 Agustus 2000). 
Walaupun pada akllirnya >vacana-wacana yang kontr-.t: ini dijn.wab pula oleh para tokoh 
ccndikiawan muslim lainnya seperti Dcliar Noer, Salahudin Wahld, dan sebagainya. Selain 
ltu juga terdapat ribuan massa dari bcrbagai orrnas Islam {15 Agustus 2000) mendatangi 
gedung DPR/MPR untuk menyaJurkan aspim."~ti mereka ke Lembaga Tertinggi Negara (MPR} 
yang !cngah bersidang a:gar memasukkan tujuh kata ten.cbut da!am Pasa! 29. Massa tcrsebut 
antam lain berasal dari Front Pembela Islam (FPI); Ke~atuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia {KAMY!l), Gerakan Pcmoda Islam (GPI), Pelajar Jslum Indonesia (Pll), Himpunan 
M;1hasiswa Muslim Antar Kampw; (HAMMAS), Pergerokan !slam untuk Tanah Air (PINTAR), 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMf}, Komite Indonesia untuk Solidaritus Dunia Tslam 
(KISDl}, Dewan Dakwah ts!amiyah Indonesia (DDO), Froni Pemudu Islam Sun1karta (FPlS), 
1k:Han Keluurgu Muslim lnternas1onal (IK.MAL), STH. KOWASNAMJ, dan GARIS. Selain itu 
juga terdapat <~hi yang seba!iknya sekitar seratusan massa yang mcnolak masuknva tujuh 
kata tersebut mllarn lain dari Forum Kebangsaan Pcmuda indonesia (FKPI) antara lain 
bcranggotakan Pergcrakan Mahaslswa Islam Indonesia (PMU), Gerukan Mahasiswa Nasional 
lndone&ia (GMKl), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Himnbudhis), PGrgcrakan 
Mahasiswa Kalolik Rcpubtik Indonesia (PMKRI}, lka!Jin Pcrnuda Nahdlatul Ulama (IP~U), 
fkatun Putri-Puui Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia 
(KMHDil (Harian "Republika··, 16 Agustus 2000). 

:h. Kenyatmn ini Lelah disadari olch pihak FPBB MPR yang mcmperhatiknn hasil Sidang 
Komisi A yang membahas ten tang Rancangar1 Amandemea UUD 1945 (Perubahan Kc-2) 
yang telah dipersiapkan olch PAH j Badan Pckerja Majeli.:; scbanyak 20 Bab dan 37 
Pasal ditambah dengan Aturlln Peralihan dan Kctenruan ?enutup. Dari 20 Bah tersebut. 
ynng te!uh dibahas baru 12 Bah, sedangkan 8 Bab belum tersentuh. Dan, dari 12 Bub, 
yang telah dibahas masib ada 5 Bab yang belum disepakati dan disetujui o\eh Komisi A, 
yaitu Bah tentatlg Pemilihan Umum, Keuangan, Badan Pcmer!ksa Kcuangan, Kekuasaan 
Kchakiman dan Penegakan Hukum, dan tcntang Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan 8 
Bab yang belum ter;;cnlUh dan tidak dibahas sama sckall adalah Bab tentang Bentuk 
Ncgura dan Kcdaulat.an, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kckuasuan dan Pemcrinlahan 
Ncgam Dewan Pertimbu.ngnn Agung, Agama dan/a!au Ketuhanan Yang Maha Esa, Pendidikan 
dun kcbudayaan. Pcrekonomian dan Kesejabtcraan Sosial, dan tentang Pcrubahan Undang
,L_ndang, Dasar. (Sumbcr Dokumen F-PBB MPR~Rl) 
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Perso.aJan di atas, memaksa F~PBB menyetujui atas Keputusan 

Kornisi A MPR yang mengusulkan agar MPR kembali membuat 

Ketetapan untuk melakukan amandemen seJanjutnya lcrhadap UUD 1945 

pada Sidang Tahunan (ST-MPR) tahun 2001 berikutnya. Perdebatan yang 

tidak tersclesaikan lcrsebut~ menurut Satya Arinanto 17 {Pakar Hukum Tata 

Negara UJ) yang menyebabkan pembahasan tentang Perubahan Pasal 29 

ditunda, dan memasukkannya dalam agenda pembahasan Rancungan 

Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalarn Tap 

MPR No. lX/MPR/2000 yang Ielah disebut di atas. 

Berlanjut pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2001, 

pernbahasan amandemen UUD 1945 yang ketiga tidak berbeda dengan ST 

MPR tahun 2000 yang juga belum menyentuh persoalan Pasal 29 UUD 

1945. Mengingat persoalan-persoalan krusial dalam materi amandemen 

banyak menimbulkan ketegangan antar kekuatan politik dari fraksi-fraksi 

di MPR) tcrutamanya materi tentang perubahan ketatanegaraan dalam 

UUD sebagai konsekuensi perubahan sistem yang hendak dibangun. 

Perbedaan kepentingan politik yang sulit dipertemukan membawa MPR 

kepada kesulitan dan kerumitan untuk mencapai keputusan perubahan 

UUD. Apalagi sejak awal ST MPR 2001 telah terjadi kerumunan, 

kcributan-keributan yang mericuhkan di dalam persidangan Majelis, aksi 

sating dorong seperti tawuran remaja, persis dihadapan Ketua MPR yang 

sedang memimpin persidangan, Ketegangan di MPR ini yang amat 

memalukan bagi citra MPR scndiri, yang seharusnya menjadi contoh bagi 

11 Dalam table it "Forum", Edisi Khusus., Januari 200 L 
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pcrkembangan demokrasi yang ditonton seluruh rakyat lndonesla bahkan 

ditonton oleh masyarakat iuar dari berbagai ncgara asing, menjadi cermin 

banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan meskipun pada 

akhirnya tidak mencapai perubahan yang maksimal. 

Dalam konteks inilah, berbagai draf amandemen UUD 1945 

banyak yang tidak tersentuh untuk dapat diselesaikan, termasuk di 

dalamnya rancangan materi/draft amandemen Pasal 29 yang sejak awal 

ST MPR 200 I disepakati untuk ditunda sampai ST MPR berikutnya 

(tahun 2002). Hal yang demikian, bagi PBB sebagaimana dalam 

pendapat Akhir FPBB terhadap Rancangan Putusan MPR-Rl basil ST 

MPR 200 I, yang dibacakan oleh Hamdan Zoelva (salah satu anggota 

FPBB MPR) sebagai berikut: 

Terhadap rumusan-rumusan yang sudah disepakati sccara bulat 
rlalam Komisi A kami dapat menyetujuinya. sedangkan untuk hal-hal 
yang belum dibicarakan dan belum diputuskan pada tahun ini! Frnksi 
PBB terbuka untuk membahas dan menyelesaikannya sampai dcngan 
tahun 2002 yang akan datang sebagaimana yang diatur Tap MPR No. 9 
tahun 2000. Fraksi kami dapat memahami dan beJurn sempat 
dibicarakannya bab X pasal 29 dan bab mengenai pendidikan nasional 
yang kami usulkan umuk dibahas pada tahun ini, karena waktu yang tidak 
mcmungkinkan, Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang tetap 
mcngusulkan untuk membabas dan memutuskan persoalan ini pada tahun 
2002 yang akan datang. 18 

).lamun dalam suatu kesempatan penyampaian pendapat akhir 

terscbut, PBB tetap rnenuangkan kehendak tentang pentingnya dipikirkan 

kcmbali antara pro dan kontra oleh para anggota MPR yang tengah 

bersidang mengenai aspirasi penegakan syariat Islam yang perlu 

diakomodasi dalam perubahan sistem politik hukum nasional mcndatang. 

lS Somber Dokumen F-Pl33 MPR-IU. 
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Diungkapkannya mengenai perubahan penting tentang pasal agarna dan 

negara pada pasal 29 UUD l945 semata-mata menunjukkan keteguh.an 

sikap PPBB, dari pasal penting tersebut da1am rangka memberikan 

penjclasan-penjelasan singkat mengenai posisi pasal 29 di dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

Scbagaimana tercermin dalam Pernyataan Akhir FPBB dengan 

mcngutip pcndapat Bung Kama pada Sidang BPUPKI l Juni !945 dalam 

petikannya secara singkat berikut : 

... Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) berseteguh hati untuk 
memperjuangkan berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama 
Islam untuk keseiamatan urnat Islam dan bangsa yang mayoriias beragama 
lslam lnL Sebagaimana dahuiu ketika Bung Karno dalam pidato tanggal 1 
Juni 1945 dl Forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tatkala membicarakan tentang dasar 
perwakilan dan dasar pemmsyawaratan, beliau rnengatakan .. .'runtuk pihak 
Islam iniJah tempat rerbaik untuk memelihara agama$ kita, saya pun adaJah 
orang Islam, ~ maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum 
sempurna - tapi kalau saudara-sa.udara membuka saya punya dada, dan 
melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati 
!siam. Dan, hati 1slam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam 
mufakat, da!am permusyawaratan dengan cara mufakal kita perbaiki 
scgala hal juga keselamatan agama yaitu dengan jalan pembicaraan atau 
permusya\varatan di da!am Badan Perwakilan Rakyat''. 19 

Se1anjutnya ditegaskan bahwa perjuangan PBB untuk berlakunya 

syadat Islam bagi para pemeluknya akan dilakukan secara demokratis 

tldak dcngan anarkhi dalam lembaga resmi parlcmen, dengan cara-cara 

poJitik yang jujur dan fair yaitu memperjuangkan apa yang karni yakini 

benar. Kami tidak suka dengan politik basa-basi, bari ini bcrkata manis, 

besok berkata pahit, hari ini ya, besok tidak hanyd. untuk mencari 

simpatik. Bukan karakter PBB berpoUtik gincu~ bukan karakter PBB 

Pl Sumbcr Dokumen F-PBB MPR-RJ 
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berpolitik seperti itu. Tidak ada yang perlu tak:ut dan khawatir dengan 

berlakunya syariat IsJam, baik yang beragama lain maupun yang 

bera.gama Islam seadanya. Ajaran Islam dibcrlakukan dengan cara-cara 

damai, caru*cara selangkah demi selangkah, cara-cara yang penuh k:asih 

sayang dan rahmat bagi siapapun seperli yang dipraktekkan Rasulullah 

SAW. 

PBB meyakini bahwa tidak akan ada diskriminasl dan politik 

apartheid dalam pemberlakuan syariat Islam, karena politik yang 

demik:ian bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sungguh tuduhan 

politik dislcriminasi dan politik apartheid adalah tuduhan yang sangat 

berlebih-lcbihan dan tidak memiliki adab kesantunan dalam memilih 

kata-kata yang baik dan berakhlak, 

F-PBB Hdak akan pcmah berhcnti untuk memperjuangkan 

tegaknya syariat Islam ini sampai kapanpun. Orang bo]eh menganggap 

kami kcliru, tidak ada masaJah bagi kami, asal kami tidak keliru 

dihadapan Allah SWT.20 

Menghangatnya polemik di seputar fonnalisasi syariat dalam 

proses reformasi konstitusi kembali muncul dalam ST MPR 2002 yang 

diniscayakan merupakan agenda tahunan terakhir bagi proses 

amandemen UUD 1945. pada Rapat Pleno PAH I BP MPR yang 

dipimpin Jacob Tobing (dari FPDI-P) pada Kamis, 21 Maret 2002 ketika 

mcmbahas Pasal 29 UUD 1945 sebagaimana tertuang rlalarn 4 alternatif 

pilihan (opsi) perubahan. Dalam perdebatan di rapat tersebut, FPBB 

?o Sumbcr DoJ.-umen F-PBB~MPR-RI. Pcndapat Akhir F-PBB Ualam ST MPR-RJ tahun 200L 
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bcrsama FPPP tetap bersikukuh memihh altematif ke-2 (negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Malla Esa dengan Kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi masing-masing pemeluknya), sedangkan Fraksi 

Reformasi (gabungan Partai Amanat 1\'asional (PAN) dan Partai Keadilan 

(PK) mcnulih alternatif ke-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing· 

rnasing pemeluknya). Alternatif ke-3 ini mcndapat tanggapan dad kubu 

FPKB melalui juru bicaranya KH. Yusuf Muhammad dimaksudkan agar 

ada peningkatan dorongan kepada masyarakat untuk memiliki kesetiaan 

pada ajaran agama masing-masing, bukan hanya bagi pemeluk agama 

Islam. Dan, dari Frak:si Perscrikatan Daulatul Urnmah (FPDU) gabungan 

dari beberapa partai Islam yang kecil di MPR- mclalui jubimya. Asnawi 

Latief juga turut menyatakan mendukung FPKB yang menghendaki 

scmua aguma dicantumkan, Begitu juga Fraksi Reformasi ikut 

menegaskan altematif ke-3 yang menjadi opsinya ini, melalui jubirnya, 

Patrialis Akbar. ballwa menjaJankan agama merupakan kewajiban bagi 

masing-masing penganutnya, o]eh karenanya pada Pasal 29 tidak 

mcwajibkan satu agama saja. Sedangkan kekuatan polltik lainnya scperti 

FPDI-P maupun Fraksi Partai Golkar (F-PG) menghendaki kembali pada 

a!tematif ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) sesuai naska.h yang lama 

atau tidak merubah pasal29.:u 

Perhelatan politik di MPR yang membahas masalah negara dan 

agama pada pasal 29 terus berlanjut dalam tahap pembahasan 

11 Harian "Kompas ". 22 Marct2002. 

129 
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



Sinkronisasi Mater! Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 o1eh 

Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR pada 13 Juni 2002, 

dimana FPBI3 bersama FPPP tetap meminta agar tujuh kata Piagam 

Jakarta sebagaimana tertera dalam alternatif ke-2 dimasukkan dalam 

Rancangan perubahan keempat Arnandemcn UUD 1945. Berbeda dalam 

Rapal PAH I BP MPR sebelumnya di atas, temyata Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (FJ>Dl-P), Fraksi Partai Golkar (FPG), 

Fraksl Utusan Daerah (FlJD). Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

(FPDKB) dan Fraksi J>artai Daulah Umah (FPDU) menginginkan Pasal 

29 tetap dipertahankan. Sementara Fraksi Reformasi tldak hadir dalam 

pembahasan tersebut. Sedangkan FPKB mengajukan rumusan baru, 

sebagaimana menurut YusufMubammad (FPKB) mengusulkan perJunya 

dibuat rumusan yang bisa mengubah konstelasi alternatif-altematif yang 

ada, yaitu pada ayat (l) pasal 29 UUD1945, kata 'kcwajiban" yang 

dlkhawatirkan implikasi hukumnya, diganti dengan kata 'kesungguhan" 

mengingat hal itu hersifat moral dan tidak bermakna keharusan secara 

normatif. 

Menurut YusufMuhammad, kata '"kesungguhan" ini sebagai upaya 

'"mendekatkan 11 dari alternatif-alternatif yang ada untuk menghindari 

kernungkinan kata ''kcwajjban". Usulan baru FPKB ini nampaknya tidak 

melihat bahkan bertentangan dengan adanya perangkat yang memual 

prinsip syariat Islam seperti Undang-undang Perkawinan, Undang

Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, 

Undang-Undang Nangroe Aceh Darusalam (NAD) sebagaimana yang 
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dinyatakan oleh FPPP dan FPBB. Dalam hal ini, Ali Hardi Kiaidemak 

dari FPPP menyatakan sebuab konstitusi selain memuat pesan-pesan 

negara sehingga memiliki alur kebangsaan yang utuh, juga harus memuat 

hal-hal yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai sebuah fakta, 

sepcrti yang terjadi di masyarakat dan kehidupan negara telah jelas 

menunjukkan terdapat Undang-undang yang menempatkan syariat Islam 

sebagaimana yang disebut di atas.12 

Tahapan yang dilalui oleh MPR sebelum dibabas dalam ST MPR 

talmo 2002, menurut Panitia Ad Hoc I (P AH f) BP MPR. Jacob Tobing 

selaku Ketuanya menyatakan bahwa penggodokan rancangan perubahan 

keernpat UUD 1945 akan dilalui beberapa tahapan, yaitu 11 kall uji 

sahih, tahap sinkronisasi, dan kemudian tahap finalisasi.13 Tampaknya 

dari kronologis menjelang ST MPR 2002 yang diniscayakan sebagai 

perubahan terakhir (finishing touch), bagi FPBB dan FPPP yang 

menghcndakl menghidupkan tujuh kata PJagam Jakarta menemui 

ganjalan dan kebuntuan. Seperti yang diutarakan olch Ketua MPR, 

Amicn Rais1 scusai membuka Acara Uji Sabih Rancangan Perubahan 

Keempat UUD 1945 pada Kamis, 16 Mei 2002 di Jakarta, mengutarakan 

bahwa pasal 29 UUD 1945 tentang agama sudan final dan tidak perlu 

dirubah, mengingat bat inl mengbindari "tabrakan1
' dengan pembukaan 

UUD 1945 dan setiap kali persoalan ini diangkat dipastikan out voted. 

Namun tidak bagi FPBB dan FPPP yang tetap berkeyakinan untuk 

dimasukkannya usulan altematif ke*2 yang mernuat tujuh kata dalam 

n Arsip DPP~PBB, lihat dalum ''Media Indonesia", 14 Mel 2002. 
;) Ars.ip DPP-PBB, "Kompos", 17 Mei 2()02. 
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pcrubahan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pernyataan Arnien Rats yang 

umemelintir" bahwa pasal 29 dianggap tidak dirubah dan telah selesai 

ternyata didasari sikap mengambil konsekwensi dari kesepakatan~ 

kesepakatan J I fraksi di MPR untuk tidak rnelakukan perubahan pada 

Pernbukaan UUD 1945. 

Fenomena politik Islam di ST MPR 2002 yang direpresentasikan 

oleh kckuatan formalisme Islam yakni FPBB dan FPPP ditubuh parlemen 

ternyata tidak signifikan. Hal ini telah disadari sejak awal bahwa posisi 

fraksi baik PBB dan PPP hanya berjumlah 84 orang seluruhnya (sekitar 

12 %) di MPR yang tentunya menjadi problem untuk berperan dominan 

daiam mengambi1 keputusan di 1egislatif. Namun demikian keduanya 

letap 11 bersikukuh" dengan kcyakinan penuh untuk tetap 

mcmperjuangkan syariat Islam melalui formalisasi konstitusi. Dalam hat 

ini FPBB tampaknya tetap berupaya menggugah kemhali kesadaran 

naluri para anggota majelis pada pemandangan umumnya di muka 

Sidang Tahunan (ST) MPR-RI2002 sebagai berikut: 

F-PBB ingin meng!ngatkan kcmbali1 menggugah kesadaran 
nurani kita mengajak seluruh komponen bangsa agar tidak apriori 
terhadap kata "syariat Islam". begitu pu[a dengan saudara-saudara kami 
sebangsa dan setanah air yang non muslim. Karena dengan penegakan 
syariat Islam bagi pemeluknya akan mcnjadt garansi bahwa hak-hak non 
muslim akan lebih pasti, lebih te.rjamin dan lcbih terlindungj sehingga 
tidak ada scdikitpun yang perlu dicemaskan, karena de~an syariat Islam 
ltulah umat Islam melindungi dirinya dan yang Jainnya_ 

F-PBB sangat menyayangkan adanya sikap yang terlalu berlebih~ 

Jebihan, seperli ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memberJkan 

.2-1 !>cmyataan F-PBB~MPR~RI dalam pandangan umurnnya pada S(dang Tahumm (ST) MPR-RJ 
tuhun 2002 

!32 
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



ancaman atau ultimatum, jika syariat Islam dicantumkan pada Undang~ 

Undang Dasar maka mereka akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ini. Sikap ini sangat tidak dewasa dan tidak a.rif 

Bukankah kami umat Islam yang berjumlah mayoritas ini tidak pemah 

mengungkapkan ultimatum bahwa jika syariat lslam tidak diberlakukan 

maka kanti yang mayorlta:s ini akan memisahkan diri dari Republik 

Indonesia ini? 

FPBB banya ingin rnenegaskan bahwa rumusan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi peme1uk~pemeluknya adalah rurnusan 

komprornistik yang dituangkan kembali dalam Dekrit Presiden 5 Juli 

1959. Pcnegasan ini juga dalam rangka mcngilangkan kecurigaan, 

sehingga tlrlak ada dusta di antara kita. 

Memasukkan rumusan ini ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 

merupakan ikhtiar konstitusional sebagai penegasan pencrimaan dekrit 

secara utuh oleh Majelis. Dengan demikian pemberlakuan kembali DUD 

1945 dan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi satu kesatuan 

konstitusi.25 

Rumusan tujul1 kata Piagam Jakarta ternyata masih menjadi 

pcrsoalan di persidangan Komisi A, namun ganjalao ini ternyata tetap 

mengukuhkan PBB dalam setiap kesempatan di MPR, yaitu dalam 

pendapat akhimya tentang hasif-hasil Sidang Kornisi, FPBB meyaldnkan 

kembaH bahwa tambahan tujuh kata Piagam Jakarta dalam pasal 29 

mcnjadi sangat penting agar negara mendapat amanat menge·forcc 

,, 
L Sumber Do!mmcn FPBB MPR~RI. 
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tcgaknya syariat Islam secarn utuh balk datam peraturan bukum pubHk 

maupun hukum privat, sebab syariat Islam tidak bisa ditegakkan seluruh 

aspcknya mclalui orang-perorangan tanpa bantuan negara, dan babkan 

tidak cukup dengan jaminan kebebasan beribadat sebagaimana pada 

pasal 29 ayat (2). FPBB berupaya "rnanis" deng&n meyakinkan bahwa 

perjuangannya tidak bisa dipaksakan. bahkan tidak akan dan juga tidak 

membcnarkan cara-cara kckeras:an apalagi pl,jmberontakan. Namun upaya 

pcnegakkan syariat sebagai aspirasi umat yang dipetjuangkannya tetap 

akan dilakukan secara dernokratis dan konstitusional. Bagi FPBB yang 

tidak menghendaki "voting manusia" dalam persoalan pernberlakuan 

syariat dimaksud sekalipun voting dl MPR adalah keputusan dernokrasi. 

FPBB menghendaki pembcrlakuan syariat adalah keputusan yang lahir 

dari keyakinan akan pcntingnya pclaksanaan kewajiban ajaran agama 

Islam bagi mayoritas penduduk muslim Indonesia yang selalu 

termarjinalkan oJeh negara.lebih~lebih peran negara yang kian membawa 

krisis bagi penghuninya yang tidak juga kunjung selesai. Di bagian lain 

FPBB menyarankan MPR jika dalam kondisi keraguan ~ agar 

dilakukan suatu mekanisrne yang meminta pendapat seluruh rakyat 

Indonesia mela(ui referendum. Penting kiranya untuk dipaparkan 

pandangan FPBB dalam peodapat akhimya dimuka ST MPR 2002 lalu 

berikut: 

FPBB berharap karena tidak ada alasan unluk menolak 
pembcrlakuan syarial Islam bagi pemeluk-pemeJuknya ini maka 
pcngesahannya diterirna se:cara tulus dan ikhlas serta lapang dada. Karni 
tidak menginginkan putusan pencantuman kewajiban menjalankan 
syariat lslam bagi pemeJuk-pcmeluknya dengan cara voting, meskipun 
kami mengakui voting adalah mekanisme demokrasi, tetapi menyangkut 
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masalah syariah ini ada persoahm lain. Tegakah anggora majelis 
memvoting syariah Allah? Apakah anggota majelis mempunyai 
kewenangan memvoting syariah Islam yang merupakan hukum Allah? 
Jika anggota majelis tetap ingin rnemvoting tentang hal ini karni 
mempersilahkannya, tetapi fraksi kami menolak haJ inl untuk divoting. 
Allah mengingatkan kita semua dalam AI~Qur'an "dan apabila engkau 
mengikuti suara kebanyakan manusia di muka bumi ini maka akao 
menyesatkan engkau dari jalan Allah. tidaklah suara kebanyakan 
man usia itu terkecuali hanya :mengikuti prasangka belaka"26

, 

Selanjutnya jika majelis ini telah mengakomodasi pendapat 

sekelompok kccii orang tentang dibentuknya kornisi konstitusi, rnaka 

adalah jauh lebih bijak dan berrnuatan ibadah. jika majelis juga 

memenuhi tuntutan yang dJusulkan oleh begitu banyak mahasiswa 

mahasiswi muslim dan komponen masyarakat Islam lainnya di Jakarta 

maupun di daerah~daerah untuk memberlakukan syariah Islam menjadi 

salah satu ketetapan Majelis inL 

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, Fraksi Partai Bulan ~ 

Bintang tetap mengusulkan perubahan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 
scsuai usulan kami scbelumnya, dan kalaupun sidang MajeJis yang 
terhonnat ini belum dapat rnenyepakati usulan kami, maka marilah kita 
semua bcr!apang dada untuk menyerahkan sepenuhnya usulan dimaksud 
kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui 
Refercndum.27 

Fen omena yang muncul seiring dengan wacana perubahan pasal 29 

UUD 1945 di ST MPR 2002, juga turut mengusik para intelektual, 

cendikiawan, terutama cendekiawan muslim di luar parlemen, khususnya 

lokohKtokoh organisasi Islam seperti Ketua Umum PB NU, Hasyim 

Muzadi yang menentang usu!an forrnalisasi agama karena dinilainya 

tidak membawa hasil perubahan nyata bagi substansi agama. Bahkan 

2i> Al~Qur'an Sur<tt Al-An'aam, ayat 116 
n Sumber dari Dokumen F-PBB MPR-RI 
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menurutnya cenderung menimhuJkan konflik. Demikian halnya Syafii 

Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah menghendald agar tidak ada 

perubahan dalam pasal 29 tersebut. Termasuk juga deretan cendikiawan 

seperti Nurcholis Madjid (Cak, Nur), maupun Abdurrahman Wahid (Gus 

Our) yang tidak setuju dengan tujub kata dalarn amandemen konstitusi 

dirnaksud. 28 

Reaksi darl para kalangan pendukung amandemen pasal 29 UUD 

1945 di luar parlemen melakukan scrangkaian aksi atas dukungannya 

tcrhadap tujuh kala tersebut seperti: Habib Muhammad Rizieq Syihab, 

Habib ldrus, Eggy Sudjana, Tamsil Linrung hingga Abu Balm Ba'asyir 

dan sebagainya. Sejumlah organisasi massa scperti Front Pembela Isfam 

(FPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPM!), Front Pemuda 

Islam (FPI Solo) berunjuk rasa di gedung MPRIDPR turut menyertai 

tuntutan dan dukungan atas amandemen terhadap pasal 29 dengan 

memasukkan syariat Islam dalam konstitus:L Demikian juga hal yang 

sama tuntutan dari berbagai daerah, seperti ratusan mahasiswa dari 

Kcsatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI) di Surabaya. 

tcpatnya di gcdung DPRD Jawa Timur, dan sekltar 2000-an orang massa 

Hizbut Tahrir dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di gedung DPRD DI 

Yogyakarta turut rnenyebarkan tuntutan pengakuan syariat Islam di 

tingkat negara.29 

Perdebatan tentang formalisasi syariat ditingkat amandemen 

konstitusi kian meruncing tatkala sampai pada kata akhir fraksJ. 

1
'" Ar,iip DPP-PBB, "'Media bulcmesia ", 8 Agustus 2002. 

1
'
1 Oari Majalah Klmtbalt Jrwt'at, DPP Ikatan Masjid Indonesia (IK.'vll), No. 255 September 

2002. him; 57~5&. 
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Sebagaimana Fraksi Reformasi (gabungan unsur PAN dan PK} melalui 

jubimya A.M. Fatwa menegaskan untuk pasal 29 UUD 1945 

dikembalikan l<epada naskah lama (tidak berubah), namun dari unsur PK 

oleh Mutammimul Ula melayangkan interupsi menyatakan bahwa 

keberadaan 7 orang anggota Fraksi Reformasi dari Partai Keadilan 

menyadari perjuangannya sulit untuk diterirna. 

Sesuai dengan keinginan awal untuk mengamandemen pasal 29 

dengan opsi altcrnatif kc-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-

masing pemeluknya) yang bendak diperjuangkan bersama PAN sejak 

awal melalui wadah Fraksi Reformasi harus gagal terlebih dahulu tanpa 

adanya pcmbicaraan awal atau pemungutan suara di tingkat intern fraksi 

(Fraksi Refom1asi).10 PK menghendaki agar usulan aJternatif ke-3 

dimaksud ditawarkan oleh Fraksi Refonnasi dan menyerahkan keputusan 

kepada MPR. Maka dari itu, PK berpcndapat tidak akan ikut ambil 

bagian. 

Hal yang sangat menjadi perhatian publik, terjadi saat Kctua 

MPR, Amlen Rais menyampaikan bahwa amandcmen Pasal 29 telah 

disepakati oleb semua fraksi untuk dikembalikan ke naskah semula yang 

nsli (negara berdasarkan atas Kctuhanan Yang Esa berikut pula pada ayat 

{2). Pernyataan putusan itu disambut olch anggota FPBB yang unJuk diri 

dengan mengangkat tangan menandakan ketidak setujuannya dengan 

pernyataan Ketua MPR dirnaksud. Dalam Sidang ini FPBB mcnyatakan 

Jo Hal yang sama juga menurut Waki! Ketua Fraksi Reformasi MPR dari unsur PK, Tb. 
Sunmundjaja. Oari Majalah Khutbah Jum'ut, Ibid., hlm: 18. 
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sikap tegas pernyataan minderheids,wta (Nota Keberatan) yang 

menyatakan tidak ikut serta pengambilan keputusan terhadap pasal 29 

dan hcrtekad meneruskan perjuangan hingga keinginan itu terwujud. 

Demikian FPPP melalui jubirnya; Syafriansyah menyatakan bahwa PPP 

akan terus mcyakinkan fraksi-fraksi lain untuk memahami syariat Islam, 

tctapi kiranya belum juga dipahami maka FPPP menyerahkan kepada 

MPR untuk mengambil baiknya sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa 

serta segaia dinamikanya. Sebagaimana pernyataan keberatan FPBB. dari 

FPDU - yang scjak sebelumnya tampak tid.ak adanya ketcgasan dalam 

proses amandemen pasal 29 untuk masuknya tujuh kata Piagam Jakarta 

pada awalnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang memperkuat 

sikap politiknya mc\alui jubirnya (FPDI.;) Asnawi Latief menyatakan 

bahwa sangat disesalkan tidak dJtedmanya tujuh kata dalam Piagam 

Jakarta. 

Dari scbelas fraksi di MPR, dapat dihitung secara politis olch 

berbagai kalangan Jslam politik terutama FPBB dan FPPP yang sejak 

semula konsisten berpegang teguh untuk memperjuangkan aspirasi 

politiknya pada pasal 29 UUD 1945 sangat tidak dimungkinkan, 

meskipuo ditambah dukungan dari FPDU. Sisanya 8 fraksi yaitu FPDI-P, 

FPG, FPKB, FUG, FTNJJPOLRI, FPDKB, FKKI, maupun Fraksi 

Reforrnasi (sekalipun memiliki perbedaan di dalarnnya antara PAN dan 

PK) kesemuanya menghendaki kembali kepada naskah lama pasal 29 

UUD 1945. 
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Yusril mcnegaskan bahwa kekualan politik yang paling 

dominanlah yang pada akhimya akan lebih hanyak mc.:rnberikan warna 

kepada penafsiran, betapapun semua golongan diajak turut serta dalam 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Lebih-lebih, jika keputusan 

diambil melalui pemungutan suara.31 

Sebagaimana lihat tabet di bawah ini: 

Sikap Fraksi Terhadap Pasal29 Dalam Amandemcn UUD 1945 Di MPR 

1j;j(l.l -Fraksi --~-ST-M-PR-Tah_u_n-2000~- -··~sT_MP_ R-T.-h-un zoo-2-· 
--- ···- -- •'--h~ - --- -~ -~····--~····-·- ··---

] I PDI-P Tetllp/Tidak berubah Tetapfridak berubah 
' 

2 I Golkar Tetap/Tidak berubah Tetap/Tidak berubah 

3 ippp Setuju dirubah (altematifke-2) Setuju. dirubah (altematifke-2) 

I 
4 !PKB 

I 

• 
Tetap/Tidak dirubah Tetapffidak berubah 

5 • Reformasi Dipertegas (altematif ke-3) 
~ L. -····----~···---···--~ ···----

Tetapfridak berubah 
.------··~----~~-- -~--------

i 

l_ 

Pembahasan ditunda da MPR mengambil keputusa 

, dimasukkan dalam agend tidak melakukan amandemen ; 

I 
Pasal 29 dan kembali ke naskah I pembahasan Rancanga 

Hasil Sidang : Perubah~an Ketiga 
i 

UUD 1945 yang lama Pasal29 UUD 1945. 

' 
~ scbagaimana dicantumka 

I dalam Kctetapan 

- rMPR/2000.
32 

MPR No I 

Jl Yudi Pramv!w, Yusri! lh?Jt Mahendra "'Sang Biutang Cemer!ang" (Jakarta: Putera Berdikari 
Bungs<~, him: 112 

11 Sumber Dokumen P-PBB MPR-RI 
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Realitas politik di parlemen, mayoritas fraksi di Sidang Tahunan 

MPR 2002 menghendaki kembali ke pasallama pada pasal29 UUD 1945 

membawa kcnyataan pahit bagi kekuatan poUtik Islam. Wacana ideologis 

untuk mclakukan formaHsasi syariat dalam parlemen telah cukup 

dilakukan daiam dialektika yang demokratis. Hanya saja bagi FPBB 

menyatakan sikapnya untuk tidak ikut mengambil keputusan tentang 

kembalinya pasal 29 ayat (I) UUD 1945 scperti sebelumnya. Hal ini 

didasari oleh keteguhan pendirian politik dengan dilandasi oleb 

keyakinan, untuk tetap memperjuangkannya sambil menunggu saatnya 

tiba pada perubahan yang akan datang. PBB berkcyakinan akan terus 

melakukan sosialisasi politik syariat yang artinya politik 

mcnurutfberdasarkan syariat atau ketcntuan islam ini hingga dapat 

diterima di dalam urusan publik. 

Perjuangan PBB untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta 

dalam perubahan keempat amandemen UUD 1945 pada ST MPR-Rl 

2002 lalu dan disepakati sebagai pelaksanaan agenda reformasi nasional, 

diantaranya refommsi konstitusi hingga tahun 2002 sebagai perubahan 

terakhir menjadi perjuangan yang kandas. FPBB menyadari tentang 

posisinya sebagai fraksi yang minor di DPR/MPR. Demikian patut diakui 

dengan perannya ini sekalipun kecil, telah cukup mewarnai sctiap 

pengambUan keputusan dalam legislatif, terutama selain mengenal 

syariat, seperti tentang perubahan struktur politik ke tatanegaraan. 

Sebagaimana telah disinyalir oleh Yusril sebelumnya, jika daiam (Sidang 

Tahunan) ST MPR 2002 tersebut tidak bisa dicapai untuk masuknya 
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tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 UUD 19451 maka 

kembali kepada rumusan naskah yang lama adalah minimal bagi PBB. 

Harapan Yusril33 terhadap PBB dlmasa depan adalah menjadi 

Partai fslam modern yang kuat. Modem itu artinya mampu 

mcngaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kontcks sebuah masyarakat 

dan negara modern !ndonesia deng:an segala problematika yang berbeda 

dcngan problema negara lain. 

Sejarab bmjalan terus. Sejarah senantiasa memendam hikmah 

tersembunyi. Sejarah terus mencatat kejadian-kejadian penting. Kepiluan 

dan kandasnya harapan besar umat lam bat laun terlupakan, oleb pcrlstiwa 

scjarah !ak kalah dahsyatnya. 

Namun tak banyak orang tahu, perubahan politik besar dalam 

sejarah, juga da1am sejarah hidup seseorang acapkali bermula dari 

perjumpaan yang sesaat saja. Tak seorang pun yang tahu pasti. Publik 

hanya bisa bcrharap. Masyarakat luas selalu berharap besar, PBB di rnasa 

depan dapat membanun Indonesia yang modern~ terbuka, adll, dan 

demokratis. 

Untuk itu, perjuangan menegakkan sistem dan akhlak karirnah 

{akhlak muHa) dalam berpolitik, merupakan keharusan. Jik:a bukan 

kemutlakan. Jelas ini perjuangan panjang, sepanjang hidup ltu sendiri. 

H Sang Bintang Center lang, ibid., hlm : l ! 7 
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BABV 

KESIMPULAN 

Dari uraian basil penelHian, dapat disimpulkan bahwa Partai Bulan Bintang 

(PBB) adalah penerus cita~cita pcrjuangan Masyumi, didirikan dengan niat izzul 

l<ilam wal MusJimin. Tujuan didirikannya PBB adalah untuk membangun bangsa 

dan ncgara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia , tanpa membedakan asal 

usul keturunan. agama, rnaupun golongan sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan 

lil 'alamin ", artinya membcrikan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. 

Partai Bulan Bintang Jahir dari akar Islam modemis. Bagi PBB adalab 

meneruskan tradisi prinsip modcrnisasJ Islam. Bagi Masyumi maupun PBB tetap 

terus memperjuangkan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam hukum positif, 

yakni berupaya mentransfonnasikan hukum Islam mcnjadi dasar bukum nasional 

Dapat dikatakan bahwa syariat dalam kehidupan yang lebih luas yang berkaitan 

dengan hukum publik, adalah sumber hukum nasional atau peraturan di daerah

daerah. Kalau sudah selesai ditransformasikan, maka namanya bukan lagi syariat 

Islam, melalnkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Daerah, atau 

pcraturan lainnya yang merupakan hukum negara Republik Indonesia. 

PBB adalah partai yang meneruskan cita-cita perjlmngan Masyumi dulu 

Didirikannya PBB oleb tokoh-tokoh yang sejak awal menganut prinsip 

modemlsme sehingga PBB itu disebut dengan nama "Islamic Modernism". 

Masyumi boleh mati, topi ruhnya tetap hidup. Atau dengan kata lain bahwa PBB 

lcbih cenderung pada modemis, dengan idealisme "izzul Islam wal Mus.limin". 

Pandangan partai ini dalam menghadapi situasf dan keadaan yang terus berubab 
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dan imp!ementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu 

berubah. Oleh knrena itu Ijtihad bagi PBB rnerupakan hal yang sangat dibutuhkan 

dalam menjalankan ajaran Islam" 

Hubung:an antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Masyumi, secara 

scderhana bisa digambark.an bahwa Partai Masyumi berubah menjadi Dewan 

Dakwah Islamlyah Indonesia (DDJI), kemudian mendirikan Forum Ukhuwah 

Islamiyah (FUI) yang dibentuk pada tahun 1989, maka dalam era reformasi, FUI 

yang beranggotakan eksponen dan tokoh umat lsiam dari banyak ormas Islam, 

memandang pertunya wadah yang beranggotakan ormas Islam secara fOrmat Dan 

akhimya disepakati berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang pada 

pcrkembangan selanjutnya mendirikan PBB yang didukung oleh 22 ormas Islam, 

Di tcngah-tengah jama'ah masyarakat Islam. lstilah Bulan Bintang melekat 

pada penyehutan Keluarga Besar Bulan Bintang, dan identik dcngan sebutan 

Kcluarga Besar organisasi dan jamaah pendukung Masyumi. 

Partai Bulan Bintang adalah penems cita-cita Masyumi. Dalam Mukemas I 

PBB berlempat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah menyerahkan "peniti 

emas" murni ber1arnbang Bulan Bintang warisan Dr. Moh Natsir kepada Yusril 

Ihza Mahendra sebagai pimpinan PBB. Peniti emas tersebut berada ditangan Mob 

Natsir sejak tahun l954. Demikian PBB dicitrakan sebagai wadah pcrjuangan 

pohtlk Islam gencrasi pcnerus Masyumi. 

Mcnurut PBB seorang Muslim haruslah melaksanakan syadat Islam itu 

bukan dalam hubungannya dengan ibadah, tetapi dalam aspek kehidupan 

termasuk hukum, baik hukum Pidana mauupun hukum Perdata serta aspek 

muamalah lainnya. Tidak mungkin seluruh aspek ini bisa ditegaskan dengan 
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menegakkan aturan-aturan hukum syariat yang ada. Partai Bulan Bintang 

mamperjuangkan untuk meJaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam negara 

republik Indonesia. Syariat Islam adalah merupnkan sumber hukum nasional 

dengnn memperhatikan kebutuhan ruang dan waktu untuk melindungi semua 

warga negara. Tegaknya syariat Islam secara utuh dan baik dalam peraturan 

hukum PubHk maupun bukum Privat. sebab syariat !slam tidak bisa ditegakkan 

scturuh aspcknya melahui orang perorangan tanpa ba.ntuan negara. Cita-cita 

Masyumi yang diperjuangkan sama halnya dengan PBB. Dengan kewajiban 

mcnjalankan syariat Islam bag1 pcmeluk-pemelukya. Bagi kita warga PBB adalah 

suatu yang prinsipil, karena kemajuan umat Islam, keterjaminan umat Islam dan 

kcterjaminan bangsa Indonesia. tidak mungkin dapat terwujud tanpa mellbatkan 

ajamn Islam itu dalam kckuasaan. 

Syariat itu satu. Dan semua itu dalam konteks bemegara adalah Islam 

sebagai sumber hukum, yang aspirnsinya, inspirasinya dan motivasinya semua itu 

dltcrjemahkan kc dalam bahasan Undang-Undang dan peraturan-peraturan. 

Amandcmen tujuh kata Piagam Jakarta. Ini adalah tuntutan sejarah, tujuh 

kata itu adalah merupakan hak bagi umat Islam. Karena urusan itu adalah urusan 

kompromi dan kemudian rumusan itu dicoret Saya kira ini sejarah akan 

menuntutnya rerus-mcnerus. tujuh kata diperjuangkan sampai sepanjang dunia inl 

musih ada, Indonesia masih ada dan proses da:k\vahjalan terus, maka menegakkan 

syariat Islam melaJui ncgara adalah suatu kewajiban. Setelah Masyumi 

dibubarkan, Moh ~atsir sebagai politikus mcmbentuk DDli. rnah Iewat DDli ini 

strAtegi ungkapan "dahvah lewat polilik" adalah teJjadi pada masa Masyurni. 

Sctclah Masyumi tidak ada maka PBB "berpolitik lewat dakwah". 
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ANGGARAN DASAR 
PARTAI BULAN BINTANG 

MUQADDIMAH 

·~-~ .. 1-L ~~ 
~~ 

'' Dengan nama Allah yar1g Maha Pengasih, Maha Penyaymrg. " 

. •.••. ,.;1 .. ~[-l. i[,,;_:;j:;.t.;· 
"~ • ..,..., • .lU"'-' .l 
~ "' ~ ~ 

' " Dan Aku tidak menciptu&n jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku "(QS.S I :56) 

t.;·,!J:H·~·f·.DT-t;. • ~"-' · •· ~.,; · .:uf: -~·-t.·- ~ ..'1 ••• ..'1\S.~ ..t-> .. .-..'1 .:rl.~ .)"" . . . 
:c..;I '•'''':i·: jjfl • ~H'~· ·· · , .. ·--1-....,I; • .;,~ -·- ~:.r'-"' ..'l.:ri. ~I) ~J..,-_,..J~.H,•-, .• 

• .~:iint:; . · d1 - = -- iliid1 · • • o.:i ~.; ~~r.).; ;1 <S_ "-' .L>A •• ,~ .. ,f""'.JS> --. . 

... ' ";~.:,...:; ~·4 
" Dia te/ah mensyariatkcn bagi kam'tl tentang agama apa yang tr:lah 

dtwasiatkan.~Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada 
Ibrahim, Musa dcm lsayaitu : tegakk.anlah agama da:njanganlah kamu berpecah 
belah tentangnya. Amat berat hagi orang-orang musyrik agama yang kamn 
seru mereko kepadanya, Allah menarik kepada agama itu orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 
k£mlmli (kepada)·Nya (QS.41: I 3). 

Bahwa sesungguhnya. kemerdekaan bangsa Indonesia meropakan karJnia 
Allah, sekaligus amanah yang wajib disyukuri dan diisi secara maksimal untuk 
mengabdi kepada Allah dengan menegakkan agama~Ny.a sebagai upaya 

mewujudkan kebenarnn, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteman 
rakyat, bangsa dan negara. 

Bahwa sesunggulmya Allah Subhanahu wa Ta'aia memerlntahkan man usia 
untuk sating tolongwmenolong dalam kebenaran, keadilan dan kebajikan serta 
mclarang tolong-menoJong dalam kcbathilan, kezalim~n dan kemungkaran. 

Bahwa musyawarah adalah esensi dalam mewujudkan kehendak berSama 
demi kebenaran, keadilan dan kemakmurM yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan dengan semangat tajdid dan ljtihad menurut ttmtunan Islam • 

Bahwa untuk mcncapai maksud terse but di atas, dengan senantiasa. 
memohon rldla Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membentuk Partai Politik 
dengan Anggaran Dasar sebagai bcrikut : 

1!abi 
NAMA, TEMP AT DAN WAKTU 

Pasal l 
Nama 

Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBR 

Pasai:Z 
Tempat dan Waktu 

Partai Po!itik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal23 Rabi'ul 
Awwal ! 4 J 9 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 JuH 1998 Miladiyah. 

BAB!l 
ASAS DAN TUJUAN 

Pnrtai ini berasaskan Islam, 

Pasal3 
AsiiS 
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Pasal4 
Tujuau 

( 1) Tujuan umum didirikannya Parmi ini adalah terwujudnya cita-cita nasion a! 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pembukaan UUD 1945 
dan berkembangnya kehidupan demokrasi dcngan menghorrnati kcdaula.tan 
rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdas:arkan prinsip
prinsip ajaran Islam, 

(2) Tujuan khusus didirikaonya Partai ini adahth mewujudkan tegaknya syariat 
Islam. 

Bab!II 
SIFATDANFUNGSI ., 

1 Pasal5 
Sifat 

Partai Politik ini bersifat mandiri dan aktifmelaksanakan al~Amru hi '1-ma'ruf 
wa nahyu ani '1-munkari. 

Pasa16 
Fungsi 

Part:ai lni berfungsi sebagai sarana pendldikan dan perjuangan politik bagi 
anggota dan masyarakat. 

BabiV 
USAHA 

Pasal7 
Ds.aba 

Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan perjuangan di 
bidang,politik dan kemasyarakatan pada umurnnya. antarn lain; 

a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyaikan umat tcntang hak~hak dan 
tanggungjawab politiknya sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada 
Allab Suhhanahu wa Ta 'ala. 

b. Meningkatkan kesadaran pimpinanltokoh umat tentang pcntingnya 
keteladanan dalam perjuangan. 

.,~.~-,1--------. 

c. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum. 
d. Menghimpun dno menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk 

dijadikan pertimbangau dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh 
para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan 
bcrmasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

e. Meningkatkan kualitas anggotadan mencerdaskan kehidupan masyarakat 
dan bangsa. 

f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang 
memiliki visi, misi dan kepentinpn yang sama. 

g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tenHing perjuangan partai. 
h. Menyelenggarakan berbagai aktivltas untuk membangun karakter dan 

meningkatkan koalitas hidup rakyat. 
i. Aktivitas halal dan baik lainnya bagi kemaslahatan umat 

BABV 
KEANGGOTAAN 

Pasal8 
(I) Anggota Partai inl terdirl dari: 

a.Anggota Biasa, 
b.Anggota Kader. 
c, Anggota Teras, 
d.Anggota Khusus. 
e.Anggota lstimewa. 
f. Anggota Kehonnatan. 

(2) Ketentuan lebih lar'ljut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, 
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BABVl 
KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN 

DAN PIMPINAN PARTAI 

Pasal9 
Kedndukan 

Partai Politik ini berkedudukan dl ibukota Negara dan keberadaannya mellputi 
seluruh wilayah Negara kesatuan Republlk Jndonesia, serta di iuar negeri 
bilumana dipandang perlu. 

___ ,_., .. -, 
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Pasai!O 
Kedaulatan 

Kedaulatan tertinggi Partai berada di tangan anggota yang dil3ksanakan melalui 
Muktamar. 

Pasalll 
Susunan Partai 

(I) Susunan Partai terdiri dari : 
a Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat, 

dan Badan Kehorrnatan Pusat. 
b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, 

Pimpinan Wilayah, dan Badan Kehorrnatan Wilayah. 
c. Dewan Pimpinan Caba~g (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, 

Pimpinan Cabang, dan Badan Kehormatan Cabang. 
d. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), yaitu Majelis Pertimbangan 

Anak. Cabang dan· Pimpinan Anak Cabang. 
e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), yairu Majelis Pertimbangan Ranting 

dan Pimpinan Ranting. 

(3) Pelaksanaan tugas ektemal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, DPRt secara 
berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting. 

Pasal12 
Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan 

(I) Pada tingkat Pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat 
Wilayah/Cabang!Anak Cabang!Ranting dibentuk Majelis Pertimbangan 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pimpinan Partai terdiri dari : 

Pasall3 
Pimpinan Partai 

a. Pimpinan Pusat di Tingkat Nasional 
b. Pimpinan Wilayah di Tingkat Propinsi 

c. Pimpinan Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota 
d. Pimpinan Anak Cabang di Tingkat Kecamatan 

e. Pimpinan Ranting di Tingkat Kelurahan/Desa 

P.tlsal14 
Badan Kehonnatan 

( l) Pada tingkat Pusat dibentuk Badan Kehormatan Pusat, pad a tingkat 

Wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat Cabang 

dibentuk Badan Kehormatan Cabang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehonnatan diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 

PasallS 
Kelcngkapan Pimpinan Partai 

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk: 

a. Departemen di Tingkat Pusat. 
b. Biro di Tingkat Wilayah. 
c. Bagian di Tingkat Cabnng. 
d. Seksi di Tingkat Anak Caban g. 
e. Urusan di Tingkat Ranting. 

Pasal16 
Badan Otonom dan Badan Khusus 

( 1) Pimpinan Pusal Partai dapat membentuk, dan mengesahkan pend irian 

Badan Otonom. 
(2) Pimpinan P:utai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggungjawab 

pada Pimpinan Partai. 
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BABVII 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

Pa>all7 
Pcngarnbilan Keputusan 

(I) Pengambilan keputusan dalam partai melalui forum muk&amar, musyawamh 
dan rapat pimpinan partai. 

(2) Wewenang dan mekanisme pengambilan keputu.c;an diatur dalam Anggaran 
Rumah Tanl!!)li. 

BABVIII 
KEUANGAN 

f P8$all8 
"< Keuangan 

Keuangan Partai diperoleh dad : 
a. Ullllg pangkalanggota. 
b. Uang infaq dan iuran bulanan. 
c. Zaka~ infaq, hibah, shadaqah dan waqaf. 
d. Usaha lain yang haial dan tidak mengikat. 

BABIX 
LAMBANG 

Pa>al19 
Lam bang 

Partai ini beriambang "~Bulan Biutang« berwama emas di atas dasar wama 
hijau dan di bawahnya dibubuhi tulisan berbunyi ''PAK!'AI BULAN Blh'TANG". 

BABX 
PERSELISJHAN 

PasallO 
Perselisihan 

(I) Apahila le!jadi pen;elisihan anlara anggota Partai dengan Partai atau sesama 
anggota Partai yang berkaitan dengan Part:ai, maka penyelcsaiannya akan 
dilakukan dengan musyawarah. 

(2) Apabila persclisihnn tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka 
penyetesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan~ketentuan yang berlaku 
di dalam Partat. 

BABXI 
PEMBUBARAN 

PasaJ 21 
Pcmbubaran 

(I) Pembubal'an Partai hanya dapat dilakukan oleh Muktamar Partai yang 
khusus diseienggarakun untuk itu yang dihadiri o!eb sekur.ang~kurangnya 
2/3 {dua per tiga) peserta Muktamar yang berhak hadir dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 {dtta per tiga) hak suara dari yang hadir dalam 
Muktamar yang bersangkutan. 

{2) Dalam hat Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada 
dihibahkan kepada Persedkatan atau Badan Hukurn yang hiin 'yang 
mempunyai satu tujuan dengan Partai dan bila harta yang bersangkutan 
berupa waqaf, maka kedudukan Partai selaku Nadzir dillmpahkan kepada 
Nadzlt yang lain yang mempunyai satu t•tjuan dengan Partai. 

BAll XII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal22 
Ketentuan Penutup 

( 1) Hal~hal yang be!um diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

(2) Anggaran Dasar lni mcrupakan Anggaran Dasar Partai peri ode awal 17 
Jull l99~ sampai dengan Apri12000 yang disahkan dalam Muktamar I, 
dan yang diubah dalam Muktaonar II PARTAI BULAN BINTANG. 

{3} Anggaran Dasal' ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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PIMPINAN 
MUK1'AMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ketua 

~· 
DARU L~LidTORO ~~ 

.MAN!MBANG KAHARIADY 

1. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy \ 

3. Sjaiful Kasim 

7 

4. Abdurrahman MZ 
~-

........ ~ ........... ;~.-::...: •• • <. .......... -

··················· .......................... . 5. Aspihani 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 
PARTAI BULAN BINTANG 

BABI 
KEANGGOTAAN 

Pasall 
Persyaratan Keanggotaao 

(I) Anggota Bias a adalah : 
a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau 

telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota Partai Politik lain. 
b. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan

ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai. 
c. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota 

biasa partai. 
d. Mengajukan pennohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan 

keanggotannya. 

(2) Anggota Kader adalah anggota biasayang telah mengikuti pelatihan Partai . 

(3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-syarat 
khusus, yaitu : 
a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian setidaknya 

selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sunguh; 
b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan peraturan lain yang 
ditetapkan oleh partai; danlatau 

c. Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/arau 
d. Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professionallintelektual yang 

direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

(4) Anggota Khusus adalah anggota yang pengangkatannya mendapatkan 
pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan 
Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah. 

(5) Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap partai 
yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 
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(6) Anggota Istimewa adalah pen gurus dan anggota organisasi atau perhimpunan 
yang bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 
a. Mempunyai jaringan Organisasi yang teratur dan tujuannya searah 

dengan partai. 
b. Mengak.ui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya tempat perjuangan 

politik. 
c. Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat. . 

Pasa12 
Kewa.jiban Anggota 

(1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban: 
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan 
b. Menjaga dan menjunj~g tinggi nama baik partai. 

(2) Anggota Kader mempunyai kewajiban : 
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai. 
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai. 
c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai. 

(3) Anggota Teras mempunyai kewajiban: 
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan. 
b. Me1~aga dan menjunjung tinggi nama baik partai. 
c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai. 
d. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga., Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan 
peraturan lainnya. 

( 4) Anggota K.husus, Anggota lstimewa dan Anggota Kehonnatan mempunyai 
kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

Pasal3 
HakAnggota 

(1) Anggota Biasa mempunyai hak: 
a. Menyampaik.an pendapat secara lisan maupun tulisan. 
b. Mengikuti kegiatan partai. 

1 
I 
~ 
I 
I 
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(2) Anggota Kader mempunyai hak·: 
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. 
b. Mengikuti kegiatan partai. 

c. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai setinggi-tingginya pimpinan 
tingkat Dewan Pimpinan-Cabang. 

(3) Anggota Teras mempunyai hak: 
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. 
b. Mengikuti kegiatan partai. 
c. Memilih dan dipilih untuk semuajabatan Pimpinan Partai. 

( 4) Anggota Khusus, Anggota lstimewa dan Anggota Kehonnatan mempunyai 
hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

Pasa14 
Berakhirnya Ke-anggotaan 

Keanggotaan Partai berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia. 
b. Mengundurkan diri atas pennintaan sendiri secara tertulis. 
c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan 

Angg<~ran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai. 
d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan 

Partai. 

PasaiS 
Sanksi 

(1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan 
indisipliner dalam bentuk perbuatan be.ik Jisan maupun tulisan, pencemaran 
dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau pelanggaran 
ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai. 

(2) Sanksi terhadap anggora dapat berupa: 
a. Teguran lisan maupun tulisan. 

b. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari kepengurusan partai. 
c. Pemberhentian dari kepengurusan partai. 

d. Pemberhentian dari keanggotaan partai. 
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(3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur tebih I an jut dalam Kode 
S6k :PartaL 

Pasal6 
Pcmberhentian Anggota dan/t~:tau Pengurus 

{ t) Pemberian sanksi berupa teguran Hsan atau tulisan terhadap anggota 
dan/atau pengurus dila.kukan oleb pimpinan partai sesuai tingkatannya 
yang diputuska:r;. melaiui rapat harlan, 

(2) Pe!Jlberian sanksi bernpa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap 
anggota dari kepenguntsan partai dilakukan oleh plmpinan partai sesuai 
tingkatannya yang diputuskan meialui rapat harian sesudah diberikannya 
sanksi teguran lisan da.n/'P.u tulisan sebanyak tiga kali. 

• 
(3) Pcmberian sanksi berupa pemberhentian darl kepengurusan diajukan/ 

dimohonkan olch pimpinan partai sesuai tingkatannya kepada Badan 
Kehormatan setingkat di atasoya untuk diputuskan. 

(4) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kcpengurusan di tingkat 
pusat diajukanldimohonkan oleh Pimpinan Pusat kePllifa Bad an Kchonnatan 
Pusat untuk diputuskan. 

(5) Keputusan Badan Kehonnatan-sebngaimana dimak!:md pada ayat (3} dan 
ayat (4} bersifat final dan wajib di!aksanakan oleh pimpinan partai. 

(6) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan 
diajukan/dirnohonkan ole:h plrnpinan partai tingkat cabang kepada Badan 
Kehonnatan Cabang untuk diputuskan. 

(7) Sebelum diber:kan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan/atau 
keanggotaan, pengurus dan/atau anggota rnempunyai hak melakukan 
pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan yang berwenang menerima, 
memeriksa dan mengadilinya. 

(8) Apabila anggota yang diberikan sanksi pernberhentian dari keanggotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bernangkutan 

dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, 
dan apabfla yang bersangkutan tidak rnenerimn Keputusan Badan 
Kehonnatan Wi!ayah dapat mengajukan upaya ~~asasi kepada Badan 
Kehonnatan Pusat 

{9) Keputusan Badan Kehcrmaum atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud 
ayat (8) bersifat final dan mengikat, sertn wajib di!aksa:nakan oieh pimpinan 
panai. 

BABll 
SUSUNAN PART A! 

Pasal7 
Susunan Partai 

{I) Dewan Plmplnan Anak Ranting dapat dibcntuk berdasa.rkan usulan Pimpinan 
Ranting dengan rekomcndasi Plmpinan Anak Cabang, yang disahkan oleh 
Pimpinan Cabang, 

(2) Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dibentuk merupakan susunan partai 
yang terdiri atas Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan Pimpinan Anak 
RantJng. 

BABill 
MAJELIS SYURA I MAJELIS PERTIMBANGAN 

Pasal8 
Majelis Syura 

( i) Majelis Syura berwenang dan berfungsi : 
a. membuat keputusan partai yang terkait dengan hal-hal yang mendasnr 

dan strategis. yakni : 
i. penenruan mitra politik I koalisi dengan partai politik lain; 
ii. penentuan calon presiden dan wakil presiden RI; 

penentuan ksder partal yang masuk da!amjajaran eksekutif; 
iv. penentu akhir apabila ada perselisihan internal partai. 
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(2) 

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan termasuk konsep
konsep pemikiran keislaman. 

c. melakuk.an koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan 
Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang. 

d. mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kinerja pimpinan pusat 
partai dan pelaksanaan kebijakan kinerja partai yang berkaitan dengan 
misi ideologis. 

Susunan Majelis Syura, yaitu : 
a. pimpinan terdiri dari seorang ketua, lima orang wakil ketua dan dua 

orang sekretaris; 
b. para anggota seban)'ak-banyaknya 15 (lima belas) orang. 

(3) Pimpinan dan anggota Maj~}s Syura dipiJih dan ditetapkan oleh Muktamar. 

(4) 

(5) 

Majelis Syura dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang 
dibutuhkan. 

Pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah para ulama yang tafaqquh 
fiddien dan/atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integiritas akhlak 
yang baik. 

(6) Masajabatan pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah lima tahun. 

(7) Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur da\am tata 
tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan 
Bintang. 

(8) Ketua Majelis Syura bertanggungjawab kepada Muktamar. 

(9) Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) k.ali 
dalam 3 (tiga) bulan. 

Pasal9 
Majelis Pe11imbangan 

(I) Majelis Pertimbangan berwenang dan bertugas : 

a. memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap keputusan
keputusan strategis terhadap partai. 

a. melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan 
Cabang bagi Majelis Pertimbangan Wilayah. 

b. dapat mengusulkan pokok masalah yang harus dibahas oleh Majelis 
Syura. 

(2). Susunan Majelis Pertimbangan, yaitu : 
a. Pimpinan Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua, seorang 

Wakil Ketua, seorang Sekretaris. 
b. Anggota Mejelis Pertimbangan sebanyak-banyaknya 6 (enarn) orang. 

(3) Ketua Majelis Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 
Wilayah/Musyawarah Cabangnvlusyawarah Anak Cabang/Musyawarah 
RantingiMusyawarah Anak Ranting sesuai tingkatanya. 

(4) Majelis Pertimbangan dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang 
dibutuhkan. 

(5) Pimpinan dan anggota Pertimbangan adalah para ulama yang tafaqquh 
fiddien dan tokoh umat yang dikena\ memiliki integiritas akhlak yang 
baik. 

(6) Masajabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan adalah 5 (lima) 
tahun. 

(7) Mekanisme pengangkatan Ketua Majelis Pertimbangan diatur dalam tata 
tertib Musyawarah Wi\ayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak 
Cabang, Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai 
tingkatannya. 

(8) Ketua Majelis Pertimbangan bertanggung jawab kepada Musyawarah 
Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah 
Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatannya. 

(9) Majelis Pertimbangan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya I 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
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PasallO 
Pcrgantinn dan Tambahan 

a. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Syura/Majelis Pertimbangan 
WHayah ditetapkan oleh Sidang Majelis Syura/Majelis Pert.imbangan 
Wilayah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

b. Pergantian dan ta.mbahan anggota Majelis Pertimbangan Cabang ditetapkan 
oleh Sidang Majelis Pertimbangan Cabang dan disahkan oleh Dewan 
Pimpinan Wilayah. 

c. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang 
ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan disahkan 
oleh bewan Pimpinan Cabang. 

d. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Ranting ditetapkan 
oleh Sidang Majelis PertiW.bangan Ranting dan disahkan oleh Dewan 
Pimpinan Cabang. r{ 

e. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Ranting 
ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan disahkan 
oleh Dewan Pimpinan Cabang. 

BABIV 
PlMPINAN PART AI 

Pasalll 
Pimpinan Partai 

(I) Pimpinan Pusat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup 
pada tingkat nasional, dengan ketentuan : 
a. Masajabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun. 
b. Personalia.Pimpinan Pusat terdiri dari: 

I) Pimpinan Harian yaitu : Ketua Umum, sekurang-kurangnya seor:mg 
Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris 
Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang 
Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara; dan 

2) Beberapa orang Ketua Departemen. 
c. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. 
d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua umum terpilih maksimal 2 

(dua) periode berturut-turut. 

(2) Pimpinan Wilayah adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang 
lingkup pada tingkat Propinsi, dengan ketentua.n : 
a. Masajabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun. 
b. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari : 

1) Pimpinan Harian yaitu : seoralig Ketua, sekurang-kurangnya seorang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya seorang 
Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara; 
dan 

2) Beberapa orang Ketua Biro. 
c. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 

Wilayah. 
d. seseorang boleh mendudukijabatan ketua rerpilih maksima\2-(dua) 

periode berturut-turut. 

(3) Pimpinan Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang 
lingkup pada tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan : 
a. Masajabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun. 
b. Personalis Pimpinan Cabang terdiri dari : 

I) Pimpinan Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang 
Bendahara, s~orang Wakil Bendahara; dan 

2) Beberapa orang Ketua Bagian. 
c. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 

Cabang. 
d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) 

periode berturut-turut. 

(4) Pimpinan Anak Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunya.i 
ruang I ingkup pad a tingkat Kecamatan dcngan ketentuan : 
a. Masajabatan Pimpinan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun. 
b. Personalis Pimpinan Anak Cabang terdiri dari: 

I) Pimpinan Harian yaitu seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang 
Bendahara ; seorang Wakil Bendahara; dan 

2) Beberapa orang Ketua Seksi. 
c. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 

Anak Cabang. 
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d. seseorang boleh mendudukijabatan ketua terpilih maksimal2 (dua) 
periode berturut-turut. 

(5) Pimpinan Ranting, Cldalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang 
liRgkup pada tingkat Kelurahan/Desa dengan ketentuan : 

a. Masajabatan Pimpinan Ranting adaiah 5 (iima) ta:hun. 
b. Personalia Pimpinan Ranting terdiri dari : 

I) Pengurus Harlan yaitu : seorang Ketua., sekurang-kurangnya seora11g 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang 
Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan 

2) Beberapa orang Ketua Urusan. 

c. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 
Ranting. fl 

d. seseorang boleh mendildukijabatan ketua terpilih maksima12 (dua) 
periode berturuHurut. 

(6) Pimpinan Anak. Ranting, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai 
ruang lingkup satu tingkat di bawah Kelurahan/Desa, dengan 
ketentuan : 

a. Masa jabatan Pimpinan Anak Ranting adalah 5 (lima) tahun. 
b. Personalia Pimpinan Anak Ranting terdiri dari : 

I) Pen gurus Harian yaitu : seornng Ketua, sekurang-kurangnya seorang 
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seornng 
Bendahara, seorang Wakil Bendahara~ dan 

2) Beberapa qrang Ketua Sub Urusan, hila dipandang perlu. 
c. Ketua Pimpinan Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah 

Anak Ranting. 
d. seseor:ang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) 

periode berturut- turut. 

(7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua 
Departemen! Biro/Bagian/Seksi/Urusan/Sub-urusan dapat mengusulkan 
anggotanya dalam bidangnya masing-masing sebagai Kelompok Kerja 
untuk ditetapkan oleh Pimpinan Partai dalam tingkatannya masing-masing. 

Pasal12 
lkrar Pimpinan Partai 

Sebelum memangkujabatannya, Pimpinan Partai mengucapkan ikrar sebagai 
berikut: 

"Astaghfirullaah al qdhim"3x 
"Bismillahirrahmanirrahim" 

Asyhadu an laa ilaaha ilia 'ilaah 
Wa asyhadu anna Muhammadan Rasululullah 

Rad/iitu billahi Rabba-Wa bil-ls/ami Diina 
Wa hi Muhammadin Nabiyyan wa Rasuula 

Dengan ini saya berikrar : 
- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab saya 

sebagai pirnpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar.jujur, ikhlas, 
dan adil dengan berpe-.doman pada ajaran Islam, ketetapan-ketetapan 

Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai lainnya, semata-mata mencari 
Ridha Allah Subhanahu Wata'ala 

Allahu Akbar -AIIahu Akbar- Allahu Akbar 

Pasa113 
Syarat Pimpinan Partai 

Pimpinan Partai harus memenu,hi syarat-syamt sebagai berikut: 
a. Muslim. 
b. Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan 

keluarga 
c. Dapat menjadi imam shalat 5 (lima) waktu. 
d. Dapat membaca Al-Qur'an. 
e. Selalu menyatakan yang benar (Siddiq). 
f. Mampu menyampaikan kebenaran (Tabligh). 
g. Jujur dan de.pe.t dipcrcaya (Amanah). 
d. Cerdas (Fathanah). 
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Pasnll4 
Pergantian Antsr Wsktu Personoli& Pimpinan Partai 

(I) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya disingkat 
PAW Personalia adalah pengis:ianjabatan ataujabatan-jabatan kepemimpinan 
yang !OW<l!tg ka!<na person alia (fungsionaris) yang bersangkutan dinyatai= 
berhalangan tetap. sebelum periode kepcmimpinao yang bersangkutan 
berakhir, oleh karena salah satu sebab sebagai berikut: 
a Meninggai dunia. 
b. Mengundurk.an diri. 
c. Pindah tempat tingal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk 

metaksanakan tuga:Hugas kepartaian. 
d, Berdasarkan peraturan Perundang~undangan atau peraturan partai 

diharusk:m melepask.an kepemimpinanlkeanggotaan partai 
e. Diberhentikan oleh P~pinan Partai. 

(2) Dalam hal Ketua Majelis Syura. Ketua Umum Pimpina.n Pusat berhalangan 
tetap dipilih seorang Ketua Majells Syura danlatau Ketua Umum Pimpinan 
Pusat pengganti dengan kerentuan : 
a. Rapat Pleno menetapkan seorang Pejabat Ketua Maje!is Syora dan/atau 

Pejabat Ketua Umum yang dltogaskan untuk: 
melanjutkan pelaks.anaan pmgmm kerja sampai bemkhimya periode 
Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa ma."ia jabatan Ketua Majelis 
Syura dan atau Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari 
18 (delapan belas) bulan; atau 
menyelenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa masa 
jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap lcbih dati 18 (delapan 
belas) bulan. · 

b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada huruf a ayat ini, 
mempunyai wewenang untuk menentukan penyelcnggaraan Muktarnar 
Luar Biasa yang khusus untuk mcmilih Ketua Majclis Syura dan atau 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. 

c. Muktamar Luar Biasayang dima.ksud pada hurofb aynt ini dilaksanakan 
paling tambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang 
Pejabat Ketua dalam Rapnt Plena. 

d. Ketua Majelis Syura danlatau Ketua Umum Plmpinan Pusat yang 
terpilih dnlBrtl Muktamar Luar Blasa, hanya menyelesaikan sisa masa 
jabatan periode Ketua/Ketua Umum ynng berhalangan tetap. 

(3) Dalam hal Ketua Majeli' Pertimbangon Wil~ah dan/atau Ketua Pimpinan 
Wilayah berhalangan tetap, makadipilih seorang Ketua pengganti dengan 
ketentuan: 
a. Melalui Rapat Plene Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh 

utusan Pimpinan Pusat untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua 
Majelis Perthnbangan Wilayah dan/ atau Pejabat Ketua Pimpinan 
Wilayah yang ditugaskan untuk : 

melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhimya pcriode 
Dewan Pimpinan WiJayah apabila. sisa masa jabata.n Ketua. yang 
berhatangan tetap kurang dari l8 (delapan belas) buJan; atau 
menyetenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang khusus 
untuk memilih Ketua~ apabila sisa masa jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan. 

b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini 
dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno. 

c. Ketua yang terpilih daiam Musyawarah Wilayah Luar: Biasa, hanya 
menyelesaikan sisa masajabatan periode Ketua yang berha1angan tetap. 

(4) Dalam hal Ketua Ml\jelis Pertimbangan Cabang danlatau Ketua Pimpinan 
Cabang berhalangan tetap. maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan 
ketentuan: 
a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabnng yangdihadiri oleh utusan 

Pimpinan Wilayah untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis 
Pertimbangan Cabang danJ atau Pejabat Ketua Pimpinan Cabang yang 
ditugaska.n untuk : 

Melanjullom pelaksanaan program ketja sampai berakhimya peri ode 
Dewan Pimpinan Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau 
Menyelenggarakan Musyawa.rah Cabang Luat Biasa yang khuSus 
untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan. 

b. Musyawarah Cabang Lunr Biasa yang dimaksud pada hurufa ayat ini 
dilaksanakan paling !ambat 12 (dua belas:) bu1an sejak tangga! 
ditetapkannyc. :~eornng Pejubat Ketua du1am 1\ap•d Pk::no. 

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya 
mcnyelesaikan sisa masajabatan periode Ketua yang berhslangan tetap. 
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(5) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan/atau Ketua 
Pinlpinan Auak Cabang berhalangan tetap, maka di.pilih seorang Ketua 
pengganti dengan ketentuan: 
a. Melalui Rapat Plena Dewan Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh 

utusan Pimpinan Cabang.untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua 
yang ditugaskan untuk : 

Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhimya periode 
Dewan Pimpinan Anak Cabang apabila sisa masajabatan Ketu11 
yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau 
Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang 
khusus untuk. memilih Ketua, apabila sisa masajabatan Ketua yang 
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan betas) bulan. 

b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a 
ayat ini dilaksanakan paling lam bat 12 (dua belas) bulan sejak tangga:f 
ditetapkannya seoran~ejabat Ketua daiam Rapat Pleno. 

c. Ketua yang terpilih dal3m Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, hanya 
menyelesaikan sisa masa. jabatan peri ode Ketua yang berhalangan tetap. 

(6) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Ranting danlatau Ketua Pimpinan 
Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan 
ketentuan: 
a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh 

utusan Pimpinan Anak Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat 
Ketua yang ditugaskan untuk : 

Melanjut'<.an pelaksanaan program kerja sampai berakhimya periode 
Dewan P1mpinan Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau 
Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa yang khusus 
untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan. 

b. Musyawarah Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada hurufa ayat ini 
dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno. 

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Luar Biasa, hanya 
menyelesaikan sisa masajabatan periode Ketua yang berhalangan tetap. 

(7) Dalam hal Ketua.Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan/atau Ketua 
Pimpinan Anak Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua 
pengganti dengan ketentuan : 

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh 
utusan Pimpinan Ranting untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua 
yang ditugaskan untuk: 
- Melanjutkan pelak.sanaan program kerja sampai berakhimya periode 

Dewan Pimpinan Anak Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua 
yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau 
Menyelenggarakan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang 
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa mas a jabatan Ketua yang 
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan. 

b. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada hurif a 
ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas~ bulan sejak tanggal 
ditelapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno. 

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa, 
hanya menyelesaikan sisa masajabatan periode Ketua yang berhalangan 
tetap. 

(8) PAW Personalis terhadap para fungsionaris Pimpinan Harian pada Pimpinan 
Partai dilak.sanan melillui pemilihan dan penetapan dalam Rapat Harian 
yang dikukuhkan dalam R8pat Pleno sesuai masing-masing tingkatan. 

(9) PAW terhadap pimpinan (selain Ketua) dan anggota Majelis Syura!Majelis 
Pertimbangan Wilayah!Majelis Pertimbangan Cabang!Majelis Pertimbangan 
Anak Cabang!Majelis Pertimbangan Ranting/Majelis Pertimbangan Anak 
Ranting dilaksanan rnelalui pemilihan dan penetapan dalam rapat maje\is 
sesuai masing-masing tingkatan. 

(10) PAW Personalia terhadap anggota Departemen!Biro/Bagian!Urusan/Sub
urusan diusulkan oleh Ketua Departemen/Biro/Urusan/Sub-urusan dan 
ditetapkan oleh Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing. 

(11) Tata cara'PAW Personalia diatur lebih !an jut dalam Pedoman Organisasi. 

P.._.IIS 
Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai 

(l) ·Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai selanjutnya disingkat PAW 
Pimpinan Partai adalah pergantian atau perubahan terhadap semua 
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. fungsionaris Pimpinan Partai yang bermasalah sebelum habis periode 
kcpemimpinannya oleh karena salah satu sebab berikut: 
a. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya, lebih dari 

setengah jumlah pimpinan partai yang mengundurkan diri. 
b. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya lebih dari 

setengah pimpinan partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga 
bulan terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. 

c. Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam 
perselisihan di antara para fungsionarisnya ataupun perselisihan dengan 
lebih dari setengahjumlah tingk.at Pimpinan Partai dibawahnya selama 
.lebih dari tip.a bulan yang menggangu .kelancaran tugas partai. 

(2) Tata cara PAW Pimpinan Partai diatur lcbih lanjut dalam Pedoman 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

Organisasi. f, 
' Pasal16 

Thgas dan Kewajiban Pimpioao 

Tugas dan kewajiban Pimpinan Pusat adalah melaksanakan ketetapan 
Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai 
secara nasional sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam setahun. 

Tugas dan kewajiban Pimpinan Wilayah adalah melaksanakan ketetapan 
Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan 
partai di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya I (satu) kali 
dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat. 

Tugas dan kewajiban Pimpinan Cabang adalah melaksanakan ketetapan 
Musyawarah Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan 
Partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah dan ditembuskan 
kepada Pimpinan Pusat. 

Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak Cabang ada\ah melaksanakan 
ketetapan Musyawarah Anak Cabang dan membuat laporan tertulis tentang 
perkembangan Partai di Kecamatannya masing-masing sekurang-kurangnya 
I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Cabang dan 
ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah. 

(5) Tugas dan kewajibRn Pimpinan Ranting adalah melaksanakan ketetapan 
Musyawarah Ranting dan mcmbuat laporan tertulis tentang perkembangan 
Partai di Desa/Kelurahannya masing-masing sekurang-kurangnya I (satu) 
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan diteruskan 
kepada Pimpinan Cabang. 

(6) Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak. Ranting melaksanakan ketetapan 
Musyawarah Anak Ranting dan membuat laporan tertulis tentang 
perkembangan partai di lingk.ungarmya masing-masing sekurang-kurangnya 
I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Ranting dan diteruskan 
kepada Pimpinan Anak Cabang. 

BABY 
BADAN KEHORMATAN·DAN KODE ETIK 

Pasal17 
Badan Kebormatan 

(I) Badan Kehonnatan adalah badan yang didirikan oleh Partai di masing
masing tingkatan (sampai tingkat Dewan Pimpinan Cabang) yang bersifat 
tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili 
pengaduan terhadap anggota yang dianggap riJ.elanggar KetetapaQ-ketetapan 
Muktamar, ketentuan-ketentuan partai lainnya ::lan/atau Kode Etik. 

(2) Anggota Badan Kehonnatan Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu 4 
(empat) orang yang ditunjuk oleh Majelis Syura dnn 3 (tiga) orang ditunjuk 
oleh Pimpinan Pusat 

(3) Anggota Badan Kehormatan Wilayah dan Badan Kehormatan Cabang 
masing-masing berjumlah 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk 
oleh Majelis Pertimbangan dan 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Pimpian 
Partai sesuai deng~n tingkatannya. 

(4) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehonnatan diatur Jebih lanjut 
dalam Kode Etik partai. 
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Pasall8 
Kode Etik 

(1) Kode Etik adalah nonna-nonna a tau aturan-aturan yang merupakan kesatuan 
landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, 
atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas 
selaku anggota, pimpinan dan pejabat publik dari partai. 

(2) Kode Etik bertujuan untuk menjaga kerhonnatan dan citra kredibilitas 
anggota partai dan Partai Bulan Bin tang, serta membantu anggota dalam 
melaksanakan setiap wewenang. tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya 
kcipada negara, partai, masyarakat dan konstituennya. 

(3) Dewan Pimpinan Pusalrpcnyusun dan mengesahkan Kode Etik. 
' ., ... . , 

BABVI 
BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS 

Pasall9 
Badan Otonom 

(I) Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang merupakan 
perangkat pendukung mutlak partai yang dibentuk dan bertanggungjawab 
pada musyawarah yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah 
Tangga dari Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan AD/ART 
Partai. 

(2) Badan Otonom dimaksud adalah : 
a. Pemuda Bulan Bintang . 
b. Muslimat Bulan Bintang. 
c. Brigade Hizbullah. 

(3) Bila dipandang per\u, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan 
Otonom lainnya. 

( 4) Ketentuan lebih Jan jut ten tang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar 
dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing. 

.. 

Pasal20 
Badan Kbusus 

(1) Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis 
yang bersifat monumental dan bertanggungjawab Iangsung kepada Ketua 
U mum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani. 

(2) Badan Khusus antara lain : 
a. Dewan Pakar 
b. KAPPU 
c. Litbang 
d. Bulan Sabit Merah 
e. BP2 
f. LBH 
g. Mubaligh 

(3) Bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan 
Khusus. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut ten tang Bad an Khusus diatur dalam Pedoman Dasar 
masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

BABVU 
MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasalll 
Musyawarab 

Musyawarah Partai terdiri dari : 
a. Muktamar 
b. Muktamar Luar Biasa 
c. Musyawarah Dewan Partai 
d. Musyawarah Wilayah 
e. Musyawarah Wilayah Luar Biasa 
f. Musyawarah Cabang 
g. Musyawarah Cabang Luar Biasa 
h. Musyawarah Anak Cabang 
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l. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa 
j. Musyawarah Ranting 
k. Musyawarah Ranting Luar Biasa 
l. Musyawarah Anak Ranting 
m. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa 
n, Musyawamh lainnya. 

Pasal22 
Muktamar 

(1) Status Muktamar scbagai berikut : 
a. Muktamar merupakan forum kedauiatan t~rtinggf yang ~enjadi penentu 

dan pemutus pada tingkat nasional. 
b. Muktamar diikuti oJeiipewan Pimp\nan Pusat, Fraksi Bulan B lntang 

DPRIMPR-Rl atau Afi'ggota DPRJMPR Rl dari Partai Bulan Bintang 
yang tergabung dalam Fraksi, dan pare urusan Dewan Pimpinan Wilayah. 
Dewan Pimpinan Cabang serta Badan Otonom tingkat nash:mal dan 
Peninjau 

c. Muktamar diadaka.n l (satu) kaii daiam 5 (lima) tahun. 

(2) Muktamar diseleoggaraka:n oleh Dewan Pimpinan Pusat 

(3) Apabila Dewan Pimpjnao Pusat tidak dapat menyelcnggarakan Mukta.mar 
dimaksud pada ayat {2) di atas, maka Muktamar dapat dilaksanak:an oleh 
lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah yang menginginkannya. 

(4) Muktamnrberwenang 
a. Menilai laporan pertabggungjawaban Majelis Syura dan Pimpinan 

Pusat 
b. Mengubah dan menetapkan Anggarun Dasar/Anggaran Rumah Taogga, 

Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan ketetapan lainnya. 
c. Memilih dan monetapkan Ketua Majlis Syura dan Ketua Umum 

Pimpinan Pusat 

(5) Ketentuan lebih lanjuttentang Muk:tamardiaturdalam Tata Tertib Mukffimar. 

l'asal23 
Muktamar Luar BiB.lla 

(I) Muktamar Luar Blasa mempunyai wewenangyang sama dengan Muktamar. 
(2) Muk.tamar Luar Biasa diselenggarakan oteh DPP atas usul tertuJis Jebib 

dari separuh jumlah DPW. 

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan 
kepada Dewan Pimpirum Pusat dan da!am jangka waktu tiga puluh bari 
Dewan Pimpinan Pusattidak menyatakan sikapnya untuk menyelengggrakan 
Mukiam'ar Luac Biasa, maka Muktamer Luar Biasa dapat diseienggarakan 
oleh para pengusul. 

(4) Ketentuan tebib lanjut tcntang Muktamar Luar Bia:sa diatur dalam Tata 
Tertib Muktamar Luar Biasa. 

l'asal24 
Musyawar:ah Dewau Partai 

( l) Status Musyawarah Dewan Partai, sebagal berikut : 
a. Musyawarah Dewan Pa:rtai merupakan forum tertinggi di bawah 

Muktamar. 
b. Musyawarah dewan partai diikuti dewan pimpinan pusa4 frSksi bulan 

bintang, DPI\/MPR-RI atau Anggota DPRIMPR Rl dari Partai Bulan 
Bintang yang tergabung dalam Fraksi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, 
Ketua Badan Otonom tingkat nasional atau yang mewak.ili. 

c. Musyawarah Dewan Partai diselenggaralum sewuklu·waldu bila dianili!>P 
perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

(2) Musyawarah Dewan Partai berwenang melukukan 
a. Evaluasi pelaksanaan kebUakan partai. 
b. Menetat*,an kebijakan yang bersifat startegis dan berimplikasi nasional 

yang dianggap periu oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

(3) Ketentuan !ebih lanjut tentang Musyawarnh Dewan Parta1 diatur dalam 
Tata Te.rtib Musyawarah Dewan Pnrt:ai. 
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Pasai2S 
Musyawarah Wilayah 

(I) S!alus Musyawarah Wilayah sebagai berikut: 
a. Musyawarah WiJayah merupakan forum tertinggi partai tingkat wilayah 

yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat wilayah. 
b. Musyawarah Wilayah diikuti oleb Dewan Pimpinan Wilayah, para 

utusan Dewan Pimpinan Caban g. Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi 
atauAnggota DPRD Provins~ dari Partai Bulan Bintangyang tergabung 
dalarn Fraksi DPRD Provinsi, Ketua Badan Otonom tingkat wiJayah 
dan Peninjau. 

c. Musyawarah Wilayah diadakan I (satu) kali dalam S (lima) tahun 
sebelum penye1enggaraan Muktamar. 

(2) Musyawarah Wilayah ~g: 
a. Menilai laporan pertaUggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayab. 
b. Menetapkan program Kclja Partai di tingkat wilayah yang merupakan 

solusi atas pennasalaban aktual. akomod8$i atas asplrasi yang 
berkembang pada tingkat wilayah dan meropakan penjabaran program 
kesja tingk.at nasionaJ. 

c. Memilih Ketua Pimpinan Wilayah dan Ketua Majelis Pertimbangan 
Wilayah. 

d. Ketua Pimpinan Wilayah terpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan 
Wilayah teYpilih secara otomatis menjadi formatur yang bertugas lebih 
Jan jut menyusun personalia Dewan Pimpinan Wilayah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata 
Tertib Musyawarah Wi1ayah. 

Pasal26 
Musyawarnk Wilayalt Luar Biasa 

(1) Musyawarah Wila.yah Luar Blass mempunyai wewenang yang sama d<mgan 
Musyawarah Wilayah. 

(2) Musyawarnh Wilayah Luar Biasa diselenggmkan oleh Dewan Pimpinan 
Wilayah atas U$\11 tertulis lebib dari separuh jumlah Dewan Pimpinsn 
Caban g. 

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat2 (dua) sudah diajukan 
k:epada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari 
Dewan Pimpinan Wi!ayah tidak menyatakan sikapnya untuk 
menye1enggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah 
Wilayah Luar Biasa dapa.t diselenggarukan oleh para pengusul. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur 
dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah.Luar Biasa. 

p.,al27 
Musyawarah Cabang 

(I) Status Musyawarah Gabang sebagai berikut: . 
a. Musyawarah Cabang merupakan forum teftinggi partai tingkat cabang 

yang mcnjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat cabang. 
b. Musyawarah Cabang diikuti oleh Dewan Pimpinan .Cabang, utusan 

Pimpioan Anak Cabang, Kc:tua Badan Otonom.tingkat caban·g. anggota 
Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kot8 ata:u Anggota DPR 
Ka.b/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi 
DPRD Kab/Kota dan Peninjau. 

c. Musyawa~ah Cabang diado.kan 1 (sato:) kali dalam 5 (lima) tahun 
sebeium penyelenggaraan Musyawarah Wilayah. 

(2) Musyawarah Cai:Jang bcrwcnang : 
a. Menilai Japoran pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang. 
b. Meneta.pkan program Kerja Parta.i di tlngkat cabang yang merupakan 

solusi atas permasalahan nktual, akomodasi atas aspirasi yang 
berkembang pada tingkat cabnng dan merupakan penjabaran program 
kerja partai yang lebih tinggi di atasnya. 

c. Memilih Kctua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Majelis 
Pertimbangan Cabang. 

d. Ketua Dewan Pimpimm Cabangterpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan 
Cabang terpilih secara otomatis menjadi fonnatur yang bertugas.lebih 
Jan jut menyusun personalia Dewan Pimpinan Cabang. 

(J) Ketentuan te,btb lanjut tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Tata 
Tertib Musy3warah Cabang. 
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Pasal28 
Musyawarah Cabang Luar Biasa 

(I) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan 
Musyawarah Cabang. 

(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan 
Cabang atas usul tertu\is lebih dari separuhjumlah Pimpinan Anak. Cabang. 

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan 
kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalnmjangka waktu tiga puluh hari 
Dewan Pimpinan Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk 
menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah 
Cabang Luar Biasa dapa~iselenggarakan oleh para pengusul. .. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rcntang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur 
dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa. 

Pasal29 
Musyawarah Anak Cabang 

(1) Status Musyawarah Anak Cabang sebagai berikut : 
a. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat 

anak cabang yang menjadi penentu dan pemutus t~rakhir partai tingkat 
anak cabang. 

b. Musyawarah Anak Cabang diikuti oleh Pimpinan Anak Cabang, utusan 
Pimpinan Ranting, Badan Otonom ringkat Ranting dan Peninjau. 

c. Musyawarah Anak Cabang diadakan I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang. 

(2) Musyawarah Anak Cabang berwenang: 
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang. 
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak cabang yang 

merupakan solusi atas pennasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi 
yang berkembang pada tingkat anak cabang dan merupakan penjabaran 
program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya. 

c Memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang yang sekaligus merangkap 

sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Pimpinan 
Partai tingkat anak cabang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang diatur dalam 
Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang. 

Pasa130. 
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa 

(I) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama 
dengan Musyawarah Cabang. 

(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dise·Jenggarakan oleh Dewan 
Pimpinan Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan 

Ranting. 

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat l. (dua) sudah diajukan 
kepada Pimpinan Anak Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari 
Pimpinan Anak Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan 
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Cabang 
Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa 
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. 

' 
Pasal31 

Musyawarah Ranting 

(I) Status Musyawarah Ranting sebagai berikut: 
a. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat ranting 

yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat ranting. 
b. Musyawarah Ranting merupakan Musyawarah Pimpinan Anak Ranting 

dan/atau Anggota. 
c. Musyawarah Ranting diadakan I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

sebelum penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang. 
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(2) Musyawarah Ranting berwenang : 
a. Menilai laporan pertanggungiawaban Pimpinan Anak Cabang" 
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat ranting yang mcrupakan 

solusi atas oennasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang 
berkembang pada tingkat ranting dan merupakan penjabaran program 
kerja partai yang lebih tinggi di atasnya. 

c. MemHih Ketua Pimplnan Ranting yang sekaligus merangkap Kctua 
Tim Formatur untuk menyusun Personalia Pimpinan Partai tingkat 
ranting. 

(3) Ketentuan lebih lanjut te:ntang Musyawarah Ranting diatur dalam Tatu 
Tertib Musyawarah Ranting, 

i Pasal32 
MusyawBI-ah Ranting Luar Biasa 

(I) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan 
Musyawarah Ranting. 

(2) Musyawarah Ranting Lua.r Biasa diselenggarakan oleh Plmpinan Ranting 
atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada Rartting yang 
bersangkutan. 

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan 
kepada Pimpinan Ranting dan dalarn jangka waktu tiga puluh hari 
Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menye!enggarakan 
Musya.warah Ranting Luar Biasa, maka Musyawarah Ranting Luar Biasa 
dapat diselenggarakan oleh para pengusul. 

(4) Ketcntuan !ebih lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa diatlir 
dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa. 

Pasal33 
Musyawarab Anak Ranting 

(1) Status Musyawarah Anak Ranting sebagai berikut: 
a. Musyawarah Anak Ranting merupakan forum tertinggi partal t1ngkat 

anak ranting yang menjadi penentu dan pemutus tmakbir partai tingkat 
anak ranting. 

b, Musyawarah Anak Ranting merupakan musyawarab anggota. 
c. Musyawarah Anak Ranting diadalam I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

sebelum penyelenggaraan Musyawarah Ranting. 

(2) Musyawarah Anak Ranting berwenang: 
a, MenUai laporan pertanggungjawaban Pimplnan Anak Ranting. 
b. Menetapkan program Kerja Partai d1 tingkat anak rantlng yang 

me:rupakan solusi atas permasalaban aktual, akomodasi atas aspirasi 
yang berkembang pada tingkat anak ranting dan merupakan penjabaran 
program kerj.a partai yang lebih tinggi di atasnya. 

c. Memilih Ketua Pimpinan Anak Ranting yang sekaligus merangkap 
Ketua Tim Fonnaturuntukmenyustitl Persooalia Pimpinan Partai tingkat 
anak ranting, 

(3) Ketentuan leblh lanjut tentang Musyawarah Anak Ranting diaturdalam 
Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting, 

Pasal34 
Musyawara:h Anak Ranting Lu:ar Biasa 

(I) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa mempunyai wewenaOg yang sama 
dcngan Musyawarah Anak Ranting. 

(2) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan 
Anak Ranting atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada 
Anal< Ranting yang bersangkutan. 

(3) Apabi!a usul tertuiis sebagalmana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan 
kepada Pimpinan Anak Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari 
Pimpinan Anak Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk 
menyelenggarakan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa, maka_ 
Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para 
pengosul. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa 
diatur dalam Tala Terti~ MuS)Iawarah Anak Ranting Luar Bia.<a, 

"~ 
" 
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Posal35 
Musyawarah lainnya 

(l) Di luar Muktamardan Musyawarah Dewan Partai, Dewan Pimpinan Pusat 
dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasiona! dengan 
mengundang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Frnksi Pa:rtai Bulan Bintang 
DPRIMPR Rl atau Anggota DPRIMPR RJ dari Partai Bulan Bintang)'llng 

tergahung dalam Fraksi, dan Badan Otonom tingkat nasional. 

(2) Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayab dalam setiap 
tahun menyelenggarakan Musyawarnh Kel]a Wilayah dengan mengundang 
Dewan Plmpinan Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau 

Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam 
Fraksi DPRD Provinsi drut:Badan Otonom tingkat wilayab. ,, 

(3) Di !uar Musyawarah Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dalam setiap 
tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang dengan mengundang 
Pimpinan Anak Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau 
Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Bulan Blntang yang tergabung dalam 
Fraksi DPRD Kab!Kota dan Badan Otonom tingkat cabang. 

(4) Di luar Musyawatah Anak Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam ' 
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak Cabang dengan 
mengundang Pimpinan Ranting. dan Badan Otonom tingkat anak cabang. 

(4) Di lu.ar Musyawarah Ranting, Dewan Pimpinan Ranting t.lalam setiap 
tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting dengan mengundang 
Pimpinan Anak Ranting, dan Badan Otonom tingkat ranting, 

(5) Di luar Musyawarah Anak Ranting~ Dewan Pimpinan Anak Ranting dalam 
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting. 

Pasal36 
Rapat-rapat 

(I) Setiap.sa.atyang dianggap perlu Pimpinan Pusat. Majelis Syum, Pimpinan 
Wllayah1 Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Cabang1 Majefis 

Pertlmbangan Cabang, Pimpinan Anak Caban g. Pimpfnan Ranting. Pimpinan 
Anak Ranting pada tingkatan masing~masing dapat mengada:kan rapat
rapat 

(2) Rapat-rapat tcrdil'i dari ; 
a. Rapat Pleno yaitu rapat Pimpinan Partai pada tiogkat masing~masing 

yang dihadlri oleh Pimplnan Pusat/ Pimpinan Wilayah/ Pimpinan 
Cabangl Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting/ Pimpinan Anak 
Ranting, MajeHs Syura/Majefis Pertimbanga:n Wilayab/Majeiis 
Pertfmbangan Cabang/Majelis Pertirnbangan Anak Cabang/ Majetis 
Pertimbangan Ranting/ Majclis Pertimbangan Anak Ranting, Utusan 
Fraksi Partai Bulan Bintang DPR-Rt/MPR-RJ/DPRD Provinsf!DPRD 
Kab/Kota, dan Badan Otonom/Khusus Tingkat NasionaJJ Wiiayah/ 
Cabang/ Anak Cabang/ Ranting/ Anak Ranting, masing-masing tingkatan. 

b, Rapat Majelis Syura/Majelis Pertimbangan dihadiri oleh pengurus 
Majells Syura/Majefis Pertimbangan masing~masing tingkatan. 

c. Rapat Harian yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing~masing 
yang pad a tingk<lt pusat dihadiri oleh Pengurus Harian (Ketua Umum, 
Wakil Ketua Umurn, Ketua~ketua, Sekretaris Jendera!, Wakil~wakil 
sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendabara~bendahara dan 
Majelis Syura) atau sesuai dengan strukrur tingkatannya masing
masing. 

d. Rapat Biasa yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkatannya masing~ 
masing susunan Partai membahas teknts operasionai kepartaian. 

e. Rapat Koordinasi 

Pasal37 
Pengambilan Keputusan 

(I) Muktamar/ Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Cabang/ Musyawarah 
Anak Cabangl Musyawarah Ranting/ Musyawarah: Anak Ranting hanya 
sah bila dlhadiri lebih dari ~ (setengah) jumiah peserta yang seharusnya 
had it. 

{2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal in1 tidak 
memenuhi quorum, maka ditunda paling lama I X 24 (satu kali dua puluh 
em pat) jam. 
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{3) Dalam pengarnbilan Keputusan: 
a. Pada Muktamar, Majelis Syum, Pimpinan Pusat. Fraksi Bulan Bintang 

DPRIMPR-RI atau Anggota DPRIMPR Rl darl Partai Bulan Bintang 
yang tergabung da!am Fraksi, Fraksi Bulan Bintang DPRfMPR-RI atom 
Anggota DPR/MPR RJ dari Pa.rtai Bulan Bintangyang tergabung dalam 
Fraksi Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Badan 
Otonom tingkat nasional masing-masing unsur sebagai satu kesatuat1 
mem iliki satu bak suara. 

b. Pada Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan 
Wilayah, Fraksi Bulan Bintang OPRD Provinsi a tau Anggota DPRD 
Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD 
Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat Wilayah 
masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memllild satu hak suara, 

c. Pada Musyawarah Cabang, Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan 
Cabang, Fraksi Bulanr-6intang DPRD Kab/Kota atau Angg:ota DPRD 
Kab/Kota dari Parta~ulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi 
DPRD Kab/Kota. urusan Dewan Plmpinan Anak Cabang, Badan Otonom 
tingkat Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 
satu hak suara. 

d. Pada Musyawarah Anak Cabang, Ml\lelis Pertimbangan Anak Cabang, 
Pimpinan Anak Cabang, utusan Pimplna:n Ranting, Badan Otonorn 
tingkat Anak Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan 
memlliki satu hak suara. 

e. Pada Musyawarah Ranting, Majelis Pertlmb.angan Ranting, Pimpinan 
Ranting. utusan Pimpinan Anak Ranting, Bad31l Otonom tingkat Ranting 
masing-masing unsur scbagai satu kesatuan memiliki satu hak suara. 

f. Pada Musyawarah Anak Ranting, Majelis Pertimhangan Anak Ranting 
dan Pimpinan Anak Ranting masing-masing unsu!' sebagai satu kesatuan 
memiliki satu hak suara. 

(4) Rapat~rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari \12 (setengab) jumlah 
peserta yang berhak hndir. 

(5) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagairnana pada ayat (4) 
dapat ditunda paling lama l (satu) jam. 

(6) Apabila setelah ;apat ditunda t (satu) Jam lamanya ternyata yang batlir 
betum cukup quorum, maka rapat dapa:t ditunda paling lama 2 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam. 

I 

(7) Sernua putusan Muktamar~ Musyawarah dan Rapat~rapat ditetapkan secan 
Musyawarah Mufakat. 

(8) Bila secara Musyawarah Mufakat tidak dapat ditetapkan, maka putusar 
djJakukan dengan suara terbanyak (voting). 

(9) Putusan yang telah ditetapkan berdasar ketentuat1 pasal ini ayat ( l) dan 
ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oieh semua Pihak 
tetkait. 

Pasal38 
Tata Urntan Keputus~n 

( 1) Putusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumab Tangga, ketetapan Muktamar lainnya., 
ketetapan Muktamar Luar Biasa, danlatau ketetapan Musyawarah Dewan 
Partai. 

(2) Putusan Rapat Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan Anggaran 
Dasar~ Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya. ketetapan 
Mukta.mar Luar Biasa, dan/atau ketetapnn Musyawamh Dewan Partai, 
putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan ketetapan Musyawarah Wilayah. 

(3) Putusan Rapat Pimpinan Cabang tidak boleh bertentanganAnggaran Dasar, 
Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muk!amar lainnya, ketetapan Muktamar 
Lua!' Biasa, danlatau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan 
Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah dan ketetapan 
Musyawarab Cabang. 

(4) Putusan Rapat Pimpinan Anak Cabang tidak OOieh bertentangan Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan 
Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai. 
putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah, 
putusan Dewan Pimpinan Cabang, dan putusan Musyawarnh Anak Cabang. 

(5) Putusan Rapr:lt Pimpin.an Ranting tfdak boleh bertentangan Angga:ran Dasar, 
Anggaran Rumah Thngga, ketetapan Mukta.mar lainnya, ketetapan Muktamar 
Luar Biasa, danlatau ketefl!pan Musyawamh Dewan Partai, putusan Dewan 
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Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan putusan 
Dt:wan Pimpinan Anak Cabang, dan ketetapan Musyawarah Ranting. 

(6) Putusan Rapat Pimpinan Anak Ranting tidak boleh bertentangan Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktarnar lainnya, ketetapan 
Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, 
putusan Dewan Pimpina.n Pusat, dan putusan Dewau Pitnpinan Wilayah 
dan putusan Dewan Ptmpinan Anak Cabang dan putusan Dewan Pimpinan 
Ranting, dan ketetapan Musyawarah Anak Ranting. 

{7) Pu~usan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapal 
Pleno 

,, BABVIII 
PEJABAT PUBLIK 

Pasal39 
Pejabat Publik 

(l) Jabatan Publik adaiah semua jabatan menurut peraturan perundang~ 
undangan baik dalam lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah. 
lembaga pemerintah non departemen, Badan Usaha Milik Negara/ Badan 
Usaha Milik Daerah. 

(2) · Pejabat Publik adalall kader Partai atau orang yang ditunjukldirekomendasi 
oieh Partai untuk menjabat suatu Jabatan Publik. 

(3) Syarat Umum dan Khusus, mekanisme rekrutmen, serta ketentuan !ainnya 
mcngenai Jabatan dan Pejabat Publik diatur lebih lanjut oleh Pedoman 
Organisasi atau keputusan Partai, 

BABIX 
FRAKS! PARTAI PADA LEMBAGA LEGISLATIF 

Pasal40 
Fraksi Pnrtai 

(l) fraksi Partai pada lembaga tegislatif a tau anggota legislatif dari partai 
adalah alat perpanjangan tangan partai pada tingkat lembaga leglslntif 
yang bersangkutl!n. 

(2) Anggota fraksi partai atau anggota legislatif dad partai wajib 
memperjuangkan visl misi dan kebijakan pa.rtai setta aspirnsi rakyat pada 
tingkat lembagalegislatifyang bersangkutan. 

(:3) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari partai tunduk pada Kode Etik 
Partai. 

(4) Fraksi Partai anggma legislatif dan pejabat publik lainnya melakukan 
kewajiban keuangan sesuai dengan ketetapan partai. 

BABX 
KEUANGAN 

P ... I4l 
Keuangan 

(1} Besamya uang pang.ka!, uang infaq dan iuran anggota, uang hasil usaha 
yang balal lalnnya serta teknis pengaturan dan pemanfaatan atas uang 
dimaksud, diatur secara tersendiri yang akan ditetapknn oleh Dewan 
Pimpinan Pusat. 

(2) Dana sumbangan pemerintah melalui APBN I APBD wajib didistribusikan 
ke tingkatan yang lebih tr.:~.wah secara adil dan merata 

(3) Untuk mernelihara kejujuran, transparansi dan professionalitas da1am 
penge!olaan keuangan dan kekayaan partai, perlu dflakukan audit oleh 
tim auditor untuk itu. 
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BAll XI 
ATRIBUT PAI!TAI 

Pasal42 
Atribut Partai 

(l) Atribut Partai terdiri dari: panji, lam bang, ~nde~ Hymnc/ Mars. kartu 
tanda anggota, pakaian seragam dan lain~lainnya. 

(2) Ketentuan tenta.tg penggunaan lambing diatur dalarn ketetapa:n Dewan 
Pi~pinan Pusat. 

BABXII 
PERSELISIHAN 

.~ 
Pa.'W143 

Perselisihan 

(1) Perselisihan antar anggota dengah anggota., anggota dengan Pimpinan, 
Pimpinan dengan Pimpinan, penyelesaiannya; dilakukan oleh Badan 
Kehormatan. 

(2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) Pasal ini akan atur dalam Kode Etik yang ditetapkan oleh DPP. 

(3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (I) pasal ini mengikat 
para pihak yang bersengketa. 

BABXIII 
ATURAN PERALIHAN DAN J{E'J'ENTUAN PENUTUP 

Pasal44 
Atura.n Peralihan 

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditf..."tapk.annya ART ini dan sesuatu 
yang baru ada yang diatur dalam ART ini harus' disesuaikan atau diadakan 
paling lama 6 bulan terbitung sejak ditetapkannya ART ini. 

Pasal45 
Ketentunn Penutup 

(I) Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Rumah Tangga 
ini. 

(2) Setiap anggota dan Pimpinan Parui harus menaati Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 

(3) Hai~hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sepanjang tidak: bertentangan 
dengan Anggnran Dasar, Angga:ran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar, 
ketetapan Muktamar Luar Biasa, atau ketetapan Musyawarah Dewan 
Partai. 

(4) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempum.e.an Anggaran Rumah 
Tangga Partai periode awal 17 Juli 1998-April2000 dan disahkan dalam 
Muktamar I Partai Bulan Bintang. Anggaran Rurnah Tangga ini berlaku 
sejak tanggal ditetapkan. 

PIMPINAN 
MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ke t u a Sekretaris 

~t£ 
DARU LALITO WISTORO 

-~~ 
MANIMBANG KAHARJADY 

l. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

4. Abdurrahman MZ 
..... ~·- •• *<::... _AGH ____ --=--- --------
-~ .... :. : .. ~ .......... " "'""'" ............ . 5, Aspihani 
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KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG 

Nomor: 07rfAP/Muktamar 11/2005 

Ten tang 

TAFSIR ASAS PART AI BULAN BINTANG 

Bismlllahlrrahmanlrrahim 

Dengan mengharapkan bimbingan dan RidhaAilah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang 

Mengingat 

I. Bahwa PARTAI BULAN BINTANG dalamAnggarnn Dasamya 
telah rneletakkan Islam sebagai asas partai; 

2. Bahwa asas partai perlu dirumuskan dalam bentuk TatSir Asas 
untuk men~di landasan motivasi dan inspirasi setiap 
kebijaksanaan Panai; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar H PART AI 
BULAN BJNTANG. 

I. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasa117 ayat (I) 
Anggaran Dasar.; 

2. Pasal21 ayat (I), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (I), ayat (2), ayat 
(3) huruf a, ayat (7) ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PART AI BULAN BINTANG Nomor 
: Olffap-Muktamar ll /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II 
PART AI BULAN BINTANG; 

4. Ketetapan Muktamar II PART AI BULAN BINTANG Nomor 
:06/TAP/Muktamar ll/2005 tentang Anggaran Dasar dan 
Anggaran rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno Ill Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, pada 
tanggal 0 I Mei 2005 . 

Menetapk~ 

MEMUTUSKAN 

I. Menugaskan kepada Pimpinan Muktamar II PARTAI BULAN 
BINTANG dan lim Perumus Sub Komisi A Tafsir Asas untuk 
menyempumakan Tafsir Asas sesuai dengan masukan tertulis 
peserta Muktamar II; 

2. Mengesahkan Tafsir Asas PARTAI BULAN BINTANG 
yang telah disusun oleh Pimpinan Muktamar II PARTAI 
BULAN BINTANG dan Tim Perumus Sub Komisi ~ Tafsir 
Asas sebagaimana terlampir; 

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Billahi atu-tat!fiq wal-hidayah 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

PIMPINAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 

1 Mei 

MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ketua 

1426 H 
2005 

~li; 
'MANIMBANG KAHARIADY 

~· 
DARU L~LIT(J\~TORO 

1. A gus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 
"7 

4. Abdurrahman MZ 
~.- ~ ........... "~ -· 

:~: ... : .... ::.: ..... :.: .. : .... :. 5. Aspihani 
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TAFSffiASAS 
PART AI BULAN BINTANG 

~.'~b.\,t. .~.~ 
~~ 

[, MUKADDIMAH 

A. Landas.an Pemikiran 
Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman dalam surat a1~Maidah ayat 3 : 

~.;. ;.~,i ~ ~~~ ~y~ :. ~-. ;r, ~· ;J:l :.:_j~[ r:,;i• 
~ "P~a hari ini Aku sempffrnakan untuk kamu ag~ma kamu, dan Aku 

Ielah cukupkan ni'mat~Ku. dan Aku telah ridlai Al~Jslam sebagai agama bagi 
kamu." 

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 
pada masa pdaksaJ!aan Hajji Wada' (Haji Perpisahan), Allah swt menyatakan 
dengan tegas tentang kesempumaanA/-Js/am, sebagai Agama Allah (Diinylfah), 
dan Allah mefidhai Al-I slam scbagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia. 

Daiam satu bagian dari Khutbah Wada'nya, Rasolu!lah Shallallahu 
'alaihi wasal/am menyampaikan wasiyatnya, man usia tidak akan pernah tell)CS3t 
dan akan seiamat dalam bidup selanla-lamanya di dunia maupun di akhirat. 
jika betpegang teguh pada dua hal yang diwariskannya, yaitu Al~Qur 'on dan 
Al-Sunnah, yang merupakan kodifikasi seluruh ajanm AI-ls/om yang utuh dan 
leogkap: 

.u .rJ t;... J ..ill wliS ~ ~ ul L. il!ll.,l-"' J 0JJ rl .-¥us .;l 

( ~L.J 'JI.> ,til •lJJ) 

"Telah Alru tinggalkan dua perkara (pedoman hidup) yang menjamin 
kamu tidak akan pernah tersesat dalam hidup selama-lamanya, jika kamll 
berpegang teguh pada keduanya; kedua pedoman hidup ilu ialah KiJabuilah 
dan Sunnah Rasui·Nya. " (Hadits Riwayat Abu Daud dan Malik). 

Melalui Rasu! pilihan-Nya, Allah swt. rnenurunkan AI-ls/am untuk 
ditegakknn sebagai pedoman hid up dan kehidupan manusia. K.arena itu sepanjang 
eksistensinya hidup manusia harus merupo.kan perjuangan menegakkan AI
ls/am di mana pun dan kapan pun. Manusia yang meneari-cari pedoman hidup 
selain Af~l.slam, hidupnya bukan hanyajauh dari kcselamatan dan keridhaan 
Allah1 di akhirnt pun akan icrgolong orang-.orang yang rugi. 

Penegasan All~ dalam AI-Qur'an, suratAli lmran ayat 85 

... ~1'" r .,i ,~~~ ~"~~ ~~·.llG.) ~~;.-.-: .. •n ..... .:t.r- ~ . .r-:r "" J" J - ..,.,...... ...- • _ r ! ;P e:-- "'J 
"Siapa soja mencari agama atau pedoman hidup selain agama l'llam, 

maka sekalU•ali tidak akan diterima (agama itu) darfpar:kmya, dan di akhirat 
me.reka termasuk orang-orang yang rugi. " 

Namun kudrat dan irndat Allah memberi manusia hak untuk mernitih 
sendiri panduan hid up dan kehidupaneya, tetllpi bagi kaum mukminin pilihannya 
sudah pasti, menerima dan mentaati At-Islam seutuhnya, yang Allah finnankan 
di ·dalam Al-Qur'an, surat ai-Ahzab ayat 36: 

"' ..... ~·t·r~· ....... ,, ··~ 
'. i'"~ll ~ ~! iJ·<'' () I • lJ ' .till .::..! IJI""''•' ':1 • 't~l ()\S' I> ~ .r-:.- \'T Y" J" .,.. JJ ,.,..-- ••• J" J ~~ J 

• • • ,~ ....... ,,.,.., ~ r 
""' ':1')1..:;. J:P liW lJ;. JJ .ill ..,...._;.; ;; J ~ ~ . . . . 

"Dan tidakloh potut bagi lald-lakl pong mukmin dan tidal: (pula) hagi 
perempuan ycmg mulmin, apabilaAIIah dan Rasui-Nya telah menetap/am suatu 
ketetapan, akan ada hagi mereh:J pi/than (yang lain) tentang urusan merelr.a; 

Dan siapa saja yang membanglumg kepoda Allah dan Rasu/-Nya, maka 
sungguhlah io Ielah sesal, se.tat yang nyata. " 

Bagaimanapun situasi dan kondisi, pad amasa dan zaman apapun, pilihan 
betada di tangan manusia antara menerima agama itu dengan sepenuh bati, 
atau menerima sebagiannya dan menolak sebagian yang Jain, atau menolaknya 
secara keseluruhan. Pilihnn menerima atau menolak ajaran Islam ini dalam 
sejarah penyebaran agama Jslam di Indonesia membuktikan bahwa inasuknya 
Islam adalah secara damai, anr.tralain J:llclalui perdagangan. da'wah dan 
asimilasi perkawinan antnra muslim dengan penduduk setempat(pribumi}, 
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yang selanjutnya pada masa itu terbentuk kerajaan~kerajaan Islam antara lain: 
Samudra Pasai; Bone; Terna.te; Tidore; Demak; Banten. 

Sejarah pcrjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia membuktikan 
bahwa,ajamn Islam mernberi kontribusi dominan dalam membangun kesadaran 
dan sikap juang rakyat untuk mempertahankan hak~hak atas wilayahnya dari 
pendudukan asing (penjajahan) denganjthodflsabilillah, sehingga sejak abad 
ke..l6 sampai awal abad ke--20 timbul perjuangan pe11erakan melawan penjajah 
yang dipelopori dan dipimpin oleh orang~orang muslim, antara lain: Sultnn 
Baabullah. Sultan Ageng Tirtayasa; Pangeran Diponegoro; Imam Bonjol; 
Teuku Umar; Sultan Hasanudin; Pangeran Antasari, sampai dengan Sarekat 
Dagang Islam dan Sarekat Islam. · 

Jihad jisabi/illah meneJl!.ang penj~ahan terus menggelora dalam jiwa 
muslim Indonesia, sehingga meP,tbangun kesadan.m pentingnya kesatuan gemk 
langkah pemimpin dan jamaati Untuk melahirkan umat yang muit(J(Jin, meka 
alas inisjatifK!i Mas. Mansyur dan KH. Achmad Dahlan dari Muhammadiyah, 
K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari Nabdlatul Ulama dan W. Woadoamiseno 
dari Sarekat ~slam dengan mengundang ulama dan zuama di Jawa~Madura 
untuk bersilaturahim, bermusyawarah guna menyepakati berdirinya MIAI 
(Maje:Iis Islam Nla Indonesia). 

MIA! didinkan di Surnbaya, tanggall 5 Rajah 1356 H bestepatan dangan 
21 September 1937 dengan suatu permufa:katan bahwa MIAJ adalah suatu 
federasi yang menjadi tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang 
terdiri darl wakil-wakil atau utusan dari bebcrapa perhimpunan yang berdasar 
agamalslam di seluru'l Indonesia. MIA! sebagai alat petjuangan untuk membela 
kepentingan umat Islam dalam perjalanan sejarah bangsa memiUki peranan 
penting menyangkut rencana konstitusi negara Indonesia. antara bin mengenai 
StaatshoojiJ (Kepala Negara) Indonesia adalah seorang Indonesia )'lllig berngarna 
Islam. 

Pada masa peadadukan Jepang, MIA! membuhatkan diri sebagai protes 
dan ketegasan sikap menolak perintah sailreirei (menyembah Tenno Haika) 
dan menolak bakeljasama dengan Jepal\8, sesudah pembubaran MIA! itu pihak 
Jepang menyadari kesalahannya dan berusaha memngkul umat Islam, keadaan 
ini disadari oleh umat Islam sebagai kesempa1lllt untuk menggerakkan potensi 

' 

Islam, sehingga MIAl didirikan kembali di Jakarta pada 1anggal 5 September 
1945. MIAl· di zaman Jepang tidak bergerak··di bidang potitik, nemun 
memperhatikan pesatnya dinamika politik dan militer saat itu maka MJAl 
bennusyawarah dan bennufakat bahwa wadah politik bagi persatuan umat 
Islam di bidang politik didirikanlah Majelis Syura Muslimin Indonesia disingkat 
MASY!JMI, pada Oktober 1943. 

Bangsa Indonesia mencatat dalam sejarahnya bahwa persiapan meno.ju 
Indonesia merdeka melalui Panitia Kecil hasil bentukan BPUPKJ (Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan lndonesia) yang beranggotakan 
9 {sembilan) orang sebagai representasi kalangan lslam dan nasionalis teleh 
mencapai konsensus nasional tentang dasar negara pada 22 Juni 1945 yang 
dinamakan PIAGAM JAKARTA~ dengan rumusan: "Ke--Tuhanan deng?.m 
kewajiban menjalanlum syarjat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. " Pada awal 
Agustus 1945, BPUPKJ dibubarkan dan diganti dengan PPKJ (Panitia Persiopan 
Kemerdektum Indonesia), yang dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 rrumyetujui 
pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan merubahnya menjadi 
"Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menjadikannya sebagai sila permma Pancasila 
yang secara_konstituslonal ndalah dasar Negara sebagaimana bunyi Pasal29 
ayat(l)UUD 1945. 

Pasca k~merdekaan Repulik Indonesia. t.erkait dcngan Makl4mat Wakil 
Presiden Nomor X tanggal3 Nopember 1945 makn melalui Kongres Umat 
Islam di Yogjakarta pada tanggall-2 Zulhijjah 1364 H bertepatan 7-8 Nopember 
1945 disepakati pendirian partai polit!k bagi umat Islam Indonesia dengan 
nama Partai Masyumi. Perkembangan selanjutnya diselenggarakan Pemilu 
1955 untuk memi1ih Dewcn Perwakilan Rakyat dan Konstituante untuk membuat 
Undang-undang Dasar, namun r-roses demokrasi daJam Sldang Konstituante 
betum mencapai 213 (dua pertiga) jumlah anggotn yang menyetu:jui pe.rubahan 
PasaJ 29 ayat (I) UUD 1945 dengan rumusan "Negara berdasarkan Ketuhanan 
Ytmg M(Ihn Esa dengan kewajihan menjalankan kewajibcm syariat Islam bagf 
pemeiuk-peme/uknya", maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekamo membuat 
Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang isinya menyebutkan 
bahwe. "Piagam Jakarta tertanggal 22 Junj 1945 menjiwai Undang~undang 
Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu ranglcaianwkesaman dengan lwnstitusi 
tersehut". SeJanjutnya dinamika sosial~politik berhubung dengan Penetapan 
Presiden No.: 7 Tahun 1959 Pasal 9 ayat (I) angka 3 jo Peraturan Presiden 
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No.l3 Tahun 1960 PasaiS ayat (2), malo! Pimpimm Partai Masyumi menyatakan 
mernbubarkan Masyumi. 

Pada era 1980-an, dcngan tujuan konsolidasi ummah~jamaah-imamah 
maka pada 28 Zulhijjah 1410 H bertepatan I Agustus 1989 didirikan Forum 
Ukhuwah lslamiyah (FUI), dan kemudian untuk melaksanaklln amar ma'r'lf 
dan nahi munkar disepakati oleh para u1ama dan zuama untuk mendirikan 
Badan Koordina,;i Umat Islam Indonesia (BKU!) pada 15 Muharam 1419 H 
bertepatan 12 Mei 1998 di Jakarta, dan untuk mensikapi perl:embengan sosial 
politik·ekonomi-hukum maka diselonggruaklm MUNAS 1 BKU! dangan Sidang 
Pleno Pertama pada 4 Juni 1998 dan Sidang Pleno Kedua pada 10 Juni 1998, 
dan s.ebagfii tindak Inn jut hasil Sidang Pleno Kedua diselenggarakan ~~Rapat 
Tim PI!I1ni" oleh sub tim AD/ART PI!I1ni pada 12 Rabiu1Awall419 H bertepatan 
8 Juli 1998 di Jakarta yang menghasi1klln pernetujuan bahwa nama partai adalah 
PARTAI BULAN BlNTANC'< , 

Berdasarkan dalil~dalil Jti Al~Qur 'an dan Al~Hadits serta sejarah 
perjuangan umat Islam di atas, maka dengan keinsapan, keyakinan dan 
kesadarannya, sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan PARTA1 BULAN 
BINTANG dengan ISLAM sebagai ASAS-nya. Sungguhpun demikia.n, umat 
Islam yang betul~betul beriman tidak mempunyai pilihan lain bila Allah dan 
RaSui~Nya telah menetapkan sesuatu ketet.apan tentang ajaran agama, maka 
wajib taat menerima dengan sep~:nuh hati. 

Persepsi, pemahaman dan implementasi Al~Islam sebagai Asas Partai 
yang menjiwa.i Anggaran Oasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), 
Pedoman Organisasi (PO), dan Khithah Perjuangan Partai, diuraik.an dalam 
Taftir Asas. 

· ASAS ialah "hukum dasar"; yang berkenaan dengan: "Dasar Cita..eita 
{pert,umpu1an atau organisasi - pa.rtai)"; yang meojadi: "Da').llr tumpuan berpikir 
atau berpendapat'). 

Asas Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG berarti bahwa partai 
meyakini dengan sungguh-sunggub keberumm AI-ls/am sebagai agama Allah 
yang diturunkan untuk mengeluarkan uma:t manusia dari suasana gelap gulita 
(kckafiran) kepada l<rlUlg bendelling (keimanan). 

') Kamas Bew Bahasa indonesia. De~n Pcndidikan dan Kebl.ldliyaen, Dalai P1.1staka htt!aman S2, 
l:Clakan ! 990} 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman dalarn sllrllt al-Baqarah ayat 2~7 
sebagai berikur. 

;;.~Qjf 'J:¥ ;;.J.ir, ))' J1 ""!.ill.~'::,..~;.; ,_p,~ ;;~J.i, :;:, llJ, 
~ ~ ~ #~ w • , ~ 

" - ' ,. 
~t:.J.l;JI J! 1.t'il ~ j..fJ y r- ::, J"llall 

11Allah pelindun.g orang-orcmg yang beriman; Dia mengeluarkan mereka 
dari kege/apan (kekafiran) kepada cahaya (iman); Dan orang-prang yang 
l:afir pellndtmg·pelindungnyll ada/ah thaghut, yang mengeluarktm merel:a dar/ 
cahaya kegelapan (kekafiran), " 

Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa 
berlandaskan kepada ajaran Islam yang melampaui ruang dan waktu. Ajaran 
Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup 
dalam arti sesungguhnya. Bagi warga Bulan Bintang cahaya iman akan 
memancarkan ukhuwah Jslamiyah dan menyuburkan shilaturrahim dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Asas Islam juga berarti bahwa PART AI BULAN BINTANG dalam 
segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk AI-ls/am yang k'aiiffah. 

Allah swt. bcrfinnan dalam surat a. I-Rum ayat 30 dan ai-Baqarah ayat 
208 sebagai berikut: 

.b.1 '1.-t:~ ~ ,..;,' ~~ -~~ ,i1.iJ1 ::,·L • ;,•.::.. . :,.U ,,,·,: • .' • -~ 
"""" "'· . ..,.... 4J' .;- 'F ' ~ ........ U! • ....,..,. J {"'"""! - ' ' 

~ ~ ~ IJ'~' :,:...sr ~ ;.: ii• ::t.:u, 0!.1.!1 ~~ 
' "Maka hadapkan/ah wajahmu dengan /urus kepada agama (Allah); (tetaplah 

atas) fltrah Allah yang telah menciptakan manus;a menurut fitrah itu; Iidak 
ada perubahan padafitrah Allah; (ltu/ah) agama yang /urus; Tetapi kebcmyalran 
manusia Iidak mengetahui. " 

l.f! ~1I,:'•J1 :=-t).;:. ly/ i ~J U~ ~I J lfo~11_;T ~,J1 ~ 1i . ' . 
WJ~;JJ 

"Hai orang-orang yang herimfDI, mas ukiah kamu ke dalam islam ~ecaTa 
keseluruhannya, dan jcmganlah kamu turut langkah-/angkah syaitan; 
SesW!ggulmya .syaitan itu musuh yang nya/a bagimu. " 
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Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan kaaffah. 
Al~Islam adalah agmn't yang esensinya telab ditumnkan Allah swt. kepadn para 
Nabi sejak Nabi Adam 'alaihissalam. KemudianAI~Islam diturunkan kepada 
Nabi dan Rasul Penutup yaitu Muhammad saw, sebagai sat1Hatunya agama 
yang telah disempumakan untuk ditugakkan dalem keutuhan hidup dan kebidupan 
manusia. 

AHah swt. berfirman dalam surat ai~Syura ayat -13 : 

H w;:_.j 1.......0) <!.1;i1 c,;..j! <i,U(, ;,.. } ~ .,;.) ~ .;,!:..!1 ~ ~ tJ.:lo 
... ~ ... ... 

~ i)~i ,, ~:, ~:U\ i_H! ~~ ,;..:~/, ,;. ;.:, ~1:,!! 
' 

"Dia (Allah) telah mensyari 'atkan bagimu tentang agama apa yang 
telah dlwasiatl«m-Nya kepad~"Nuh, dan apa ya11g Ielah Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad), dan apa yang Ielah Komi was/atkan kepada Ibrahim, 
Musa dan !sa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah~bclah di 
dalamnya." 

PART AI BULAN BINTANG ber-A,s-a, Islam, artinya Partei Bulan Bini<Ulg 
ini berpedoman seutuhnya pad& ajaran Al~Islam, sebuah sistem panduan hidup 
yang pokok-pokok ajarannya rneliputi akidah, syari 'ah dan akhfak. Dengan 
demikianAuggaran Dasar (AD). Auggaran Rumah Tangga (ART), dan Khiththah 
Perjwmgan Partai berpedoman pada pokok~pokok aja.ran Al-Islam tersebut. 
Karena itu seiuruh aspek perjuangan dengan sikap. ucap dan perilaku segenap 
fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada AI
ls/am yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas, baik dari Al-Qur 'an maupun 
AI-Hadits. 

B. Prinsip-prinsip ajnran Islam 
Prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi pegangan partai, antara tain : 
I. Tauhid (A1-lkhlash: 1-4); 
2. Manusia sebagai umat yang satu dan moderat (AI~Baqarah: 213); 
3. Tadarruj (bertahap) dalam melaksanakan ajaran (AnwNahJ: 125); 
4. Prinsip menegakkan kepastian hukum (An-Nisa': 58, 105, 135, dan A!w 

Maidab: 6); 
5. Prinsip kepemimpinan (Ali Jinran: 118, An~Nisa': 59 dan Asy~Syu'arn: 

150-152); 

I 
I 
I 

6. Prinsip musyawarah (Ali Imran: !59 danAsy-Syura: 38); 
7. Persatuan dan pel-saudaraan (Ali lmran: 103 dan AL-Hujurat: 10); 
8. Prinsip persamaan (AnMNisa': l danAI~Hujumt: 13); 
9. Prinsip hidup bertetangga seeara individual dan kolektif(An-Nisa': 36); 
10.Prinsip tolong menolong dalam kobaikan dan membelayang lem>h (AI-

Maidab: 5, At-Taubah: II, Al-Balad: 12-16); 
II .Prinsip mengutamakan perdamaian (Al·Anfal: 61, Al-Hujurat: 9, Al

Mumlahanab: 8); 
12.Prinsip bela negata (AI-Baqorah: 216, !'Ill, 193, At·Taubah: 38-39, dan 

AI-Anfal: 60); 

!3.Prlnsip memelihara hak asasi manusia (AI-!sra': 33, AI-Baqorah: 188, 
An-Nisa': 29 dan 59, dan 32,An-Nur: 27,AI-Hujumt: ll-I2,Ali Imran: 
104, Al-Baqarah 256, An-Nisa': 58, AI-A'raf: 33, Al-Maidah: 52); 

l4.Prinsip amar ma'rufdan nabi munkar (Ali lm11111 : 110). 

C M1111ashid ajaran Islam 

Maqashid (tujuan utama) ajaran Islam ialah untuk menarik maslahat 
(kebeikan) dan menolak maftadat (k<>rusakan). 

MasJahat dan mafsadat ini dapat dirumusk:an da1am dharuri (sesuatu 
yang wajib ada), hajiy (dilakukan karena ada keperluan), dan tahsini (suatu 
yang menjadikan syariat ini Jebih indah dan sempuma). Implementasi maqashid 
ai-ls/am le!'Cetltlin dalem keberusan hlfZh(memcliham)ajaran ini dalem berbagai 
aspek kehidupan, baik yang berkaitan daugan alcidah, ibadahrnaupun muamalah 
yang meliputi h/ftlam a/-din (memeliham agama), hlft/am al-nqfo (memelihlllli 
jiw:ah hffthun al~nasl (memeUhata. ketuiunant hifzhun al-mal {memelihara 
harta), dan hlfthun 'aql (memelihara aka!). 

Atas dasar prinsip-prinslp dan tujuan ajaran Islt'll inilah Partai.Bulan 
Bintang berdiri dan a~ dasar ini puJa Partai bersama~sama dengan komponen 
bangsa berpartisipasi untuk membangun Negam. Prinsip dan tujuan ini pulalah 
YllD8 menjadi landasan perkataan, tindekan, gernkan, langkah, khiththah, dan 

aktivitas politik Partai Bulan BinllU!g. 
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IJ,AKIDAH 

l. Keyakinan kepada Allah 

Allah sWI. berfinnan dalamAr-Rahman ayat 26-27: 

ri'Jf\J ~~I ;. ~ W,.J)::., (n) ?tl •e:ic ::,:0 jS-
"Semua yang ada di atas bumi aktm binasa; Dan tetap kekal wajah 

Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. " 

Akidah Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG bermakna bahwa seliap 
anggota partai dengan sungg\fh~sungguh meyakioi ke~Esa-an Allah sebagai 
Tuhan satu~satu~Nya yang ~t dan wajib disembah, diagungkan. ditaati dan 
diperbatikan suruhan dan la~rangan~Nya, karena Allah "Dzu '1-.Ja/(J(l/i wa '1-
ikrarrl' : (Yang mempunyai ke....Agungan dan segala ke-Besoran-Nya). Dengan 
ka1imat Loa ilaaha ilia '1-Laahi, partai bcrkeyakinan bahwa dalam seluruh 
alam ini hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan 
kepada selain Allah. dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti 
jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh urnat manusia. 

2. Keyakinan menpbdi kepada Allab 

'Akldah /s/am.mengajarkan yakin pada ke~Esa-an Tuhan, tauhidyang 
dimulai dengan dua kalimah syahadat: 

.ohl J_,...,} "--< ul ~~I .J .oh';/1 ~I';/ u I ~~I 

"Aku bersaksi tldak ada Tuhan yang berhak di5embah selain Allah, dan 
aku bersak$i bahwa se.sunggulmya Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. " 

Karena itu sesuai dengan frtrah penciptaan-Nya, manusia adalah makhluk 
yang tugas pokoknya scmata~mata untuk mengabdi hanya kepada Allah, dan 
rnengakui Nabi Muhammad adaiM Rasul-Nya yang menunnm manusia agar 
melaksanaksn fungsiaya dengan benar. 

-

I Allah tidek menunt~t apapun dari manusia selain pen,llabdian kepada· 
Nya, sebagaimana disebutkan dalam sum! al-D=iot, ayai 56-57: 

.ohl j_,..._,J "--< wl .>~1 _, .di';/1 ~I';/ u I ~~I 

"Dan Aku tidak menciptakan jtn dan manusia_ melainkan untuk 
menyemhah kepatla-Ku; 

. . ., . ., ,. 
iJ '•' '1 ':jl ' '"I ~-It :- ;t ;:. !:>J J- • ._,... ,. J !J"' .. 

Aku tidak menginginkan rezki sedikftpun dari merelm, Aku:tic!ak 
mengingfnlran mereka memberi Aku makan . .. 

Berakidah Islam artinya, siapapun yang bergabung dalam Partai Bulan 
Bintang wajib mempunyai niat dan motivasi yang ikhlas untuk beribadah 
kepada A1tah, Menjadj anggota atau pengurus atrru posisi apapun dalam Partai, 
hams diniatkan dan utamakan beribadah meialui partisipasi (ta'awun) dalam 
Partai dengan bekefja keras untuk menegakkan Ai-ls/am (jihad fi ·sabili'l
Laahi). Motivasi utamanya semata~mata untuk mendapatkan mardhatil/ah 
(ridha Allah) d<>ngan beribll<lah kepillla-Nya, dan hanya semata-mata tunduk 
dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan~Nya. 

m. SYARI'AH 

1. Melabanakan Islam Setaro Kaaffah 

AI-ls/am adalah agamafitrah yang diturunkan Allfth bersesuaian dengan 
lradah-Nya da:Jam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran Al-Islam 
merupokan sebuah sistem pedoman dan tunlw1an hidup yang komprehensifdan 
munasabah (releven) dengan keutuha.n :".eluruh aspek hidup dan kehidupan 
rnanusia. Manusia ditMtut menghadapkan dan mengarahkan hidupnya untuk 
menegekkan AI·Is/am seutuhnya. AI-Qur 'an pada sumt al-Rum eyat 30, secara 
eksp!Isit menvebutkan : 

~ ~~, ~ ~~ :,Li .)1 J31 ;._,:,4 ~.}II! ~J ~ 
- i> A<i ~ 9'131 ~: <I~~ ~I ::Jl! ~i Jll 
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"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), 
(letaplah alas) fitrah Allah yang. te/ah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. Tidak ada perubahan padafitrahAI/ak (Ituloh) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. " 

Pedoman dan tuntunan yang lazim disebut Syari 'at Islam, diteladankan 
oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasal/am yang memandu manusia dalarn 
melaksanakan ihadah secara utuh, yaitu ibadah mahdhah (rituslkhusus) dan 
ghair mahdhah (muamalah/ umum). Keteladanan Rasulullah dalam 
melaksanakan Syari'at Islam secara utuh seteloh Hijrah di Madinah, merupakan 
sunni:lh yang wajib diikuti umat Islam kapan pun dan dimana pun. Implementasi 
Syari 'at Islam yang disunnahkan Rasulullah di Madinah dengan menggambarkan 
keutuhan·sistemAI-ls/am, seperti: spiritual, moral, politik, hukum, pendidikan, 
ekonomi dan sistem sosiaJ.2) 

Allah swt. pun menyeru umat yang beriman agar menerima dan 
melaksana.kan A/-/slam secfra utuh, sebagaimana dalam AI-Qur'an pada surat 
al-Baqarah ayat 208 : •f ·. 

U1 ut!.:'•tt .;.,t)..;:. t_,~.~ 1 ';) l.i"& ~~ ,j tfo:,tt_;.i ~~~ ~ ~ 
~~ ~ , , :I ,, 

-: ' jj:. ·.<t 
~J r -"Hoi orang-orang beriman, ma.Suklah kamu ke dalam Islam secara 

kese/uruhannya; Dan jangan/ah kamu mengikuti jalan-jalan syaitan; 
Sesungghnya syaitan itu musuhyang nyata bagi kamu." 

Menerima dan menegakkan Al-Islam secara utuh juga bermakna 
membentengi diri terhadap segala tipu daya syaitan, yang selalu mendorong 
man usia agar cenderung menerima dan melaksanakan AT-Islam sebagian saja, 
dan meninggalkan bagian lainnya, agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat 
yang akan dialami syaitan dirasakan pula oleh manusia. 

Dalam surat ai-Baqarah ayat 85 diterangkan : 

It p, .... . • --

."' ,. • !<""'·· •• ·'<II · ·- : '·\'·•f ~ o.JJ.r-, ; - ~ o.JY-"....r-. ... ..... "' ' - ""' -; .· c- t..::.ill ;'-. : 11 . M ' • ':II •, < .. .!U·>:.J ;; ~~ . . w . w _,..,, - . ~ ~ <> ~ • r""""""""' - - <)-' ~ 

• => .. ~~. ...... ·r-· .... 
Z,~ I.!<.J..?.,UJI l.;jyi.WI ~ .:,.J[z,,::.~~ •·;;II 

=,)-:A-:-b,-:\-:A""t,-:.,-:-,.-:-,-:di.;-. :-:19:;:67;-•..,-vii.) • - .. • 

"Apakoh kamu beriman (percaya) kepada sebagian dari Al-Kitab (Taurat) 
dan mengingkari sebagian yang lain? 

TidDidah ada balasan bagi yang berbuat demikian daripadamu, meloinkan 
kehinaan do/am kehidupon di dzmia pod a hari kiamat, mereka akan dihadapkan 
pada siksaan yang sangat hero/; Dan Allah tidak /alai terhodap apa yang 
kamu kerjakan. " 

Pelaksanaan Syari 'at Islam yang utuh dalam kehidupan ffiasyarakat, 
bangsa, dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu 
perjuangan politik urn at Islam seperti yang dilaksanakan PART AI BULAN 
BINTANG merupakan kewajiban syar 'i dalam upaya melaksanakan kewajiban 
mengikuti sunnah (telodan) Rasulullah Shallallahu 'a/aihi wasallam. 

2. Sumber dan Kesatu.an Hukum 

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NK.Rl) kewajiban syar 'i 
dalarn kesatuan hukum menjadi mutlak adanya, mengingat umat Islam merupakan 
bagian terbesar bangsa ini. Mutlak.nya kewajiban tersebut karena mutlaknya 
menegakkan keadilan. Adalah adil jika umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran 
yang ditetapkan syari 'at ogamanya, sebagaimana adilnya umat lain melaksanakan 
ajaran-ajaran menurut ketentuan-ketentuan agamanya masing-masing. 

Bagi warga BuiW1 Bintang, Syari'at Islam adalah sumber hukum tertinggi, 
yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional, 
dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu untuk melindungi semua 
warga negara. PART AI BULAN BJNTANG, dalam hal ini melihat kemajemukan 
dan kesatuan hukum dari sudut pandang "Bhineka Tunggal Ika". Warga Bulan 
Bintang berjuang untuk menegak.kan prinsip-prinsip negara hukum yang adil 
yang menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. 

3. Hak Asasi Man usia 

Berhubungan erat dengan cita-cita negara hukum, warga Bulan Bintang 
menghonnati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan 
Allah. Semua manusia pada hakikatnya duduk Sarna rendah dan tegak sama 
tinggi. Satu-satunya yang membedakan seorang manusia dengan yang lain 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



adalah ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah. 
Allah swt. berfinnan ~lam surat a!~Hujurat ayat 11 ~ l3 : 

"~ I' I ·~ ~ # ~ ~ • K ':1 ,. J • \ ·~. \ I.~."~ ' " ~ • "* • -. ~ •• A 'J I ,~T; .UI 1':.~ ~ 
J ~ e -~ P"' .1' }"< " ..r" r J~ ~ r r> .f"-1. .P ,;,;. ..., -. . 
_,.,'I~ .. ," ~-f "' ,_,Jiw ~_, ~ '/;--~ ~J ~'?.~vi~ .w ~ .~:.; . . . 

~ -~ tiJI /d \!.Lti ~. ~ ·J ·. / U~"' ~ \ .J ~ii H ~\; : \,o!l.iil.l~ ..-. ~--'~~"""'-'-·! ·'-'.r-'r'!~.-: 
"Hai orang..arcmg yang beriman,janganlah kam!l mengolalc~lakkcn kaum 

yang lain, (karena) boleh jadl merekc (yang diolak~olakkan) lebih baik dari 
ml!rlfka (yang mengolok~alokkan), dan jangan pula perempuan-perempuan 
(f!U!ngo/ok-olo!km) perempuml-perempuan lain {korena) bolehjadi perempuan
perempuan (yang diperolok-olo!km) lebih baikdari perempuan (Yang mengolok
alokkan), dan j'anganlah kamu mfcela dirlmu sendiri, dan janganlah lcamu 
panggi/ memanggit dengan gelar-Jre/(Il' yang huruk; 

Seburuk-buruk panggflan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, siapa 
soja yang tidak bertaubat, maka merekc itulah orang-orang yang zalim." 

~t 1 ~ '~~~.~ ~:,~.r .• , ....... ~~~.t.l\~. 1# .• Co','.::' '' ~- ...... .ll·,t ... d~~-,_, ~ ..... ...., •J I"'· ...... v""' iJ, <J"" ~ .]':' r.>: .P' ,;,;. .,. '! 
' ' . · ... r --·~·r · f' ~· • .. · fo l....:;O" • ·r JS" • ·' ;.s-··' · ·-' · ~·· .. · · , · 0 J<IM • ~ .. ..... \of iA7' ~ -..... 1 - •• 
~ .. . ".. . . . .. 

• 
"~ ~ • ~ " I ,;" 

~) y\_,i llJI iJjllJII_,l..-'IJ 
''Hai orang-orang yang beriman, j(lllhilalr kebanyakan d(ui prasangKa. 

sesrmgguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu 
mencari-cari kitsalahan orang lain, danjanganluh sebagian karnu menggunjing 
.sebaglan yang lain; 

Sukakah salah .seorang di antara kamu memakan daging saudaronya 
yang lrtJdah mali? 

Maka tentulah kamu merasajlj'ik lrepadunya; 
Dan herJakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha Penerimo 

taubat lag/ Maha Penyoyang." 

~~ ,_,;:,~ jl4l:, 4~ ;.hi•;;,.:, ..,;:t:, /~ :-,.. r!•i'ii~ dj :,.~1\flh; 
" ~ ~ * " " 

'"'"f" ,~, 
j,.!J-~ jJJ I u J j.$ l.i.i I Uli ~ p.s::A)S' 

~· " .. ,; .. 

"Hai manusia, sesrmgguhnya Komi menciptakan /cqmu dori loki-loki 
dan perempuan, dan Kami menjadikan la:nnu berbangso-bongsa dan bersuht
suku, supaya kamu saling !renal mengenol; 

Sesungguhnya yang paling rnulia di antara kamu disisi Allah ialah yang 
paling bettakwa di anlara kamu. sesunggulmyaA(lah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. " 

Karena itu warga Bulan Bintang menghormati dan menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia (HAM) yang "lialan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban 
menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) merupokan lrewajiban setiap orang. 
lembaga. ncgara, organisasi, partai atau badan intemasional. Warga Bulan 
Bintang berjuang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia agar setiap orang 
dapat hidup aman dan sentosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 
manosia. 

Allah swt. bcrfirman daiam surat al~An'am ayat 151 : 

· . .;, ~~ ~ ·-<·~- . ('( '.:..i~ ~diJ, .•. J, . ·,~\\Jl! 'ii ~.., ~ ~ ~""' Jr.?..- · . r.r"' ..,.- J - ~ - . 
"Dan janganlah kamu membunuh jlwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnyo} melalnkan dengan sesuatu (sebab) yang benar; 
Demilrian itu yang diperintahkon oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu 

memahami(nya). " 

4. Penegakan Keadillm 

4.1. Adil Dekat pada Taqwa 

Kaedah alrhlak pa1ing mendasar yang harus dipegang tegub adalah 
kewajiban uOtuk berlaku adil, sebagaimana dalam sur~t ai-Maidah ayat 8 : 

~~~ J "" o ~ II "• ~ • # • • ii\Zi. • ~' ' ' ~ Jo:..ilu <I~•~ •, ol.\l ' {I I .I.<' I ~~ '. JJ\ l~il \i ~ J--1 p--.f!'-! J . • . ..,- •• ~ y y >' .!"' ,;,;. ..., -• • • . ~~ , • .. , ~ ,. ~ ·r , • • 1 . .., p w. ::.,.,;., IJll v! /Jlll_,.i-.!1 _, ~:,.:1~ ..,} :,;. 1_,1~1 '.f:W ~ ._p 
, " " ~ 

"Wahai orang-orang yang berimcm, hendaldah kamu Jodi orang-onmg 
yang S!'lalu menegal:lam (lrebenaran) /wena Allah. 1111!11jadi sakri dengan adil; 
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Dan jangan/ah seka/i-ka/1 kebencian kamu terhodap sesuatu kaum 
mendorong kamu berlaku tidak adil; Adillah. """"a odll ltu lebih dekat lrepoda 
taqwa, bertaqwalah kepoda Allah, sesrmggulmya Allah Maim Mengetalmi apa 
yang kamu kerjakaan. •· 

Pada sumt al-An'am ayat 152, Allah swt. berfinnan : 

l.:...ii~; ~lj.,.k, J$51 \,;-,1:, 
" ~ " ~ 

"Sempumakanlah takaran dan timbangan dengan odll. " 

Keadi!an adalah norma dasar paling hakiki yang wajib ditegakkan 
sepanjang hayat Ketadilan wajilt~itegakkan terhadap siapa pun juga. termasuk 
diri sondiri. Ketidaksukaan, bah~ kebencian terhadap seseorang a1lW segolongan 
orang, tidak boleh menyebabk..; warga Bulan Bintang berlaku tidak adil kepada 
mereka. Berlaku adil, seperti firman Allah dalam Al~Qur'an, berlaku adit: 
"akan rnendekatktm manusia kepada ketaqwaan." 

4.2. Melenyaplwn Kezaliman 
Law~ keadilan adalah kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan sewenang~ 

wenang yang melampaui batas norma-nonna syari'at, akhlak dan kepatutan 
yang berlaku dalam masyarakat. Warga Bulan Bintang berjuang untuk 
menegakkan keadilan dan mclcnyapkan setiap bentuk kezaliman di muka bumi. 

Norma kea.dilan harus menjadi landasan dan menyemangati hubungan 
antar individu, kcluarga, masyarakat dan negara. Keadilnn pertarua sekali adalah 
sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kctentuan 1\ahi, dan setelah itu keadi1an 
berdasarkan hati nurani dan pikiran yang sehat. Normawnonna hukum yang 
berlaku harus ditegakkan di atas landasan norma keadilan. Demikian pula 
hubungan antar negara dengan rakyat, dan hubungan pusat dengan daerah 
secara timbal balik. Setiap keza\iman, baik terang~terangan maupun tersembunyi, 
wajib ditentang melalui saluran..saluran yang sah dan demokratis oorta menjunjung 
tinggi norma-norma akhtak, hukum dan konstitusi. Warga Bulan Blntang 
berkewajiban menegakkan keadilan dan melenyepkan kezallman sebagai bagian 
!ntegral dari perjuangan untuk menegakkan amar ma 'rufdan nahi munkar 
yllng diperintahkan oleh Islam. 

4.3. Mcnegakkan Kejujuran dan Kebenaran 
Di samping norma keadilan~ warga Bulan Bintang berkewajiban untuk 

menegakkan nonna~norma kejuju.nm dm kebenaran. Kejujwan ada lab ketulusan 
yang dida.sari oleh niat dan i'tikad baik dalam berbuat dan bertindal4 tanpa 
rnenyembunyikan tujuan~tujuan sebenamya yang hendak dicapai. Kebenaran 
adalah rumusan konseptual ya.-,g diungkapkan melaiui k.ata-kata tentang sesuatu 
yang sejalan dengan norma dan realitas yang ada dalam dunia nyata. Kebenarnn 
tidak boleh disembunyiko.n atau diw1gknpkan scdemikian rupa, sehingga apa 
yang dikatakan berlainan dengan kenyataan sesungguhnya. 

Allah berfinnan dalam sural ai-Shaff ayat 2-3: 

' ''{. -· £. ~~-~ ~~~ • p 
\A l_,l_,ii .:.> ~I ~ IW :,;s' (Y) i.>fol ~ 1.0 u y _,ii ~ l..f.'T ;:,.,UI ~1\i 

~ I • , 

ufol ~ 
"Wahai orang~orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa 

yang kamu lldak ketahui? 
"Amat besar kemurkaan di sisi Allah, blla kamu mengatakan apa yang 

lidak kamu kerjakan. " 

Kemudian dalam sumt ai~Baqarah ayat 44, Allah berfirman : 

' .• A , ' ,, ' ' {, , ' • , .~ , '·( 
-" _,li-jol ~~ ;.,.~1 "_# iJ--l'J r.<--• •, u'J 4 J ~~"'"'I "J'J.u 
''Mengapa kamll st~rt~h orang /(lin (mengetjalcan) kebajikan, sedang kamu 

melupakan dirl (kewojlban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab 
(Taural)? Maka tidakkah kamu berpikir"? 

Kewajiban warga Bulan Bintang ada.lah mcngemukakan kebeharan itu 
kepada siapapuo. Dalam mengungkapkan kebenaran, sikap bijak dengan 
memperhatikan suasana. tcmpat dan waktu tetap diperlukan. Mengungkapkan 
kebenaran tidak perlu merusak hubungan baik antar sesama manusia, terkecuall 

terhadap orang-orang yang nyata-nya!Ji berbUllt kezaliman. 
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5. Pet1auggungjawaban 

5.1. llak dan Kewajiban 
Allah menciptakan manusia terdiri darijenis laki~lakt dan perempuan, 

serta menciptakannya berbangsa-bangsa dan bernuku-suku, adalah untuk tujuan 
saling mengenal, dan antara yang satu dengan yang lain tidaklah lebih. mulia 
kccuali katona ketal<waan kepada-Nya. 

AUa.h swt. berfitman dalam surat AJ-Hujurat ayat 13 : 

~1 .... ;(, ~; ,, ~~:, J:...JG fi ~ ~'' ·,;;:. If! :_,.Ill, ~~ 1! . ' 

~ 
~li..Jj ~I~ ;;:.:,..J"f ~~ 1;~ ... : ! 

"Wahai umaJ manusia, sesungguhnya Kami menciptalwn kamu dari 
seorang laki-lakl dan pi!rempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa
bangsa dan bersuku~suku, supaya kamu saTing mengena/; Sesunggulmya orang 
yani paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 
bertakwa di antora kamu, " 

Prinsip ketakwaan yang menjadi dasar kemuliaan bagi man usia dihadapan 
Allah Subhanahu wa Ta 'ala ini tidak terlepas dari aja:ran Islam yang menegaskan 
bahwa dalam penciptaan manusia melekat hak dan kewajiban, sehingga Islam 
melamng kaum laki~taki dan kaum perempuan agar tidak bersifat dan bersikap 
ha.sad, yaitu: sifat iri hati atau dengki atas kelebihan salah satu pihak baik 
kaum laki~laki maupun kaum perempuan. 

Maka Allah memberikan pelajaran: Apa sebabnya laki-laki memimpin 
perempuan, dan laki~laki memiHki keJebihan dari kaum perempuan? 

Allah sM. bcrfinnan dalam surat al-Nisa' ayat 34 : 
~~ • • , ' • • • • I 

•. 1 "'! t:..,' · •• '" • •·."' iJJ1 t'~• (..; WI "· • ' 1'- J•'-''' "" ,..... .) J"'' ........ !'+""' . .,....... . ' ....- () J' J' "'f " . . .. 
~::,:.i 

"Kaum /aki-laki ada/ail pemimpin bagi kaum perempuan, karenaA/Iah 

telah melehihkan sebagian mereka (laki~laki) alas sebagaian yang lain 
(perempuan), dtm mereka (laki-lald) telah menajbihkan sebagian darl harta 
mereka." 

Allah berikan ka!ebihan laki-luki- perempuan adalah untuk menjaga 
dan melindungi kaum perempuan, sebagai kenyataan apabita terjadi perang 
maka kaum laki-laki yang segera tampil ke medan pefang, yang diutamakan 
untuk diamankan menjadi pengungsi adalah : "anak-1mak, orang tua lanjut usia 
dan kaum perempuan". 

Ajaran ls1am menetapkan taki.-lak:i yang menjadi sue.mi atas istrinya 
berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara bergaul yang 
baik{mu'asyaroh bi'l-ma'ruj). Kewajiban suami atas istri di antaranya: 
memberi nafk.ah mak.an, minum, pakaian, tempat tingga~ pemeliham.an kesehatan. 
Kepemimpinan dan tanggungjawab sebagai suami .atas istrl diwujudkan dengan 
Aqad Nikah dan [jab Qabul, laki-laki sebagai suami memberikan Mahar (Mas 
Kawin) kepada perempuan seb..'lg3i c:alon istri~ setelah eaton istri menerima 
Mahar (Mas Kawin) dengan ikhtas, maka sahlah pemikahan dan perkawinan 
itu. Mahar (Mas Kawin) rnelamDangkan penghormatan dan pengharggaan 

laki-taki atas pere"mpuan yang telah menerima kepemimPinan laki~laki yang 
akan mernikul tanggungjawab bersruna dalam membangun kehidupan keluarga 
dan rumah ta:ngga.. 

Ajaran Islam meng.ajarkan tentang hubungan laki-laki dengan perempuan 
bukan "kesetaraan" tetapi "keseimbangan", kal'ena kenyataan secara fisik 
lahiriyah Allah memberikan kcutamaan yang bersifatjirhriyah, yaitu; "kekua!lln 
fisik dan kesempumaan da1am kejadiannya"; Dan keutamaan yang bersifat 
kasbiy, ialah :" karena itulah (kekuatan fisik) kepada sua.mi dibebankan 
memberikan nafkah kepada kaum perempuan daq memimpin rumah tangga. 

Kewajiban suami untuk melindungi datt memenUhi kepeduan istrinya 
sangat beragamt disesua.ikan dengan kernungkinan istri untuk melaksanakan 
tugasnya yang bersiftjitriyah, sepcrti: "'mengnndllng~ me1ahirkan, rnenyusui 
bayi, rnengasuh dan mendidik anak~an:ak". Karena sifat perempuan yang 
menjadi ibu adalah sabardan lemah lembut. 1) 

J) Ahmad Mushtaf• Al«Matagni, nrjemah Tafsit At~Mmghi, ho!anlan 141*143, juzu' kt·S, 
CV. TohaPulrB.Semmng, 1986) 
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Allah berfirman dalam sura.t al~Baqarah ayat 228: 

"'_, .. s.,,,~~"' s'{' 't<"'lc'l"'"'#"'ll' 
<>4 :1<. <$,1!1 ~ ;;,tl J 1>--~!iJ>IJ ill~; J ~·~ jo-~ J"') 

~ , , .. 
~ ('c_ • .. - WI' i...;.·; ' .• ·i:o Jt>.'l( s ·~-.i~ 
~ j!.j<' ) . ) ..,.,.... . .,-;) J.r- . .. .. " ' "' 

"Dan para perempuan mempunyai. hak yang seimbang dengan 
lr.ewajibannya menurut-cara yang ma'ruf; Akan letapi para suaml mempunyai 
satu tingkawn kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa /agi Maha 
l)iJaksana. " 

5.2. Tangguog Jawab. 

!; 
~.2~1. Tanggung Jawab lndiYidu 

Karena itu dari segi tanggung jawab memakmurkan burni dan tugas 
penghambaan diri kepada AJ!ah dalam kehidupan dunia, maka Jaki-laki dan 
perempuan mempunyei kedudukan yang sama di depan-Nya. 

Allah swt. dalam surat ai-Nisa' ayat 32~ berfirman: 
• .., p ... -~ 

I ' ' :c-1 ~' 'J\i-' II · " 1>. • ('· .• ~: 4J l.ll1 1'•1 U, !' ~· '' 'J J. - • ..,.,.., . .)"'. """' IS" ~ • ' .r- >""' ) . . . 
~: -~ "t (-, ~\S" J.l1 01 ~ •, ilJI I -lt..1' ~·~ ::,S-'1 ~ ~ ~'-.lU"' ~ 1)'-""l • ,, ~ Y' J . .. . .... ,) 
"' " " " • 

~ 
" "Dan janganlah kamu iri'hati terhadap opa yang dikanmiakan Allah 

kepada sehagian kamu lehih banyak dari sebagian yang lain, (karena) kaum 
lakMaki mendapat bagian dart usaha )m'lg mereka lakukan dan kaum percmpuan 
(pun) mendapat bagian dari usaha yang mereka /akukart; Dan. mohonlah 
kepada AJ!ah sebagian dari kanmia-Nya; Seungguluzya Allah Maha Mengetohui 
terhadap segala sesuatu. " 

Allah melarang baik !aki-laki maupun perempuan berslkap hasad, yaitu: 
irl hati atau dengki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan memakmurka.n 
bumi. 

Dalam sura! al-Ahzab ayat 35 Allah swt. berfirman : 

H •• • • l I I 

i:>.-\>(..)1) ..:Jl.ill.illj ~\.illj ..:;,~.:,.~r1 ~~lj ..:;,~lj ~I ill 
.. <' i U ~ • -~ I - -~ <' 

-~1,• ... ~~i~ 

"""""""'I . . J ..:;J\O..l<l,;;k, . . 
. . . 
.•.dt,;;)( v,- J 

ult!GJr ·' · " · ... t'•t;;Jr . . J i'+'i' JY '-"""" J 

..:;,1~(..)1:, ;r._r.(..Jr, .,ti,(..Jij 
I I ' I • • 

-1'•tf.1• 1 '''-II~ 1i'(a .. ~i1' "'""''-"'\) ~- J ~~ . J .. , . " . 
~ r · 1· r ·• · ·.~ 1 tlll ~~ ur .q:.Jr I' .. ,~ "-111 • ... ·<~:ilr .. .» J -»"-" 1"1"' • ~ J ,_,.... .......,. J 

"Seswtgguhnya Iaki-laki dun perempuan yang muslim, /aki-laki dan 
perempuan yang mukmtn. 4) laki .. faki dan perempuan yang tetap del/am 
kei(J(l/annya. laki-laki dan para perempuan yangjujur (benar), lalci-laki dan 
perempu'an ya'rrg sa bar, Jaki-laki dan perempuan yang khusu ', laki-laki dan 
perempuan yang bersCdekah, laki~Iaki dan perempuan yang berpuasa, laki
laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan 
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakt:m untuk mereka 
amprman dan pahala yang besar. " 

Perbedaan yang diakui hanyalah perbedaan alami menjadikan laki-laki 
sebagai ayah (auiu berfungsi scbagai ayah) dan perempuan sebagai ibu (atau 
berfungsi sebagai ibu yang melahirkun keturunan), sehingga mengak.ibatkan 
division of labours (pembagian kerja) yang agak. berbeda. Perbedaan alami ini 
menjadikan laki~laki .sebagai qawwam (pelindung dan pcnegak keadi!an) 
terhadap perempuan da!am kehldupan rumah tangga dan masyarakat dan 
menjadikan perernpuan stX;ara naluriah metru:a memertukan perlindungan dari 
kaum laki~Iaki. Bulan Bin tang sebagai partai yang berusa.ha menegakkan sistem 
llahi dan sistem alami berjuang Untuk meneg.akkan kcsamaan derajat antara 
laki-laki dan perempuan dan mengakui perbedaan-pe.rbedaan alami yang 
diciptakan Allah di .antara mereka. 

4) Yangdlmllks.ud deng1111 orer~g "muslim" diilini Wah orang-omogyang menglkuti pertntab dan lanmgan 
pada lnhlmyll : ~ dimllksud l'ltll.llg "mukmin" diS:ini ialah QfllJl& Y!ll'\& membcnarkan apa y.a11g harus 
dU,<nmn d<ngon haliMya 
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5.2.1. Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab sosial man usia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 
pribadi dan kehmrga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari institusi 
masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta 'ala menciptakan manusia dari Adam, 
kemudian Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang benama Hawa, 
Allahjelaskan di dalam finnan-Nya yang dimulai dengan seruan kepada umat 
manusia di dalam surah An-Nisaa' pada ayat l (satu), yaitu : 

. ~ ~ ~ ~ . . ~:1~· • ~ .-1 ~ ~ ... 

~ Jj ~ J1>' J i~IJ ._,...;J ~ F <?,UI ~J 1_,.__;1 o.l"\31 \f!i ~ 
• • 

~1 r~~~i~ ~;:, _,tw L?~' ;ill, ,_,u,~ ~~J i~ ~'-':-J ~~r~ ~~ 
~ ~ , , 

.~ 
,,,~,,. 

W ' C'l~. ()\):WI 
·--J ro-

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang saht; Dan dari padanya Allah menciptakan 
istrinya; Dan daripada k£duariya, Allah memperk£mbanghiakkan laki-laki dan 
perempuan yang hanyak; Dan berrakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu soling meminta salU sama lain, dan 
(pe/iharalah) hubungan silaturrahim; Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu. " 

Dari ayat di at..s amatjelas bahwa dari pasangan suami istri itu ( yaitu 
Adam dan Hawa ), maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu serta cicit-cicit 
keturunan manusia. Allah swt.menciptakan manusia dari asal tanah dan dari 
keturunan Adam dan Hawa, maka Allah jodohkan man usia menjadi pasa.ngan 
hidup suami istri, membina keluarga dan membangun rumah tangga sebagai 
tempat tinggal bersama suami istri, agar mendapatkan ketenangan dan 
ketenteraman hidup berkeluarga dalam naungan kasih sayang. 

Selanjutnya pada surat ai-Rum ayat 21, Allah swt. berfinnan: 

• (: ·; -, ~:.: ""'' -~--· " \,..,' '·{. <- ''f ·. . ?I-.\;,.~~""'·. ' .- -· ..r----' J ..... ~ . JJ r-- ~ r ._,.... --- ~J 
' -

~ . ~ ~ , ~ . . ~~ .. 
"J'f..li4 rJ.i! .:;0J ~:. J "! w-)) o.; . . -

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri·istri darijenismu sendiri, supaya kamu cendenmg dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang; 
Sesungguhnyapadayangdemikian itu benar-bena: terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang herfikir. " 

Pribadi dan keluarga dalam pandangan Islam merupakan pondasi dasar 
dalam membangun kehidupan dan tanggungjawab sosial, sehingga dalam 
hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, warga Bulan Bintang taat 
kepada aturan Islam mengenai mahram dan aural. Islam .nembatasi pergaulan 
antara laki-laki dan perempuan yang hokan mahram, menentukanjenis pakaian, 
tidak membenarkan memandang lainjenis secara mendalam, menan tang khalwat 
dan hal-hal yang berhubungan dengan finnan Allah swt. dalam surat ai-Nur 
ayat 30-31: 

• • , , f - • ,, l ' ... 
.. •. 4!11 ~I',\\ <''·1 "-lJ;" '· '' \·"''-'" ' G.; '. I · •- -. · "•'.II li ~ :I'T""' . ~Jr :r---<J~! . ~ .r"'<~r-:v-

~~(w - . -
• ,.~ ~·~~ f ··~~ ';II~~' , . , d 'J fll ,, •· ~.~,:,.-:...~ ~~ l.:,d;l • , •. ~ . ., -~·!~II li • '*'""') .;,!~ ) .;,t>.' )j ,;,---..) ~) . ~ V"'-"-'! ~ . ,.,--,IT) 

, ~ , ~ 

• f '. ~-' .-:..-, ~~ '., ::~ . ~. ~ ~, '. , !c.'. ~ ~. ~. 0 o ... ~r (~~ .. ,~~t:. co 
) <.Jfr:'-""' • .Jf"!J LJ!, ·- J '*-~ .s- ~.,..... .;,!.,-.,. J ...., .,.,.. , ~ ~ ,, , , ~ 

~ly! .f. )! ~ly! j! ~;; •"-'! jf ~"-!l j( ~;; ·0 j! ~0 
,, ~ ~ ~~ ~ ~ , ~ ~ ~ , 

;;..,. ~~~i ,;) j. ~8,)( ::.fJ~l 8:t ~P jf ~w j! ::,e,y.! .f. jf 
~ , --~ , ~ ~ ~ 

' .. ~~·L-.· ···~- .WI.:.>I," ;,, ~~4;:1-. ,U, ,,t,,, {J\0.-''' ..,.........,... ; . .:11"'! J ;y .s- J - ~"" LJ!, u- J . . f 
~ ~, , ~ ~ ~~ 

~ .!..1~4 o C'i::.i ~ ~ 0!~i1 ,~~~ ~ .JJ1 J~l 1 ~ ! fll. -~ • •. -: .o. ~~~I:." 
y.,.- r- Hr "' -- · , . Y.Y J ~J ~ ~ !"""' - ' ' 

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka 
menundukkan pandangan (mala) mereka, dan meme/ihara kemaluan 
(kehormatan) mereka, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka; Seszmgguhnya 
Allah Moho Tahu terhadap apa yang mereka perbuat; 
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Kotakanlah kepada pcrempuan yang beriman, hendaklah mereka 
menahankan panda:ngannya, dan menjaga kemaltwnya dan tidak menampakkan. 
perhiosannya, Mcuali apa yang bias a rampak daripadanya; 

Dan hendaklah mereka menulupkan (memanjangkan) kain kudung 
(mereka sampqi) ke diJdanya; Dan janganlah memperllhatkan perhiasannya. 
kJJcual/ kepada suomi mereka, atau. ayah mereka, atau ayah suami mereka. 
atau anakrar;ak mereka, atau anak-anak Suami mereka, atau saw:lara~saudara 
/aki~laki mereka,atau anak·anak saudara lakMaki merekc, atau anak-anak 
saudara perempuan mereka, atau sesama perempuan-perempuan Islam, alau 
hudak-budak yang mereka milild, at au peluyan-pelayan laki-laki yang lidak 
mempunyai keinginan (darongan selrsual terhodap perempuan). atau anak
anOk yang helum m .. •ngerti (merangsang) tentang aurat perempuan: 

·Dan jartganlah mereka (kaum perempuan) memukulkan kakinya agar 
diketahui perh/QSan Jl'lllg mereka.S.mbunylkan; 

Dan herlauhatlah kamu ke/tula Allah, wahai orang-orangyang beriman, 
s€11f0ga ~mu berunttmg. " 

IV. AKHLAQ 

I. Kelobulanan Rasulullah 

Akhlak adalah norma-norma moral universal berkenaan dengan apa yang 
baik dao buruk~ hak. dan battl, al-ma'ruf dan al-rnunkar. Nonna-nonna akhlak 
mengikuti semua orang. Para nabi dan rasul sepanjang sejarah seiatu mengajak 
kepada akidah yang benar dan akhlakyang luhur. Prinsi{rprinsip akhlak berasal 
dnri Allah Yang Maha Tinggi sebagai sumbcr kebcnarnn, keluhuran, keadilan 
dan segala yang baik dalam hidup fni. Aklilak yang baik hanya mungkin 
ditumbuhkan dengan keimanan yang dalarn kepada Allah. Keimanan kepada 
keadilan dan pembalasan Allah dalam kehidupan duniadan akhirat mendorong 
orang untuk berakhlak baik. Warga Bulan Bintang menjunjung tinggi akhlak 
yang luhur serta berusaha keras menerapkannya da!fl.m kehidupan peribadi, 
keluarga. kepartaian, masyaraka~ bangsa dan negara. 

lslam sebagai jalan hidup universal seperti difunnulasi oleh para ulama 
terda.hulu me!iput\ pokok~pokok alddah, syari'ah (ibad<ih dan mu 'amalah), 
akhlak dan berbagai bidang menyangkut a lam semesta dan kehidupan man usia 
di dunia dan akhirnt. Warga Bulan Bintang beri<eyakinan bahwa pokok-pokok 

okidah telah dijelaskan secara rinci dalam Qurtan dan Sunnah., demikian pula 
~gala sesuatu yang berhubungan denganperibadatan secara khusus ( 'ibadah 
mahdhah). Sistimatisasi kedua bidang i.ni telah diulas dan dibahas oleh para 
ulama mutakaUimin dan fuqaha yang hidup setiap zaman. 

Panutan keteladanan datam berakhlak adalab Nabi Muhammad saw, 
kanma Allah swt mengutusnya dengan tugas menuntun manusla agar man usia 
berakhtak mulia. Menurut Siti 'Aisyah gambaran dari akhlak Rasulullah 
Shallal/ahu 'alai hi wasaUam adalah seluruh isi AI-Qur'an. Kan:na i!u siopapun 
yang berupll)'ll mengamalkan isi AI·Qur'an dia telah berupaya meneladani 
akhlak mulia Rasulullah 8hallal/ahu 'alai hi wasallam. 

Allah berlimtan dalam surat ai-Ahz.ab ayat 21 dan al-Anbiya ayat l 07 
~iberikut: 

J.-...f ~i r:J(, WI ;/;. i.>IS' ::,;<.! j, ..... a:;:..! ~~ ~ ;..~ ,J iJ:i i.>IS' :Iii 
# " • " ".; 

I """WI'<"';, ~ J" J 
. 

"SesW!gguhnya Ielah uda pada (dlri) Ras.ulullah itu suri andadanJI'IIIg halk 
bogimu, (yaitu) hag( orang~orang yang menghat"ap (tahmat) Allah dan 
(kedolangan) harl kiamat. dan dia banyak menyebut Allah." 

"· . ltWJ i;,;.. ;I ~~.J;,; ( 1:0' ..,.. - J, )) -
"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, mefainkan untuk (menjadJj rahmat 

semesta alam, " 

2. Maslahat dan Mafiladat 

Partai menyadari, bidang mu 'amalah di sam ping prinsip-prins:ip umum 
dan bebcrapa rincian yang digariskan oleh Al-Qur•an dan As~Sunnah, adalah 
bidang yang luas untuk berijtihad menggali ajaran Islam untuk membahas 
ma.sala.tHnasalah baru yang timbul setiap saat, dengnn selalu memperhatikan 
keadaan, tempat dan zarnan. 

Prinsip·prinsip dasar tidak berubah, tempi masa dan zarnan selalu berubah, 
sebagaimana diterangkan dalam Qur'an pada surat Yunus ayat 64 dan ai~Rum 
ayat30: "', .. ,-;..-;" , .. 

~I .:;,~ jt,l.-,1 'i 
' 
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"'iuiak ada pemJ/caran rerltadap jirman-jirman Allah." 
, . .. " 

!l)i ~ J;,._;; ':1 . 
"Tidak ada penukaran ierhadap ciptaan Allah. " 

Menghadapi perubahan, partai wajib mengambil peran aktif untuk 
memberikan 1trah kepada yang positjf sesuai 'tuntunan ls]am. Oa!am hal 
perubahan, partai secara lelllilsa dapat menggaU berbagai warisan pemikiran 
yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik 
dan bur:uknya. Tradisi lslam mcngakui dua jenis Kitab Allah. Pertama sebagai 
·mushhaj. ia merupakan wahyu langsung yang disarnpaikan kepe.da Nabi 
Muhammad saw. dan kedua sebagai a/am berupa hulium·hukum a/am, kehidupan 
dan kemasynrnkatan dari stmnqh-Nya yang tidak berubah. Islam pada dasamya 
tid~ ingin rnenghancurkan bl{daya berbagai bangsa yang berasal dari hukum
hukum ke!tidupari bennasyarnkatdan tidak berumtangan dengan wahyu langsung 
dari AlJah. Wayyu matluww yang diba(:akan langsung adalah pengendali 
kehidupan alam ini. 

Nabi Muhammad saw memeMntahkan kepada umat Js1am agar berperan 
aktip mencegab segala bentuk kemungkaran, sebagaimana dalam had its yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

"Siapa saja di antara lcamu me/ihat seSlltltu kemungkaran; maka 
hendak/ah dia mencegahnya dengan tangannya (dengan kekuatan atau 
lct!kuasaan); jiko dia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai 
kekuatan atau kekuasaan) maka dengan lidahnya (leguran dan nasehat dengrm 
lisan atau tulisan),·jika (lidak sanggup demikian (lantaran serha /emah) maka 
dengan hatinya, dan yang (akhir) ini adalah iman yang paling lemah." 

Pada surat ai-Anfal ayat 251 Allah swt. Berfinnan : 

.._,li.jl ~~ .:iJ1 ~ [ 1.'.!:,( 't,i:;:.' ~'·I !.it.'.· Iii'.::_..!~~ l·'f 
. ,. -~ I) .,..-- J ~ J-~ v=;r- " .r'J 

"Danjagalah dirimu dari bola' (ben~;ana) yang tidak akan menimpa, 
khusus orang--orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah, 
sesungguhnya Allah keras siksa-Nya. " 

Al-ma 'ruf adalah semua yang dipandang baik oleh Qur'an dan Sunnah, 
dan al~munkar adalah semua yang dipandang tidak baik oleh kedua sumber 
ini, Sementara itu warga: Bulan Bintang harus meninggatkan segaia yang bersifat 
syubhal (diragui kema'rufan atau kemungkarannya), karena hal itu dapat 
membawa kepada kemungkaran. 

Rasulullah Shalla/lah• 'alaihi wasa/lam bersaMa: 

"Sesungguhnya perkara yang halo/ ftu jelos dan perlrara yang haram 
irujuga jelas, anlara keduanya terdapal perkara syubhat, yang tidok diketahui 
oleh banyak orang,• siapa saja yang me11jaga diri dari perkara syubhat maka 
ia teloh me11jaga kesucian agcuna dan kehormatamrya; Siapa soja yangjatuh 
ke dalam peJ'/rara syubhat maka Si!Sungguhnya ia le/ahjatuh ke dalam perkara 
yongharam." 

3. Atnaf Ma'ruf dan Nahi1 Munkar 

Menyadari tugas sebagai khalifah, marmsia bertanggungjawab kepada 
Allah dalam kehldupan dunin dan akhirat Karena itu perbuatan kebajikan harus 
ditegakkan dan perbuatan keburukan harus dijauhkan clari kehidupan individu, 
ketuarga, masyarakat dan negara. lni adalah Jleljua.ngan terus-menerus yang 
ditegakkan secara individu dan ko!ektif. Dalam kehidupan dunia selalu ada 
penantang kebaikan dan pendukung kcmungkaran. Warga Bulan Binta.ng adalah 
penega.k semua yang al~ma 'r11jdan pencegah dari semua yang al-munkar dalam 
kehidupan manusia. 

Allah bertirman pada surat Ali Imran nyat 104 dan ayat 110 sebagai 
berikut: 

):.;..'J1 .;;;. ~:,n; ...~ J~4 ~ .;:,:~:, ;;J1 J1 ~ ~:..; ;;1 ~ ::,.a:, 
"~ "" '. ~ 

(, ;.iW• ;.;. ~·i l, . . 
"Dan hendak/ah ada di antar<I kamu sekelompok uma1 mengajak kepada 

kebaikan; menyttrUh berbuat ma 'nif, dan me/arang berb •. :at mungkar; mereka 
itulah orang~orang yang benmtw1g. " 
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~;..)!:, P',;;. ~Ji:l:, ...lJ:,W~ ~/,:\; .,t!.U;;..;,. ;.I .;I;;.. i!'s-
~-, ', , ... • 

...u~ 

"Kamu adaloh umat terbaik, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia; 
Kamu menyuruh berbuat ma 'ruj, me/orang dari berbuot mungkar; dan beriman 
keapda Allah. " 

PART AI BULAN BINTANG berusaha mengembangkan bentuk oposisi 
Islam· dari konsep amar ma'rojdan nahi munkar. Atas dasar ini, kebijakan 
urn urn oposisi partai adalah menentang semua yang al-munkar dan mendukung 
semua yang al-ma 'ruj, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu 
tetap batil dan kebenaran itu tetap benar, bagaimanapun bentuknya, pada masa 
dan zaman apapun ·peristiwa~a. 

n 
Allah swt. berfinnan pada surat al-Baqarah ayat 42 : 

~~ i--U\1 :;;,il ,~:, ,)!>Q~ :;;,illj.~i ~J 
"Danjanganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bat hi/, 

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. " 

VI. KEPEMIMPINAN 

Man usia diciptakan oleh Allah swt kelebihan dan keistimewaan, yaitu 
aka/ dan nafsu. Aka/ menjadikan manusia mampu untuk memikirkan dan 
mendayagunakan segala ciptaan Allah untuk kemaslahatan (kebaikan) bagi 
makhluk Allah, sedangkan najsu dapat mendorong manusia mencapai sesuatu 
kebaikan tetapi juga dapat mendorong manusia melakukan keburukan h ingga 
jatuh ke dalam marta bat yang rendah, apabila man usia tidak dapat mengendalikan 
gelora dorongan nafsu yang buruk. 

Aka! dan najsu sebagai keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki manusia 
dibandingkan mahkluk ciptaan Allah lainnya, pada hakikatnya terkait dengan 
peran penting yang diberikan Allah kepada manusia selaku khalifah yang 
memiliki beban dan tanggungjawab melaksanakan amanah menjadi khaliji:Jh 

I 

I 

fil-ardhi (khalifah di bumi), sebagaimana Allah berf'IJTDan pada surat ai'Baqarah 
ayat 30: 

~ 0
• ~i l ·,·1.>- ,, aS:;~~ 'Jii ~,-

" d'J <FIT- 0 ~-- ' ' .J ,J 
' ' ' 

"lngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

Islam mensyariatkan bahwa tugas ke-khalifah-an adalah untuk mengelola 
atau mengurus alam semesta, pribadi (diri sendiri), keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

1. Maousia dan Alam Semesta 

Alam semesta sesungguhnya diciptakan oleh Allah swt dalam 
keadaan stabil dan seimbang, sebagaimana dalam surat ai-Mulk ayat 3 : 

.~ ~~ . ~ ~ .. 
", " ,. "'li •'"- . ,,,, \i\J,. (" "' '•'"- .UI ~J~ ~J~ ~ .;r-J' '?"' ..;...s.r ~ ., ~ Y'-' ~ ~ .,._ 

} } . . 
J_,b....! ~ loS} JA :,:..;JI 
• 

"Yang telah menciptakan tujuh langil berlapis-lapis; Kamu sekali-kali 
ridak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang; Malw lihatlah beru/ang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang 
tidak seimbang?" .., 

Islam menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan 
karunia yang harus dipelihara agar menjadi seimbang (stabil) dan terpelihara 
guna kemanfaatan bagi semua makhluk ciptaan Allah swt, karena Dia tidak 
melakukan sesuatu melainkan mengandung hikmah dan maslahat serta 
pembalasan bagi man usia yang menyekutukan-Nya. Allah berfinnan pula pada 
surat al-Dukhan ayat 38-39 dan Luqman ayat 10: 

~~ ,, i~i ~J ;,;.,~~ij .;..1~1 ,, ji;,. ~J 
' ' 

~ _,j:; ~ ~;...,s-f ~j :;;.i~ ~)l.<.k ii;:. ~ 
' ' 
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. "Dan Kami tidak menciptakan /an gil dan bumi dan apa yang ada an tara 
keduanya dengan bermain~main; Kami tidak menciptakan ksduanya melainkan 
dengan haq, tetapi kebanyakan mereka t;dak mengetahui. " 

~ ~ ~ ~~ :,-1)~ ,JP~~i.} .).Jfj 'i!J} p ji<! .:;..1)~1 ~ 
, ~ " ~ ~ 

ft ~:,) jS-~ ~ u;;lfj ~" ~~~ ~ ci)-lfj ?-J'l~ jS-~ ~ :.:.;:, 

"Dia melJciptakan langil tanpa liang yang kam11 meliharnya. dan Di'a 
me/etalikan gunung-gunung (di permukaan) humi, supaya bumi itu tidak 
menggoyangkan kamu, dan memperkembang bicikkan padmrya .sega/a macam 
jenis hinatOJ1g, dan Komi Junmk<D: air hujan dari langit, lalu KanJi tumbuhkan 
padanya segala macam tumbuh-tumhuhan yang balk," 

' <: 
Islam mengajarkan bahw~ pemahaman terhadap ketauhidan atas ciptaan 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala berarti meyakini sya.rlat~Nyadan menjadikannya 
sebagai prinsip dalam mengelola alarn semesta bukannya mengikuti hawa 
nafsu. karena itu manusia dipcrintahkan untuk mengelola alam semesta 
berdasarkan syariat-Nya. sebagaimana finnan Allah swt pada surat ai-Mukminun 
ayat71 : 

J,-i ::,, .! ;;:, J.~~ij :,;..1j~1 .:;,;(.if iJ' ~ljlof j;.i1 e;JI h 
' ' ' 

~;.. ~ ~)'.I ;} j.+.J ~)',II j.AI.i;l1 .. " " " " 

"Andailrata k4benman flY memlnlli hawa nafoy merekl, pasli biTIOSIIIah 
langit dun bun# ini, d(lll aemua yang ada di da/amnya; Sebenamya Komi Ielah 
mendatangktm kepada mereka lrebanggaan mereka, Jetapi mereka berpaling 
dari kebangga(Df itu. .. 

2. Manusia Khalifah di Bum! 

Pada bakikatnya, penciptaan man usia oleh A Uah swl. dimaksudkan 
sebagai khal!fah Allah di muka bumi, yang beketia unruk menjalanklln irndah

. Nya, sebagaimaita firman~Nya dalam surat alwBaqarah ayat 30 dan al~An~am 
ay~~ J65: 

~~~ •t: .. 
li J'· ,jP J~l J ~\;.. .}l 

' ' 

''Aku me.'lcipta~n khalijah di bumi. " 

~ ~ ""' " " ~ """ • (," ~ I ~ "' " ;..,s--R ,;,\;.._)} ~ djl ~ tl;J ,JP ;"II~ j.i;-~ <?,UI JOJ 
' . ' ~ .. ~ .. ,. • * ... • l' 

• ·' " L1 ... o~~i.JI • • ' \!J......i vi ~<"tiT 1:0 • re) ;.,.- ,J . . t::lr .) ·~"" .; . . " .. 
"Dan Dfa-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah (penguasa) di 

bumi, dan Dia mengangkat (derajat) sehagitJn komu alas sebagian (yang lain) 
beberapaderajat untuk JtUJnguji Y.amu tentang apa yang diberikan-Nya kepada 
kamu." 

Marmsia mendapat m.andat untuk mengelola, memeiihara dan 
mendayagunakan selurnh a lam bagl .kepentingan makhluk Allah. sebagaimana 
Allah berfinnan pada ai-Haii ayat 65 : 

•L.' :..1, ' '-':!liiil' ,•t.; 1\:0'~(-•.- llll~f··~if • :I' . .r-'"" ,., <? _,...-.... J..P J ~ "' r ./"-" .r r-
--~~ ~JJ) !?'8~ JJ1 ~! ~~~ ~!~~~~.}>ti-l~~~~~:·,_.·.[, 

"Apakah komu tidak melihat sesungguhnya Allah telah menunjukkan 
untukmu apa ycmg ada di bumi, dan (fa mudahkan) kapal yang berlayar di 
lautan dengan perifltah-Nya, dan la menahon henda-benda langit jatuh ke 
bumi dengan izin-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kcpada manusia. " 

Pada surat Luqman ayat 20 Allah berfirman : • ' . r: . t.· " , J ~ ., , i .. 't ;. {'~ er-:- J ,jP ;'lil ,j \:OJ .:;..IJ~I.} \:0 i-5J;,;,. t\!1 vi 1)} j.ll . . 
""" "~·. J '" ...... 

':IJ ~J...J. 'lJ ~ ~ ~1.} J~~;; !?'Ill ~J ,, l-liJ ·~IJ; ~:.o: 

~ ..... ~ " , ,. . 
"TJdakkaiJ kmnu melihat, sesunggulm):a Allah telah menunjulclc:on untuk 

(Aepentingan) kamtt yang ada di lang it dan apu yang ada df bumi. dan 
menyempurnakan untukmu nl'mat·Nya lahir dan batin kepada kamu. " 
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Tugas ke-khalifah~an manusia di muka bumi adalah untuk mengelola 
segala makhhtkAllah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeseimbangan 
bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah1 karena 
itu manusia dilarang mels.kukan kerusa.kan di muka bumi, sebagaimana finnan 
AliRh,dalam surat al-A'rafayat 56: 

~~-')1:.,1 ~ .• ~i • \ -·· 'l ~-""' ' . ..1' J IF _,- J - . . 
"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ia cocok r.mtuk 

kehidupan. " 

Perbuatan manusia yang tidak berdasar syariat dalam mengelola bumi 
dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif yang mengancam 
lrelang.sungan hidup manusia, J<wena ituAllah telah memberikan karunia k<pada 
manusia berupa aka! pikiran,l/iirasnan dan tubeh untuk menjalankan tugan ke
kha/ifi:rhan-nya dalam memelihm. kelan@$1lngan hidup makhlul<Aiiah di bumi, 
sebagaimana firman-Nya pada surat al-Rum ayat 41: 

WI • ,. ~"- '.i:J.3 ~I ~~::: ;· .. s- ~ :.A( '11 . ;dit . , .. 
"'. ..r "I I""""• •• ..r' "'. - . f'"" J .1" .J ....,.. . .. 

~ • , lJ 

()_,A;:,i~l# 

"Telah nampak kerusakan di darat dan di /aut disebabkan karena 
perbuatan tangmr manusia. supaya Allah merasakan kepada mereka sebagi(Z11 
dari (okibal) perbuatan mereka, agar mereka"lrembali (Ire jalan yang benar). " 

3. Bermasyarakat, Berbaogsa dan Bernegara 

Islam mensyariatkan kepada manusia bahwa dalam rangka menja:lankan tugas 
kerklrilqftlh~e.n (kepemimpinan) tenhmya secara fitrah harus diawali dari dirl sendirl 
(pribadi) dalam ketaatan menjalankan syariat sebagai wujud pengabdian kepada 
Allah (hablu 'u-.mina 'I~Laahi) dan sosial kernasyarakatan (hablu ·~mina 'n~naasi), 
sebagaime.na fitman~Nya pada sura.t al-Maidah ayat 105 : 

"' ~ ~ • ,, , I 11 ) , • II 
. "I J!' ~·: • II~! t·~ •. • '. < '· . 'i • <· ;!I. <'to I ~-~ · . .UI i'•>t ~ ~ !"'!~ .r ,;;-' I'"' -""' r- !'""""" J"' .:r-. "" • - . 

~~ I ,~, •' ~· 
i) .t:~· p~< ~ p.<· ''! '· .:.. • ' •• r- ..... ~ .f . . 

"Hal ora11g yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat 
itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapal petunjuk, 
hanya kepada Allah kamu kcmbali semuanya, maka Dia akan menerangkan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. " 

Sejalan dengan ketaatan untuk diri sendiri ini, disyariatkan pula kepada 
manusie. dalam menjalankan tugas ke~khilafah-an {kepemimpinan) untuk 
memelihara keluarga. sebagaimana firman A!lah, pada al-Tahrim ayat 6 : 

_. ~~ ,. • I f J 1• o I f" I I f ' ' " 
;' 'I~ i iNJI uh U..:o .t I U' ~ ~~,, 'C'· >! I • 1 ~T '. Jll t~;, li ~ • ) . • J "' ,. J ) I"'""'" J r- _,. J"' .:r-. "" . 

::., ~~·~:(.~.i::. ~(.•''"•f~4ihh I ·~~;,:u,l;~i.SJ~ JJ' r- ..........., r-"' J' J-""1. • • • 

"Hai orang-orang yang heriman, peliharalah dirimfl dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya 
malaikat~malaikat yang kasar. yang keras, yang tidak mendurhakai Allah 
terlladap apa yang diperintahkan-Nya k<pada m~m~ka dtm selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan . .. 

Pada dasamya. ketaatan diri sendirl (pribndi) dan keluarga terhadap 
syariat AHah merupakan pondasi bagi pelaksanaan tugss ke*khllafah-an 
(kepemimpinan). mengingat pribadi merupakan individu dalam masyarakat 
dan keluarga merupak.an unit terkecii daiam masyarakat, karena itU baik
buruknya kehidupan l1liiS)'lll1'ka dan bungsa terletak pada baik·buruknya pribudi 
dan keluarga yang hidup dalam masyarakat suatu ba:ngsa tersebut. 

Masyarakat adatah kumpulan manusia secara irolektif menempati suatu 
kawe.san tertentu, hidup bergaul satu sama lain dalam menyelenggarakan 
kepentingan bersama. Manusia ndalah mlikhluk bcnnasyB.rakat. karena secara 
alamtalt manusia tidak mungkin hrdup menyendid. Bangsa adalah kumpu~an 
masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan 
kesamaan keturunan ataupun terbentuk karena kesan1aan tertentu, ataupun 
terbentuk karena kesamaan nesib dan kehendak. Sedangkan ncgara ada1ah 
wadah bangsa tersebut. 

Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan 
bersama dalam rangka amar ma 'ruf dan nahi munkar. untuk menc.iptakan 
tatanan masylllllkat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala. Negara 
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memiliki kekuasaan daJam merum"*"" kebijekan; melakuloln tindakan, bahkan 
memaksakan sesuatu, bcrdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-nonna 
hukum yang berlaku dM dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan kebenornn. 
Bagi Warga Bulan Bintang, negara adalah wadah dan sekaligus alat untuk 
mencapai tujuan m,"flegakkan syariat (slam, dan negara bukanlab tujuan itu 
sendiri. 

3.1. Nega:ra adalah Alat Mencapai Tujuan 

·sebagai alat, keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perlu 
diciptakan, ka.rcna tanpa adanya negara, mustahil orang dapat merealisasikan 
tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan, di mana warga 
Bulan Bintang berkewajiban wempe.domani syariat Islam untuk membangun 

' ne~. ~ 

·oatam membangun kehidupan benna<;yarakat, bcrbangsa dan bemegara, 
warga Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan masyamkat yang 
menjadi cita-cita Islam. Setiap masalah yang dihadapi bersama wajib dipecahkan 
secara musyawarah yang berlandaskan hikmah dan kebijaksanaan scrta 
senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta 'ala. 

Allah swt berfmnan dalam pada surat al-Nahl ayat 125: 

;;...;.! :,... .,.J~ ~~1>.-) ;..;;..;j, &:,:.k, ;.;J:.j~ .u;:, J,..::- J! ' ,, ~ ,, ~ ~ .... ' ,, .t 

"~erulah (man usia) kepada jalan TUhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. " 

Musyawarah dikembangkan dari prinsip syurayang menjadi ciri umat 
be'riman dan merupakrm arnanat Allah supayn pihak-pihak yang berwenang 
da!am ma.syarakat dan negara menegakkan syura dan memusyawarahkan 
masalah bersama dengan rakyat, sebagaimana diterangkan dalam ai-Syura 
ey;u 38: 

~ i-':.1 .s)j.:. j.A:;-1:, 

"Da11 urusan di antara mereka (diputusktm dan ditetapkan) berdasarkan 
syura (musyawarah) di an/ara mereka. " 

Allah berfirman daiam Ali Imran ayat 159 sebagai berikut : 

~~i J ;.....;.~p:, 
"Dati bermusyawaralah dengcm menka dalam llrUSan itu (kepentingan 

hersama)." 

Warga Bulan Bintang kini sepenuhnya bahwa ajaran Islam universal dalam. 
memberikan bimbingan tentans earn penyelenggaraan kehidupan bennasyaraka~ 
bei'bangsa dan bemegara. 

3.2. Menegakkon As-Siyasab Aey-Syat''iyyab 

Ke-khalifah-an dalam bidang potitik berarti penegakan as-sulthan 
(kekuasaan) serta as-siyasah asy-.<yar 'iyyoh (kebijakan yang sah berdasarl<an 
syarPah) dan ni.zham al~hukm (sistem pemerlntahan) dalam negara hukum. 

Allah swt bertinnan dala.m suratal-Nahl ayat 90 dan al- Jatsiyah ayat 18~ 
sebagai berikut : 

,. • .-H ~ •.- .,~~~ 

.t...:!.O..ill.:r--i' ~J o.s!Jlll <i~ •IL.!J ,;,c,.;.ii'J J:.W~ :,_:~ U\1 u! 
~ ~ ~~ -~ "~ ~ ~ 

(, •:-'.ij·X~i·('f,.::~'( <-~·i( J.i' • ~ ~""'"""' ' J _,....., J 
' 

''Sesungguhnya Allah menyuroh (kamu) berlaku adil dan herbuat 
kebaj;Jran, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kl!mungkaran dan permu.suhan; 

"Dia (Allah) member/ pengajaran kepado kamu, agar kamu dapat 
mengambl/ pe/ajman. " 
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~J~~! 'j ;;,.,U1 ~IJ"f ~ ~J 'iA$~ }~j ~ l"!_;:. ~ cll'ii .. ~· . , , ' . , . 
"Kemudian Komi jadikan kamu herod a di at as suatu syariat (peraturan) 

dari urosan (agama} itu, maka ikulilah syariat itu, danjanganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. " 

3.3. Kemajemukan 

Ajaran Islam mengakui keberadaan berbagai masyarakat dan bangsa di 
muka bumi dengan segala kemajemukan internal maupun ekstemal yang ada 
padanya. Kemajemukan itu tidak perlu menyebabkan timbulnya konflik dan 
pennusuhan, karena sampai akhir zaman pun di muka bumi akan terns dijumpai 
kemajemukan elnik, ban gsa ·:dan agama. Kemajemukan mengharuskan warga 
Bulan Bintang mencari ,\fkesepakatan-kesepakatan bersama dalam 
menyelenggarakan kepentingan bersama dan demi mencapai kemaslahatan 
bersama pula. Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bagaimana membina 
kehidupan masyarakat yang majemuk ketika beliau hijrah ke Yatsrib dan 
mcngubah kota itu menjadi Madinah. Kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan 
dalam naskah yang dinamakan "Piagam Nobi" atau "Piagam Madinah ". 
Dilihat dari sudut pandangan hukum ketatanegaraan kontemporer, Piagam 
Nabi atau Piagam Madinah itu hampir setara dengan konstitusi sebuah negara. 
Memang piagam inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan Rasul saw dalam 
menghadapi segala tantangan dalam berpolitiknya. Dalam piagam inilah 
tercantum prinsip-prinsip bemegara secara utuh dan komprehensif. 

3.4. Islam di Nusantara 

3.4.1. Umat Islan1 di kawasan Asia Tenggara mempunyai sejarah dan tradisi 
yang panjang sejak berabad-abad yang lalu. Gelombang-gelombang lslamisasi 
di Asia Tenggara sangat mungkin telah terjadi sejak abad-abad pertama Hijriyah. 
Proses ini berlanjut terus sehingga terbentuk komunitas-komunitas masyarakat 
muslim. KeSultanan-kesultanan Islam mulai terbentuk pada penghujung abad 
ke-13 Miladiyah seiring dengan kian pudamya pengaruh agama serta kerajaan
kerajaan Hindu dan Budha. 

3.4.2. Kehadiran Islam di kawasan Nusantara telah melahirkan zaman baru 
dan peradaban baru di kawasan ini, yakni peradaban Melayu Islam. 

'! 

Pengaruh Islam ke dalam ca.ra berpikir, budaya hukum, ungkapan-ungkapan 
istilah serta pengayaan bahasa Melayu menjadi bahasa intelektual keagamaan 
Islam di kawasan ini sangat besar. Kehadiran Islam telah mengu~ah cara 
pandang yang penuh dengan unsur-unsur kemusyrikan dan tahayul menuju 
pandangan berlandaskan semangat tau hid yang mendorong ke arah penggunaan 
akal dan pikiran yang rasional. Proses lslamisasi institusi-institusi politik, 
hukum dan ketatanegaraan terus berlangsung, walaupun dalam berbagai segi 
telah teljadi sinkretisme ant:ara. Islam dan institusi-institusi lama yang berkembang 
sejsk zaman pra Islam. PART AI BULAN BINTANG sebagai partai Islam akan 
terus berusaha meluruskan proses ini, sehingga tercipta kondisi yang '!ebih 
ideal sesuai tuntunan Islam. 

3.4.3. Proses pembentukan peradaban Melayu Islam di kawasanAsia Tenggam 
menghadapi tantangan besar dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang 
bennaksud untuk menaklukkan kawasan ini. Sebab itulah sebagian besar energi 
telah dicurahkan dalam upaya membela dan mempertahankan diri. Akhimya 
Islam tidak hanya diyakini sebagai keyakinan agam8.y tetapi juga sebagai 
identitas dan ideologi perjuangan untuk mempertahankan diri dan mengusir 
kaum penjajah. Sungguhpun demikian, kekalahan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta perpccahan-perpecahan internal di kalangan 
umat Islam sendiri, mengakibatkan pada akhimya.satu demi satu kesultanan
kesultanan Islam itu dapat ditaklukan. Pada penghujung abad ke 19, sebagian 
beSar kepulauan Nusantara telahjatuh ke Iangan kekuasaan asing. Kerajaan 
Be Ianda kemudian menata pemerintahan kawasan ini dalam organisasi semi 
negara yang bersifat kolonial, yakni Hindia Bela:nda. PARTAI BULAN 
BINTANG akan terus berusaha menwnbuh kembangkan identitas dan persatuan 
Islam bersifat nasional yang sudah terbentuk Sehingga menjadi lebih sehat 
mengikis politik pecah belah serta orientasi sekuler warisan penjajah yang 
masih tersisa. 

Allah berfinnan dalam surat al-Anfal ayat 59-60 : 
~ .. " .... . ~ " 
. '· """'1"''11· .... I';.~~ .lll""'" ""'1 ... J~ l"f': J"--' Jr- .,._ ~ J 

0101 " o , I ., "If" 
~~ Ju H u_k.-; ~' .»~) ~J oji~ p~ ;n::- ,, ~ ~ 'J~'J 

~ .. .. ~ .. 
I , ., I' " ~ I ., .JOI ~ 

::,._....,. 1~ "J ~j:l~j lJJ1 ~~ ~ ~J• ~ Z:t-f-TJ i-S'J~J 
~ ~ ~ ~~ ~~ :J;. ~~-j.,:. .;,;:; 

- ~ .. .. .. 
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. "Dan janganlah orang-orang kajir ilu. mengira, m~reka akan dopa! lotos. 
(dari kekuasaan Allah),· SesunggWmya mereka tidak dapat melemahlcan (Allah); 

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa soja yang kamu sanggupi 
dan dari kudo-kudo yang ditamhat untuk herperang, (yang dengan persiapan 
itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang se/ain mereka 
yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya,· Apa soja yang 
kamu najkahlcan padajalan Allah, niscaya akan dihalas dengan cukup kepadamu. 
d{:m kamu tidak akan dianiaya (dirugikun}." 

3.4.4. Meskipun hampir seluruh wilayah Nusantarajatuh ke tangan Belanda, 
perjuangan mengusir penjajah terns berlanjut. Seiring makin berkurangnya 
perlawatian bersenjata, cara-cara baru dalam berjuang mulai diperkenalk.an, 
~ni me!B.Iui berbagai organisasi sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk 
memb~g~itkan kesadaran ffi8$l,~at ten_tang nasi~ ~ereka sebagai bangsa 
yang teiJaJah. Wama Islam tam~Jelas dan gerakan 1m. Sarekat Dagang Islam 
telah·mengawali timbulnya semangat keagamaan dan sekaligus semangat 
kebangsaan, yang akhimya menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat
masyamkat suku di Nusantara adalah suatu bangsa yang mengalami nasib yang 
sam a dan memplmyai cita-cita yang sam a, yakni membangun ikatan persaudaraan 
untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, PART AI 
BULAN BINTANG tidak mempertentangkan antara kebangsaan Indonesia 
dan cita-cita Islam atilu dengan kata lain negara nasional Indonesia dapat 
mewujl!dkan cita-cita Islam. 

3.5. Proklamasi 17 Agustus 1945 

3.5.1 Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggall7 Agustus 1945 patut 
disyukuri sebagai anugrah dan rahmatAIIah Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan 
itu adalah juga buah dari basil perjuangan ban gsa selama beberapa a bad. Urn at 
Islam yar.g merupakan komunitas terbesar di tanah air telah menyambut dan 
mendukl.mg kemerdekaan itu dan teru"S terlibat secara aktif dalam membela 
dan mempertahankannya. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Islam telah, 
sedang ,dan <l;kan terus memaink~ peranannya dalam memberikan arah bagi 
perjalailan bangsa ke masa depan. Sebab itulah warga Bulan Bintang 
berkeyakinan hahwa pembicaraan Islam di.Indonesia tidak mungkin terlepas 
dari pembicaraan tentang nasib bangsa. Demik.ian pula sebaliknya, pembicaraan 
nasi.!> bangsa juga tidak mungkin_ terlepas dari pembicaraan tentang Islam. 

'! 

Allah swt. berfirman dalam surat ai~A'raf ayat 96 : 

;~ ..... :.J1 ~ .;:;l ..... (,i ~ 1 :lc ~ lji i1) l_,:.i ..s).JI Jof ~~ :,i) 
' ' ' 

~ • "' 1 'iS'~· ·uuti 1 ~.IS' ·.--r· . ·~r ,........,. J' . !'"" y. ~ J J>) J 
~ , , . 

"Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
pastiloh Komi alcan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dari:bumi, 
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Komi) itu, maka Komi siksa mereka 
disehabkan perhuatannya. " 

3.5.2 Umat Islam sebagai komunitas terbesar bangsa memikul beban dan 
tanggungjawab yang besardalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah 
warga BULAN BINTANG bertekad untuk mempertahankan eksistensi· bangsa 
dan negara Indonesia terhadap kekuatan mana yang bermaksud merusak. dan 
menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari petiuangan keagamaan, 
karena bagi warga Bulan Bintang antara keislaman dan kebangsaan bukanlah 
dua hal yang terpisah, tetapi sebuah kesatuan yang integral. Warga Bulan 
Bintang bertekad untuk menjadi muslim sejati dan sekaligus sebagai patriot 
sejati bangsa pembela kebenaran. Niat pertama ada lab berjuang karena Allah 
demi kemuliaan bangsa Indonesia dimana urnat Islam merupakan bagian 
terbesamya. 

3.5.3 Kemajemukan bangsa. Indonesia bukan saja kemajemu.kan etnik dan 
agama, tetapi juga kemajemukan a I iran politik dan golongan. Warga Bulan 
Bintang mengakui kemajemukan, menghormati perbedaan-perbedaan di tengah
tengah rakyat, dan membela kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan 
sendiri pilihan dan pendirian politiknya. Warga Bulan Bintang membela sistem 
syura dan nilai-nilai demokrasi yangjujur dengan sistem multi partai berdasarkan 
prinsip jastahiqul khayrot di mana semua golongan mend a pat kesempa~ yang 
sama untuk berkompetisi secara sehat serta membangun kerjasama yaftg: adil 
dan hannonis dalam menegakkan kepentingan bersama. Aliran atau golongan 
satu-satunya yang tidak mempunyai hak hidup hanyalah golongan yang 
memusuhi demokrasi itu sendiri. Sebab itu warga Bulan Bintang menolak 
keberadaan golongan Komunis dan golongan Jain yang ingin melenyapkan 
kemajemukan dan menciptakan sistem monolitik yang bersifat kediktatoran. 
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3.6 Pendidikan dan Kesejabteraan Sosial 

Dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, ajaran Islam meminta 
warga Bulan Bintang untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup 
di dunia. Ajaran lslam juga meny.uruh untuk berusaha memperoleh keselamatan 
hidup di akhirat. Kesejahteraan hidup di dunia sangat tergantung kepada tingkat 
pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu warga 
Bulan Bintang berjuang untuk membangun kesejahteraan sosial dengan 
menegakkan suatu sistem pendidikan nasional yang dijiwai olch prinsip-prinsip 
agama serta tujuan penghambaan diri kepada Allnh, penyediaan sarana dan 
parasarana kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk, penyediaan 
pemukiman yang layak huni sesuai harkat d8n martabat manusia, dan usaha
usaha lainnya yang halal bagi kesejahteraan seluruh warga lahir dan batin. 
Program islamisasi ilmu pengetahuan yang sedang dikembangkan oleh beberapa 
lembaga intemasional dan ·lJniversitas Islam Intemasional sejak beberapa 
dekade yang lalu, mendapaHperhatian khusus PART AI BULAN BINTANG. 
Program ini diharapkan dapat mengisi kurikulum pendidikan nasional yang 
berwajah manusiawi dan Islami di masa depan. 

Allah berfinnan dalam surn.tal-Taubah ayat 122: 

... ~ ~ ~ . ' ~ ~ ~~ .. ~ , . , , ~ 

a; :u, ·' '· u·• 1<". - ., ':1'·"41\S"' 1 '' '"I u ~ ·.~11 ulf I> ..._~- ~ 6 , , Y< ..r .:t J" r J.r:--=:. Hr- J 
~ ~~ . , , ~ ~ , ' , . ·-
. .L...,;U~~J;t~.~~~l\1'~ \.)!"''" -,.,U ·J.ll "l';q::'l "JJ - ,......... ,..... • .J"") • '*' r' )), .!.) ,;,! .; Ji .. , , , ~ 

"Tidak .sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya 
(ke medon perang); Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agamo, dan rmtuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah 
kemhali kepadanya, .supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. " 

Pada surat al-Qashash ayat 77 Allah swt berfirman : 

~ ·. · r c:iJ1 -. ~-~ ~- i- ·'Ji -~:u~ ili1 iltiT l4..l ., ·~· ~ J - .:t ··- v- J £ ) -- ~J 
- • r i!J:l! 4.LJI ~ 
-

··-

"Dan carilah apa yang te/ah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keni 'matan) 
duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah te/ah 
berbuat baik kepadamu. " 

3.7. Ekooomi 

3.7.1. Pe~uangan pertamaPARTAI BULAN BINTANG dalarn bidangsosial
ekonoilli adalah memenuhi keperluan-keper/uan dasar (basic needs) seluruh 
warga negara sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai hamba 
Allah. dan selanjutnya adalah petjuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan 
manusia yang sekunder dan seterusnya. 

3. 7 .2. Dalam rangka pembangunan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung 
tegaknya prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari rib a, penindasan, monopoli, 
dan maksiat yang sering diistilahkan sebagai ekonomi Islam. Bumi dan air 
berserta kekayaan ·a lam yang dikandungnya dikuasai oleh negara untuk 
kesejahteraan seluruh rakyat Penguasaan ini mengandung makna bahwa negara 
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan pemanfaatan sumber 
daya alam demi kemakmuran bersama. Keberpihakan negara dalam 
pembangunan ekonomi' adaiah kepada rakyat banyak, dan bukan kepada 
kelompok kecil orang dalam masyarakat. Untuk itu pemerataan kesempatan 
berusaha harus lebih dikedepankan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi 
yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena itu 
warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan sistem perekonomian nasional 
yang adil dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi yang bebas 
dari riba, penindasan, monopoli dan maksiat. 

Allah berfirman dalam surah AI-Baqarah ayat 275-278 : 

o ~~ I 0111 ..... , .... HJ, 01 

' "I-. ,:,~1 ~ .ill -- w- ':II u ' -- ':1 u'll u .l<'li -. JJ1 ..r- .:t . . . 4$- r Jll' : _,. Jll' . .r r- - l.i!-

•. -'L.....'II-·-- :~_j1illi'1:..r u'll·l:.~--il,;sll_iil" ft.~~ 
.;,--' . .J' ~ _r J r:;-" IT J ·.1' <r: 0"" • .J' ('i--' . , - -
~:r Ju :.~ :;~ ~~ J~ ;:;r~ ~ '"' ill ~~ ;, ~ i4:,; ''""" 

~ l!J>:. "~ ' ' ~I :.J~>o.:.>f ) - T"""r'! . 
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''Orang-orang yang malum (mengambil) riba. 5) Iidak dapa! berdiri 
melainkan .'iepf:rli be:rdirinya orang yang kemasukan syairan lan!aron (iekanan) 
penyal:it gila 6) Keadaan mereka yang demildan itu adolah disebabkan mereka 
herkala (berpendapal) sesungguhnya jua/ beli ilu sama dengan riba, padahal 
Allah Ielah menghalalkan jual heli dan mengharamkan riba; Orang-orang 
yang Ielah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengombil riba), maka baginya apa yang Jelah diambilnya dahulu. 7) 
(sehelum tfatang larangan): dan urnsannya (terserah) kepada Allah; Orang 
yang mengulangl (mengambil riba), maka orang iJu adalah penghuni-penglnmi 
neraka; mereka kekal di dalamnya." 

~--!/ Li..J' "1(.-: 1 ~ 41JI~ -~~I "i \/t1llh :~~- , •. \"""""""'I ) .r ~ J .... <1-.1-J .J' ..,.._ 
# , • ... 

·' 
"Allah memusnahka~if.;ba dan menyuburkan sedekaiL 8) Dan Allah 

tid(1k menyukai setiap orang yang tetap dalam kekaflran, don selalu berbuat 
dosa." 

" )'.;:.. Ill' ... ( '"'-111 'll"" ·•·•·'·'1'"'·'··1 '"T" .U·I~I ~@ 010 j j J ._,_ J' IJ ~~,_ ,re-J p <)!. ~: 
~ ~ ~ ~ -~ _,. ~ 
• !-" • ~"' ~ • "I' J" ~. '"i • ~ ~ • • '' • I 
41 J' ~ !""" J ~ I • • .r J {'fO ~ !""" .r-"" - -

"Sesungguhrrya orang-orang yang beriman, mengetjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya; Tidak ada kekhawatiran terhadap merelca dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati." 9) 

S) R!ba itu u.dn dua macam : nasillh dan fadhL Riba nasiah ialah pembaayarnn lebilt yang disyaraJ.kwt olch 
Drang yang (J'Ic.minjamkan. Riba Fafhl ialah pcnukar811 sua1u bamng dengan bar4rtgyeng sejenistapi 
l~bih banyakjumlehnya katena orang y&l'lg mcnukarkan mcnsyaratkan demikian, sc~rti pc.nukaran 
em as dtngan emiiS padi dengan padi dnn sebagainya Riba yang dimaksud dalam ayat ini nba nosillh 
yang. berlip~ ganda dl\0 umum lerjadi da!arn mBSyarakatArnb jRI\iliyah. 

6) Makslldnya-or~ns yang mengambil riba lidak LCnlllllll jiwanyA .scperti orang kemasukan syetan. 

7) Riba yang sudllh di11r11bil {dipunggul) sebelum turun ayat lni, bolc.h tldat dikerobalihn . 

.8) Yang dimaksud densm memuU~Mkan riba ialab memusnahkan ha.Tta ilu ai.Bu mtntiadakMI berkthnya 
dM yang dimaksud dmsRn menyuburkarJ sedckab inlllh mempakemtmngkan lwlayllflg. 1-e-IM dlkc.luarkW'I 
mlekDhnyllat.Bu !Tii:iipal gandnkan berkahnya. 

9) Mak!:udnya: ial~ crang-ol'llllg yang mcnghallllkan ribad!!n tetap1mfakukannnya 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dt.m 
tinggalkan sfsa riba (yang belum dipungut), j~ka kamu orang-orang yang 
beriman." 

3.8. Lingkuogan Hidup 

PART AI BULAN B!NTANG melihat pemeliharaan terhadap lingkungan 
hidup dari sudut konsep lchilqfoh (pengelo!IWI bumi berdasarkan mandatAIIah), 
dan tasykhir {pcndayagunaan lingkungan alam ses:uai tuntunan Allah). 
Lingkungan hidup mencakup bumit air, hewan, tumbuh~tumbuhan serta semua 
yang ada di atas dan di dalam perut bumi dan langit merupakan ni'mat Allah 
yang wajib disyukuri. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 
prinsip syukur ni~mat. 

3.8.1. Ay-Syakur, ialah yang banyak bersyukur, maka ni'mat Altah akan 
bertambah; dan yang kujur dan ingkar (atas nPmat) maka ni'mat itu 
hilang. 

Sebagaimana Allah berfirmannta pada surat Ibrahim ayat 7: 

j,.uJ 1U ~~ · r; <- • .• r · ?1;,.; V :..,• <'·· • .• r • <:-r ~~(l ~~-•• "' • I'"' .r- t.JO' J !'""' .) ,-.;-'"- t.JO' !'""') ,J 
~ ~ ~ ~ 

"Tuhan kamu menyatakan sesungguhnyajika kamu bersyukur pasti Komi 
menambah (ni'mat) untuk kamu, telapi bila kamu mengingkari (ni'mat) Ku 
maka siksa Ku amat pedih." 

3.8.2. lfsad, adalah perbuatan merusak kelestarian alam dan lingkungnn 
Allah berfirman dalam surat al-Qashasah ayat 77 : 

". ~~ ' I~ iih ~~ .. ~; ~ ;(, Ah . •:: ~~ 
<)!._ ~ :~) '-F ~ J 

"Danjanganlah kamu berbuat ksru.sokan df bumi, Allah .sesungguhnya 
tidak ,fulw kepada para perusak. " 

-·--··-~·· ... ~ ......... ..... . .. 
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3.8.3 Tabdzir, adalah perbuatan boros yang merusak kehidupa:n di bumi. 

Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 27 : 

·~ • 1 o I r r •• 0 • 

1' -><' _.;) ,J~I ,J\S'' ·- ~CJI ,J\' '·I I 1\S' '. .t:;..ll ,JI )J"" - • ) ~ • y. J' .J!) . • 
II rr r I r 

"Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu ada/ah saudara-saudara 
syaitan, dan syaitan itu membangkang kepada Tuhannya. " 

3.8.4 Israj, adalah tindakan tidak patut, berlebihan, merupakan perbuatan 
melampaui batas. 

Allah bertinnan dalam SuratAI-An'am ayat 141: 

;;_.,,...~~I ~ ~ UJI ~~ JP~~i .j ;\',,iii~ ~J . .. 
"Danjanganlah kamu ber/ebih-Jebihan, sesungguhnya Allah lidak suka 

kepada orang-orang yang berlebihan." 

Pada surat ai-A'raf ayat 31, Allah berfinnan : 

. . . . . . .. 
'do.. ~,, w ~ Ul ,. . • 1 ~ , ...... , I .1(" 
"'-".r"- - . . • _,_. r' ) J'-.r-' ) r' ) . . -

"Makan dan minumlah, telapi jangan berlebih-Jebihan, Ia (Allah) 
sesungguhnya tidak suka kepada orang-orang yang berlehih-lebihan." 

Pemanfaatan segala sumber rezeki yang halal dan thayyib (baik) bagi 
keperluan man usia sesuai ketentuan hukwn Allah, tidak boleh merusak kehidupan 
dan lingkungan hidup alam semesta. 

3.9. Hubungan Internasional 

3.9.1 Dalam pergaulan antar bangsa, warga Bulan Bintang menjunjung tinggi 
prinsip persaudaraan dan persamaan derajat semua bangsa di muka bumi. 
(Surah AI-Hujurat, ayat: 13, dan Surah AI-Ma'idah, ayat: 8). Hubungan antar 
negara dan bangsa berdasarkan atas prinsip saling menghormati sesuai ajaran 

••• 

Islam dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Hubungan seperti ini hanya 
mungkin ditegakkan dalam dunia yang ber;'itikad baik untuk membangun 
hubungan an tar bangsa yang bebas dari penindasan, agresi dan ekspl.oitasi. 
Warga Bulan Bintang mendukung keberadaan badan-badan intemasional yang 
berusaha menciptakan tata dunia yang adil, dengan memperhatikan secara 
sungguh-suP.gguh suasana sa ling ketergantungan an tar bangsa dan negara. 
Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan perdamaian dan ketenteraman 
masyarakatdunia berdasarkan prinsip persamaan derajat dan saling menghormati. 

3.9.2 Menyadari saling ketergantungan antar negara dalam pembangunan 
sosial dan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung kerjasama bilateral dan 
intemasional atas dasar saling menguntungkan sesuai tuntunan Islam. Pertama 
sekali adalah kerjasama antarn sesama umat di dunia Islam berdasarkan ukhuwah 
Jslamiyah, kesamaan akidah dan tujuan hidup. 

Allah dalam surat ai-Maidah ayat 2 berfirman : 

' ••••••••• '1" • ' • 
,JIJJ.UIJ ~';II JS- lyJ\Ol 'iJ .S)' ~IIJ :,JI JS- ly)~) 
r r I r 

"Saling tolong menolonglah berdasarkan kebajikan dan laqwa, dan 
jangan tolong menolong berdasarkan dosa dan permusuhan. " 

Dalam surat al-Taubah ayat 71 difirrnankan Allah: 
J • • • • 

~ ~c;J)i ~ 6'·o~ ~G}o.Jij iJ_,l..~IJ 
' - -

"Laki-laki beriman dan perempuan-perempuan beriman saTing melindungi 
antara satu dengan yang Jain. " 

Pada surat al-Fath ayat 29 disebutkan : 

• • 1 • • • { • • • 

~ 6':/ .W-j J~l .P •I:.., .... ;;_.,.Uij ...UI J;..) ~ . ' . . 
"Muhammad adalah seorang utusan Allah, dan orang-orang yang 

bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, lelapi sating mengasihi 

antara sesama mereka." 
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Selanjutnya membangun kerjasama antarn berbagai bangsa pejuang 
kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di 

V. KHATIMAH 

TafSit Asas ini menjadi pegangan dan rujukan yang mengikat bagi selurub 
warga Parta! Bulan Bintang di posisi manapun mereka berada, dalam 
mempcrjuangkan cita-cita Islam menuju "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun 
Ghaafuurun", yang akan ditegakka:n di dalnm Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKR!). 

Kepada Majelis Syum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang 
serta Majelis Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya diberikan tugas 
pengawalan atas Tafsir Asas ini, dengan kewenangan sebagai pemutus dalam 
berbagai persoalan yang ~mungkinan terjadi dlkemudian hart. 

Dengan komitmen yang ku~t terhadap pelaksanaan Taf.<;ir Asas ini, warga 
[)artal Bulan Bintang yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala 
akan senaotiasa membantu perjuangan yang berdasarkan ikhlas karena Allah, 
imtuk kemuliaan umat, bangsa dan negam. 

PIMPINAN 
MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

K e t u a 

.~&:; 
MANIMBANG KAHARIADY 

~~ 
DARU LA LITO WIST()RO 

1. Agus Dwiwarsono ~"" 
2. Yasin Ardhy 

~ 
3. Sjaif"ul Kasim 

4. Abduu.ahman MZ 

~m'''"""jib:~:··:~·~:~:·• - -AGH H" """""" 

. ~ ... ~--~--~ ........... .,,.,,.,, .. ,. .. , .. , S. Aspihuni 

KETETAPAN MUKTAMAR U PARTAI BULAN BINTANG 

Nomor: 08/l'APIMuktamar B/2005 

Tentang 

KHriTAH PERJUANGAN PART AI 

BU·millohirrahmanirrohim 

Dengan menghampkan bimbingan dan RidhaAIIah SWT. Muktamar ll PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Meoimbang : I. Bahwa untuk mencapai tujuan partai dan pengabdiannya 
kepada urn at dan bangsa Jndonesia secara keseluruhan, 
pcrlu disusun iKhittah Perjuangan Partai 

2. Bahwa Khittah Perjuangan Partai merupakan tuntunan 
umum secara rasional bagi jajnran partai dalam merumuskan 
dan menyUSUil Program Kcrja; 

3. Bahwa untuk itu1 perlu adanya ketetapan Muktamar ·u 
PARTAI BULAN BINTANG. 

Mengingat I, Pasa!J, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 dan ·Pasal 17 ayat (I) 
Anggaran Dasar; 

2. Pasal 21 ayat (I), ayat ( 4 ), Pasal 36 ayat (I). ayat (2), ayat 
(3) huruf a ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PARTA! BULAN BlNTANG Nomor 
: Olffap~Muktamar 11/2005 tentang Tata Tertib Muktamar 
II PART A! BULAN B!NTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno lll Muktamar ll PART A! ·BULAN BlNTANO, 
pada tanggal30 April - 0 l Mei 2005 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: l. Mengesahkan Khittah Perjuangan Partai sebagaimana 
terlampir. 

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



Billalli attaufiq waJ.Jtidayah 
WassfJlomu'tJlaikum warahmatuUab.i wabarakatult 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

PIMPlNAN 

; Surabaya 
: 20 Rabiul Awwal 1426 H 

29 April 2005 M 

MUKTAMAR II PART AI BULA.'IlllNTANG 

Ke t u a 

~· 
DARU L~LITIJ~~ORO /f/t;u~:_~N 

MANIMBANO KAHARIADY 

Anggota: :;>-. 

1. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 
"7 

4. Abdurrahman Ml: 
~.- ~--

"AG{:·::·:::· .. :··:·.::::::··.:::::· . : ... ~.~--:\ 5. Aspihani 

KHITTAH PERJUANGAN 
PARTAI BULAN BINTANG 

I. 11-IUQADDIMAH 

l 
·~.':f:"lw,k- ~~~ 
~ ... - -> 

" Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. " 

Allah Sublla.na.hu wa Ta'ala berfirman: 

i.;' a.::il i;, ;.·f • ..JT-1.;. 'L ...... , • ' L;; l.lf' • '<It.' ' ~ 
.-'! - ~ • .-'! ..s . J ~ - ' '-""""-' <;r.!- ,_.,... r-- ..r-

:_.t t-~=~i ... ~ ~n ~ -f~f' .. -, .. # ...... ,-"l'".(j'-=~ :,# --- ~:.r'-' _, <),!. ~ ,_, ~"' ...,.-_,. _, ~ -'"'• •• ' • _, 

- ~ ·-, ~~ # .. • ·--~G.:;-"cli-:•-:.ul<!..ll•' ':UIA' «" t•.tl I>•< <$,>+.!-' • .,.. •• ,~ .. ,("" _j<' ir.>'..,r-' ..,..... ~ 

~ .• .;._:jl 
. ---~· .. ::. 

''Dia telah mensyctri 'atkan kamu tentang agama apa yang telahdiwariatkan
Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukun kepadamu dem apa yang 
telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Mus a dan !sa yaitu: Tegakkanlah agama 
dan jangonlah kamu berpccah belah tentangnya. A mat be rat bagi orang~orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 
agama itu or<mg)Klng dikehendaki-Nya dan memberi pelunjuk kepada (agam(:l) 
-Nya orang yang kemba/i (lrepada-Nya). "' (QS. Asy Syura: 13) . 

Bahwa Khittah Perjuangan Partai adalah garis~garis besar perjuangan 
partai yang merupakan refleksi operasional kandungan Anggaran Dasar. 
Anggaran Rumah Tangga dan Tafsir Asas serta akomodasi aspirasi dan upaya 
aktualisasi kepentingan partai yang hidup di tengab-tengah masyarakat da.n 
bang::sa Jndonesla dalam bentuk program~program umum perjuangan politik 
partai yang akan dilaksanakan ke depan. 
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Bahwa pada sisi yang lain Khittah Perjuangan Partai juga harus 
memperhatikan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat Indonesia pad a 
umumnya dan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber 
daya manusia yang ada. Dengan demikian juga perlu secara jeli melihat dan 
mewaspadai berbagai faktor kendala yang di hadapi sehingga pada giliranya 
program umum perjuangan ini mampu memaksimumkan harapan menjadi 
kenyataan. 

Bahwa mencermati perkembangan dan dinamika masalah aktual nasional 
bangsa, negara dan pemerintah saat ini adalah rusaknya akhlak dan atau 
moralitas masyarakat, lemahnya kesadaran dan pengamalan ajaran agama, 
kondisi perekonomian dan kemandirian ekonomi yang masih belum pulih, 
persoalan penyelesaian utang luar negeri yang belum teratasi, berbagai musibah 
yang silih berganti menimpa, masa transisi sistim pemilihan eksekutif dari 
model pemilihan tidak langsung .. kepada pemilihan langsung oleh rakyat secara 
keseluruhan, sistim politik yanJi lebih demokratis, partisipasi rakyat yang luas 
dan nyata, sikap po;:tik rakyat yang semakin kritis, lemahnya penegakkan 
hukum dan disiplin nasional, lemahnya kebanggaan nasional. 

Pacta sisi lain secara internal Partai Bulan Bintang tidak lolos electoral 
threshold pada pemilihan umum tahun 2004. Kesempatan untuk tetap 
menggunakan nama dan lambang partai yang sama di pemilu tahun 2009 
hampir tertutup, kecuali bergabung dengan partai lain yang merelakan ·Letap 
menggunakan nama dan lamUang Partai Bulan Bintang. Namun dibalik itu 
Partai Bulan Bintangjuga memiliki modal yang tidak sed;kit, antara 2,9 juta 
pemilih pacta pemilu 2004, 569 orang legislator di seluruh Indonesia, 2 orang 
menteri, jaringan partai sampai di tingkat ranting, kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dan modal-modallainnya. 

Untuk mengantisipasi segala permasalahan dan upaya menggerakkan 
seluruh kekuatan dan sumber daya partai maka seluruh jajaran partai harus 
mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengatasinya. 

2. VIS! DAN MIS! PART AI 

Visi Partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang lslami. 

Misi Partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, 
mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut 
menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. 

3. STRATEGI PERJUANGAN PARTAI 
a. Meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama 

membangunjaringan partai sampai tingkat paling bawah Ranting, RW, 
RT dan melakukan proses kaderisasi secara komprehensif. 

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan spirit ukhuwah Islamiyah 
dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bemegara. 

c. Menentukan pilihan sikap politik yang tepat dan lslami menghadapi 
pemilihan umum 2009. 

d. Membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat 
dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

e. Melaksanakan aktifitas yang menyentuh kepentingan umat. 
f. Melaksanakan persiapan dini untuk pemilihan umum 2009. 
g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuail 

4. PROGRAM PERJUANGAN 

Program Perjuangan ini di harapkan mampu mengakomodasi ·aspirasi 
warga Bulan Bintang yang tumbuh subur secara nasional dan sekaligus 
aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk 
mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa 
Indonesia. 

A. Program Internal Partai 

1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi. 
a. Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran 

Keluarga Besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi 
Kepengurusan Partai ( OKP) dan lain-lain. 

b. Melakukan konsolidasi organisasi sampai ditingkat yang paling 
bawah Ranting, RW dan RT, antara lain dengan menyelenggarakan 
PESANTREN MODERN TERBUKA (PMT) sebagaimana konsep 
DPP Partai Bulan Bintang. 

c. Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan 
etisien. 

d. Melakukan kajian ulang terhadap konsep sist~m dan pelaksanaan 

kaderisasi partai secara nasional. 
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e. Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badan non 
struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan 
terhada~ partai, antara lain dengan membentuk Lembaga-lf:mbaga 
Swadaya Masyarakat ( LSM ) 

f. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi 
dan silaturahmi yang efektifpada lingkungan partai secara nasional. 

2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah 
a. Melakukan kajian-kajian kelslaman disetiap tingkatan kepengurusan 

partai. 
b. Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan 

melaksanakannya secara sistematiS terprogram. 
c. Memelihara dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dengan 

sebanyak-banyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah. 
d. Memprakarsasi darlmelaksanakan pertemuan antar lembaga-Jembaga 

dakwah sesuai Hngkatan untuk menciptakan syiar Islam. 
e. Membangun silaturahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat 

basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai. 
f. Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui masjid, 

mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media dakwah 
lainnya. 

3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota 
a. Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi 

pengembangan usaha semua kader partai. 
b. Membangun jaringan networking pengusaha kader partai secara 

nasional. 
c. Membangun pusat infonnasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha 

kader partai. 
d. Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan/atau lembaga 

pen jam in simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader partai. 
e. Menciptakan Lapangan Kerja dan usaha produktif yang halal. 

4. Pemberdayaan Generasi Muda 
a. Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha-usaha Pemuda Bulan 

Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi mud a serta 
memperluas basis dukungan partai dari kalangan pemilih muda dan 
pemilih pemula. 

b. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi 
muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai. 

c. Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara 

konsisten dan terus menerus. 
d. Mengadakan pelatihan ketrampilan berbasis teknologi infonnasi 

S. Pemberdayaan Perempuan 
a. Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal 

dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai ak.tifitas 

partai. 
b. Memperluas kcsempatan bagi kader perempuan (muslimat) berperan 

lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syari'at Islam. 
c. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga 

dan masyarakat. 
d. Meningkatkan advokasi dan hak-hak kaum perempuan yang bekerja 

di dalam maupun luar negeri. 

6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi 
a. Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang 

mengemban amanah sebagai pejabat publik. 
b. Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk berkiprah 

dalam badan khusus partai antara lain; Dewan Pakar, Badan Penelitian 
dan Pengembangan, dan lain-lain serta mendukung penuh 
pemberdayaan badan-badan khusus tersebut. 

c. Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota 
dan fungsionaris Partai maupun Anggota Legis Iatif dan Pejabat 
Publik yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan 
memberdayakan Badan Kehonnatan!Majelis Pertimbangan di setiap 
tingkatan kepengurusan Partai dan Majelis Syura di tingkat DPP, 
sebagai Badan Peradilan bagi tinrlakan penyimpangan terhadap 

kaidah-kaidah Partai. 
d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk 

forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas. 
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B. Pr9gl'llm Ekstemal Partai 

· 1. Pertahanan, Luar Negeri dan lnformasi 
a. MempeJjuangan tersusunnya Undang-undang ten tang wilayah Negara 

Kesatuan. Republik lndo~sia serta penyempumaan tJndang-undang 
tentang pertahanan dan kcamanan untuk mempertahankan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Merumuskan konsep sistim pert.ahanan dan kcamanan untuk l').l.enjaga 
kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa Indonesia, 
menjaga kedaulatan wilayah Negara_ Kesatuan Republik ,Indonesia. 

c. Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Nasion a! 
lndon~sia sebagai alat pertahanan ncgara dan Kepolisian Republik 
Indonesia seba.gai aMtt keamanan negara. 

d. Memperjuangkan ~ningkatkan sarana, prasarana <tan teknologi 
pertahanan keamanan serta kesejahteraan Tentam Nasionaf Indonesia 
dan Kepolisian Republlk Indonesia. 

e. Mendorong arah kebijakan Iuar negeri dan kekuatan diplomasi untuk 
kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk mempertaha£!kan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari campurtangan 
asing dan juga untuk menyeiesaikan masalah perbatasan dengan 
negara-negara tetangga. 

f. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk 
kepentingan ekonomi naslonat yaitu meningkatkan perdagangan. 
inYestasi sena perbaikan perlindungan tenaga kerja kita di luar 
negeri. 

g. Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang 
bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negara dan 
kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia, 

h. Mengembangkan polltik perdamaian dan kerjasama Intemasional 
dengan bertumpu pada nHai~nilai kemanusiaan universal dan 
kesamaan derajat negartt 

1. Memperjuangkan pelaksanaan undangwundang penyiaran dan 
kebebasan pers secara optimal. 

j. Mendorong dan mensponsori kehidupan pers yang bebas dan 
bertanggung jawab pada terlaksananya kode etik jumalistik. 

" ' 

k. Mensponsori usaha-usaha penghentian dan pelarongan segala macam 
tayangan dan <:etakan yang menyiarkan pomografi, pornoaksi, 
kekerasan. mistik dan hat-hal lainnya yang menjadi penyebab 
munculnya penyakit sosial di mas)'arakat . 

I. Menentang segala bentuk koloniatisme, impertalisme, kapitalisme, 
penindasan, dominasi dari negara manapun serta tidak memberi 
pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dengan 
segala dimensinya. 

2. Pemerintaban Dalam Ncgeri, Otono.ni Daerah,Aparatur Negara 
dan Agraria 
a. Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa:, 

kuat, bersih dan terhindar dari KKN. 
b. Memperjuangkari berkembangnya budaya politik yang sehat 'dan 

dcimokratis dengan melakukan transformasi nilai~nilai Islam. 
c. Memperjuangkan terlaksananya syariat )slam dalam skaJa lokal, 

baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat 
propinsi, yang diakcmodir datam bentuk Perda .. 

d. Mendorong seiuruh jajaran pengurus Pa.rtai -Bulan .Bintang Untuk 
mengarnbil pe-ran aktif dalam penyelenggaraan Petnilihan Kepala 
Daerah secara Langsung. 

e. Memperjuangkan terbentuknya Kornisi Pengawasan Pelaksanaan 
Subsidi untuk rakyat. 

t: Memperjuangkan kemudahan pemberian izin atau Kerjasama 
penggarapan lahan-lahan kritis dan laban tidur bagi kepentingan 
ekonomi rakyat. 

g. Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah 
walulf dan hibah. 

J. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, KE:1autan, dan Perik:anan 
a. Mempeljuangkan program pembangunan pertanian+ perkebunan, 

kehutanan, kelautan dan perikanan sebagai basis strategi 
pengembangan ekonomi nasional. 

b. Mendorong dan memantapkan pola ekonom i nasiona! yang 
berlandaskan nilai-nilai Islam. 

c. Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan kelautan 
serta teknologi tepat guna untuk mengem~ngkan produktivitas 
ekonomi ne.sional. 
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d. Mengarahkan program pengembangan pertanian sebagai basis 
str.ategi ekonomi nasional untuk pemberdayaan ekonomi mas:yarakat 
Indonesia. 

e. Mempeduangkan ke:mudnhan akses pennodalan danjaringan pasar 
bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. 

f. Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan 
petani dan nclayan. 

4. Hokum dan Perundang.uodaogan, HAM dan Keamanan 
a. Memperjuangkan transfonnasi nilai~nilai Islam dalam peraturan 

perundanga-undangan. 
b. Mendorong pcningkatm kualitas, waWasan dan mornlapamt ~ 

hukurn secara nasional. 
c. Meningkalbn kesadaran dan pemalmman akan penringnya kearnanan 

nasional melalui fenumbuhan minnt bela negara. semangat 
nasionalisme dan WB.wasan nusantara. 

d. Meningka!bn pengawasan dalam pelaksanaan peiStllron perundangnn 
secara konsisten oleh berbagai pihak terhadap pomografi. pomoaksl 
dan narkoba. 

e. Mendesak Pemerintah dan DPR supaya memperkuat kedudukan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang 

f. Mendukung tegal dan terlaksananya syariat (siam di Nangroe Aceh 
Darussalam sesuai dengan peraturan dan_perundang~undangan yang 
berlaku 

5. Perbubungan, Telekomuoikasi~ Pekerjaao Umum, Perumahan 
Rakyat, Pcmbangunab Pedesaan dan Kawasan TertinggaJ 
a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasara.na 

perhubungan sebagai urat nadi aktititas kehidupan masyarakat. 
b. Memperjuangkan pemba.ngunan fasilitas perumahan ba:gi rakyat 

keel I dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan 
persuasif. 

c. Mendorong dan memperjuangkan pemberian treatment-treatment 
khusus untrk menjad'i stimulus bagi percepatan pembangumtn di 
kawasan daerah tertinggal. 

d. Memperjuangkan pembangunan sa.rana dan prasa.rana djkawasan 
pedesaan dan kawasan tertingga.I, terutama di daerah terpencii, di 
pulau-pulau "'rill daerah pedalaman. 

e. Mendorong peningk~tan pengetahuan masyarakat terhadap 
pcrkembangan teknologi infonnasi dan !romunikasi global dengan: 
* Mewujudkan sistem dan mekanfsme komunikasi serta silaturahrni 

yang efektifpada Iingkungan secara langsung. 
.. Mentransformasikan segala kegiatan, gagasan, sikap dan 

perjuangan partai pada masyarakat. 
• Menerbitkan media bacaan baik majalah, buletin. atau \varta 

Abadi. 

6. Pendidlkan. Pemuda, Olah Raga, Pariwisnta, Seni dan Budaya 
a. Mengawasi pelaksanaan Undang~undang Sistem Pendidikan NasionaJ 

dan mencermati penyusunan peraturan peJaksanaannya. 
b. Memperjuangkan dan melaku~an pengnw.osan pelaksanaan sekolah 

bebas biaya dnn realisasi alokasi anwran pendidikan sebesar 
25 % dalam APBN. 

c. Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan 
pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan twpadu 
yang berwawasan lmtak dan Iptek. 

d. Memperjuangkan peningkatan kapasitas, proffesiona!itas dan 
kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian 
d~:datn menjalankan tugas pendidikan. 

e. Mendorong Jslamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa 
mendatang dapat menjadj baglan dari kurlkulum pendjdikan nasional 
yang melahirkwl insan kamil. 

f. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya pernamaan 
derajat sebagai manusia, kedisiplinan dan rneningkatkan ketertiban 
sebagai budaya masyarakat baru dan modem. 

g. lkut serta dalnm mengembangkan pariwisata, seni dan_budaya yang 
bemafaskan Islam. 

h. Melakukan pembinaan generasi mudadengan model pendidikan, 
pe!arihan dan UP""gtading, diberbagal profesi, Sekaligus menumbuh.kan 
jaringan kelja sam a antar pcmuda ditingkat nasion a! dan intema$ional. 

i. Mendor<mg penin,gkatan kuaiitas pendidikan e.nak usiq dini dan 

memperjuangkan sarana dan prasa.rananya. 
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J. Memperjuangkan terbebosnya generasi muda dari bahaya narkoba, 
perga.tdan bebas, dan penyak.it kejiwaan lalon:ya yang mempunyai 
dampak negatifterfladap perkembangan generasi muda melalui 
peningkatan peran serta dan kesadaran rem~\! a dalam kegiatan masjid 
dan keislaman la1nnya. 

1. Perdagangu, Perindul!ltrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN 
a. Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan tuar negeri 

untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan 
menengah. 

b. Mempetjuangan penguatan struktur .industri nasional yang berbasis 
pada penggunaan bahan baku lokal. 

c. Mendorong rerciptanya keJjasama lntemasional yang berrumpu pada 
kesamaan derajat;,dan saling menguntungkan da1am bldang 
perdagangan. 1~ 

d. Menperjuangkan iklim investasiyang kondusifmelalui pemberian 
insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebljakan investasl 
yang progreslf serta jaminan keatnanan dan kepastian hukum, 

e. Mendorong pengelolaan BUYvfN berdasarkan prinsip-prinsip good 
corporate governance serta mencegah penjualan BUMN yang 
menguasai l,ajat hidup orang banyek 

8. Energit Sumbcr Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan 
Hid up 
a. Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk 

kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyatakat umum lainnya. 
b. Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi 

dan sumber daya mineral dengan basis pelcstarian lingkungan hid up 
e. Memacu pertumbuhan Jembaga~lcmbaga riset dan penelitian1 

khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi 
kemasyarakatan sehingga menjadi trndisi dan ~udaya dalam setiap 
perilaku dalam kchidupan. 

d. Memperjuangkan dan mengcmbangkan program~program 
Bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan petani, 
nelayan, buruh dan masyarakat umum. 

e. Menciptaka.n dan mcmbangun lingkungan hldup yang harmoni, 
teratur, tertib, schat dan bersih dengan membuat undang-undang 
atau peraturan daerah untuk itu. 
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b. Mernperjuangkan penggunaan rnata uang ernas-dan perak sebagai 
salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri. 

c. Mempeduangkan perubahan undang-undang perbankan yang lebih 
memperhatikan usaha kecil. 

5. KHATIMAH 
Demikian Khittah Perjuangan Partai Bu!M Bintang ini merupakan program 
perjuangan yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan umum dan khusus 
yang ditetapkann clalam Anggaran Dasar dan· Anggaran Rumah Tangga 
Partai. 

Sem.oga Allah Subhanuwata'ala membedkan rahmat dan ridha-Nya 
membimbing kita semua dengan kekuatan dan kemudahan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

PIMPINAN 

Sumbaya 
21 Rabiul Awwal 1426 H 

., '"'""" .. 30 A1-1au 2005 M 

MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANC 

Ke tu a 

~· 
DARU L~LITIJt%ToRO -~~ 

MANIMBANG KAHARIADY 

1. Agus Dwiwarsono ~--·· 
2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

..., ~··· •• o( .. 

-~.:: .. :::.=·.: .. · .... ··::: .. :. .: .. ~ .. ~ .. :.\; 

4. Abdurrahman MZ 

5. Aspihani 

KETETAPAN MUKTAMAR ll PARTAI BULAN BINTANG 

Nomor: 09trAP/Muktamar W2005 

Tentang 

SENTRALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI 

Bismillalrirrahmanirrahim 

Dengan menghanpkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang I. Bahwa dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan 
perencanaan yang matang, termasuk rencana pendapatan 
dan pengeluaran untuk membiayai seluruh aktivitas partai 
agar terlaksana dengan baik dan berkesinambungan; 

2. Bahwa untuk itu, diperlukan kebersamaan seluruh jajaran 
partai dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
partai sebagaimana direncanakan melalui sentralisasi 
pengelolaan keuangan partai; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II 
PART AI BULAN BINTANG. 

Mengingat I. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal I 0, Pasal 17 ayat (I) dan 
Pasal 18 Anggaran Dasar; 

2. Pasal2 ayat (2), Pasal 21 ayat (l),ayat (4), Pasal36 ayat 
(I), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (7), ayat (8) Pasal 39 
ayat (1), Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor 
: Olffap-Muktamar II /2005 ten tang Tata Tertib Muktamar 
II PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, 
pada tanggal 1 Mei 2005 . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

I, Mengesahkan sentralisasi Pengelolaan Keuangan Partai 
dengan ketentuan : 
a. Mewujudkan sentralisasi dana partai melalui DPP 

dengan menarik infaq dari penghasilan (take home 
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pay) para kader partai yang mengemban amanah 
selaku : 

• DPRRI = 20% 
• DPRD Prop. = 15% 
• DPRD Kab!Kota ~ IS % 
• Ek~kutif = 25 % 

b. D?P berkewajiban melaksanakan pemberdayaan dan 
peng:etolaan dana partai secara amanah,. akuntabilitas, 
transparan , profesional dan bertanggungjawab. 

2. Ketetapan ini mulai ber!aku sejak tanggal ditetapkan. 

Billahi at-ta'!fiq wal-ltldayah 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

It' 
· 'Ditetapkan di : Surnbaya 

Pada tangga ; 20 Rabiul Awwal 1426 H 
29 Apr!! 2005 M 

PIMPINAN 
MtlKTAMAR U PARTAI BULAN BIN'T'ANO 

Ketua 

.d£~i~~AD: ~ DARU C:...uro ~TORO 
Anggota! 

l. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjatful Kasim 

4. Abdurrnhman MZ 
.... - ~ ...... ...::~ 

................... 

·~~: .. ::'''''n'''''''"'''''' 
5. Aspihani 

KETETAPAN MUKTAMAR II PART AI lllJLAN BINTANG 

Nomor: !OfrAP/Muktamar II/2005 

Tentang 

REKOMENDASI MUKTAMAR ll PARTAI BULAN BINTANG 

Bismilfahirrabmanirmhim 

Dengan mengharopkan bimbingan dan RidhaAIIah SWT. Muktamar I! PARTAI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang : I. Bahwa mencermati permasalahan umat, bangsa dan 
kemanusiaan pada umunmya perlu menda.pat kepedulian 
politik; 

Mengingat 

2. Bahwa terhadap permasalalum yang diketahui, lebih Janjut 
perlu dikeluarkan rekomcndasi; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan M~ktamar 11 
PART AI BULAN BINTANG. 

1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal I 0 dan Pasal 17 
ayat (I) Anggaran DasaT; 

2. Pasal 21 ayat (l),ayat (4)jo Pasal36 ayat (l),"ayat (2), 
ayat (3) hurof a, ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ke~<~apan Muktamar II PART AI BULAN B!NTANG Nomor 
: Olffap-Muktaroar 1112005 tentang Tata Tertlb Muk!llmar 
II PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar II PART AI BULAN BIN TANG, 
pada tanggal 01 Mel 2005. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: I. Menugaskan kepada Pimpin"" M••ktamar ll PART AI 
BULAN BINTANG untuk menyempemakan Rekomendasi 
sesuai dengan masukan tertulis darl peserta Muktamar ll; 
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2. Mengesahkan Rekomendasi Muktamar II PART AI BULAN 
BINTANG yang relah disempurnakan oleh Pimpinan 
Muktamar II PART AI BULAN BINTANG sebagaimana 
terlampir; 

3. Ketetapan ini. mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Billahi atu-taufiq wal-hidayah 
Wassalamu 'alai/rum warahmatullahi wabarakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

·.;,: 
ftPIMPINAN 

_: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 

01 Mei 

MUKTAMAR U PARTAI BULAN BINTANG 

Ke t u a 

1426 H 
2005 M 

.~'!; 
MANIMBANG KAHARIADY 

~· 
DARl! L~LITIJ~TORO 

Anggot_a: ~-

I. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim •............ , ············· .......... . 

4. Abdurrahman MZ 
-<, ~·• .,,c<~ 

··~:::·:::.·::::::.:.::::.:: .. :.:. -~---~-~--~ s: Aspihani -

REKOMENDASI 
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG 

':-:'1·':;:11..\.J., '.\ 
~---- .-,:.. 

I. Il'iiTERNAL 

Menyadari dan memahami ibrah maupun hikmah atas ketidakberhasilan 
memenuhi electoral thresshold dan mengingat perjuangan politik untuk 
membangun masyamkat Indonesia yang berlandaskan nilai ajaran Islam adalah 
ibadah, maka dengan kesabaran dan bertawakkal ilallah keluarga besar Bulan 
Bintang berkewajiban untuk senantiasa berikhtiar untuk mengarungi masa 
depan yang lebih baik. 

Karena itu dengau memperhatikan: pertama, kekuatan infra-supra 
strukturyang dimiliki Partai Bulan Bintang; kedua, peluang perolehan dukungan 
'akar rumput' mela\ui kinerja fungsionaris dan kader partai pada Pemilu 2009 
melalui aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan-keinginan Iilasyarakat; 
ketiga, tantangan baik internal maupun ekstemal partai yang berpotensi untuk 
menjadi kekuatan partai hila dikelola: secara baik dan benar untuk menghadapi 
masa depan partai; keempat, anca.man baik yang datangnya dari internal yang 
berpotensi untuk terjadinya konflik internal, serta ancaman dari ekstemal partai 
yang berpotensi mereduksi keberhasilan kinerja partai sehingga menjadikan 
'public opinion' yang merugikan partai, maka berdasarkan keempat hal tersebut 
PARTAl BULAN BINTANG melalui MUKTAMAR II memandang perlu untuk 
merumuskan rekomendasi sebagai berikut: 
I. Kepada seluruh jajaran partai mulai tingkat Pusat hingga Anak Ranting 

diminta untuk senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan dan ajaran 
Islam dalam mengelola dan mengembangkan Partai Bulan Bintang sebagai 
alat perjuangan umat. 

2. Kepada DPP, agar segera menyempurnakan Kode Etik Partai dengan 
menjadikan Anggaran Dasar, Tafsir Asas, Anggaran Rumah Tangga, 
Pedoman Organisasi sebagai rujukan selambat-lambatnya 2 x 30 hari sejak 
~komendasi ini ditetapkan. 

3. Kepada seluruhjajaran pimpinan partai untuk segera membentuk Badan 
Kehonnatan dan Dewan Pakar/Penasehat Ahli Partai untuk menambah 
bobot kinerja partai pada tingkatan masing-masing sesuai AD/ ART, 
selambat-lambatnya 3 x 30 hari sejak rekomendasi ini ditetapkan. 
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4. Menegakkan sanksi terhadap Pimpinan Partai, anggota Partai, anggota 
DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, Pejabat Publik dari partai pada 
masing-masing tingkatan apabila terbukti melanggar Ketetapan-ketetapan 
Muktamar II, ketentuan-ketentuan partai lainnya danlatau Kode Etik Partai. 

5. Bilamana terjadi konflik internal antar anggota, anggota dengan pengurus 
dan atau antar pengurus partai pada setiap tingkat kepengurusan ~egera 
dilaksanakan lshlah dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar, Tafsir 
Asas, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi dan Ketetapan Partai 
Jainnya. 

6. Memelihara dan mengembangkan silaturnhim untuk me\VUjudkan ukhuwah 
amar pengurus, antara pengurus dan anggota, antara anggota dengan 
anggota, serta dengan organisasi islam di masyarakat khususnya dengan 
organisasi pendukung berdirinya partai. 

7. Mengevaluasi serta me~)'empumakan Buku PP.doman Pengkaderan 
selambat-lambatnya 6 (e~m) bulan sejak rekomendasi ini ditetapkan dan 
melaksanakan secara sungguh-sungguh pendidikan dan pelatihan kader 
Partai sesuai Pedoman Pengkaderan di semua tingkatan kepemimpinan 
partai. 

8. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota untuk 
meningkatkan dan berdayakan pelaksanaan Zakat, lnfaq dan sadaqah di 
seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang. 

9. Kepada DPP, DPW, DPC agar memfasilitasi dan mendorong kepada kaum 
perempuan Partai untuk lebih banyak lagi mengambil peran optimal sesuai 
dengan fitrahnya pada semua tingkatan kepengurusan partai. 

10. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota maupun 
simpatisan Partai 1..ntuk mengambil peran maksimal serta bersikap proaktif 
melakukan optimalisasi atas penyelenggaraan P.ILKADA di seluruh 
Indonesia. 
Khusus terkait dengan agenda PILKADA, harus dilak.ukan "KONTRAK 
POLITlK" yang disaksikan oleh Publik dan KADER PART AI. Dimana 
CALON KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI ATAUPUN 
WALIKOTA) yang dicalonkan harus: 
a. Bersungguh-sungguh melaksanakan VIS! DAN MISI PARTAI. 
b. Sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai sumber UTAMA dalam 

mengelola dan menjalankan PEMERINTAHAN. 
c. Bersungguh-sungguh untuk MEMBERANTAS PRAKTEK KORUPSI, 

KOLUS! DAN NEPOT!SME. 

d. Dalam menyusun kabinet Pemerintahan mendengarkan saran, usulan 
dan pendapat dari partai sesuai dengan tingkatannya. 

e. Memberikan kontribusi baik moril maupun materiil dalam membesarkan 
partai sesuai dengan tingkatannya. 

f. KETIKA D!ANGGAP MELANGGAR KESEPA;:ATAN KONTRAK 
HARUS BERSEDIA MENER!MA SANKS! dari Partai. 

II. Kepada seluruhjajaran Keluarga Besar Partai untuk senantiasa menggunakan 
atribut partai pada acara-acara resmi partai. 

12. Kepada DPP agar membuat aturan tambahan khusus untuk DPW Partai 
Bulan Bintang DKI. 

13. Memperkuat posisi Majelis Syuro dalam membuat keputusan partai. 
14. Ketua Umum DPP PBB terpilih berkewajiban menyelesaikan persoalan 

yang dihadapi oleh DPC PBB Kab. RajaAmpat Provinsi Irian Jaya Barat 
yang hingga saat ini perolehan 2 (dua) kursi legis Iatif belum dilantik. 

15. Kepada DPP untuk dapat menentukan sikap dan langk:ah-langkah strategis 
dan lainnya dalam hal keputusan MK No. 029/PHPU-Cl-II/2004 yang 
cacat menurut hukum karena isi keputusan tersebut kontradiksi dengan 
surat keterangan KPUD Kab Katingan No. 180/KPU-KSNq/2004. 

16. Kepada Dewan Pimpinan Pusat agar memperjuangkan pembentukkan 
provinsi Kalimantan Utara sebagai pemekaran wilayah dari Provinsi 
Kalimantan Timur melalui para kader partai yang menjadi anggota DPR 
RI atau Fraksi dimana tempat berhimpun para anggota bPR RI dari kader 
partai. 

17. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar membuat ketetapan 
tentang alokasi anggaran Baclan Otonom. 

18. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar melak.ukan optimalisasi 
pemberdayaan Badan Khusus dan Badan Otonorn Partai. 

II.EKSTERNAL 

A. Nasional. 
1. Pemberantasan Kornpsi; 

Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh 
pemetintah seperti Keputusan Presiden mengenai pencanangan gerakan 
pemberantasan, korupsi yang telah dikeluarkan pemerintah masih pada 

batas wacana, kehendak serta himbaun untuk melakukan pemberantasan 
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korupsi dan beium dltindaklanjuti dengan agenda pelaksanaan dan 
tangkah yang sungguh-sungguh nyata, serius, slsternatis serta terpadu. 
Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan tindakan demikian. 
Pemerintah harus menyadari dan menetapkan bahwa kejahatan korupsi 
adalah kejahatan luar biasa yang barus diatasi dengan cara~cara luar 
blasa .Pula. 

Pemerintah harus menetapkan target pembe11111tasan korupsi yang 
jelas, terukur da:n nyata yang dapat diHhat oleh masyarakat luas. 
Pembetantasan korupsi mencakup dua aspek yang harus dilaksanakan 
secara simulta:n yaitu aspek peneegahan dan penindakan. Pada aspck 
pencegahan harus ada langka.h~langkah konkrjt dari pcmerintah untuk 
membenahi administrasi pe:rpajakan bagi setiap wajib pajak, membenahi 
peiayanan publik berupa penghapusa:n segala bentok pungutan kecil~ 
kecilan yang tidak sah ole];l birokrnsi pada pelayanao umum, memperkuat 
peranan PPATK, meA\perkuat perrmao KPK dalam melakukan 
pendaftaran dan pemantauan atas harta kekayaan para pejabat negara 
serta mem~rkuat peranan pengawasan internal di setiap departemen 
dan instansl pemerinta.h. Dengan pembenahan bidangMbidang tersebut 
dapat dilakukan deteksi dini dan penccgahan awal dalam member,mtas 
korupsi. 

Pada aspek penindakan peranan kejaksaan dan kepolisian dan 
PPATK menjadi sangat menentukan. Karena itu peranan KPK sebagai 
"the leading institution" dalam memberantas korupsi di negeri ini harus 
diperkua" diberikan fasilitas yang memadai tennasuk perlatan intelijen 
yang handal serta perangkat hukum yang lebih tegas. KPK, harus 
mengawasi juga polisi1 jaksa serta para hakim. Tanpa Perbaikan pada 
aspek ini korupSi ilkan lerus berjalan. 

· · ' Karena itu Pemerintah harus segera mengambillangkah-langkah 
· yang konkrit, nyata, terprogram dan tel'l'adu untuk memberantas korupsi 

ini. 

2. Kejahatan Luar Biasa Yang Lain; 
Oisamping korupsi pemerintah hams terns melakukanlangkah

langkah kongkrit untuk memberantas kcjahatan pencurian kayu, 
pencuriuan ikan, penyeiundupan banmgserta kejahatan lain yang san gat 
meresahkan masyarakat seperti,jual beli anak dan wanita dan narkotika 
serta pomografi dan pomoaksi. 

Kejahatan pencurian kayu, pencurian ikan serta penyelundupan 
telah mengakibatkan kerugian bagi negara yang sangat besar. Ketiga 
kejahatan inl tidak bisa diatasi dengan langkah-langkah operasi yang 
sporadis dan sesaat, akan tetapi harus dilakukan secara terns rnenerus 
sepa:njang tahun dan menindak siapapun yang terlibat didalamnya 
tennasuk aparat pemerlntah. 

Kejahatan penjualan anak dan wanita, sudalt menyentuh harga 
diri bangsa di luar negeri dan pertanggungjawaban pemerintah untuk 
melindungi setiapwarga negara. Pemerintah harus mengamblllangkah 
[angkah pencegahan untuk itu dengan memperbaiki J}engawasan da!am 
lalulintas orang ke dan dari luar negeri. Karena itu pembenahan sistem 
dan pelayanan keirnigrasian dan apart imigrasi harus segera diperbaiki 
oleh pemerintah. 

3. Pcrtahanan dan Kea.narum 
Pemerintah tidak boleh mengu!angl kesalahan terlepasnya 

kepu!aun Sipadan dan Ligitan dari wilayah kt:daull\tan Indonesia, hanya 
karena kelalain tidak menguasi secara fisik di wilayah pulau terscbut. 
Partai Bulan Bin tang tidak mentolerir lepasnya wi!ayab kednulatan 
Indonesia ke negara lain karena kelaiRian seperti itu, Karena itu Partai 
Bulan Bintang mengingatkan pemerintah untuk terus menguasai, 
menempati pulau-pulau terluar dari wilayah kedaulatan Indonesia dan 
menjaga setiap tapai batas wilayah negara termasuk pada wi!ayah darat 
di pulau Kalimantan. Untuk itu pula pcmerintah dan DPR harus segera 
membuat undang-undang tentang wi!ayah nege.ra scbagaimana nmanat 
UUD 1945, yang hingga sekarang ini bclum terealisir. Untukkeper\uan 
itu pula angkatan !aut dan armada I aut harus diperkuat tennasuk kekuatan 
angkatan udara. Karena itu Partai Bulan Bi!ltang menghimbau pernerintah 
dan DPR untuk menaikkan anggaran pertahanan, 

4. Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 
Pemerintah harus segera rnengambH kebijakan yang segera untuk 

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sekaligus untuk 
mengurangijumlah pekeija kasar kc luar negeri yang telah menjatuhkall 
harga diri dan martabat bangsa di dunia luar. Untuk itn. Pernerintah 
harus segera membangunan industrt yang dapat mengerap pekelja ynng 
lebih besardengan memberikan incentive usaha dan kemudahan inveslllsi 
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pada industri tersebut, lndustri yang paling banyak akan menyerap 
tenaga kcrja adalah industri pertanian dan p~rkebunan. kehutanan, 
kelautan serta konstruksL Karena itu Pemerintah harus memberikan 
kemudahan-kemudahan untuk memperbanyak industri-industrl tersebut. 
Disamping itu rnemperkuat dayn sain~ maka pemerintah harus segera 
mernbangun kembali industri manufakrur untuk rnengimbangi produk 
luar negeri yang membanjiri Indonesia pada saat ini. 

Pemerintah hatUs bekerja serius untuk melindungi TKI di luar 
negeri yang scting diperlakukan dengan tidak manuslawi. Seluruh 
perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tempat kebanyakan 
rKI berada harus memprioritaskan pada usaha melindungi dan melayani 
TKl di negara-negara tersebut, dan tidak boleh hanya menunggu 
datangnya masalah, baru bekerja Pemberangkatan TKI di luar negeri 
barns diseleksi sed ern ik}~ rupa sehingga hMya pekerja yang memliiki 
keterampilan yang m«madai yang akan dikirim ke luar negerl. 

s. PoJitik Pemerinti.hao 
Untuk pertama kalinya Indonesia pada tahun 2005 ini, yang 

djmulai pada bulan juli mendatang dilakukan peml!ihan kepala daerah 
secara langsung oleh rakyat. Walaupun pemilihan Presiden secara 
langsung oleh rakyat pada tahun yang lalu telah berjalan dengan baik 
dan damai. akan tetapi pemcrlntah tida.k boleh lengah dalam pernilihan 
kepala daerah secara langsung inl. Potensi konflik jauh lebih besar 
kemungkinan akan terjadi dalam pemilihan kepaln daerah secant 
langsung karena terkalt dengan sumberdaya manusia penyelenggara 
pemilu di dacrah yang bclum mapan, keterkaitan antara calon kepala 
daerah dan dengan kclompok etnis yang ada di daemh-daerah yang 
melibatkan dukungan emosional yang tinggi serta kedewasaan para elit 
politik di daerah-daerah, Pemer1ntah harus segera mengambillangkah
langkah antisipatifuntuk menghiodari atau mengurangi kemungktnan 
munculnya konflik serta kesiapan~kesiapan untuk rnengatasi ko11flik 
yang rnungkin terjadi. Karena itu sosialisasi pemilihan langsung. 
mekanisme dan ctika demakrasi, serta arti kernenangan dan kekalahan 
dalam dcmokrasi serta fairness dalam pemilihan langsung harus terus 
digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah rldnk boleh membiarkan rakyat 
tnemahami demokrasi sesuai dengan kebendaknya masing-masing. 

Kebijakan-kebijakun politik yang dikeluatkan ol1!h pemerintah 
hams memperhatikan prinsip--prinsip syari'ah islam dan ajaran agama 
untuk menghormati mayoritas penduduk Indonesia yang beragama 
Islam dan seJuruh penduduk Indonesia yang beragama. 

B. lnteroasional 

Memperhatikan perkcmbangan masya.rakat lntemasional padadekade 
saat ini terdapat kecenderungan penguatan ekonomi-politik-pertahanan 
keamanan pa:da kekuatan Negara tertentu. Karena itu dengan dasar ~aran 
Islam yang mengandung nilai~nilai universal dan politik Iuar negeri Negara 
Republik Indonesia yang selalu diarahkan untuk kepentingan nasionat 
dalam bidang keamanan. perdamaian serta kesejahteraan rakyat, maka 
PART AI BULAN BINTANG dalam MUKTAMAR II merekomen®siklm 
kepada pemerintah tndonesia untuk membanguna.n keseimbangan 'tata 
dunia baru• yang berkeadiJan dan beradab dengan mengambU inisiatif 
dalam hal~hal berikut: 
a. Melakukan revita1ise.si dan rekonstruksi Dewan Keamnnan Perserikatan 

Bangs.a-Bangsa dengan mengajukan usul perubahan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa atus dasar kesederajatan kedaulatan negara (equality 
ofsoverignity). antara lain: mengenai keanggataan tetaP""kewcnangan
hak veto yang dimiliki negam-negara tertentu anggom tetap Dewan 
Keamanan. Karena ketidakadilan dalam menyikapi masalah suatu 
negara dalam fora internasional oleh P~serikatan Bangsa-Bangsa 
berakar pada kewenangan anggota tetap dewan Ke.amanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa; 

b. Memprakarsai dan mengambil pcran strategis untuk terbangunnya 
ASEAN sebagai satu kekuatan masyarak.'t ekonomi baru; 

c. Mengambil !a.ngkah-langkah strategis untuk ruenjadi pimpinan OK.f 
guna penguatan OKI dalam mengambil pcranan. untuk perdamaian 
dunia, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
rakyat negara~ncgara anggota OKI melalui kerja sama ekonomi dan 
perdagangan; 

d. Menjadi inisiator da.n mengambillangkah~Jangkah proaktif-strategis 
melalui penguatm peranan negara-negaraAsia-Aii:ika, Selatm-Selatan 
maupnn OKI dalam proses penyelesaian damai bagi Palestina untuk 
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menjadi sebuah negara berdaulat dengan wilayah sampai Yerusalem. 
e. Reorientasi dan mengambillangkah-langkah proaktif dalam menjaring 

bantuan luar negeri yang tidak semata-mata terpaku dengan negara 
yang tergabung dalam CGI dan atau G-7 melainkan ke negara-negara 
"petro dollar" Timur Tengah, khususnya negara di jazirah Arab. 

f. Mengambil langkah strategis dan proaktif untuk menciptakan citra 
dunia islam yang rahmatan lil'alamin serta mendorong terciptanya 
kekuatan ekonomi masyarakat islam iiltemasional yang berpusat di 
Indonesia. 

. Ditetapkan di. 
Pada tanggal 

HPIMPINAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 1426 H 

01 Mei 2005 M 

MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ke tu a 

~~-
'MANIMBANG KAHARIADY 

dl,: 
DARU L~LITIJtORO 

1. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

4. Abdurrahman MZ 

5. Aspihani 

Anggota: 

r ~ -~---- ------ --
~- ~-· ....... c<'!.-

~f_:::::::::·::: .. _:::·:_:::: 

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG 

Nomor: lltrAP/Muktamar 1112005 

Tentang 

REKOMENDASI KIIUSUS MUKTAMAR·II PARTAI BULAN BINTANG 

Bismil/ahirrahnwnirrahim 

Dengan mengharapkan bimbingan dan RidhaAllah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang : I. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

Mengingat 

yang berlaku, perolehan kursi PARTAI BULAN BINTANG 
pada pemilu legis Iatif tahun 2004 baik DPR RI, DPRD 
Pr'opinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi 
syarat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2009; 

2. Bahwa untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis 
dalam rangka menyelamatkan eksistensi PART AI BULAN 
BINTANG agar dapat mengikuti pemilihan umum pada 
tahun 2009; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II 
PART AI BULAN BINTANG 

I. Pasal 3, Pasal4, Pasa\6, Pasal7, Pasal 10 dan Pasal 17 
ayat (I) Anggaran Dasar; 

2. Pasal21 ayat {I), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (I), ayat (3) 
huruf a, ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PART AI BULAN B!NTANG Nomor 
: 0 I ffap-Muktamar II /2005 ten tang Tata. Tertib Muktamar 
II PAR:fAI BULAN BINTANG -

Memperhatikan: Sidang Pleno Ill Muktamar II PARTAI BULAN B!NTANG, 
pad a tanggal 01 Mei 2005 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 1. Mengesahkan Rekomendasi Khusus Muktamar II PARTAI 
BULAN BINTANG sebagaimana terlampir; 

2. Keletapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Billahi atu-taufiq wal-hidayah 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

PIMPINAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 

01 Mei 

MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

K e t u a 

1426 H 
2005 M 

~~T 
'MANIMBANG KAHAR!AbY 

~·, 
DARU L~LITO""\~tORO 

Anggota: 

1. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim ........................................ 

4. Abdurrahman MZ 
~- ~.. ..<!-

:~:::::::::::::::::::::: ... 5. Aspihani 

REKOMENDASI KIIUSUS 
TENTANG POSISI PARTAI BULAN BINTANG 

PADA PEMILU TAHUN 2009 

·~.'<:'IJ.&k. '.! 
~J'..... ... :;:t)oo 

A. LA TAR BELAKANG 

Sehubungan dengan posisi perolehan suaralkursi Partai Bulan Bintang 
pada Pemilu Tahun 2004 yang tidal< memenuhi ketentuan electoral threshold 
untuk mengikuti Pemilu tahun 2009 mendatang, sehingga dapat dipastikan 
bahwa Partai Bulan Bintang dengan nama dan lambang yang ada sekarang ini 
tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 2009, maka Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Bulan Bintang yang diikuti oleh seluruhjajaran pimpinan partai sampai 
pada tingkat paling bawah harus mengambil langkah-langkah strategis agar 
tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang dapat diteruskan dan para 
kademya dapat terus berkiprah dan berjihad untuk kejayaan Islam dan bangsa. 
Dalam menentukan langkah dan stra/.egi ke depan pimpinan partai, paling tidak 
harus mempertimbangkan 6 hal, yaitu : 
I. Keberlangsungan tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang yang 

dikenal sebagai partai Islam, wadah perjuangan politik ummat Islam 
Indonesia. 

2. Kiprah para kader partai yang telah terlatih dan beijuang dengan tutus untuk 
kepentingan agama, bangsa dan negara melalui wadah Partai Bulan Bintang 
selama partai ini berdiri. 

3. Kepentingan peljuangan ummat Islam Indonesia secara keseluruhan dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Konstalasi dan persaingan pada Pemilu tahun 2009 yang akan datang, yang 
membutuhkan, kebersamaan dan solidaritas diantara para kaderyang prima. 

5. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Kelangsungan kepemilikan asset dan kekayaan yang dimiliki oleh Partai. 

Berdasarkan hal tersebut di atas serta ketentuan undang-undang yang 
ada sekarang ini, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai 
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l'olitik, pasal 2 I jo Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Timtang Pemilihan 
UmumAnggota DPR., DPD dan OPRD. Pasal7, & dan 9, khususnya ketentuan 
pasal9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003, maka ada 3 (tisa) Jangkah yang dapat 
diambil oleh Pimpinan Partai sehubungan dengan Pemilu Tahun 2009:~ 
yaitu: 

1. Merekomendasikan frepada DPP Partai Bulan Bintang Periode 2005-2010, 
untuk mempcrsiapkanlmembentuk satu partai baru yang memiliki asas, visi, 
dan misi yang sama dengan Partai Bulan Bintang. dengan membentuk 
kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupatenlkata dan 
tingkat kecamatan seblngga rnemenubi syarat sebagai Partai Poiitik yang 
sah menurut undang~undang partai poiitik yang berlnku di Indonesia, paling 
lambat sampai dengan akhir bulan Desember 2005, dan melakukan segala 
langkah-Jangkah yang diperlpkan untuk memenuhi syamt sebagai ptrtai 
politik yang dapat menglkutijemilu tahun 2009. Nama dan lambang partai 
baru tersebut diserahkan untUk ditetapkan oleh DPP Partai Bulan Bintang. 

2. Setelah partai barn dalim angka l, tcrbentuk dan memenuhi syarat untuk 
mengikuti pemilu tahun 2009, maka Partai Bulan Bintang rnelebur ke dalam 
wadah partai ba:ru tersebut dengan ketentuan seba:gai berikut : 
a. Pengurus pada seluruh jenjang kepcmimpinan partai pa:da Partai Bulan 

Bintang dan partai banJ, bel'gabung sehingga meJUadi satu kepengurusan 
dengan tetap menempatkan personalia pengurus Partai Bulan Bintang 
pada posisi semula, 

b. Pcmyatean penggabungan/peleburan Partai Bulan Bintang dalam partai 
baru dan pengesahan susunan pengurus definitif partai baru dilakukan 
dalam suatu tapat khusus partai baru pada tingkat nasional yang dihadiri 
olehjajaran pimpinan pusat, pimpinan wilayah pada tingkat provinsi 
dan pimpinan cabang pada tingkat kabupaten dan kota dari partai baru 
darijajaran pimptnan pusat Partai Bulan Bintang. 

c. Dengan bergabung dan melebumya Partai Bulan Bintang ke dalam partal 
barn, maka scluruh asse~ hak dan kewajiban Partat Bulan Bintang beralih 
kepada: partai baru. 

3. Seluruhjajaran pimplnanfpengurus Partai Bulan Bintang dari tingkat pusat 
satnpai dengan tingkat tanting dan badan-badan otonom memberikan 
dukungan, membantu serta. secm·a aktifterlibat dalam pembentukan partai 
baru sampa.i memenuhi syarat scbagai partai politik peserta pemilu tahun 
2009. 

"" 

Langkah~langkah tersebut di atas merupakan r6komendasi khusus 
mengroai mau depan partai yang ditetapkan Muktamar II untuk kesinambungan 
perjnangan penegakk.an syariat Islam di Negara Kesatuan Republik lndonesia 
melalui perjuangan konstitusional. 

Seiring densan rekomendasi khusus remaug rnasa depan partai tersebut, 
direkomendasikan pula secara khusus oleh Muktmnar ll kepoda Dewan Pimpinan 
Pusat untuk mengusulk.an Bapak Dr. Mohammad Natsir sebagai Pahlawan 
Nasional kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

Diretapkan di 
Pada tanggal 

PIMPINAN 

: Surahaya 
: 22 Rab'ul Awwal 1426 H 

01 Mel 2005 M 

MIJKTAMAR ll PARTAIBULAN BINTANG 

Ketua 

~:t.-
'MANIJ\ilBANG'KA~ADY ~ DARU LALITO"~;ORO 

1. Agus Owiwa~ono 

2. Yasin Ardhy 

3, Sjaifol Kosim 

4. Abdun-abman MZ 
<- ~ ........ <:!.-- ............ ~~::: __ 5. Aspihani 
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KETETAPAN MVKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Nomor: 12fl'AP/Muktamar 1112005 

Tentang 

TATA TERTID PENCALONAN DAN PEMILlliAN 
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT, 

'KETUA MAJELIS SYURA DAN ANGGOTA FORMATUR DEWAN 
PIMPINAN PUSAT PART AI BULAN BINTANG 

Bismilla/Jirralrmanirralzim 

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang I. Bahw~ntuk pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis · 
syura ·oewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN 
BJNTANG dan Fonnatur Muktamar II PART AI BULAN 
BINTANG, perlu dilakukan perumusan dan penetapan 
Tata Tertib Pemilihan; 

2. Bahwa rumusan dan penetapan Tata tertib Pemilihan 
dimaksud, perlu memiliki muatan nilai.nilai Islami yang 
tercermin dalam nuansa keterbukaan, keikhlasan, 
keberadaan demokrasi dan ketauladanan; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II 
PART AI BULAN BINTANG, 

Mengingat I. Pasal 3, Pasal 4, Pasal I i, ayat (I) huruf a, Pasa\ 12, 
ayat (1), Pasal 17, ayat (I) Anggaran Dasar; 

2. Pasal 7, ayat (5), ayat (I 0) dan Pasal I 0, ayar (I) huruf 
c, Pasa\21 ayat (4) huruf c, ayat (5) jo Pasal 36 ayat (I), 
ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PART AI BULAN BINTANG 
Nomor : 0 lffap-Muktamar 11/2005 temang Tata Tertib 
Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, 
pada tanggal 01 Mei 2005 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 1. Tata Tertib Pencalonan dan .Pemilihan Ket'ua Umum 
Pimpinan Pusat, Ketua Majlis Syura' danAnggota Formatur 
Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BJNTANG 

2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Bi/lahi atu-taufiq wal-hidayah 
Wassalamu 'a/ai!cum warahmatullahi wabarakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

PIMPINAN 

: Surabaya 
: 20 Rabiul Awwal 1426 H 

29 April 2005 M 

MVKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ketua 

~~-
"MANIMBANG KAHARIADY 

~ 
. DARU LALIT{i\~TORO 

I. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

4. Abdurrahman MZ 

5. Aspihani 

~.ll~ 

·········=~~ 
/ 

., .-:.- r.:.··· ...... 2 
....................... :::: ............ ::::. 

-~······························ 
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PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT, 

KETUA MAJELIS SYURA, ANGGOTA FORMATUR 

PART AI BULAN BINTANG 

•--:. '<=II ~ J,. ~--<i.U; .;.~ 
~ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud dengan : -... 

(I) Pencalonan adalah penclbnan Ketua Umum dan Ketua Majelis Syura. 
(2) Pemilihan adalah pemilihan Ketua Umum, Kerua Mjelis Syura dan Anggota 

Fonnatur lainnya. 
(3) Angggota Fonnatur lainnya adalah peserta yang dipilih dalam Muktamar 

yang bertugas membantu Ketua Umum/Ketua Formatur untuk menyusun 
komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai. 

BABII 
HAKSUARA 

Pasa12 

Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan 
Cabang, Badan Otonom tingkat nasional, masing-masing unsur sebagai satu 
kesatuan memiliki satu hak suara. 

BAB III 
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN 

Pasal3 
Tahapan Pemilihan 

( 1) Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syuradilakukan 
secara langsung d •. n rahasia dengan 2 (dua) tahapan: 

a. Tahap Pencalonan 
b. Tahap Pemilihan 

(2) Teknis pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura 
dilakukan bersamaan dengan pembedaan kertas suara pencalonan. 

(3) Teknis pemilihan Ketua Urn urn Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura 
serta anggota Formatur dilakukan bersamaan dengan pembedaan kertas 
suara pemilihan. 

Pasal 4 
Tujuan Pemilihan 

Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai dilakukan dengan tujuan: 

(I) Memilih Ketua Umum yang sekaligus menjadi Ketua Formatur. 

(2) Memi\ih Ketua Majelis Syura yang sekaligus menjadi Anggota Formatur. 

(3) M.emilih Anggota Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang. 

PasalS 
Pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat 

(1) Syarat-syarat Ketua Umum : 
a. Muslim; 
b. Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan 

keluarga; 
c. Dapat menjadi imam sholat 5 (lim~) waktu; 
d. Selalu menyatakan yang benar (Siddiq); 
e. Mampu mer:ayampaikan kebenaran (Tabligh); 
f. Jujur dan dapat dipercaya (Amanah); 
g. Cerdas (Falhonah). 
h. CaJon harus bisa membaca alqur'an dan di baca di depan peserta 

(2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Anggota 

DPRIMPR Rl dari Partai Bulan Bintang yang tergobung dalam Fraksi, 
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Pimpinan Pusat1 Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) 
nama Calon Ketua Umum pada kertas suara pencalonan. 

(3) Calon Ketua Umum haros didukung oleh sckurang-kuran,gnya 50 (lima 
puJuh) suara sah. 

(4) Caton yang memenuhi syarat dukungan dalam ta:hap pencalonan maju ke 
daiam tahap pemilihan. 

(5) Apabila hanya ada I (satu) calon yang memenuhi syarat maka langsung 
ditetapkan sebagai Ketua Umum dan ,sekallg\IS Ketua Formatur. 

(6) Apabila tidak ada eaton yang memenuhi syarat dukungan maka diambil 
5 (lima) c.alon yang memp~roleh suara dengan urutan 1,2,3 langsung 
ditetapkan sebagai eaton. )i 

(7) Apabila caJon sebaga~mann dimaksud ayat{6) ada yang memperoleh suara 
yang sama untuk urutan terakhir maka dilakukan pemilihan ulang, 

Pasal6 
Pencalonan I<etua Majelis Syura 

(t) Caton Ketua Majelis Syura berasal darl us\dan onnas~onnas pcndukung 
berdirinya Partai, Pimpioa:n Pusat do.n dapat ditambah dari usulan Pimpinan 
Witayah. 

(2) CaJon Ketua Majelis Syura para ulama yang tafaqq-uhfiddien dan tokoh 
ummat yang dikenal memiliki integritac; akhlak yang baik. 

(3) Setiap Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) nama calon 
Ketu.a Majelis Syura pada kcrtas suara pencalonan. 

(4) Caton Ketua Majetis Syura harus didukung sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) suara sah, 

(5) Calon yang memenuhi sy.nrat dukungan dalam tahap pencalonan maju ke 
dalam tahap pem ilihan, 

" 

(6) Apabila hanya ada l (satu) calon yang memcnuhi syarat maka langsung 
ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syum. 

(7) Apabila tidak ada cakm yang memenuhi syarat dukungan maka diambil 
5 (lima) eaton yang memperuteh suara terbanyak. 

(8) Apabila eaton sebagaimana dimaksud ayat (7) ada yang mcmpero!eh suara 
yang sama untuk urutan terakhir maka dilakukan pemilihan ulang. 

Pasal7 
Pemi~ihan Ketua Umum Pimpirum Pusat Dan 

Ketua Majelis Syura 

(I) Calon Ketua Umum Pimpinan Pusatdan Calon Ketua Majetis Syura yang 
memenuhi syarat dukungan harus menyatakan kesiapannya baik lisan 
maupun tertulis serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta 
Muktamar. 

(2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpina:n 
Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) nama Calon 
Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Caton Kctua Majelis Syura yang 
memenuhi syarat dukungan pada kertas suara pemilihan. 

(3) CaJon Ketua Umum Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis 
Syurayang mcndapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum 
sekaligus Ketua Formatur. 

( 4) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syurn tetpilih membacakan 
ikrar di hadapan muktamirin. 

P""al8 
Pemilihan Anggota Fonnatur 

(1) Pemilihan anggota Formatur dilakukan bersamnan waktunya dengan 
pcmilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura. 

(2) Setiap Dewan Pitnpinan Cabang, Dcn'Van Pimpinan Wilayah, Anggota 
DPRIMPR Rl dari Pa.rtai Bulan Bintang yang tergabung da1am Fraks~ 
Pimpi:nan Pusat~ Majelis Syura dan Badon Otonom menutiskan 7 (tujub) 
nama eaton anggota Fom1atur pada kertas suara pemilihan. 
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(3) 7 (tujuh) orang caJon anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak 
ditetapkan sebagai anggota fonnatur. 

(4) Jika calon anggota fonnatur urutan terbawah memperolehjumlah suara 
yang sama banyaknya, maka dilakukan pemilihan ulang untuk formasi 
yang tersedia. 

Pasal 9 
Wewenang Formatur 

(1) Tim Formatur berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menyusun dan 
menetapkan fonna~i serta personalis Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. 

(2) Formasi dan personalis Pif"pinan Pusat Partai Bulan Bintang disesuaikan 
dengan kebutuhan berda51.rkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Partai. 

(3) Penyusunan fonnasi dan personalis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
pasal ini telah selesai selambat-lambatnya 30 hari setelah Muktamar 
ditutup. 

BABIV 
PENUTUP 

PasallO 

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

PIMPINAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 1426 H 

01 Mei 2005 M 

MUKTAMAR D PARTAI BULAN BINTANG 

Ke t u o 

~· 
DARU L~LITO ~TORO ~'li; 

.MAN1MBANG KAHAR1ADY 

I. Agus Dwiwarsono 

2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

4. Abdurrahman MZ 
< ~ ....... «!II. 

~~==~ 5. Aspihani 
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KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG 

Nomor: 13ffAP/Muktamar 1112005 

Tentang 

KETUA MAJELIS SYURA PARTAI BULAN BINTANG 
Periode 2005- 2010 

Bismillalrirrahmanirrahim 

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang : I. Bahwa Ketu~.Majelis Syura PART AI BULAN BINTANG 
periode 200_$:.. 2010 merupakan posisi strategis dan politis 
dalam merr'dukung upaya pencapaian tujuan partai; 

2. BahWa_Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG 
periode 2005-2010 telah terpilih; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II 
PARTAI BULAN BINTANG. 

Mengingat I. Pasal 3, Pasal 4, Pasal II, ayat ( l) huruf a, Pasal 12 ayat 
(I), Pasal 17 ayat (I) Anggaran Dasar; 

2. Pasa\ 7 ayat (5), ayat (I 0) dan Pasal 21 ayat (4) huruf c, 
ayat (5) jo Pasal 36 ayat (I), ayat (7), ayat (8) Anggaran 
Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PART AI BULAN BINTANG Nomor 
: 0 lffap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar 
II PARTAI BULAN BINTANG; 

4. Ketetapan Muktamar 11 PART AI BULAN BINTANG Nomor 
: 12ffAP/Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan 
dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis 
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat 
PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, 
pada tanggal 01 Mei 2005. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: I. Mengesahkan Prof Dr. Yusril lbza Mahendra, SH 
sebagai Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN B!NTANG 
periode 2005-2010. 

2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Billohi atu-taufiq wal-hidayah 
Wa.ssalamu 'alaikum warahmatullahi woborakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

PIMP !NAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 

01 Mei 

MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Ke t u a 

1426 H 
2005 M 

~:l-
'MANIMBANGKA~ADY 

~· 
DARU L~LITO ~TORO 

Aoggota: ?'--- ' 

I. Agus Dwiwarsono 

- -
2. Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim . .;::;:::;:::=::::: .... :::: ................. . 
"7 

4. Abdurrahman MZ :~ ........... E.~.~-~ ...... ~.?~ .. . 
5. Aspihani -~·························· 
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KETETAPAN MUKTAMAR II PART AI BULAN BINTANG 

Nomor: 14!I'AP/Muktamar II/2005 

Tentang 

KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT PART AI BULAN BINTANG 
Periode 2005- 2010 

Bismillahirrahmanirraltim 

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PART AI 
BULAN BINTANG, setelah: 

Menimbang 1. Bahwa Ketu~_ Umum Pimpinan Pusat PARTAI BULAN 

Mengingat 

BINTANG ~~riode 2005- 20 I 0 merupakan posisi strategis 
dan politis Halam mendukung upaya pencapaian tujuan 
partai;. 

2. Bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat PART AI BULAN 
BINTANG periode 2005 - 20\0 telah terpilih; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar Tl 
PART AI BULAN BINTANG. 

I. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11 ayat (I) huruf a, ayat (2), Pasal 
12 ayat (I), Pasal 17 ayat ( 1) Anggaran Dasar; 

2. Pasal 21, ayat (4) huruf c, ayat (5) dan Pasal 36 ayat (I), 
ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga; 

3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor 
: 0 !!Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar 
II PARTAI BULAN BINTANG. 

4. Kctetapan Muktamar II PART AI BULAN BINTANG Nomor 
: 12fTAP/Muktamar 11/2005 tentang Tata Tertib Pencalonan 
dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis 
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat 
PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhatikan: Sidang Plena IV Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, 
pada tanggal 0 I Mei 2005 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : I. Mengesahkan H. MS. KABAN, SE.,MSi. sebagai Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Pusat PART AI BULAN BINTANG 
Peri ode 2005 - 20 10; 

.2. Ketetapan ini mula berlaku sejak tangal ditetapkan. 

Billahi alu-taufiq wal-hidayah 
Wassalamu 'alai/rum warahmalullahi wabarakatuh 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

PIMP IN AN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 

01 Mei 

MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG 

Ke t u a 

1426 H 
2005 M 

~".k; 
"MANIMBANG KAHARIADY 

~ 
DARU L~LITO ~TORO 

I. Agus Dwiwarsono 

2. YasinArdhy 

3. Sjaiful Kasim 
7 

4. Abdurrahman MZ 
~---r._-~·····c ............... = .. = ............ :::. 
-~······························ 5. Aspihani 
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KETETAPAN MUKTAM:AR II PART A! BULAN B!NTANG 

Nomor: 15/l'APfMuktam.ar IIJ200S 

Tentang 

TIM: FORMATIJR MUKTAM:AR II PART AI BULAN BINTANG 
Period• 2005-2010 

BismiliDhl"ahmanirrahim 

Dcngan mengh.arapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT, Muktamar H PART AI 
BULAN BJNTANG, setelah: 

Menimbang l, Bahwa dalam rangka meny~1Sun Pcrsonalla Dewan Pimpinan 
Pusat PARi'fAJ BULAN BINTANG periode 2005- 2010, 
perlu adan9"a Tim Fonnatur Muktamar JI PART AI BULAN 
BINTANG. 

2. BahWa untuk kelengkapan personalia Tim Formatur 
Muktmar II PARTAIBULAN BINTANG telah dilaksanakan 
pemilihan Anggota F'ormatur; 

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II 
PARTAJ BULAN BINTANG. 

Mengingat : I. Pasal3, Pasal4, Pasal\1, ayat (1) hurufa. Pasall2, ayat 
(I), Pasal 1 7, ayat ( 1) Anggaran Dasar; 

2. Pasal 7, ayat (5), ayat (I 0) dan l'llsal I 0, ayal {I) huruf c, 
Pasal21 ayat (4) huruf c, ayat (l) jo Pasal36 ayat (I), ayat 
(7), ayat (8) Anggaran Rurnah Tangga; 

3, Ketetllpan Muktamar II PART AI BUlAN BINTANG Nomor 
: Olffap~Muktamar U /2005 tentang Tata Tertib Muktamar 
II PARTA! BULAN BINTANO. 

4. Ketetapan Muktamar II PARTAJ BULAN BINTANG Nomor 
: 12/I'AP!Muktamar II 12005 tentang Tala Tertib Pencalonan 
dan Pemi!than Ketua Umum Pimpinan Pusat. Ketua Majelis 
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat 
PARTAI BULAN BINTANG. 

Memperhalikan: Sidang Pleno lV Muktamar II PART AI BULAN BINTANG, 

·--

pada tanggal 0 I Mei 2005 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 1. Mengesahkan Tim Formatur Muktamar II PARTA[ 
BULAN BINTANG lltlbagai berikut: 

a. H.MS Kaban. 

b. Yusril Ihza Mahendra 
c. Yasin Ardhy 
d. Hamdan Zoelva 
e. Dwianto Ananias 
f. Anwar Shaleh 
g. Djonimar Boer 
h. Hamid Kuna 
i. Sahar L Hassan 

Sebagai Ketua mernngkap 
Anggo1ll. 
Sebagai Anggota 
Sebagai Anggota 
Sebngai Anggota 
Sebagai Anggota 
Sebagai Anggota 
Sebagai Anggota 
Sebagai Anggota 
Scbagai Anggota 

2. Ketetapan ini mula berlaku sejak tangal ditetapkan. 

Billahi atu-taufiq wal~hidayah 
Wassalamu 'alaikum waraf • .matullahi wabarakcttJh 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

PIMPINAN 

: Surabaya 
: 22 Rabiul Awwal 1426 H 

l Mci 2005 M 

M:UKTAM:AR II PARTAI BULAN BINTANG 

Ketua 

/~~-
MANIMBANO KAHARIADY 

d:Z_k:-
DARU LAL!TO WiSTORO 

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB UI, 2009



I. Agus Dwiwarsono 

2, Yasin Ardhy 

3. Sjaiful Kasim 

4. Abdurrahman MZ 

5. As:pihani 

Anggota: 

-r;,o,Jl~ n 
·········=~~~ .... , 

.................................. 

=«m<•<i!'::.•<•~••m~•~:~~•<< 
,.4@-r 
fl.: .. ~!."\...... .. ..... 

I 

SURATKEl'UTUSAN 
TIM FORMATUR MUKTAMAR ll PARTAI BULAN BINTANG 

No.: SK.IstJFormaturiiVt.l6 
Ten tang 

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA 
DEWAN PIMPJNAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG 

PERIODE 1426.-1431 H/2005-:WIOM 

Bismillahirrabmanirrahim 

Menimbang : a. Bahwa Partai merupakan sarana perjuangan ummat dalam 
ranska mewujudkan sistem pcmerlntahan yang bersih dan 
demokrati:s. 

b. Bahwa untuk diktum a di at:as, Tim Formatur Mukte.mar U 
PARTAI BULAN BrNTANG memandang perlu menyusun 
struktur/susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat 
PARTAl BULAN BlNTANO Periode 1426- 1431 HI 
2005 • 2010 M, yang di 

c. Bahwa mereka yang Uimaksud d:dam diktum b keputusan 
ini, dianggap mem:enuhi syarat untuk diangkat f sebagai 
Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. 

Meningingat: 1. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal9. Pasal~ 10,·~: 
Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12, PasallJ buruf a,l'asal 
hurufa,l'asnll7 ayat (I); 

2. Anggoran Rumah Tangga Partai Bulan Bin tang Pasal 7 ~ 
Pasal 10 ayat (I), Pasal II, Pasall2, Pasal 15, Pasal21, 
Pasal36 ayat (I) dan ayat (3) hurufa. 

Memperhatikan: Hasil rapat tim Formaturtanggal ), 7. 9, 10, 13, 19~ 30 dan 
31 Mei2005. 

Dengan bertawaqqal kepada Allah Subhanahu Wata'ala. 

MEMUTUSK.AN 

PERT AMA : Mengesahkan Susunan dan Persona Ita Dewan Pimpinan Pusat 
PARTA! BULAN BINTANG Periode 1426 • 1431 H I 
2005 - 20 I 0 M sebagaimana terlampir L 
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KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 
KEL!MA 

Pembidangan I Job masing-masing Ketua yang dimaksud dalam 
Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagaimana terlampir II. 
Bilamana dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Sutat 
Keputusan ini dapat diubah I ditambah I diperbaiki. 
Surat r eputusan ini mulai berlaku pada Umggal ditetapkan. 
Sur at Keputusan ini disampaikan kepada maslng~masingyang 
bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan 
sebagaimnna mestinya. 

.. 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

: Jakarta 
: 22 Rabiul Akllir 1426 H 

31 Mei 2005 M 

TIM I'O~TUR MUKTAMAR II 
)'ART AI BULAN BINTANG 

I. H. MS, Kaban, SE., MSi. (Ketual Anggota) c --~.'>~--;----
2. Prof. DR. Yusrillhza Mahenda, SH.m, MSc. (Angg~ 
:3. Yasin Ardhy~ SH. (Anggota) 

4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota) 

5. Drs. Dwianto Ananias (Anggola) 

6. KH. Anwar Sholeh (Anggota) 

7. lr. H. Djonimar Boer {Anggota) 

8. Jr. H. Hamid Kuna {Anggota) 

9, Drs, Sal1ar L, Hassan (Anggota) 

SUSUNAN DAN PERSON ALIA 
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG 

PERIODE 1426-1431 H 12005- 20!0 M 

A. MAJELIS SYURA; 

Ketua 
Wakil Kctua 

Sekretaris 
Wakil Sekretaris 

Anggota 

Prof DR. Yusril lhza Mahendra, SH. 
K.H. Hussein Umar 
H. Ibrahim Risyad 
K.H. AcengZakaria 
K.H. Saehrodji Bisri 
K.H. Mahrus Amiu 

DR. Fuad Amsyari 
H. Bambang Setyo, M.Sc. 

H. A. Hasan Ibrahim 
K.H. Muqaddas 
K.H. Saiful Hukama' Sayuthi 
H. Sidi Rahmanaansyah 
ProfFuad Said 
K.H. Dadun Abdul Kohar 
Prof DR. Abudilah Yakob 
DR. H. Wasal Falah, SH. 
Ors. K.H. Zoubair &kry 
P.R. Abdul Oani Natadiningratf SE. 
Yusuf Mansyur 
Abd. Khalis Razal<, SPd. 
H. M. Amln Djamaluddin 
H. Suwito Suprayogi 

B. PIMPINAN PUSAT; 

KetuaUmum 
Wakil Ketua Umum : 
Wakil Ketua Umum : 
Waki! Ketua Umum : 
Wakil Kerua Umum : 

H. MS. Kahan, SE., M.Si. 
Hamdan Zoelva, SH., MH. 
Zainulbahar NOor, SE 
Anwar Shaieh 
Dachlan Abdul Hamied, SE.,M.Si 
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Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 
Ketua 

Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Lenders 
Wakil sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 

Yasin Ardhy, SH 
Jr. Eddy. Wahyudin 
Jamaluddin Karim, SH. 
Drs. Ali Muchtar Ngabalin. M.Si. 
Abdurrnhman Tardjo, SH 
Mashuri, SM 
Agus Dwiwarsono, SH. MH 
H. M. Syaripin Maioko, SH., MM., MSi 
Janzi Sofyan 
Dr. Andri Jaya Kumia 
Dra. Andi Nurul Jannah. Lc. 
DR. Firdaus Syam, MA. 
DR. Yusron Ihza. LLM 
Ir. Diany Lazuar Nasri 
H.~awardi Abdullah, SE., MM. 
MflTonas, SE. 
Jr. H. Bam bang H. Soewandi 
H. Hilman lndra, SE., MBA 
Ir. Hj. Rahmi Hidayati 
Ir. Nizar Dachlan, MSi 
Drs. Dwianto Ananias 
Ir. H. M. Suaib Didu, MM. 
1-1. Syamsul Rakan Chaniago, SH. 
M. Fauzi, SE. 

Drs. Sahar L Hassan. 
Drs. H. Sudar Siandes, MM. 
Abdul kadir Lamanele 
Nur Aidah, SH., MH 
B.M. Wibowo. 
Syamsude Laude 
Hans Munthahar, S.Komp. 
Jurhum Lantong, S.Ag. 
Drs. H. Andi Mansyur Pasande, MM. 
Drs. Masrur Anhar 
lr. Sahar Sitanggang 
Zulkifli, S.Si, HSI. 
Yudhi lrsyadi Syafii, SE. 
H. Yanuar Arnnur, S.Sos. 

Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wak.il Sek.retaris Jenderal 
Waki\ Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal 

Bendahara Umum 
Bendahara 
Bendahara 
Bendahara 
Bendahara 
Bend ahara 
Bend ahara 
Bendahara 
Bendaharn 
Bendahara 
Bendahara 

Amrullah Andi Hamid, SE., MM. 
Andi lda.M., S.Ag. 
Dindin Syarifudin, SE 
Ir. Alexander David Pranata Boer 
YusufHasani, S.Pd. M.Si. 
lkhwan. SH 

Bolivian Zein, SE. 
Ramlan Mardjoned 
Noor Muhammad, SE. 
Ir. hwansyah Tanjung 
Hasmil Hasan 
H. M. Sunding 
Syarifudin lgrissa, SE 
Nelly Janiarti 
Januaransyah, SE 
H. Syamsahril 
Sarinamde. SH 
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Departemen- Departemen : 

l. Ketua Departernc:n Pemberdayaan Organis3si : Drs. Tumpal Daniel, S 
2. Ketua Deparlem¢n Kaderisasi : M. Nur Chaniagi, BAc 
3. Ketua Departemen Pemenangan Pemilu : Geys Kllalifab 
4. Ketua Oepartern<11 PEMDAGRI dan OTDA Irwan Hasibuan, SE., MS 
5. Ketua Departemen I!ubungan Luar Neg<:ri : Fathrurrnhman, SAg. 
6. Ketua Departemen Hukum & Perundang.Undangan : Danni Marasabessy, SH 
1. Ketua Departeme:n Pembe!aan & HAM : H. Fasiun. SH 
8. Ketua Departemen Hankam : Drs. H.M. A- Salam. AS.,MBA 
9. Ketua.Departemen Pendidikan Drs. Amin Bunyamin 

Ketua Oepartemen Kebudayaan ; Ir, Endang Rudlatin, M.Si 
t 1, Ketua Departemen Hubungan ~,;1lembagaan Umat : Drs. H. Amlir. S. Yasin, Lc. 
12. Ketua Departemen K<tenagak+n & Tra!!$PQrtasi Drs. Odin luanda 
13. Kctua Departemen Sosial & Kesebatan Masyarakat : DR. Asep Djayanegara 
14. Ketua Departemen Perempuan & PerlindunganAnak : Ora. Munifah Syanwani, ~lSi 
15. Kerua Dcp~emen Perumahan & Pemuldman Ir. R Rooni Abdi, MM. 
16, Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional :Ahmad Hunen, S.Pd, M.Pd. 
17. Ketua Departemen Keuangan & Moneter Harsono, SE 
18. Ketua Departemen Perdagangan & lndustri Yayan Yanuari, SE., MM 
19. Kelua IX:parte:men Departemen Kopernsi & UKM Ahmad Rusydi, SE 
20. Kelua Departemen Pernbertlayaan BUMN Saiful Bahr], SE 
21. Ketua Departemen Energi & Sumber Daya Mineral : lr. Dcdy W'ljaya, MM 
22. Ketua Dep.a:rtemen Pertanian : lr. Udin Jahudin 
23. Ketua Departemen Kc:hutanan & Perk~bunan ; 0. Charles Chairudin T.,SE 
24. Ketua Depanem~n Kelautan & Perikanan Sulaiman Pete, SE 
is. K~lua Departernen Lfngkungan Hidup lr. Istiana Maftuchab, M.Si 
26. Ketua Departem~n Perhubungan & Transport : Asdi Warrli, SE 
27, Ketua Depa:rtemen Pariwisata Neti Yulianli, SH 
28. Ktltna Departerrwn Komunikasi & Informasi Hasfi Nasir, SE 
29. Ketua Departemen Pcmuda & Mabasi$wa Reza Ftrmansyab, SE 

TIM FORMATUR MUKTAMAR ll 
PART AI BULAN BINTANG 

L H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua I Anggn!JI) 

2. Prof. DR. Yusril Ihza Mahenda, SH.m, MSc. (AnggJ 

3, Yasin Ardhy, SH. (Anggom) 

4. Hamdan Zoelvn, SH., MH. (Anggota) 

5. Drs. Dwianto Ananias (Anggots) 

6. KH. Anwar Sholeh (Anggota) 

7. Ir. H. Djonimar Boer (Anggota) 

8. k H. Hamid Kuna {Anggota) 

9. Drn. Salu!r L. Hassan (Anggota) 
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PEMBIDANGAN/JOB KETUA-KETUA 
DEWAN PlMPINAN PUSAT PART AI BULAN BINTANG 

I. Bidang Pemberydaan Olgllllisasi d1111 Ka<lerisasi : YasinAnlhy, SH 
2. Bidang Pemlgllllg Pemilihllll Umnm : lr. Eddy Wahyudin 
l. Bidang PEMDAGRI dill\ OTDA : Jamaludin Katim, SH, 
4. Bidang Hnblll1glll1 Luar Ncgeri : P,. Ali Muchtar Ngabzii~ MSi. 
l. Bidllllg Hnklilll dll!1 HAM : Alldurralmtan Tsnljo, SH. 
6. Bidang HANKAM : Mashuri SM. 
1. Bidang Ptndidikllll dll!1 K:budayaan : Agus Owiwarso, SH., MH 
8. Bidang Hubungan Kelembagaan Uma : H.M. Syarifin Maloko, SH., MM.,MSi. 
9. Bidang KetenagakeQaan dan Tr~migrasi : Janzi Sofyan 

' 10. Bidang Susial dan KcS<h"'n M~arnkal : Dr. Andri Jay a Komia 
II, Bidang .Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dra Andi Nurullannah, L(. 
12. BldangPerurnahandan Pemukiman : DR. Firdaus Syam, MA 
13. Bidang Keuangan dan Moncter : DR. Ynsron llml, LLM. 
14, Bidang Perdagangan dan Jnduml : Ir. H. Diani L. Nasri, MBA 
IS. Bidang Kopcrasi dan UKM : H. Mawardi Abdullal, SE., MM. 
16. Bidang Pembcrdayaan BUMN : M. Tonas, SE 
17. Bidang Energi dan Sum1.1er Daya Mineral : Jr. H. Bambang H. Soewandi 
I 8. Bidang Pertanian : H. Hilman lndra, SE.! MBA. 
19. Bidang Kehutanan dan Perk!;!bunan : lr, Hj. Rahmi Hidayati 
20. Bidang Kelaularl dan Perika'"n : lr. Nizar Dacblan, MSi 
21. Bidang Ungkungan Hidup : D1s. Dwianto Ananias 
22, Bidang Perhubungan dan ?arlwisata; : lr. H.M.Suaib D~~ MM. 
2l Bidang Kornunikasi dan lnfonnasi : H. Sy-1 RakanCbaniago. SH. 
24. Bi<langPemnda dan Mallasiswa : M. Fauzi, SE 

TIM FORMATUR MUKTAMAR ll 
PARTAI BULAN BINTANG 

I. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua I Anggota) _ 

2. Prof. DR. Yusrillhza Mahenda, SH.m, MSc. (Angg~ 
~ 

3. Yasin Ardhy, SH. (Anggota) 

4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota) 

5. Drn. Dwianto Ananias (Anggota) 

6. KH. Anwar Sholah (Anggota) 

7. lr. H. Djonimar Boer (Anggota) 

8. lr. H. Hamid Kuna (Anggota) 

9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota) 
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SURAT KEPUTUSAN 
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG 

No. : SK.PP/449/2005 
Ten tang 

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSON ALIA DEPARTEMEN 
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG 

PERJODE 1426- 1431 H/2005- 2010 M 

Bismillahirrahmanirrahim 

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERT AI BULAN BINTANG 

Menimbang : a. Bahwa Partai merupakan sarana perjuangan urn mat dalam 
rangka mew.ujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan 
demokratish"· 

Mengingat 

b. Bahwa dalam rangka membantuk kelancaran tugas Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, perlu menyusun 
Struktur/Susunan dan Personalis Departemen yang berfungsi 
sebagai Kelompok Kerja Pcriode 1426 - 1431 HI 
2005- 2010 M. 

c. Bahwa mereka yang dimaksud dalam diktum keputus.an 
ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai 
Fungsionaris Departemen pada Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Bulan Bintang. 

]. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal 6, Pasal, 7, 
Pasal 9, Pasal I 0, Pasal, 15 huruf a, dan Pasal 17 ayat (I). 

2. Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal I 1 
ayat (I), Pasal 12, dan Pasal 36 ayat (I). 

Memperhatikan: I. Hasil Rapat Plena Dewan Pimpinan Pusat Pertai Bulan 
Bintang tanggal 13 Juni 2005. 

2. Hasil rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan 
Bintang tanggal 18 Agustus. 

Dengan bertawakkal pada Allah SWT. 

I 
I 
I 
I 

MEMUTUSKAN 

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Personalis Departemen pada Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2005-2010 M 
/14 26- 1431 H sebagaimana terlampir. 

K.EDUA : Bila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, Surat 

KETIGA 

KEEMPAT 

keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki. 

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 
bersa.ngkutan. 

Ditetapkan di 
Pada tangga 

: Jakarta 
: 21 Rajab 1426 H 

26 Agustus 2005 M 

Dewan Pimpinan Pusat 
PART AI BULAN BINTANG 

Ketua Umum Sekretaris Jenderal 

H.M. Kahan. SE.,M.Si Drs. Sahar L. Hassan 
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SUSUNAN DAN PERSONALIADEPARTEMEN 
DEWAN PIMPINAN PUSAT PART AI BULAN BINTANG 

PERIODE 1426-1431 H 12005- 2010 M 

· Departeruen Pemberdaya.ao Orgaoisasi : 
-.:xetua : Drs. Tumpal Daniel S. 

Wakil Ketua : H. Gatot Permadi Jocwono 
Sekretaris Saffri Ramadhan, M.Si 
Anggota : Samsudin, SH 

Budi Kusum~t M.Sc. 
Ridwan Idris 
Chandra,Andi Salam 

''· Drs. Rufji Idhaq, M.Pd .. 
Depilrremeo Kadesirasi : 

Ketua M. Nur Chaniago. BAc 
Wakil Ketua : Mohammad Noch Djuremi 
Sekretaris : Suhannan, SE 
Anggota Abdul Haris, M.Pd. 

Pinto Multison Ot. Raja Malin Penghulu 
Hasby Ma'arif 
Drs. Muhammad Yunan 
Harun Faisal, SE 

Departemen Pemenangan Pemilu : 
Ketua Geys Khalifah 
Wakil Ketua Nasruddin Muharrar 
Sekretaris Ega Sarkis 
Anggota : Euis Juiat:ha 

KH. Lukman 
Farid Alaidrus 
Jr. Budi Yasmin Marzuki 
Rrunlan, SH 

I 
! 
" 

D<partemen PEMDAGRI dan OTDA: 
Ketua : lnvan Hasibuan~ SE., M.Si 
Wakil Kctua : Rusian Abdul Gani 
Sekretaris : Ibrahim Malik Tanjung, SH 
Anggola . : Fai2al, SE 

Ir. Andi M. Fadhal 
Syahruddin, SE .• MM 
Suratman Malik, SE 

Departemen Hubuogan Lunr Ncgeri : 
Ketua : Fathurrahman, S.Ag. 
Wakil Ketua : Ahmad Kaelany, M.Si. 
Sekretaris BUys Pambayun, M.Si 

Zaenal Ula 
Ha:syim Sunge, SE 
Ismail Aso 

Departemen Hukum & Peruudang - Uttdangan : 
Ketua : Darmi Marasa.bessy. SH 
Wakil Ketua : Drs, Afdal Zikri, SH · 
Sekret.aris ; A. Gafar Rehalat. SH 
Anggota : Marwinde Sibua, SH 

M. Amien Sangadji 
Nandang Purnnma. SH 
A. Kasim Rumagutawan, SH 

Departemeh Pembelaan & HAM : 
Ketua H. Fasiun, SH 
Wakil Ketua . : Achdiat Mihardja, SH 
Sekretaris : Jify Ngawiat Prananto, SH 
Anggota : ldham Hayat, Sh 

Denny Latupono, SH 
Budi Utama, SH 
H. La Ode M. Sabur, SH 
R. Ahmad Waluya, SH 
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Departemen Hankam: 
Ketua ; Drs, H.M.A. S&Jarn. AS 
Wakil Ketua Drs. H. Indra Cahaya, M.D. SH. MH 
Sekretaris Kombes (Pum) Bambang Sutedjo 
Anggota : Le~end (Pum) Sugiono 

Le~end. (Purn) Sanif 
Rizal, SH 
Chairil. SH. MH 
Suhadi 

Departemen Peodidikau : 
Ketua Drs, Amin Bunyamin 
Wak.il Ketua : Budi Santoso, SE 
Sekretaris : Drs. Manajir Nasution, MA 
Anggota Berlianiij£sih Kusumawatl, SE., MM. 

M.Seti~ 
Imam Tamami 
Sinta Wulan 
lr. A.A. Murdbono, SH., MBA 

Departernen Kebudayaan : 
Kerua Jr. Et\dang Rudiatin, M.Si 
WakH Ketua : Madliah Soleiman 
Sekretaris : Ami Dasrianti 
Anggota R.A. Fatabillah, SE 

Solihin Pure 
Rika Yuliana 
Cecep Supriyatna 
Eli ldayanti 

Departemen Hubungan Kelembagaao Umat : 
Ketua Drs. H. Amlir S. Yasin, Lc, 
Wakil Kerua : Drs. lsmayadi lmran> MM 
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suja'i AS 
Anggota : Sukiran F.A. 

Drs. !f.M. Syab Agusdin 
Drs. Sadrtman 
Dra. Emi Baroroh 
lr. Dani Finnantara 

:l 

~ 
'• 
-1; 

.! 

~ 

·~ 

! 
' .. ,, 

Departeman Ketenagakerjaan & Trausmigrasi: 
Ketua : Drs:. Odih Juanda 
Wakil Ketua : Udi Subaki 
Sekretaris M. Azrul Saleh Rumata 
Anggot:a Drs. M. Jafar Anwar, M.Si 

Sukirno Pamungkas 
Syaiful Alam, S.Si 
M. Samr, SB., M.Sc. 
Irlan Superi, SH 

Departeman Sosial & Kesehatan Masyarakat : 
Ketua : DR. Asep Djayanegara 
Wakil Ketua : Edi Riyanto, SE 
Se~retaris Eti Yuliati 
Anggota : DR. Bambang Widbyaromo 

HM. Daud Gunawan, SB 
Mahendra 
Dading 
Zulli Syukur, BA 

Departemen Pembcrdayun Pen:mpuan &PerlindunganAnak; '!.·-

Ketua : Dra. Munifah Syanwll!li, M.Si. 
Wakil Ketua : Sillvayeni, SE., MM. 
Sekrataris : Hartini Og. Saido. S.Ag. 
Anggota : Eva Kbolifah, S.Ag. 

Sunarti Bahru, SB 
Hj. RST Nurhasanab, S.Ag., MM. 
Rini Sidi Astuti, S.Ag 
Ratna Juwita 

D~par1emen Perumaban & Pemukiman : 
Ketua : lr. H. Ronni Abdi, MM. 
Wakil Ketua : Zulfabmi 
Sekretaris : Safarudin Na.sution 
Anggota lr. Reza Vietna Putra, MM 

Hendra, S.Corn 
M. Musni 
Ahmad Rifai'i Pohan, M.Si 
Septiani, SH 
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Dcpartcmen Perencanaan Pembangunan Nasiunal : 
Ketua : Ahmad Hunen, S.Pd. M.Pd. 
Wakil Ketua Deru Samudera Risa, SE 
Sekretaris Pahlevi, SE 
Anggota Sonny Ungg~ra. SE 

N. Nita Hikmayanti 
R. Sugeng Pumomo 
Syafriadi, SH 

Departemcn Kcuangan & Moneter: 
Ketua : Harsono, SE 
Wakil Ketua : Alvin Azhar, SE., MM .. 
Sekrataris : Fadil 
Anggota Junaedi. ;. 

Herian .tF.A.R, SE 
Toni Hfdayat Amran 
Nur Khalim 
Yllsufmanu 

Departcmen Perdagangan & Industri : 
Ketua Yayan Yanuari, SE., MM. 
Wakil Ketua Rona Lubis, SE 
Sekretaris Mazlan Ha\im 
Anggota Rina Raflina, S.Sos. 

Umar Usman, SE., MM 
Abdul Halim, SE 
H.M. Rapiddin Hamoes 
IJtanos, SE 

Departemcn Koperasi & UKM : 
Ketua : Ahmad Rusydi, SE 
Wakil Ketua Musliar Zen Djamil 
Sekretaris : Ahmad Sukatmaja 
Anggota Sari Kusumawati 

Agus Surono 
Doni Ikhsan Hendarman 
Basric Ahmad 
Mahdi Djayakarta lndra 

Departeman Pemberdayaan BUMN: 
Ketua : Saiful Bahri, SE 
Wakil Ketua : M. Sholihin, S.Ag 
Sekmtaris Furqon, SE 
Anggota : Edy.Eriansyah, S.Sos 

Sutisno, S.Sos., MM 
Taufiq Syafii 
Sempuma Bahri, SE, Ak. 
ArifHidayat, SE 

Departcmcn Energi & Sumber Daya Mineral : 
Ketua : lr. Dedy Wijaya, f\.1M. 
Wakil Ketua : Ir. Darns Kumiadi, MM 
Sekretaris Alfian Zulham Siregar, ST 
Anggota : Rahman Yasin, S.Ag. 

M. Khaharudin Zakky, SE., MM. 
Yahya Mahmud, M.Si 
A. Rasyid Mapparenta, SE., M.Si 

Departcmen Pertanian : 
Ketua : Ir. Udin Jahudin 
Wakil Ketua : Arie Pujianto, SH 
Sekrataris : Dudu Abdusshomad. HM 
Anggota : Drs. K.annan Noor 

Umroh Muslim, SP. 
Luqmo.n Hakim, SE., MM. 
Cholisoh, SH. 
Haryo Wibowo, SH 

Dcpartemen Kehutaaan & Perkebunan 
Ketua : 0. Charles Chairudin T. 
Wakil Ketua DR. Ir. lrwan Aminudin., M.Si. 
Sekretaris : Drs. Achsanul Haq Dault 
Anggota : Drs. Fachruddin Mangunjaya 

Drs. Imawan 
Ir. S. Hemowo 
Rusdi Sunuraya1 SE 
Azalia Aliff, SH., MH 
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